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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Ecological Citizenship Berbasis
Kearifan Lokal” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku
ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi
siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Ecological
Citizenship Berbasis Kearifan Lokal.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan
hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara
terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca
sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kam
untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di
masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan
sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat
memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.
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PERAN PESANTREN NURUL HUDA
DALAM MEMBANGUN GREEN CITIZENSHIP
BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Sri Rahayu Pudjiastuti STKIP Arahmaniyah
Herinto Sidik Iriansyah STKIP Kusuma Negara
yayu.pudjiastuti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pesantren Nurul Huda
dalam membangun green citizenship berbasis kearifan lokal, serta
mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek
penelitian meliputi pimpinan pesantren, ustadz, santri, dan masyarakat
sekitar, yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan
melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian
dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, & Saldafia yang meliputi
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pesantren Nurul Huda mengimplementasikan green
citizenship melalui tiga pendekatan utama: (1) pembiasaan tanggung jawab
ekologis (ecological citizenship) melalui Gerakan Jumat Hijau, pengelolaan
sampah terpadu, dan aturan hemat energi; (2) penguatan literasi ekologis
melalui integrasi materi lingkungan dalam pengajaran agama, pelatihan
pertanian organik, dan penyediaan literatur lingkungan; serta (3)
pemanfaatan kearifan lokal seperti tradisi Nyiram Cai, sistem tumpangsari,
dan larangan menebang pohon tertentu. Pesantren berperan sebagai agen
perubahan sosial-ekologis yang mendorong masyarakat sekitar untuk
menerapkan perilaku ramah lingkungan. Faktor pendukung meliputi
dukungan kyai, partisipasi santri, dan kondisi alam yang terjaga, sedangkan
faktor penghambat meliputi keterbatasan dana, kurangnya konsistensi
perilaku santri, dan minimnya teknologi pengelolaan lingkungan.

Kata kunci:
green citizenship, pesantren, kearifan lokal,
literasi ekologis, pendidikan lingkungan.
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Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian terhadap isu lingkungan
hidup semakin meningkat, mendorong munculnya berbagai pendekatan baru
dalam pendidikan dan pembangunan berkelanjutan, salah satunya adalah
konsep green citizenship. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi aktif
individu sebagai warga negara dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Berbagai studi telah membahas green citizenship dalam konteks pendidikan
formal, kebijakan publik, dan komunitas urban (Iskandar & Sutrisno, 2020).
Namun, belum banyak penelitian yang mengeksplorasi penerapan konsep ini
dalam konteks lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren. (Lestari;
2021)

Sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan berbasis komunitas,
pesantren memiliki potensi besar dalam membentuk kesadaran ekologis
masyarakat. Pesantren tidak hanya mengajarkan nilai-nilai spiritual, tetapi
juga membentuk pola hidup santri dan masyarakat sekitarnya melalui
pendekatan kultural dan religius. Namun, dalam literatur yang ada, peran
pesantren dalam pembangunan green citizenship masih belum banyak
dijadikan fokus utama penelitian. Sebagian besar studi tentang pesantren
masih berkutat pada aspek kurikulum keagamaan, moderasi beragama, atau
transformasi sosial (Fadillah & Mulyadi, 2020), sementara kontribusinya
terhadap kesadaran lingkungan belum banyak terdokumentasikan.

Lebih jauh lagi, pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan
lokal dalam pendidikan lingkungan pesantren juga masih sangat terbatas.
Padahal, banyak komunitas pesantren yang hidup berdampingan dengan
tradisi-tradisi lokal yang memuat nilai-nilai ekologis, seperti kesederhanaan,
gotong royong, penghormatan terhadap alam, dan praktik berkelanjutan
lainnya. Potensi kearifan lokal ini belum banyak digali secara ilmiah dan
belum terdokumentasikan sebagai best practice yang dapat di replikasi. Hal
ini menyebabkan kesenjangan antara praktik lapangan dengan basis teoritik
dalam pengembangan pendidikan lingkungan berbasis pesantren.

Peran Pesantren Nurul Huda dalam Membangun Green Citizenship
Berbasis Kearifan Lokal mencerminkan fokus pada kontribusi pesantren
terhadap pembentukan kesadaran dan tanggung jawab lingkungan (green
citizenship), dengan pendekatan yang mengakar pada nilai-nilai lokal. Dari
judul ini, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang bisa
dijabarkan

Pertama, Rendahnya Kesadaran Lingkungan di Kalangan Masyarakat
Sekitar Pesantren. Kesadaran lingkungan merupakan fondasi penting dalam
upaya menjaga keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup manusia. Namun,
realitas sosial menunjukkan bahwa tingkat kesadaran ini masih rendah,
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terutama di kalangan masyarakat yang berada di sekitar lembaga pendidikan
tradisional seperti pesantren. Rendahnya pemahaman dan perhatian
terhadap isu-isu lingkungan mengakibatkan munculnya berbagai perilaku
yang merusak ekosistem lokal, seperti pembuangan sampah sembarangan,
pembakaran sampah terbuka, penggunaan air secara berlebihan, serta
kurangnya partisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan (SR
Pudjiastuti;2019). Kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya
membangun green citizenship, vyaitu kesadaran dan partisipasi aktif
masyarakat dalam menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab
kewarganegaraan. Di lingkungan pesantren, meskipun nilai-nilai Islam
mengandung ajaran ekologis yang kuat, pelaksanaannya dalam kehidupan
sehari-hari santri dan masyarakat sekitar belum optimal. Hal ini menunjukkan
adanya kesenjangan antara ajaran normatif dengan perilaku faktual.

Penelitian Fitriah (2021) mengungkapkan bahwa kurangnya integrasi
pendidikan lingkungan dalam kurikulum pesantren menjadi faktor utama
lemahnya kesadaran ekologis santri. Nilai-nilai seperti rahmatan lil ‘alamin,
islah al-ardh (memperbaiki bumi), dan larangan ifsad fi al-ard (kerusakan di
muka bumi) belum ditransformasikan secara kontekstual dalam kegiatan
belajar-mengajar maupun dalam budaya pesantren sehari-hari. Selain itu,
belum adanya program atau kegiatan rutin berbasis lingkungan yang
melibatkan seluruh warga pesantren dan masyarakat sekitar juga turut
memperlemah internalisasi nilai-nilai green citizenship.

Nurhayati dan Herawati (2020) menambahkan bahwa di banyak
komunitas lokal, termasuk sekitar pesantren, isu lingkungan masih dianggap
sebagai tanggung jawab pemerintah atau pihak luar. Kurangnya inisiatif dari
komunitas sendiri menandakan bahwa kesadaran ekologis belum menjadi
bagian dari kesadaran kolektif. Hal ini diperburuk oleh minimnya literasi
lingkungan dan tidak adanya keteladanan dari tokoh masyarakat atau
pemimpin keagamaan dalam menjalankan praktik ramah lingkungan. Dengan
demikian, rendahnya kesadaran lingkungan di masyarakat sekitar pesantren
tidak hanya bersumber dari kurangnya edukasi, tetapi juga dari tidak adanya
model peran yang kuat dan keterputusan antara nilai agama dengan praktik
ekologis. Padahal, pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi agen
perubahan, dengan mengembangkan model pendidikan lingkungan berbasis
kearifan lokal dan nilai-nilai keislaman. Perlu adanya strategi integratif yang
menggabungkan aspek edukatif, spiritual, dan budaya lokal agar
pembentukan green citizenship dapat berjalan secara menyeluruh dan
berkelanjutan (SR Pudjiastuti;2020).

Peran Pesantren Nurul Huda Dalam Membangun Green Citizenship | 3



Kedua, Kurangnya Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pendidikan
Lingkungan. Pendidikan lingkungan di Indonesia pada umumnya masih
didominasi oleh pendekatan-pendekatan formal dan universal yang sering
kali tidak berakar pada nilai-nilai lokal masyarakat. Pendekatan semacam ini
meskipun penting secara konseptual, belum tentu efektif dalam menjangkau
kesadaran ekologis masyarakat secara kontekstual, terutama di lingkungan
tradisional seperti pesantren. Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam
yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat lokal memiliki relasi
sosial-budaya yang khas, sehingga pendekatan pendidikan lingkungan pun
perlu disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas tersebut.

Kearifan lokal (local wisdom) merupakan akumulasi dari pengetahuan,
nilai, norma, dan praktik yang telah teruji oleh waktu dan terbukti mampu
menjaga harmoni antara manusia dan lingkungan. Dalam konteks komunitas
pesantren, kearifan lokal sering terwujud dalam bentuk tradisi bersih desa,
pengelolaan sumber daya air berbasis komunitas, larangan membuka lahan
dengan cara membakar, atau pengelolaan limbah secara tradisional.
Sayangnya, nilai-nilai ini belum secara sistematis dijadikan dasar dalam
pendidikan lingkungan formal di pesantren. Akibatnya, santri dan masyarakat
pesantren cenderung mengadopsi pemahaman ekologis dari luar yang
terlepas dari identitas budaya dan religius mereka.

Menurut Rahmawati (2020), pengabaian terhadap kearifan lokal dalam
pendidikan lingkungan menyebabkan ketidakterhubungan antara nilai-nilai
lokal dan praktik lingkungan yang diajarkan. Padahal, kearifan lokal berperan
penting dalam memperkuat relevansi dan keberterimaan pesan-pesan
lingkungan di kalangan masyarakat. Nilai-nilai seperti gotong royong,
penghormatan terhadap alam, dan pengelolaan sumber daya secara
berkelanjutan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pesantren
sejak lama. Namun, karena tidak didokumentasikan dan tidak diintegrasikan
dalam pembelajaran, nilai-nilai tersebut mulai ditinggalkan dan tergantikan
oleh pendekatan teknokratis yang kurang kontekstual.

Hasil penelitian oleh Sari dan Nugroho (2021) juga menunjukkan bahwa
pendekatan berbasis kearifan lokal dalam pendidikan lingkungan terbukti
lebih efektif dalam menumbuhkan perilaku ekologis, karena peserta didik
merasa nilai-nilai tersebut dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Di sisi
lain, pendekatan yang terlalu formal atau berbasis teori global sering kali
dianggap abstrak, kurang aplikatif, dan tidak menggugah kesadaran personal
maupun spiritual. Dalam konteks pesantren Nurul Huda, potensi
pengembangan pendidikan lingkungan berbasis kearifan lokal sangat besar.
Tradisi pesantren yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan kebudayaan lokal
dapat menjadi titik masuk untuk membangun green citizenship yang tidak
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hanya sadar lingkungan, tetapi juga berakar pada identitas budaya dan
keagamaan. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai lokal dalam program
pendidikan lingkungan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk
menciptakan pendekatan yang holistik, kontekstual, dan berkelanjutan.

Ketiga, Minimnya Peran Lembaga Keagamaan dalam Isu Lingkungan.
Lembaga keagamaan memiliki potensi strategis dalam mendorong kesadaran
dan perubahan perilaku masyarakat terhadap isu lingkungan. Dalam konteks
Indonesia, yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, pesantren
memegang peranan penting sebagai lembaga pendidikan dan sosial
keagamaan vyang berpengaruh luas, terutama di kalangan masyarakat
pedesaan. Namun, kenyataannya, peran pesantren dalam merespons
persoalan lingkungan masih tergolong minim dan belum tergarap secara
optimal.

Sebagian besar pesantren hingga kini masih memusatkan perhatiannya
pada aspek pendidikan keislaman secara normatif, seperti pembelajaran kitab
kuning, fikih, tauhid, dan akhlak, sementara isu-isu kontemporer seperti krisis
ekologi belum banyak disentuh dalam kurikulum maupun aktivitas
pembelajaran. Padahal, Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin telah
memuat ajaran yang sangat kuat tentang tanggung jawab manusia sebagai
khalifah fil ardh (pemimpin di muka bumi) yang seharusnya menjaga,
merawat, dan melestarikan lingkungan. Ajaran Islam menekankan larangan
terhadap perusakan alam (fasad fi al-ardh), dan mengajarkan kesederhanaan
serta keseimbangan dalam memanfaatkan sumber daya alam (Al-Qur’an
Surah Al-A'raf: 31 dan Surah Ar-Rum: 41).

Menurut Hamid dan Yusuf (2020), belum adanya orientasi pendidikan
lingkungan dalam sistem pendidikan pesantren disebabkan oleh keterbatasan
pemahaman para pendidik terhadap konsep ekoteologi Islam dan kurangnya
dukungan dari lembaga pesantren terhadap program-program berbasis
lingkungan. Kegiatan rutin pesantren jarang melibatkan santri dalam praktik
nyata pengelolaan lingkungan seperti pengelolaan sampah, konservasi air,
atau penghijauan pesantren. Akibatnya, nilai-nilai Islam tentang tanggung
jawab ekologis menjadi ajaran yang tidak terimplementasi secara konkret
dalam kehidupan pesantren.

Sementara itu, studi oleh Qodri dan Mufidah (2021) mengungkapkan
bahwa partisipasi aktif lembaga keagamaan dalam pendidikan lingkungan
dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat. Ketika
ajaran agama dikontekstualisasikan dengan isu lingkungan, masyarakat
cenderung lebih mudah menerima dan menerapkannya karena memiliki
landasan spiritual dan moral yang kuat. Dengan demikian, keterlibatan aktif
pesantren dalam membangun kesadaran ekologis tidak hanya akan
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memperkuat pendidikan lingkungan, tetapi juga memperkuat posisi
pesantren sebagai agen perubahan sosial.

Minimnya peran pesantren dalam isu lingkungan juga berdampak pada
tidak berkembangnya green leadership berbasis agama di tingkat lokal.
Padahal, tokoh-tokoh agama di pesantren memiliki otoritas moral yang tinggi
di mata masyarakat. Jika mereka terlibat aktif dalam kampanye lingkungan
dan memberikan keteladanan ekologis, hal ini akan memiliki dampak
transformasional yang luas. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi peran
pesantren sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya berfungsi dalam
aspek spiritual, tetapi juga dalam isu-isu keberlanjutan hidup dan pelestarian
lingkungan.

Dokumentasi terhadap praktik baik tidak hanya penting sebagai sarana
diseminasi, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap inovasi lokal yang
kontekstual dan aplikatif. Dengan adanya model yang terdokumentasi secara
sistematis baik dalam bentuk kajian akademik, video dokumenter, modul
pelatihan, maupun pedoman praktis pesantren lain dapat belajar,
mengadaptasi, dan mengembangkan pendekatan serupa sesuai dengan
karakteristik lokal masing-masing tantangan Implementasi di Tingkat Praktik.
Meskipun kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup mulai tumbuh di
berbagai komunitas, termasuk di lingkungan pesantren, upaya implementasi
konsep green citizenship masih menghadapi berbagai kendala nyata di
lapangan. Tantangan ini bukan terletak pada aspek ideologis atau nilai, tetapi
lebih pada ranah teknis dan struktural yang menghambat pelaksanaan
program lingkungan secara berkelanjutan.

Banyak pesantren, terutama yang berada di wilayah pedesaan atau
dengan sumber daya terbatas, menghadapi hambatan berupa infrastruktur
lingkungan yang minim. Misalnya, fasilitas pengelolaan sampah belum
memadai, air bersih belum tersedia secara merata dan higienis, serta tidak
adanya sistem daur ulang atau tempat kompos yang terkelola. Akibatnya,
meskipun para pengurus dan santri memiliki kesadaran untuk menjaga
lingkungan, tindakan konkret yang bisa dilakukan sangat terbatas. Hal ini
senada dengan temuan Prasetyo dan Maulidah (2020) yang menunjukkan
bahwa keterbatasan sarana dan prasarana merupakan faktor penghambat
utama dalam pengembangan perilaku ekologis di pesantren.

Keempat, Kurangnya Model atau Best Practice yang terdokumentasi.
Salah satu kendala utama dalam pengembangan green citizenship berbasis
pesantren adalah minimnya dokumentasi terhadap model, praktik baik (best
practice), atau inovasi yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga
pendidikan keagamaan dalam pengelolaan lingkungan. Padahal, banyak
pesantren yang secara informal telah menjalankan aktivitas ramah lingkungan
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baik melalui tradisi, nilai-nilai keagamaan, maupun praktik sosial-budaya
namun tidak terdokumentasi dengan baik sehingga tidak dapat dijadikan
acuan atau di replikasi oleh pesantren lain.

Fenomena ini juga terjadi di Pesantren Nurul Huda, yang sesungguhnya
memiliki potensi besar dalam mengembangkan pendidikan lingkungan
berbasis kearifan lokal. Nilai-nilai seperti hidup bersih, hemat energi,
penghormatan terhadap alam, hingga praktik kolektif dalam mengelola
sampah atau sumber daya alam telah menjadi bagian dari kehidupan santri
dan masyarakat sekitar. Namun, karena tidak adanya pencatatan yang
sistematis dan minimnya kajian ilmiah, praktik-praktik tersebut belum dikenal
luas, bahkan cenderung dianggap sebagai rutinitas biasa tanpa nilai edukatif
yang dapat disebarluaskan. Menurut Zainuddin dan Anshori (2020),
dokumentasi model pendidikan lingkungan di pesantren sangat penting
karena dapat berfungsi sebagai alat belajar, inspirasi, dan dasar kebijakan.
Tanpa adanya model yang terdokumentasi secara akademik maupun praktis,
maka inovasi yang terjadi di satu pesantren tidak akan memberikan dampak
luas pada pesantren lain. Akibatnya, setiap lembaga cenderung bergerak
sendiri tanpa ada rujukan atau pendekatan yang terbukti efektif. Minimnya
dokumentasi ini juga menunjukkan lemahnya sinergi antara pesantren,
akademisi, dan pemerintah dalam merumuskan pendekatan pendidikan
lingkungan berbasis kearifan lokal. Menurut Riyadi (2021), sebagian besar
penelitian yang berkaitan dengan pesantren masih berfokus pada aspek
teologis, kurikulum, atau dakwah, sementara aspek lingkungan dan
pembangunan berkelanjutan masih sangat jarang dijadikan fokus kajian. Hal
ini menghambat upaya pengembangan model green citizenship yang berbasis
budaya lokal dan spiritualitas Islam.

Selain keterbatasan fasilitas fisik, tantangan lain yang signifikan adalah
kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang
pendidikan lingkungan. Para pengasuh atau ustadz di pesantren umumnya
lebih menguasai bidang keagamaan, sementara pendekatan lingkungan hidup
belum menjadi bagian dari keahlian utama mereka. Hal ini menyebabkan
kegiatan atau program lingkungan seringkali bersifat sporadis, tidak
terstruktur, dan bergantung pada inisiatif individu. Menurut Wulandari (2021),
kurangnya pelatihan dan pendampingan terkait isu-isu ekologi menjadi
penyebab rendahnya integrasi antara nilai-nilai keislaman dan praktik
keberlanjutan di lembaga keagamaan. Keterbatasan dana juga menjadi faktor
dominan. Banyak pesantren yang beroperasi dengan anggaran terbatas,
sehingga alokasi untuk program non-prioritas seperti pengelolaan lingkungan
sering kali diabaikan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, sulit untuk
membangun sistem pengelolaan air limbah, sanitasi yang ramah lingkungan,
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atau instalasi teknologi hijau seperti biopori, komposter, atau panel surya.
Kondisi ini diperparah dengan belum adanya sinergi antara pesantren dan
pemerintah atau LSM lingkungan dalam menyediakan bantuan teknis dan
pendanaan.

Tantangan di tingkat praktik ini menegaskan bahwa keberhasilan green
citizenship tidak cukup hanya dibangun dari aspek kesadaran dan nilai-nilai,
tetapi juga memerlukan dukungan sistem, kebijakan, infrastruktur, serta
pelatihan yang memadai. Tanpa upaya yang terintegrasi, idealisme akan
kesadaran lingkungan berisiko menjadi retorika tanpa aksi nyata. Oleh karena
itu, perlu ada intervensi lintas sektor untuk memperkuat kapasitas pesantren
dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberlanjutan secara konkret dan
berdaya guna.

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dalam beberapa aspek
penting berikut: 1) Integrasi Green Citizenship dengan Kearifan Lokal
Pesantren. Penelitian ini menggabungkan konsep green citizenship yang
umumnya dibahas dalam konteks pendidikan modern dan kebijakan public
dengan kearifan lokal berbasis pesantren tradisional. Pendekatan ini belum
banyak dieksplorasi dalam studi-studi sebelumnya, yang umumnya
memisahkan antara pendekatan ekologi modern dan nilai-nilai budaya lokal.
2) Studi Kasus Kontekstual di Pesantren Nurul Huda. Pesantren Nurul Huda
sebagai objek penelitian menghadirkan konteks unik karena merupakan
pesantren berbasis masyarakat dengan tradisi lokal yang kuat. Penelitian ini
menjadi salah satu kajian awal yang secara spesifik mendokumentasikan
bagaimana pesantren ini membentuk kesadaran lingkungan melalui
pendekatan budaya dan religius yang khas.

3) ldentifikasi dan Dokumentasi Praktik Lokal sebagai Model Green
Citizenship. Penelitian ini tidak hanya menganalisis secara teoritik, tetapi juga
mengidentifikasi praktik-praktik konkret yang dapat dikategorikan sebagai
green citizenship berbasis lokal. Dokumentasi ini menjadi kontribusi penting
untuk pengembangan best practices yang bisa di replikasi oleh pesantren lain
di Indonesia. 4) Kontribusi pada Pengembangan Pendidikan Lingkungan Islam
Kontekstual. Dengan mengangkat integrasi antara nilai-nilai Islam, kearifan
lokal, dan isu ekologi, penelitian ini memperluas cakupan wacana pendidikan
lingkungan dalam perspektif Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa
pesantren bukan hanya lembaga spiritual, tetapi juga dapat menjadi pusat
penggerak kesadaran lingkungan berbasis komunitas. 5) Pendekatan
Multidisipliner: Agama, Budaya, dan Lingkungan Pendekatan penelitian ini
bersifat lintas disiplin menggabungkan ilmu pendidikan, sosiologi agama, dan
ekologi social sehingga memperkaya perspektif akademik dalam membahas
keberlanjutan (sustainability) dari sudut pandang yang lebih holistik dan
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berbasis lokal. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjawab
kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara spesifik bagaimana Pesantren
Nurul Huda membangun kesadaran dan perilaku green citizenship melalui
pendekatan kearifan lokal. Penelitian ini tidak hanya akan memperkaya
literatur pendidikan lingkungan berbasis Islam, tetapi juga memberikan
model kontekstual yang dapat digunakan oleh pesantren lain dalam
mendorong gerakan lingkungan yang berbasis budaya dan spiritualitas lokal.

Acuan Teori
Berikut adalah teori-teori yang melandasi Peran Pesantren Nurul Huda Dalam
Membangun Green Citizenship Berbasis Kearifan Lokal.

Teori / Konsep Deskripsi Singkat
Kewarganegaraan Warga bertanggung jawab atas dampak ekologisnya
Ekologis terhadap lingkungan (Dobson, 2003)

Kesadaran ekologis melalui pendidikan yang

Literasi Ekologis (Orr) menanamkan cinta tanah dan lingkungan

Praktik tradisional sebagai dasar pelestarian

Kearifan Lokal lingkungan yang efektif dan kontekstual

1. Kewarganegaraan Ekologis (Ecological Citizenship)
Konsep kewarganegaraan ekologis menekankan tanggung jawab setiap
individu untuk memelihara dan melindungi lingkungan, melampaui batas
hak dan kewajiban sipil-politik biasa (SR Pudjiastuti & L Hardianto;2014).
Menurut Andrew Dobson (2003), kewarganegaraan ekologis tidak hanya
memandang manusia sebagai penerima hak, tetapi juga sebagai agen
yang wajib mengurangi jejak ekologisnya. Dalam konteks pesantren,
konsep ini dapat diterapkan dengan menanamkan nilai kepedulian
lingkungan kepada santri, misalnya melalui kegiatan penghijauan,
pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya air.

2. Literasi Ekologis (Ecological Literacy)
Literasi ekologis adalah kemampuan memahami hubungan timbal balik
antara manusia dan lingkungan, serta kesadaran untuk menjaga
keberlanjutan alam (Orr, 1992). Dalam pendidikan pesantren, literasi
ekologis dapat dibangun melalui pembelajaran yang mengintegrasikan
ilmu agama dan sains lingkungan, misalnya mengajarkan tafsir ayat-ayat
Al-Qur’an yang berkaitan dengan alam, sambil mempraktikkannya melalui
kegiatan bertani organik atau pemeliharaan taman pesantren.
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3. Kearifan Lokal sebagai Basis Green Citizenship
Kearifan lokal adalah nilai, norma, dan praktik yang berkembang dalam
masyarakat sebagai hasil interaksi panjang dengan lingkungannya.
Menurut Keraf (2010), kearifan lokal memiliki peran penting dalam
menjaga keseimbangan ekosistem, karena dilandasi pemahaman
mendalam terhadap potensi dan keterbatasan alam setempat. Pesantren
yang berakar pada masyarakat lokal dapat memanfaatkan tradisi-tradisi
ini, seperti ritual menjaga mata air, aturan adat larangan menebang
pohon di daerah tertentu, atau penggunaan sistem pertanian ramah
lingkungan, sebagai sarana pendidikan green citizenship bagi santri.

4. |Integrasi di Pesantren Nurul Huda
Pesantren Nurul Huda, sebagai lembaga pendidikan Islam, memiliki
kekuatan ganda: nilai-nilai religius dan keterikatan sosial-budaya dengan
masyarakat sekitar. Melalui kegiatan belajar mengajar, ceramah
keagamaan, dan praktik lapangan, pesantren dapat menginternalisasikan
tiga teori di atas secara terpadu. Hal ini membentuk santri yang tidak
hanya taat ibadah, tetapi juga menjadi green citizen yang menghargai dan
melestarikan lingkungan berdasarkan kearifan lokal.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi
kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami
makna, nilai, dan praktik green citizenship berbasis kearifan lokal yang
dilakukan oleh Pesantren Nurul Huda secara mendalam (Creswell, 2014).
Studi kasus dipilih karena fokus penelitian mengkaji fenomena pada konteks
tertentu, yaitu lingkungan Pesantren Nurul Huda, sehingga dapat menggali
data kontekstual secara komprehensif (Yin, 2018). Lokasi penelitian di
Pesantren Nurul Huda (sesuai wilayah penelitian sebenarnya)., dengan Subjek
penelitian meliputi: Pimpinan pesantren (kyai/ustadz senior). Pengurus
pesantren. Santri. Masyarakat sekitar yang terlibat dalam program lingkungan.
Pemilihan subjek menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan
yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam kegiatan green
citizenship (Patton, 2015).

Teknik Pengumpulan Data antara lain: 1) Observasi Partisipatif. Peneliti
terlibat secara langsung dalam kegiatan pesantren, seperti program
penghijauan, pengelolaan sampah, atau festival budaya hijau, untuk
mengamati perilaku dan interaksi yang mencerminkan green citizenship
(Spradley, 2016). 2) Wawancara Mendalam (/n-depth Interview). Dilakukan
kepada pimpinan pesantren, ustadz, santri, dan masyarakat sekitar untuk
menggali pandangan, pengalaman, dan strategi dalam membangun
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kesadaran ekologis berbasis kearifan lokal. 3) Dokumentasi. Mengumpulkan
dokumen seperti foto kegiatan, catatan program pesantren, peraturan
internal tentang lingkungan, serta naskah khutbah atau kajian yang memuat
pesan ekologis.

Instrumen Penelitian. Instrumen utama adalah peneliti sendiri (human
instrument) yang berperan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan
data (Moleong, 2019). Selain itu digunakan: Panduan observasi. Panduan
wawancara semi-terstruktur. Lembar catatan lapangan (field notes).

Teknik Analisis Data. Analisis menggunakan model Miles, Huberman, &
Saldafia (2014) yang meliputi: 1) Reduksi Data: Memilah data yang relevan
dengan tema penelitian. 2) Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk
narasi, tabel, atau bagan. 3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi:
Menafsirkan data untuk menemukan pola, hubungan, dan makna dari praktik
green citizenship berbasis kearifan lokal.

Keabsahan Data. Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber
dan metode (Denzin, 2012): Triangulasi sumber: Membandingkan data dari
ustadz, santri, dan masyarakat. Triangulasi metode: Membandingkan hasil
wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pesantren Nurul Huda berlokasi di daerah pedesaan yang memiliki
sumber daya alam melimpah, seperti lahan pertanian, mata air alami, dan
hutan kecil di sekitarnya. Lingkungan yang asri ini menjadi modal penting bagi
pengembangan program green citizenship. Pesantren menampung sekitar
350 santri dengan latar belakang mayoritas keluarga petani, sehingga nilai-
nilai kearifan lokal terkait pertanian dan pelestarian lingkungan sudah akrab
di kehidupan sehari-hari santri. Penelitian ini dilaksanakan di Pesantren Nurul
Huda, yang berlokasi di Kampung Rumbut, Kelurahan Pasir Gunung Selatan,
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis,
lokasi pesantren berada di wilayah pinggiran kota yang masih memiliki
nuansa pedesaan, dengan lingkungan relatif tenang dan jauh dari pusat
keramaian perkotaan.

Letak Geografis. Sebelah Utara berbatasan dengan Kompleks Brimob
Kelapa Dua. Sebelah Selatan berbatasan dengan Brigif Linud 17/Kujang I.
Sebelah Timur berbatasan dengan area pemukiman warga Kampung Rumbut.
Sebelah Barat berbatasan dengan jalur utama menuju wilayah Kelapa Dua
dan akses Ul. Koordinat geografis wilayah ini berada pada kisaran 6°22’ — 6°24’
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LS dan 106°50’ — 106°52’ BT, dengan ketinggian + 70 meter di atas permukaan
laut. Kondisi topografinya cenderung datar hingga sedikit bergelombang.

Karakteristik Lingkungan. Wilayah Kampung Rumbut memiliki iklim tropis
dengan suhu rata-rata harian 27-30°C, curah hujan cukup tinggi terutama
pada bulan November hingga April, dan kelembapan udara rata-rata 75—-85%.
Vegetasi di sekitar pesantren cukup beragam, mulai dari pepohonan besar
seperti mangga, kelapa, rambutan, hingga tanaman produktif seperti
singkong, pisang, dan sayuran. Meski berada dekat dengan kawasan militer
dan kepolisian, lingkungan sekitar pesantren relatif asri dan masih
memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk kegiatan pertanian skala kecil,
peternakan, dan kebun warga.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. Masyarakat sekitar pesantren
umumnya bekerja di sektor informal seperti perdagangan kecil, pertanian,
buruh bangunan, serta jasa. Sebagian warga juga bekerja sebagai anggota
atau staf sipil di kesatuan Brimob dan Brigif Linud karena faktor kedekatan
lokasi. Tingkat interaksi sosial cukup tinggi, terlihat dari kebiasaan gotong
royong, pengajian rutin, dan partisipasi warga dalam kegiatan lingkungan
yang diinisiasi pesantren, seperti Gerakan Jumat Hijau dan Nyiram Cai.

Aksesibilitas Lokasi. Pesantren Nurul Huda dapat diakses melalui jalan
lingkungan yang terhubung ke Jalan Raya Bogor dan Jalan Akses Kelapa Dua.
Transportasi umum seperti angkot dan ojek tersedia, meskipun jalur masuk
ke pesantren memerlukan perjalanan + 300meter dari jalan utama.

2. Deskripsi Data Hasil Observasi

Observasi dilakukan selama 14 hari di lingkungan Pesantren Nurul Huda
untuk melihat secara langsung implementasi program green citizenship
berbasis kearifan lokal. Observasi mencakup area pondok, masjid, kelas,
kebun pesantren, area pemukiman santri, serta lokasi masyarakat sekitar
yang terlibat dalam program lingkungan. Kondisi Fisik dan Lingkungan
Pesantren. Lingkungan pesantren relatif bersih, dengan banyak pepohonan
peneduh seperti mangga, kelapa, dan trembesi di halaman. Terdapat kebun
pesantren di bagian belakang, yang digunakan untuk menanam sayuran
seperti kangkung, bayam, cabai, dan tomat. Di sudut tertentu tersedia tempat
kompos sederhana berbahan tong plastik bekas, yang digunakan untuk
mengolah sampah organik. Papan peringatan hemat air dan listrik dipasang di
beberapa titik strategis, seperti dekat kamar mandi santri dan pintu asrama.

Aktivitas Santri dan Pengurus Pesantren. Setiap pagi, terlihat santri
melakukan piket kebersihan sesuai jadwal yang ditempel di papan
pengumuman asrama. Pada hari Jumat, dilaksanakan Gerakan Jumat Hijau, di
mana seluruh santri membersihkan lingkungan, menyapu halaman,
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memungut sampah, dan menyiram tanaman. Santri laki-laki membantu di
kebun pesantren, sedangkan santri perempuan membantu di area
pengolahan pupuk organik dan merapikan tanaman hias. Kegiatan
penanaman pohon dilakukan setidaknya sekali setiap dua bulan, biasanya
bertepatan dengan acara tertentu seperti Hari Santri atau Maulid Nabi.

Integrasi Literasi Ekologis dalam Kegiatan Belajar. Dalam pelajaran tafsir,
ustadz sering mengutip ayat-ayat Al-Qur’an tentang alam dan lingkungan, lalu
menghubungkannya dengan tugas menjaga kelestarian alam. Santri diberikan
tugas membuat laporan sederhana tentang teknik bercocok tanam organik
atau pengelolaan sampah. Di perpustakaan terdapat rak khusus bertema
lingkungan dan pertanian, meski jumlah buku masih terbatas.

Implementasi Kearifan Lokal. Tradisi Nyiram Cai dilakukan bersama
masyarakat desa untuk membersihkan dan merawat sumber mata air. Santri
terlibat aktif dalam kegiatan ini, membawa alat kebersihan, dan ikut
menanam tanaman di sekitar mata air. Metode tumpangsari digunakan di
kebun pesantren, menanam beberapa jenis tanaman dalam satu lahan untuk
menjaga kesuburan tanah. Pesantren mengikuti aturan adat desa untuk tidak
menebang pohon tertentu yang dianggap penting bagi penahan erosi dan
penyangga mata air.

Hubungan Pesantren dengan Masyarakat Sekitar. Warga desa sering
datang ke pesantren untuk belajar membuat pupuk organik dan bercocok
tanam sayuran secara alami. Beberapa warga turut serta dalam Gerakan
Jumat Hijau, terutama saat membersihkan area sekitar jalan menuju
pesantren. Pesantren berperan sebagai penggerak utama kegiatan lingkungan
di desa, dan menjadi rujukan bagi sekolah atau kelompok pemuda yang ingin
belajar program ramah lingkungan.

Kekuatan: disiplin kebersihan cukup terjaga, partisipasi santri tinggi, dan
nilai agama diintegrasikan dalam setiap kegiatan lingkungan. Kelemahan:
fasilitas pengelolaan sampah dan kompos masih sederhana; buku literatur
lingkungan terbatas; sebagian santri belum konsisten membuang sampah
pada tempatnya.

3. Deskripsi Data Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan kepada lima kategori informan utama: 1) Pimpinan
Pesantren (Kyai). 2) Ustadz/Pengajar. 3) Santri senior. 4) Pengurus Pesantren.
5) Tokoh masyarakat desa sekitar. Metode wawancara yang digunakan adalah
wawancara semi-terstruktur, sehingga memungkinkan penggalian data yang
mendalam sambil tetap berfokus pada topik penelitian.
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Pandangan Pimpinan Pesantren: Kyai menjelaskan bahwa menjaga
lingkungan adalah bagian dari ibadah dan amanah dari Allah SWT. Beliau
menegaskan bahwa green citizenship di pesantren harus berbasis pada nilai-
nilai Islam, dengan memanfaatkan kearifan lokal agar mudah diterima
masyarakat. “Kalau kita menjaga bumi, kita menjaga ciptaan Allah. Jadi di
pesantren ini, anak-anak belajar bukan hanya mengaji, tapi juga mengelola
alam. Kearifan lokal kita, seperti Nyiram Cai dan tumpangsari, itu kita jadikan
bagian dari pelajaran.”

Pandangan Ustadz/Pengajar: Seorang ustadz menyampaikan bahwa
literasi ekologis sudah diintegrasikan dalam materi pelajaran. Beliau
menambahkan bahwa pendekatan ini membuat santri memahami hubungan
antara agama dan lingkungan secara praktis. “Kami mengajarkan tafsir ayat-
ayat tentang alam, lalu langsung mengajak santri mempraktikkan di kebun
pesantren. Jadi mereka tidak hanya mengerti teori, tapi juga mengalaminya.”

Pandangan Santri Senior: Santri senior mengaku bahwa kegiatan
lingkungan membuat mereka lebih peduli terhadap kebersihan dan
pelestarian alam, baik di pesantren maupun di rumah. “Awalnya saya ikut
karena kewajiban, tapi lama-lama saya merasa senang kalau lihat tanaman
tumbuh dan lingkungan bersih. Bahkan waktu pulang kampung, saya ajak
keluarga bikin kompos.

Pandangan Pengurus Pesantren: Pengurus pesantren menyoroti peran
santri sebagai teladan bagi masyarakat desa. Mereka juga menyebutkan
bahwa salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan dana untuk peralatan
pengelolaan lingkungan. “Santri di sini jadi contoh bagi warga. Tapi untuk
pengolahan sampah, kita masih pakai cara sederhana. Kalau ada bantuan alat,
programnya bisa lebih berkembang.”

Pandangan Tokoh Masyarakat: Tokoh masyarakat mengakui pengaruh
positif pesantren dalam meningkatkan kesadaran lingkungan di desa.
Menurut mereka, kegiatan pesantren mendorong warga untuk ikut menjaga
kebersihan dan memanfaatkan lahan secara berkelanjutan. “Sebelum
pesantren aktif kampanye lingkungan, warga belum begitu peduli. Sekarang
banyak yang menanam pohon dan bikin pupuk organik.”

Ringkasan Temuan Wawancara: 1) Nilai agama menjadi dasar utama
dalam membentuk green citizenship. 2) Kearifan lokal digunakan sebagai
metode pendidikan lingkungan yang kontekstual. 3) Praktik langsung di kebun
dan lingkungan pesantren memperkuat literasi ekologis. 4) Peran pesantren
meluas hingga memengaruhi masyarakat sekitar. 5) Kendala utama:
keterbatasan fasilitas, dana, dan konsistensi perilaku sebagian santri.
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4. Deskripsi Data Hasil Penelitian

a.

Program Kewarganegaraan Ekologis

Berdasarkan observasi dan wawancara, Pesantren Nurul Huda
menjalankan beberapa program pembentukan ecological citizenship,
antara lain: Gerakan Jumat Hijau: kerja bakti membersihkan
lingkungan, menanam pohon, dan merawat kebun pesantren. Aturan
Hemat Energi dan Air: pembatasan penggunaan air sumur bor dan
listrik, dengan pengawasan rutin oleh pengurus. Pengelolaan Sampah
Terpadu: pemilahan sampah organik dan anorganik, pengolahan
kompos, dan kerja sama dengan bank sampah desa.

Literasi Ekologis di Pesantren: Integrasi literasi ekologis diwujudkan
melalui: Pengajaran tafsir ayat-ayat Al Qur'an bertema lingkungan
(QS. Ar-Rum: 41, QS. Al-A’raf: 56). Pelatihan pertanian organik (pupuk
organik cair, mulsa alami, tanam sayuran tanpa pestisida).
Perpustakaan hijau yang menyediakan literatur lingkungan dan
kearifan lokal.

Penerapan Kearifan Lokal: Pesantren memanfaatkan tradisi lokal
masyarakat sekitar, antara lain: Tradisi Nyiram Cai: pembersihan
mata air bersama masyarakat setiap bulan. Sistem Tumpangsari: pola
tanam beragam dalam satu lahan untuk menjaga kesuburan tanah.
Larangan Menebang Pohon Tertentu: aturan adat untuk melindungi
pohon penahan erosi di tepi sungai.

Peran Pesantren sebagai Agen Perubahan: Warga kampung Rumbut
mengakui bahwa keberadaan pesantren telah mendorong kesadaran
lingkungan: mulai menerapkan pemilahan sampah, menggunakan
pupuk organik, hingga menjaga kelestarian mata air. Pesantren
menjadi pusat edukasi ekologis berbasis nilai agama dan kearifan
lokal.

Faktor Pendukung dan Penghambat: Pendukung: dukungan kyai,
partisipasi aktif santri, kondisi alam yang terjaga. Penghambat:
keterbatasan dana, sebagian santri belum konsisten menjaga
lingkungan, minimnya teknologi pengelolaan lingkungan.

5. Analisis Data

a.

Analisis Kewarganegaraan Ekologis

Mengacu pada Dobson (2003), ecological citizenship menekankan
tanggung jawab ekologis sebagai kewajiban moral. Data lapangan
menunjukkan santri aktif dalam kegiatan lingkungan seperti Gerakan
Jumat Hijau dan pengelolaan sampah. Ini menunjukkan internalisasi
nilai tanggung jawab ekologis telah berjalan efektif.
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b. Analisis Literasi Ekologis
Menurut Orr (1992), literasi ekologis meliputi pengetahuan,
keterampilan, dan kesadaran kritis terhadap lingkungan. Data
lapangan membuktikan santri tidak hanya memahami konsep tetapi
juga mempraktikkannya, misalnya membuat pupuk organik dan
menanam sayuran ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan
pembelajaran bersifat aplikatif dan relevan.

c. Analisis Kearifan Lokal
Keraf (2010) menyebut kearifan lokal efektif menjaga ekosistem
karena lahir dari pemahaman mendalam terhadap alam. Tradisi
Nyiram Cai, tumpangsari, dan larangan menebang pohon adalah
contoh kearifan lokal yang diintegrasikan dalam pendidikan santri.
Kombinasi ini melestarikan lingkungan sekaligus memperkuat
identitas budaya.

d. Peran Pesantren sebagai Agen Perubahan
Dengan perspektif pendidikan transformatif (Sterling, 2001),
Pesantren Nurul Huda berhasil memengaruhi perilaku masyarakat
desa menuju pola hidup berkelanjutan. Pesantren berfungsi sebagai
eco-learning center yang menggabungkan agama, budaya, dan
keterampilan hidup.

B. Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai
agama dan kearifan lokal terbukti efektif dalam membentuk green citizenship
atau kewargaan ekologis di lingkungan pesantren. Hasil ini sejalan dengan
gagasan Dobson (2003) yang menegaskan bahwa ecological citizenship bukan
hanya berkaitan dengan hak-hak formal warga negara, melainkan lebih
kepada kewajiban moral dan tanggung jawab ekologis yang diwujudkan
dalam perilaku nyata sehari-hari. Di Pesantren Nurul Huda, internalisasi nilai
agama berfungsi sebagai fondasi etika lingkungan. Konsep Islam mengenai
manusia sebagai khalifah fil-ardh (pemimpin di bumi) dan amanah untuk
menjaga ciptaan Allah diterjemahkan ke dalam aturan sosial, pengajian, serta
aktivitas rutin yang diarahkan pada kelestarian lingkungan (Islahudin, dkk.
2024). Dengan demikian, kewargaan ekologis di pesantren ini tidak berhenti
pada tataran kognitif, melainkan hadir sebagai praktik kolektif yang menjadi
bagian dari budaya pesantren.

Proses internalisasi nilai ekologis melalui integrasi ilmu agama dan praktik
langsung juga sesuai dengan prinsip pendidikan lingkungan internasional.
Deklarasi Thilisi (UNESCO/UNEP, 1978) menegaskan bahwa pendidikan
lingkungan harus mencakup aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap/nilai),
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dan psikomotor (tindakan) secara terpadu agar mampu mengubah perilaku
peserta didik. Pesantren Nurul Huda menerapkan hal tersebut dengan cara
mengaitkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis tentang pelestarian alam dengan
praktik nyata seperti menjaga kebersihan asrama, mengelola sampah,
merawat kebun, serta menghemat energi. Integrasi ini menjadikan nilai
agama tidak hanya bersifat dogmatis, tetapi hadir dalam bentuk pengalaman
langsung yang memperkuat pembelajaran ekologis.

Lebih jauh, pendekatan ini dapat dibaca melalui perspektif experiential
learning dan place-based education. Sobel (2004) menyebutkan bahwa
pembelajaran berbasis tempat memberikan ikatan emosional dan sosial yang
lebih kuat antara peserta didik dengan lingkungannya. Di pesantren, santri
tidak hanya belajar konsep ekologis secara teoretis, tetapi juga mengalami,
menyaksikan, dan berpartisipasi dalam praktik nyata sehari-hari. Konteks
pesantren sebagai ruang sosial yang kolektif memperkuat pembentukan
kebiasaan ekologis. Misalnya, kegiatan gotong royong membersihkan
lingkungan setiap pekan menjadi arena pendidikan afektif sekaligus
psikomotor, di mana nilai kepedulian lingkungan diterjemahkan ke dalam
tindakan bersama.

Temuan ini juga dapat dijelaskan dengan teori transformative learning
dari Mezirow (1991). Menurutnya, pembelajaran yang bermakna terjadi
ketika peserta didik mengalami proses refleksi kritis atas asumsi lama dan
mengadopsi perspektif baru. Di Pesantren Nurul Huda, ajaran agama tentang
amanah menjaga bumi berfungsi sebagai disorienting dilemma etis, yaitu
mendorong santri menyadari bahwa merusak lingkungan bukan hanya
persoalan teknis, tetapi juga pelanggaran moral. Refleksi ini memicu
transformasi cara pandang santri terhadap lingkungan sehingga perilaku
menjaga kebersihan, mengurangi sampah, atau merawat tanaman menjadi
bagian dari tanggung jawab keagamaan.

Selain agama, kearifan lokal menjadi pilar penting dalam pendidikan
lingkungan di pesantren. Berkes (2008) melalui konsep sacred ecology
menegaskan bahwa kearifan lokal bukan sekadar tradisi lama, tetapi
merupakan sistem pengetahuan, praktik, dan keyakinan yang teruji dalam
mengelola sumber daya secara lestari. Pesantren Nurul Huda memanfaatkan
praktik lokal seperti gotong royong, sistem tanam tradisional, atau pola hidup
sederhana sebagai media pendidikan ekologis. Hal ini membuat pendidikan
lingkungan di pesantren lebih kontekstual dan relevan dengan budaya sekitar.
Kearifan lokal tidak hanya memperkaya metode pembelajaran, tetapi juga
meningkatkan penerimaan sosial karena santri merasa nilai yang diajarkan
selaras dengan budaya komunitasnya.
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Kekuatan model pendidikan lingkungan berbasis pesantren juga terlihat
dari mekanisme internalisasi nilai. Terdapat beberapa lapisan proses yang
saling terkait: (1) agama menyediakan signifikansi moral sehingga santri
memiliki alasan etis untuk bertindak; (2) praktik rutin di pesantren
membentuk kebiasaan ekologis yang konsisten; (3) norma sosial komunitas
memperkuat kepatuhan melalui sanksi dan penghargaan kolektif; dan (4)
kearifan lokal menyediakan solusi praktis yang mudah diterapkan. Kombinasi
ini menjadikan literasi ekologis lebih mudah di internalisasi dan dipraktikkan
secara berkelanjutan (SR Pudjiastuti & Ayu Fatmawati; 2022).

Temuan ini didukung oleh studi tentang eco-pesantren di Indonesia.
Anshori dan Pohl (2022) misalnya, menunjukkan bahwa pesantren dapat
menjadi pionir pendidikan lingkungan dengan mengintegrasikan ajaran
agama, praktik konservasi, dan keterlibatan komunitas. Hal serupa ditemukan
oleh Mulya (2024) yang mencatat bagaimana pesantren hijau berhasil
mengubah perilaku santri melalui kegiatan kebun organik, bank sampah, dan
konservasi air. Demikian juga dengan SR Pudjiastuti (2021) dalam kegiatan
pengabdian masyarakat di Pondok Pesantren Nurul Huda membangun
program eco pesantren, sebagai salah satu bentuk pendidikan lingkungan
hidup berbasis Pondok Pesantren. Dengan demikian, Pesantren Nurul Huda
memiliki kesamaan pola dengan berbagai eco-pesantren lain, sekaligus
menegaskan bahwa model ini dapat di replikasi di pesantren-pesantren lain di
Indonesia.

Replikasi model Pesantren Nurul Huda memerlukan beberapa strategi.
Pertama, pendekatan partisipatif dengan melibatkan kiai, pengurus, santri,
dan masyarakat sekitar agar program lingkungan mendapat dukungan penuh.
Kedua, kontekstualisasi kurikulum dengan menanamkan nilai ekologis melalui
pengajian dan kegiatan keagamaan, sehingga pendidikan lingkungan memiliki
legitimasi moral. Ketiga, penguatan kapasitas santri melalui pelatihan teknis
tentang pertanian organik, pengelolaan sampah, dan konservasi air. Keempat,
pembangunan jejaring antar-pesantren untuk berbagi praktik baik serta
memperluas dampak. Langkah-langkah ini akan memperkuat keberlanjutan
program serta menjadikan pesantren sebagai pusat pembelajaran lingkungan
yang relevan dengan konteks sosial-budaya Indonesia.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa Pesantren Nurul
Huda berhasil mengembangkan pendidikan lingkungan yang kontekstual dan
berkelanjutan. Integrasi nilai agama, praktik langsung, dan kearifan lokal
terbukti efektif dalam membentuk kewargaan ekologis santri. Hal ini sejalan
dengan teori ecological citizenship (Dobson, 2003), prinsip pendidikan
lingkungan (UNESCO/UNEP, 1978), pendekatan place-based education (Sobel,
2004), teori transformative learning (Mezirow, 1991), dan konsep sacred
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ecology (Berkes, 2008). Pesantren Nurul Huda dengan demikian dapat
dijadikan model pendidikan lingkungan yang layak di replikasi secara lebih
luas dalam konteks pesantren di Indonesia.

C.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat

disimpulkan hal-hal berikut:

1.

Peran Pesantren dalam Membentuk Kewarganegaraan Ekologis
Pesantren Nurul Huda berhasil membentuk ecological citizenship santri
melalui program-program seperti Gerakan Jumat Hijau, pengelolaan
sampah terpadu, dan aturan hemat energi. Kegiatan ini tidak hanya
menjadi rutinitas, tetapi juga membentuk kebiasaan dan kesadaran santri
bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari pengamalan ajaran agama.
Penguatan Literasi Ekologis

Literasi ekologis di pesantren diintegrasikan dalam kurikulum melalui
pembelajaran tafsir ayat-ayat bertema lingkungan, pelatihan pertanian
organik, dan penyediaan literatur ekologis di perpustakaan. Pendekatan
ini memadukan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kritis yang
aplikatif.

Pemanfaatan Kearifan Lokal

Pesantren memanfaatkan tradisi lokal seperti Nyiram Cai, sistem
tumpangsari, dan larangan menebang pohon tertentu sebagai sarana
pendidikan lingkungan. Kearifan lokal ini tidak hanya menjaga ekosistem,
tetapi juga memperkuat identitas budaya santri.

Peran Pesantren sebagai Agen Perubahan

Pesantren Nurul Huda berfungsi sebagai pusat edukasi ekologis bagi
masyarakat sekitar. Melalui teladan dan kegiatan kolaboratif, pesantren
berhasil mempengaruhi perilaku warga desa untuk menerapkan praktik
ramah lingkungan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Dukungan kyai, partisipasi santri, dan kondisi alam yang terjaga menjadi
faktor pendorong utama. Sementara itu, keterbatasan dana, kurangnya
konsistensi sebagian santri, dan minimnya teknologi pengelolaan
lingkungan menjadi kendala yang perlu diatasi.

Saran

1.

Untuk Pesantren Nurul Huda: Mengembangkan kurikulum lingkungan
yang lebih terstruktur dan terintegrasi di seluruh mata pelajaran.
Menambah fasilitas pendukung seperti tempat pengolahan sampah yang
memadai dan irigasi ramah lingkungan, dan Mengadakan pelatihan rutin
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bagi santri dan pengurus tentang teknologi pengelolaan lingkungan
terbaru.

2. Untuk Santri: Memperkuat komitmen dalam menerapkan perilaku ramah
lingkungan, baik di pesantren maupun di lingkungan asal, dan
Menginisiasi kegiatan kreatif seperti lomba inovasi lingkungan atau
pembuatan produk daur ulang.

3. Untuk Masyarakat Sekitar: Terlibat aktif dalam program lingkungan
pesantren sehingga tercipta sinergi yang berkelanjutan, dan
Memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari
pesantren untuk mengelola sumber daya alam desa secara berkelanjutan.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya: Melakukan penelitian komparatif dengan
pesantren lain untuk melihat model green citizenship berbasis kearifan
lokal yang berbeda, dan Mengkaji dampak jangka panjang program
lingkungan pesantren terhadap perubahan perilaku santri dan
masyarakat.
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Abstrak

Penurunan kualitas lingkungan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN)
akibat aktivitas ilegal seperti perambahan hutan lindung yang beralih fungsi
jadi kebun sawit menjadi ancaman bagi kelestarian ekosistem dan lebih lanjut
ancaman bagi ketahanan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
kewarganegaraan ekologis pada mahasiswa dalam merespons permasalahan
lingkungan di TNTN sebagai bagian dari ketahanan Nasional. Metode
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan
teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman
terhadap masalah lingkungan di TNTN dengan menunjukkan kesadaran dan
sikap ekologis dalam bentuk tindakan nyata seperti keterlibatan dalam
kegiatan pelestarian lingkungan, kampanye digital, dan edukasi masyarakat.
Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai individu yang peduli lingkungan
tetapi juga sebagai agen perubahan yang melihat keterkaitan antara
pelestarian lingkungan dan ketahanan Nasional. Penelitian ini menegaskan
bahwa kewarganegaraan ekologis yang ditunjukkan mahasiswa berkontribusi
pada upaya perlindungan kawasan konservasi strategis sebagai bagian dari
penguatan ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci:
Kewarganegaraan Ekologis, Mahasiswa,
Taman Nasional Tesso Nilo, Lingkungan, Ketahanan Nasional
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1. Pendahuluan

Masalah lingkungan yang sedang berlangsung saat ini menjadi tantangan
multidimensional yang memerlukan respons kolektif dari semua lapisan
masyarakat. Fenomena seperti deforestasi, perubahan iklim, pencairan es di
kutub, pencemaran, pembuangan limbah yang tidak terkendali, hilangnya
keanekaragaman hayati, dan menipisnya sumber daya alam merupakan
gejala dari kerusakan lingkungan yang semakin kompleks (Bulut, 2024; Hsiang,
et al.,, 2019; Hadjichambis & Reis, 2020). Situasi tersebut mengancam
ekosistem lingkungan yang berdampak pada stabilitas sosial, ekonomi, dan
politik suatu negara. Keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat terutama
generasi muda seperti mahasiswa diperlukan sebagai upaya solusi
berkelanjutan melestarikan lingkungan dan memperkuat ketahanan nasional
(Siswanto, et al., 2025).

Konsep kewarganegaraan ekologis menekankan peran individu sebagai
agen perubahan yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap isu-
isu lingkungan dalam berbagai skala, baik lokal, nasional, maupun global.
Kewarganegaraan ekologis mulai mendapatkan perhatian sebagai
pendekatan pedagogis yang berorientasi pada pengetahuan ekologis, sikap
kritis, nilai, dan tindakan nyata dalam menghadapi krisis lingkungan
(Hadjichambis & Reis, 2020). Dalam konteks pendidikan dasar, Monte & Reis
(2021) merancang sebuah  model pedagogis untuk mendidik
kewarganegaraan lingkungan pada siswa yang menekankan pembelajaran
berbasis proyek keterlibatan aktif dalam isu lingkungan yang
mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Hasilnya
menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan siswa dalam isu-isu lingkungan
sejak usia dini. Model tersebut juga membentuk siswa yang peduli dan
bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan.

Pembentukan kewarganegaraan ekologis tidak dapat dilepaskan dari
strategi pendidikan yang mampu mengintegrasikan aspek kognitif, afektif,
dan psikomotorik dalam konteks ekologis yang relevan. Hasil penelitian Idrissi
(2020) menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang terstruktur dapat
memfasilitasi pembelajaran kewarganegaraan global sekaligus mendorong
perubahan perilaku ekologis peserta didik. Sementara itu Ruchliyadi &
Adawiah (2023) menegaskan pentingnya penguatan sikap kewarganegaraan
ekologis melalui pendekatan berbasis ekosistem lokal seperti lingkungan
perairan yang memungkinkan peserta didik mengalami secara langsung
dinamika hubungan manusia dan alam. Olsen et al. (2020) mempertegas
bahwa program pembelajaran berbasis sosial-ekologis mampu meningkatkan
kesadaran dan tanggung jawab lingkungan peserta didik. Pada konsep
kewarganegaraan ekologis peran siswa tidak hanya sebatas objek
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pembelajaran melainkan sebagai aktor yang bertindak sebagai agen
perubahan lingkungan dalam membangun kewarganegaraan ekologis yang
berkelanjutan.

Perguruan tinggi memegang peran strategis dalam membentuk
kewarganegaraan ekologis di kalangan generasi muda terutama melalui
proses pendidikan yang mengedepankan kesadaran terhadap isu-isu
lingkungan. Pendidikan tinggi tidak hanya bertugas mentransfer pengetahuan
tetapi juga berperan sebagai wahana pembentukan nilai, sikap, dan perilaku
mahasiswa yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Gardner et al.
(2021) menekankan pentingnya pendekatan pedagogis yang mampu
menumbuhkan rasa tanggung jawab ekologis di kalangan mahasiswa
sehingga mereka tidak hanya memahami permasalahan lingkungan secara
teoritis tetapi juga tergerak untuk terlibat aktif dalam solusi yang konkret.

Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa mahasiswa memiliki potensi
sebagai aktor perubahan dalam pengembangan dan praktik kewarganegaraan
ekologis. Hasil penelitian Ali et al. (2025) menunjukkan bahwa mahasiswa
sebagai bagian dari komunitas akademik mampu terlibat dalam pengelolaan
keanekaragaman hayati melalui praktik-praktik ekologis yang dilandasi oleh
kesadaran dan kepedulian lingkungan. Keterlibatan tersebut mencakup
berbagai aktivitas seperti pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam,
dan partisipasi dalam gerakan lingkungan berbasis komunitas. Hal ini
menegaskan bahwa kewarganegaraan ekologis bukan hanya konsep teoritis
tetapi juga dapat diwujudkan melalui tindakan nyata mahasiswa dalam
kehidupan sehari-hari.

Peran pendidikan sebagai katalisator pembentukan karakter ekologis
mahasiswa diperkuat oleh berbagai pendekatan pembelajaran yang
terstruktur dan kontekstual. Penelitian TeleSiené et al. (2021) menunjukkan
bahwa intervensi pendidikan berbasis kewarganegaraan lingkungan mampu
memperkuat komitmen mahasiswa terhadap tindakan-tindakan yang
berorientasi pada keberlanjutan. Dalam konteks Indonesia, Irfany et al. (2024)
menekankan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan
kewarganegaraan dalam membentuk landasan etis dan moral mahasiswa
terhadap lingkungan. Nilai-nilai seperti gotong royong, tanggung jawab sosial,
dan keadilan ekologis menjadi kerangka normatif yang dapat memperkuat
kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam menjaga lingkungan sebagai
bagian dari identitas kewarganegaraan mereka.

Berangkat dari penelitian-penelitian terdahulu kebaruan penelitian ini
terletak pada upayanya mengkaji secara kontekstual peran mahasiswa dalam
menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan ekologis pada masalah lingkungan
Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Kesadaran sebagai warga negara dalam
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menjaga lingkungan yang dimiliki mahasiswa dalam dimensi pengetahuan
dan tindakan tercermin pada keterlibatan mereka dalam merespons
permasalahan lingkungan TNTN. Penelitian ini juga bertujuan membangun
ketahanan nasional berbasis lingkungan melalui partisipasi mahasiswa yang
sadar, kritis, dan aktif terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi di
sekitar mereka.

2. Acuan Teori

Kondisi lingkungan global dewasa ini ditandai dengan meningkatnya
intensitas krisis ekologis seperti perubahan iklim, degradasi hutan,
pencemaran lingkungan, dan penurunan keanekaragaman hayati. Fenomena
ini telah menciptakan tekanan ekologis yang luas terhadap sistem sosial,
ekonomi, dan politik, sekaligus mengancam keberlanjutan hidup manusia dan
alam (Bulut, 2024). Tantangan-tantangan tersebut menuntut pendekatan
lintas sektor serta keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat.
Pendidikan ruang yang strategis untuk menanamkan kesadaran lingkungan
dan membentuk perilaku yang berorientasi pada keberlanjutan sejak dini
yang dipahami sebagai konsep kewarganegaraan ekologis.

Kewarganegaraan ekologis memiliki istilah dan definisi yang beragam
karena cara kewarganegaraan dan lingkungan dapat dikaitkan (Artina & Amin,
2024; Sherma, et al., 2024; Santoso, et al., 2024). Definisi kewarganegaraan
lingkungan sebagaimana disampaikan oleh Melo-Escrihuela (2015) adalah
sebuah pemahaman warga negara yang berbasis pada kebajikan yang dipicu
oleh dampak sosial-lingkungan dari tindakan seseorang. Sherma, et al. (2024)
mengungkapkan bahwa kewarganegaraan ekologis merupakan kerangka
kerja di mana kita dapat melihat kebutuhan akan tanggung jawab individu
baik ekologi yang menopang komunitas maupun keberlanjutan yang dituntut
dari komunitas untuk menjaga keseimbangan ekologi. Harmoni antara ekologi
dan keberlanjutan diperlukan dalam menopang konsep kewarganegaraan
ekologis.

Spannring (2019) menjelaskan bahwa gagasan kewarganegaraan ekologis
berakar kuat dalam konsep humanisme. Kewarganegaraan ekologis berupaya
memperbaiki krisis ekologis dengan mencoba memperbaiki sikap warga
negara yang menekankan tanggung jawab untuk kebaikan bersama.
Takahashi et al. (2016) merinci kewarganegaraan ekologis sebagai konsep
multidimensional yang mencakup tiga ranah utama. Pertama, ranah kognitif
yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang isu lingkungan. Kedua, ranah
afektif yaitu nilai dan kepedulian terhadap lingkungan. Tiga, ranah konatif
yaitu kesiapan dan tindakan nyata untuk merespons masalah lingkungan.
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Hadjichambis & Reis (2018) menekankan bahwa kewarganegaraan
ekologis tidak hanya berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat
tetapi juga tanggung jawab kolektif untuk mencegah kerusakan lingkungan
melalui keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan tindakan ekologis
secara individu maupun kolektif. Pendidikan untuk kewarganegaraan ekologis
dipandang sebagai sarana dalam membentuk warga negara yang sadar dan
peduli lingkungan. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada penyampaian
pengetahuan tetapi juga pada pembentukan sikap kritis terhadap akar dari
permasalahan lingkungan sehingga menimbulkan yang namanya partisipasi
dalam proses sosial dan politik untuk menyelesaikannya (Hadjichambis & Reis,
2018). Partisipasi seluruh lapisan masyarakat menjadi poin dimana masalah
lingkungan dapat diselesaikan dan mahasiswa sebagai kelompok intelektual
muda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan yang mampu
mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan ekologis dalam kehidupan
sehari-hari maupun dalam aksi sosial.

Mahasiswa sebagai warga muda memiliki peran strategis dalam
mendorong gerakan peduli lingkungan baik di tingkat lokal maupun nasional
(Sitorus et al., 2025; Siswanto et al., 2025). Sebagai generasi yang berada
pada masa transisi antara dunia pendidikan dan dunia kerja mahasiswa
memiliki energi, idealisme, dan kapasitas intelektual yang menjadikan mereka
agen keberlanjutan lingkungan. Dengan kemampuan terhadap ilmu
pengetahuan mahasiswa tidak hanya mampu mengidentifikasi permasalahan
lingkungan secara kritis, tetapi juga berpotensi dalam merumuskan solusi-
solusi inovatif dan aplikatif. Keunggulan intelektual ini memberikan ruang
bagi mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai inisiatif berbasis riset dan
teknologi ramah lingkungan seperti pengelolaan limbah, konservasi energi,
hingga pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kemampuan
berpikir kritis yang diasah melalui proses akademik juga memperkuat posisi
mahasiswa sebagai mitra dalam mendorong kebijakan lingkungan yang lebih
adil dan inklusif.

Silfiana & Samsuri (2019) bahkan menggambarkan mahasiswa sebagai
"malaikat pelindung" lingkungan yang berhadapan langsung dengan dampak
negatif dari pembangunan ekonomi dan industrialisasi yang tidak
berwawasan lingkungan. Peran mahasiswa dalam isu lingkungan tercermin
dalam berbagai aktivitas kampus seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik
lingkungan, program pengabdian masyarakat, kegiatan riset interdisipliner,
dan organisasi kemahasiswaan yang aktif menyuarakan pentingnya
pelestarian lingkungan. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya menjadi
sarana penerapan ilmu tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran
ekologis mahasiswa sebagai bagian dari kewarganegaraan aktif. Dengan
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demikian mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan sosial
yang mampu menjembatani antara dunia akademik dan praktik nyata dalam
menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berbagai bentuk keterlibatan mahasiswa dalam aksi peduli lingkungan
telah tercermin melalui beragam kegiatan nyata di berbagai daerah. Di Desa
Curug kelompok mahasiswa yang tergabung dalam program pengabdian
masyarakat melaksanakan edukasi dan praktik pengelolaan sampah terpadu
bersama warga setempat. Melalui kegiatan tersebut mereka berhasil
mendorong terbentuknya bank sampah yang melibatkan pemuda dan ibu-ibu
rumah tangga (Naenggolan et al., 2024). Di Gorontalo, melalui gerakan
“Bersih Pulau Ponelo” mahasiswa memimpin kegiatan bersih-bersih pesisir
dan edukasi lingkungan kepada anak-anak pulau. Kegiatan tersebut
berdampak pada peningkatan kesadaran warga tentang pentingnya menjaga
ekosistem laut, menumbuhkan karakter kepemimpinan dan kepedulian
lingkungan di kalangan mahasiswa sendiri (Nurfadillah et al., 2025). Di Kota
Bima, dalam kegiatan World Clean Up Day. Mahasiswa menjadi contoh nyata
keterlibatan generasi muda dalam gerakan global peduli lingkungan. Mereka
terlibat dalam pembersihan area publik dengan menginisiasi kampanye di
media sosial bertema “Bima Tanpa Sampah” yang mengajak masyarakat luas
untuk ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan (Imaduddin & Asfarina,
2024).

Keterlibatan mahasiswa dalam isu lingkungan merupakan bentuk dari
youth civic engagement (Insani, et al., 2024; Erfain, 2025). Kesadaran ekologis
yang ditanamkan sejak di bangku kuliah juga menjadikan mahasiswa sebagai
pelopor gaya hidup ramah lingkungan seperti pengurangan sampah plastik.
Sebagaimana yang telah dicontohkan sebelumnya bahwa mahasiswa lebih
dari sekadar partisipan dan bahkan menjadi aktor utama dalam kegiatan
menjaga serta melestarikan lingkungan. Keterlibatan mahasiswa dalam
gerakan lingkungan menjadi jembatan menuju keberhasilan pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kontribusi mahasiswa tidak
hanya terbatas pada lingkungan perkotaan atau kegiatan kampus semata
tetapi juga menyentuh wilayah konservasi yang vital bagi keberlanjutan
ekosistem Nasional. Salah satu contohnya bagaimana mahasiswa terlibat
dalam upaya pelestarian kawasan konservasi strategis yang tengah
menghadapi tekanan ekologis serius seperti di Taman Nasional Tesso Nilo
(TNTN) di Provinsi Riau.

TNTN adalah wilayah konservasi yang secara resmi ditetapkan melalui
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
6588/Menhut-VII/KUH/2014 tertanggal 28 Oktober 2014. TNTN terletak di
Provinsi Riau mencakup wilayah administratif Kecamatan Ukui, Kecamatan
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Pangkalan Kuras, dan Kecamatan Langgam di Kabupaten Pelalawan, serta
Kecamatan Kelayang di Kabupaten Indragiri Hulu (Kementerian Kehutanan Rl,
2014). TNTN di Provinsi Riau merupakan kawasan konservasi hutan dataran
rendah yang masih tersisa di Pulau Sumatera yang memiliki keanekaragaman
hayati dan menjadi habitat satwa langka (Gurning, 2024).

Kondisi terkini kawasan TNTN menghadapi berbagai ancaman ekologis
yang serius seperti deforestasi, perambahan lahan, kebakaran hutan, dan
ekspansi perkebunan kelapa sawit ilegal (Mongabay.co.id, 2024; Kompas.com,
2025; Riau24 Citizen, 2025). Permasalahan utama yang dihadapi TNTN saat ini
adalah tingginya angka perambahan hutan dan pengalihfungsian lahan
konservasi menjadi perkebunan kelapa sawit dan permukiman baik oleh
masyarakat lokal maupun pendatang dari luar daerah. Fenomena ini tidak
hanya mengakibatkan berkurangnya luas tutupan hutan tetapi juga
mengancam keberlangsungan hidup flora, fauna, dan ekosistem khas hutan
dataran rendah Sumatera yang ada di dalam kawasan tersebut. Hasil
penelitian Gurning (2024) mencatat bahwa sebagian besar kawasan TNTN kini
telah berubah fungsi dan banyak aktivitas ilegal dilakukan tanpa pengawasan
yang menyebabkan degradasi ekosistem secara masif. Untuk itu keterlibatan
aktif mahasiswa dalam merespons krisis di TNTN menjadi penting sebagai
bentuk kepedulian ekologis dan berkontribusi terhadap perlindungan
kawasan strategis negara sebagai bagian dari ketahanan Nasional.

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa dalam
menghadapi berbagai ancaman, baik dari aspek ideologi, ekonomi, sosial,
budaya, maupun lingkungan (Yusuf, et al., 2025). Lingkungan yang rusak
dapat melemahkan struktur sosial, mengganggu stabilitas politik, ekonomi,
dan merusak sumber daya bangsa. Kewarganegaraan ekologis tidak hanya
menjadi wujud tanggung jawab mahasiswa terhadap alam tetapi juga bagian
dari upaya mempertahankan ketahanan Nasional. Mahasiswa sebagai
kelompok terdidik dalam menerapkan prinsip-prinsip kewarganegaraan
ekologis untuk melindungi lingkungan dan memperkuat kesadaran kolektif
terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan secara menyeluruh
(Hadjichambis & Paraskeva-Hadjichambi, 2020).

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Creswell &
Poth, 2016) yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam
mengenai bentuk dan peran kewarganegaraan ekologis mahasiswa dalam
merespons permasalahan lingkungan di TNTN. Pendekatan ini dipilih karena
memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, dan
tindakan mahasiswa dalam konteks sosial ekologis yang nyata. Penelitian
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dilaksanakan di Provinsi Riau dengan fokus pada mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Riau yang memiliki keterlibatan dalam kegiatan lingkungan.
Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang mahasiswa yang dipilih
secara purposif yaitu berdasarkan kriteria tertentu seperti pengalaman
langsung dalam aktivitas lingkungan dan isu-isu ekologi.

Data dalam penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam,
observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-
terstruktur untuk menggali pandangan, sikap, dan bentuk keterlibatan
mahasiswa dalam kegiatan lingkungan. Observasi dilakukan untuk mengamati
aktivitas mahasiswa dalam konteks sosial ekologisnya. Dokumentasi
digunakan untuk melengkapi data melalui arsip, laporan kegiatan, dan materi
kampanye yang relevan dengan isu lingkungan di TNTN. Proses analisis data
dilakukan secara tematik dimulai dari transkripsi hasil wawancara dan catatan
observasi kemudian dilanjutkan dengan proses pengkodean untuk
mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan indikator
kewarganegaraan ekologis seperti pengetahuan, nilai, sikap, dan tindakan.
Data yang telah dikategorikan kemudian dianalisis secara interpretatif untuk
memperoleh kesimpulan yang kontekstual. Keabsahan data penelitian
menggunakan  teknik  triangulasi sumber dan metode dengan
membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Melakukan pengecekan kepada informan melalui teknik member check serta
berdiskusi dengan rekan sejawat guna mengurangi potensi bias dan menjaga
objektivitas dalam interpretasi data yang dihasilkan.

4. Hasil dan Pembahasan
Kewarganegaraan Ekologis dan Masalah Lingkungan di TNTN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman
tentang masalah TNTN. Para informan memiliki pemahaman mengenai lokasi,
fungsi, dan karakteristik ekologis dari kawasan TNTN kawasan hutan lindung
yang menjadi habitat dari sejumlah satwa yang dilindungi. Sebagaimana yang
disampaikan SA bahwa:
“Tesso Nilo itu salah satu kawasan taman nasional yang ada di Riau yang
dulu terkenal sebagai hutan tropis yang lebat dan jadi tempat tinggal
hewan langka salah satunya kayak harimau dan gajah Sumatera. Dan
TNTN juga punya banyak jenis tumbuhan yang udah jarang dijumpai. Tapi
sekarang kondisinya tidak seperti dulu yang udah banyak berubah karena
banyak hutan yang ditebang dan dijadikan kebun sawit.”
(Wawancara dengan SA, 2025).
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Temuan ini selaras dengan studi sebelumnya yang menyoroti peran
mahasiswa dalam membangun literasi lingkungan dan kewarganegaraan
ekologis. Mahasiswa yang terpapar isu-isu lokal seperti kerusakan hutan
cenderung memiliki kepekaan ekologis terutama jika disertai dengan akses
informasi melalui pendidikan dan media (Novianti, et al., 2025). Studi yang
dilakukan oleh Faediyah, et al. (2024) juga menyebutkan bahwa literasi
ekologi mahasiswa dari diskursus lingkungan melalui pembelajaran proyek
mampu membentuk sikap kritis terhadap isu lokal termasuk konflik ekologis
yang melibatkan satwa liar dan masyarakat sekitar hutan.

Informan juga menunjukkan kemampuan analisis terhadap isu lingkungan
dengan menyebutkan berbagai permasalahan utama yang terjadi di TNTN.
Permasalahan tersebut meliputi perambahan hutan, alih fungsi lahan untuk
perkebunan kelapa sawit, kebakaran hutan, serta konflik antara manusia dan
satwa liar. Sebagaimana disampaikan RR bahwa:

“Masalah utama TNTN ialah banyaknya hutan yang ditebang dan

dijadikan lahan kebun sawit dan pemukiman penduduk illegal yang

menyebabkan luas lahan ini semakin menyusut. Berdasarkan berita dari
detik.com yang saya baca luas lahan awal yaitu 81.7 ribu hektar, dan
sekarang yang tersisa hanya 12.5 ribu hektar. Penyusutan lahan ini tentu
dapat mengancam kelestarian tumbuhan dan satwa yang dilindungi.”
(Wawancara dengan RR, 2025).

Persoalan lingkungan pada dasarnya merupakan isu yang kompleks dan
multidimensional. Tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik seperti
pencemaran, deforestasi, atau degradasi lahan. Persoalan lingkungan juga
terkait dengan aspek tata kelola, kebijakan publik, dan dinamika sosial-
ekonomi yang menyertainya. Kompleksitas masalah tersebut menuntut
adanya pemahaman yang holistik dari berbagai pihak termasuk kalangan
terdidik seperti mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswa memiliki potensi
intelektual dan kepekaan sosial yang memungkinkan mereka untuk
memahami keterkaitan antara dimensi ekologis dan struktural dari
permasalahan lingkungan.

Temuan penelitian menguatkan hasil penelitian Rachman et al. (2024)
yang menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai bagian dari kelompok terdidik
mampu memahami kompleksitas persoalan lingkungan lebih dalam ketika
isu-isu tersebut dihadirkan dalam konteks yang relevan dan dekat dengan
realitas kehidupan mereka. Pendekatan berbasis lokal yang mengaitkan isu
lingkungan dengan lingkungan sekitar mahasiswa seperti kampus, tempat
tinggal, atau daerah asal terbukti mampu membangun kesadaran kritis serta
rasa tanggung jawab vyang lebih tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa
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pendidikan lingkungan yang efektif bukan hanya soal penyampaian informasi
tetapi juga soal bagaimana membangun keterhubungan emosional dan
intelektual mahasiswa dengan realitas ekologis di sekitar mereka.

Temuan penelitian akhirnya menyarankan agar kampus merancang
strategi pembelajaran yang kontekstual agar mahasiswa tidak hanya menjadi
pengamat pasif tetapi juga aktor aktif dalam memahami dan merespons
persoalan lingkungan. Integrasi antara teori, praktik lapangan, dan
keterlibatan langsung dalam komunitas diharapkan dapat mengembangkan
sensitivitas ekologis mahasiswa dan terbentuk kompetensi kewarganegaraan
untuk menghadapi tantangan masalah lingkungan di masa depan.

Sikap dan Perilaku Mahasiswa terhadap Masalah Lingkungan
Kesadaran ekologis tercermin dari nilai pemahaman yang dimiliki individu
terhadap suatu isu yang bermula dari pengalaman langsung, kegiatan
pendidikan, dan pengaruh lingkungan sosial. Temuan penelitian menunjukkan
bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelestarian lingkungan
mereka tunjukkan melalui tindakan sehari-hari dan kegiatan-kegiatan
lingkungan yang sudah pernah mereka lakukan. Sebagian besar informan
menyatakan bahwa mereka pernah terlibat dalam kegiatan pelestarian
lingkungan dalam bentuk kegiatan sekolah, kampus, maupun inisiatif pribadi.
Sebagaimana yang diceritakan SA “Saya pernah ikut penanaman pohon waktu
SMP dan SMK di halaman sekolah. Lalu waktu kuliah pernah juga ikut
webinar soal pelestarian hutan Riau di RAPP. Dari kegiatan itu saya jadi lebih
paham tentang kondisi hutan di daerah kita, khususnya di TNTN.”
(Wawancara dengan SA, 2025). Pengalaman yang telah dilalui dalam kegiatan
pelestarian lingkungan meninggalkan dampak bagi mahasiswa, sebagaimana
diceritakan oleh ARR berikut:
“Saya pernah beberapa kali ikut kegiatan pelestarian lingkungan, seperti
program penanaman pohon di sekitar sekolah waktu SMA... Kegiatan-
kegiatan seperti itu memberikan saya kesadaran baru bahwa alam harus
dijaga bersama... Harapannya, ke depan saya bisa lebih banyak terlibat
dalam kegiatan lingkungan, tidak hanya di kampus tapi juga di luar.”
(Wawancara dengan ARR, 2025).

Informan JW menggambarkan bentuk keterlibatan pelestarian lingkungan
yang lebih dekat dengan konteks kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat
tinggalnya:

“Saya pernah terlibat dalam beberapa kegiatan pelestarian lingkungan.

Di lingkungan rumah, saya biasa membantu menjaga kebersihan dengan

membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan non-
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organik, serta membersihkan selokan agar tidak tersumbat. Selain itu,
saya juga membantu menyiram tanaman di sekitar rumah agar tetap
hijau dan segar. Saya juga pernah menanam pohon saat masih di SD dan
SMP, sebagai bagian dari kegiatan sekolah untuk menjaga lingkungan
dan memperbanyak penghijauan. Kegiatan tersebut membuat saya lebih
peduli terhadap pentingnya menjaga alam.” (Wawancara dengan JW,
2025).

Temuan penelitian sejalan dengan berbagai hasil studi terdahulu yang
menegaskan bahwa kesadaran ekologis mahasiswa umumnya tumbuh
melalui pengalaman langsung kegiatan lingkungan dan pengaruh lingkungan
sosial tempat mereka berinteraksi. Kesadaran tersebut tidak muncul secara
instan melainkan melalui proses yang berkelanjutan yang melibatkan aspek
kognitif, afektif, dan konatif. Jayadinata et al. (2024) mengungkapkan bahwa
kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan menjadi landasan utama
dalam membentuk sikap peduli mahasiswa terhadap lingkungan hidup di
sekitarnya. Sikap ini berkembang seiring dengan meningkatnya pemahaman
terhadap dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem sebagai bagian dari
tanggung jawab bersama.

Sejalan denga penelitian Fubani et al. (2024) bahwa kesadaran ekologis
tidak hanya berhenti pada aspek pengetahuan atau sikap tetapi juga terwujud
dalam perubahan perilaku konkret yang mencerminkan kepedulian
mahasiswa terhadap lingkungan. Perilaku ramah lingkungan seperti
pengurangan penggunaan plastik, pengelolaan sampah secara mandiri, hemat
energi, dan partisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan menjadi bentuk
nyata dari internalisasi nilai-nilai ekologis dalam kehidupan sehari-hari.
Menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami isu lingkungan
secara teoritis tetapi juga memiliki kemauan untuk menerapkan nilai-nilai
tersebut dalam tindakan nyata.

Kesadaran ekologis mahasiswa merupakan hasil dari kombinasi antara
pendidikan, pengalaman kegiatan lingkungan, dan pengaruh sosial yang
membentuk pola pikir serta kebiasaan mereka. Proses tersebut memperkuat
pentingnya peran institusi pendidikan, keluarga, dan komunitas dalam
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kesadaran ekologis
yang berkelanjutan. Pada akhirnya mahasiswa menjadi katalisator perubahan
perilaku masyarakat yang lebih luas menuju pola hidup yang lebih ramah
lingkungan.

Sikap tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan telah
terinternalisasi setidaknya dalam bentuk kesadaran moral dan komitmen
individual. Sebagaimana disampaikan SA bahwa “Saya merasa bertanggung
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jawab atas kelestarian lingkungan karena saya sadar kalau lingkungan itu
penting banget buat kehidupan sekarang dan masa depan” (Wawancara
dengan SA, 2025). RR menambahkan pentingnya peran mahasiswa dalam
penyebaran informasi “...saya lakukan dengan hal kecil seperti menyebarkan
informasi terkait kerusakan hutan yang terjadi pada TNTN.” (Wawancara
dengan RR, 2025). Sementara itu, NM memberikan contoh konkret
keterlibatan sosial melalui kegiatan gotong royong dan advokasi lingkungan di
masyarakat:
“Sebagai mahasiswa yang sudah mempelajari tentang tanggung jawab
moral untuk menjaga lingkungan mulai dari kesadaran diri di lingkungan
sekitar serta mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat hingga
mengajak orang lain untuk peduli akan kelestarian lingkungan mulai dari
hal kecil agar tidak terjadi banjir karena kelalaian manusia sering
membuang sampah sembarangan, menebang pohon atau hutan menjadi
bangunan” (Wawancara dengan NM, 2025).

Kesadaran ekologis yang dimiliki mahasiswa tercermin dalam rasa
tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan yang diwujudkan melalui
berbagai tindakan konkret meskipun dalam skala kecil. Tindakan-tindakan
seperti menyebarkan informasi lingkungan melalui media sosial, menjaga
kebersihan, dan menjadi teladan dalam perilaku ramah lingkungan di
lingkungan sekitar. Meskipun sebagian besar tindakan tersebut masih bersifat
individual dan belum terorganisir dalam gerakan kolektif yang masif. Kegiatan
yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa nilai-nilai ekologis telah mulai
terinternalisasi dalam kehidupan keseharian mahasiswa. Kesadaran tersebut
menjadi indikasi bahwa pendidikan dan pengalaman sosial mereka telah
memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter ekologis.

Pendekatan kewarganegaraan ekologis yang menekankan pentingnya
tanggung jawab moral individu terhadap alam, sebagaimana dirumuskan oleh
Hadjichambis & Reis (2020) dalam kerangka environmental citizenship
tampak nyata dalam narasi dan refleksi para mahasiswa. Mereka tidak hanya
memahami pelestarian lingkungan sebagai isu global tetapi juga
memposisikan diri sebagai bagian dari solusi dengan mengembangkan rasa
tanggung jawab personal dan sosial terhadap alam. Sikap ini menunjukkan
bahwa mahasiswa melihat perlindungan lingkungan bukan semata sebagai
kewajiban hukum atau instruksi normatif melainkan sebagai bagian dari
identitas kewarganegaraan mereka yang sadar akan hak dan kewajiban
terhadap alam. Mereka tidak hanya menjadi pelaku perubahan di lingkungan
kampus tetapi juga membentuk kesadaran kolektif di masyarakat sehingga
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memperkuat transformasi nilai-nilai kewarganegaraan yang berorientasi pada
menjaga kelestarian lingkungan.

Mahasiswa dalam Isu TNTN dan Kaitannya dengan Ketahanan Nasional

Kerusakan lingkungan di Kawasan-kawasan strategis telah menjadi isu
ekologis yang berdampak lebih luas termasuk pada kondisi ketahanan
nasional (Purify, et al., 2024; Sagala, et al., 2025). Mahasiswa sebagai
kelompok terdidik memiliki peran dalam merespons isu tersebut melalui
beberapa peran seperti pendekatan edukatif, sosial, dan aksi langsung. Hasil
wawancara menunjukkan bahwa para mahasiswa memiliki pandangan yang
cukup reflektif mengenai peran mereka serta keterkaitan antara pelestarian
lingkungan dan ketahanan Nasional.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa informan menyadari memiliki
posisi penting sebagai agen perubahan dalam isu pelestarian lingkungan.
Mahasiswa sebagai aktor sosial yang memiliki literasi tinggi dan akses
terhadap teknologi informasi dapat menjadi penggerak perubahan di tengah
kompleksitas masalah lingkungan yang terjadi di TNTN. Sebagaimana
diungkapkan JW bahwa mahasiswa dapat berperan melalui edukasi,
penelitian, dan advokasi publik:

“Mahasiswa punya peran strategis sebagai agen perubahan (agent of

change). Mahasiswa bisa mengedukasi masyarakat melalui kegiatan

pengabdian atau seminar. Melakukan penelitian ilmiah untuk mencari
solusi masalah lingkungan secara akademik. Aktif dalam komunitas
lingkungan atau membentuk gerakan peduli TNTN. Menggunakan media
sosial untuk menyuarakan isu-isu lingkungan, agar masyarakat lebih
sadar.” (Wawancara dengan JW, 2025)

Kontribusi peran senada disampaikan oleh Km yang menekankan
pentingnya kampanye digital dan keterlibatan dalam kegiatan berbasis
komunitas. “Melakukan kampanye kreatif di media sosial supaya terciptanya
kesadaran publik... Bergabung dengan komunitas atau volunteer dalam
kegiatan fisik seperti penanaman pohon...” (Wawancara dengan Km, 2025).
Informan FM menambahkan bahwa kampus dapat berfungsi sebagai
laboratorium sosial untuk membentuk mahasiswa yang peduli lingkungan dan
kritis terhadap kebijakan yang merusak. “... Peran mahasiswa meliputi
advokasi kebijakan, edukasi masyarakat, penelitian, dan menjadi penggerak
aksi lingkungan.” (Wawancara dengan FM, 2025). Kontribusi langsung
sebagai bentuk aksi diungkapkan NM bahwa “Tahap awal yang bisa dilakukan
dengan cara terjun ke lapangan untuk melihat kondisi di TNTN... mengajukan
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izin penelitian... menyarankan kepada tim TNTN untuk menindaklanjuti
misalnya dengan edukasi ke masyarakat.” (Wawancara dengan NM, 2025).

Peran mahasiswa dalam penggerak perubahan dalam menyelesaikan
masalah lingkungan sejalan dengan hasil penelitian Naenggolan, et al. (2024)
bahwa mahasiswa dapat memainkan peran sebagai penyambung
pengetahuan melalui kegiatan edukatif dan aksi nyata dalam pelestarian
lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memiliki
kesadaran tetapi juga gagasan strategis dan konkret untuk mengambil peran
aktif dalam pelestarian TNTN.

Ketika ditanya mengenai bentuk kontribusi konkret yang ingin dilakukan
dalam penyelesaian masalah TNTN. Para informan menunjukkan beragam
pendekatan aksi dari level lokal hingga digital. Sebagaimana diungkapkan SR
yang menekankan pentingnya observasi lapangan dan kampanye reboisasi.
“Turun langsung ke lapangan dan melakukan observasi kerusakan... bekerja
sama dengan pemerintah atau pengurus taman nasional untuk melakukan
kampanye penanaman pohon.” (Wawancara dengan SR, 2025). Informan FM
memilih fokus pada kegiatan reboisasi dan edukasi berbasis masyarakat
“Terlibat dalam kegiatan reboisasi di kawasan TNTN dan pengembangan
program edukasi lingkungan... pengumpulan data lapangan sebagai bahan
kajian akademik untuk kebijakan konservasi.” (Wawancara dengan FM, 2025).

Pada aksi lainnya NM menawarkan pendekatan kampanye digital sebagai
strategi menyelesaikan masalah TNTN karena jangkauannya luas:

“Di era serba digital ini mungkin saya akan mencoba untuk membuat

konten kampanye digital dimana akan mencakup masyarakat luas bukan

hanya di pulau Sumatera namun di seluruh penjuru Indonesia terkait
kondisi TNTN dan upaya pelestarian agar lebih banyak orang peduli dan

mendukung hal positif’ (Wawancara dengan NM, 2025).

Ragam aksi dalam menyelesaikan masalah TNTN oleh mahasiswa
menunjukkan bahwa mereka menyadari urgensi masalah lingkungan yang
sedang terjadi dan siap berkontribusi melalui berbagai kegiatan baik
akademik, sosial, maupun digital. Sejalan dengan hasil penelitian Sitorus, et al.
(2025) yang mengatakan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam isu lingkungan
dipicu oleh kombinasi antara kesadaran ekologis, tanggung jawab sosial, dan
pemanfaatan media digital sebagai sarana advokasi.

Kerusakan lingkungan di TNTN dipandang oleh informan sebagai
ancaman nyata terhadap ketahanan nasional dalam berbagai aspek seperti
ekologi, sosial, ekonomi, dan hukum. Sebagaimana yang disampaikan DPN
bahwa:
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“Kerusakan TNTN bisa mengancam ketahanan nasional karena
menyebabkan bencana ekologis, perubahan iklim, banjir, kekeringan,
hilangnya keanekaragaman hayati, dan gangguan siklus air. konflik sosial
(akibat penggusuran atau konflik lahan), dan hilangnya sumber daya
penting. Ketahanan nasional tidak hanya soal pertahanan militer, tapi
juga mencakup ketahanan ekologi dan ekonomi.”

(Wawancara dengan DPN, 2025).

Para informan lainnya menambahkan bahwa kerusakan lingkungan
merusak kendali negara atas wilayah strategis dan kerusakan TNTN dapat
mengancam kualitas hidup. Sebagaimana disampaikan CAP bahwa “Ketika
hutan dirusak secara ilegal, negara kehilangan kendali atas wilayah
strategis... pelestarian TNTN bukan sekadar isu lokal, melainkan bagian
penting dari upaya memperkuat ketahanan bangsa.” (Wawancara dengan
CAP, 2025). Juga disampaikan oleh RR bahwa “Apabila hutan dirusak maka
kemungkinan akan terjadi banjir dan kebakaran... negara membutuhkan
sumber daya alam dan udara yang sehat untuk membantu rakyatnya hidup di
lingkungan yang layak.” (Wawancara dengan CAP, 2025).

Dalam konteks TNTN, mahasiswa tidak hanya melihat kerusakan ekologis
sebagai persoalan lingkungan tetapi juga sebagai ancaman terhadap
ketahanan Nasional. Pernyataan mahasiswa mencerminkan adanya
pemahaman bahwa ketahanan nasional mencakup lebih dari sekadar aspek
militer melainkan juga ketahanan ekologis dan kesejahteraan masyarakat
secara luas. Kerusakan TNTN yang melibatkan praktik perambahan liar dan
penguasaan lahan secara ilegal mencerminkan lemahnya pengawasan negara
terhadap sumber daya alam. Ketahanan Nasional yang menekankan bahwa
ketahanan mencakup delapan aspek utama (Astagatra) termasuk di dalamnya
ketahanan geografi dan sumber daya alam (Sari, et al., 2024) secara tidak
langsung memengaruhi aspek sosial dan keamanan masyarakat. Pandangan
ini sejalan dengan temuan lapangan di mana informan mengidentifikasi
hubungan antara kerusakan hutan dengan meningkatnya risiko bencana,
konflik agraria, dan menurunnya kualitas hidup. Untuk itu dibutuhkan
kolaborasi lintas aktor dalam pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjutan dan sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional dan
masalah TNTN dapat diatasi untuk kemakmuran bangsa.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran
ekologis dalam merespons permasalahan lingkungan di Taman Nasional Tesso
Nilo (TNTN). Kesadaran tersebut tercermin dalam pemahaman mereka
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terhadap kondisi ekologis TNTN, sikap tanggung jawab terhadap pelestarian
lingkungan, dan terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung
keberlanjutan lingkungan. Mahasiswa tidak hanya menunjukkan kepedulian
pribadi tetapi juga menyadari peran strategis mereka sebagai agen
perubahan melalui edukasi, advokasi, kampanye digital, dan kegiatan sosial
yang berorientasi pada solusi.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa mahasiswa memahami
bahwa kerusakan lingkungan di TNTN bukan sekadar persoalan lokal, tetapi
berdampak luas terhadap aspek ketahanan nasional khususnya dalam hal
sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekologis.
Mahasiswa memandang pelestarian TNTN sebagai bagian dari tanggung
jawab kewarganegaraan ekologis yang mencakup dimensi moral, sosial, dan
politik.

Kewarganegaraan ekologis yang ditunjukkan oleh mahasiswa menjadi
elemen dalam membangun ketahanan nasional yang berkelanjutan.
Keterlibatan aktif mahasiswa dalam isu lingkungan strategis seperti TNTN
menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual dan
berbasis lokal memiliki potensi dalam membentuk karakter warga negara
yang sadar lingkungan dan berkontribusi pada ketahanan Nasional. Penelitian
ini merekomendasikan perlunya penguatan pendidikan kewarganegaraan
ekologis dalam kurikulum perguruan tinggi dan dukungan terhadap partisipasi
mahasiswa dalam program pelestarian lingkungan berbasis komunitas
maupun kebijakan Nasional.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dalam penguatan
kesadaran lingkungan melalui penerapan kewarganegaraan ekologis pada
siswa di SMPN 11 Malang, serta mengidentifikasi faktor pendukung,
penghambat, dan solusi yang diterapkan. Menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi,
kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penerapan dilakukan melalui kebijakan dan
kegiatan rutin, integrasi pembelajaran, optimalisasi potensi lingkungan sekitar,
serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5). Faktor pendukung
meliputi dukungan stakeholder, sarana yang memadai, dan budaya peduli
lingkungan. Hambatan utama berupa latar belakang siswa yang beragam,
pengaruh negatif kelompok sebaya, dan kejenuhan siswa. Upaya yang
dilakukan untuk mengatasi hambatan mencakup pembentukan tim pengawas,
pembiasaan tujuh karakter positif, pelatihan guru, serta penyusunan media
edukatif oleh siswa. Penerapan kewarganegaraan ekologis terbukti
berkontribusi positif dalam membentuk kesadaran lingkungan peserta didik.

Kata kunci:
Pendidikan Karakter, Kesadaran Lingkungan, Kewarganegaraan Ekologis


mailto:meidi.saputra.fis@um.ac.id

1. Pendahuluan

Kesadaran lingkungan vyaitu perilaku bertanggung jawab guna
meningkatkan pengetahuan setiap individu mengenai perlunya pelestarian,
agar dapat hidup berdampingan secara damai dengan alam (Amrullah &
Nurcahyo, 2021; Saputra & Sueb, 2020). Hal ini sangat penting, karena
menjadi tanggung jawab sosial dan eksistensi alam sudah menjadi keharusan
setiap individu untuk tetap menjaga potensi tersebut (llham et al., 2023;
Nugroho, 2022). Perihal tersebut termasuk strategi awal yang krusial dalam
menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan, setiap tindakan
kecil yang kita ambil untuk menjaga alam, akan berkontribusi pada
perubahan ke depannya.

Beberapa hasil survei menyatakan, bahwa diketahui indeks kualitas
lingkungan hidup tahun 2020 mencapai 66,55% yang tergolong masih belum
memenuhi target yang ditentukan, dan hanya 20% orang yang memiliki
kepedulian terhadap lingkungan (Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, 2021; Maarif, 2021). Sementara dalam survei lainnya, Indonesia
terletak di rangking 116 dari 180 negara tentang indeks kinerja lingkungan
dengan skor 37,8 di bawah Singapura 58,1 dan Malaysia 47,9 (Pristiandaru,
2023). Melihat fakta yang ada, maka diperlukan ikhtiar untuk menumbuhkan
kesadaran lingkungan pada setiap lapisan masyarakat, salah satunya dapat
melalui pengimplementasian kewarganegaraan ekologis.

Kewarganegaraan ekologis yaitu suatu konsep etika dan moral yang
menjelaskan hubungan manusia dengan lingkungan, dimana didalamnya
menyatukan konsep kewarganegaraan dan kepedulian yang dituangkan
melalui kebiasaan dan kegiatan berbasis lingkungan (Fahlevi & Kuncoro, 2021;
Sari et al., 2020). Hal ini dibutuhkan karena menggabungkan prinsip-prinsip
ekologi dan sistem sosial sebagai hak, tanggung jawab dan komitmen warga
negara dalam kesehariannya, sehingga dapat membantu mewujudkan
ekosistem yang ramah dan lestari (Nugroho, 2021; Subarkah et al., 2024).
Oleh karena itu, warga negara memiliki konsep diri untuk menjalankan
tindakan dalam bidang ekologis yang berbasis pada gerakan partisipasi warga
negara dalam menjaga lingkungannya.

Praktik kewarganegaraan ekologis untuk mengedukasi warga negara
perlu diterapkan di sekolah, tidak hanya di lingkungan masyarakat saja,
dengan demikian penerapannya akan sempurna, karena disasarkan kepada
semua jenjang usia (Mustikarini & Feriandi, 2020). Contoh praktik di
lingkungan sekolah seperti penanaman tanaman hidroponik, pembentukan
kelompok kerja lingkungan, optimalisasi greenhouse sebagai media edukasi
(Hadi et al., 2022; Putri et al., 2024). Sedangkan penerapan di lingkungan
masyarakat seperti kerja bakti pembersihan sampah, penyuluhan sampah
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dikelola melalui langkah 3R (Reduce, Reuse, Recycle), usaha pembersihan
sungai (Murti et al.,, 2022; Priambudi & Utami, 2020). Maka dari itu,
diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak,
terutama dalam praktik kewarganegaraan ekologis, sehingga lingkungan lebih
terjaga karena masyarakatnya berjiwa ekologis.

Pada penelitian sebelumnya terdapat berbagai penelitian yang
membahas terkait menumbuhkan kesadaran lingkungan hidup, diantaranya
adalah pembelajaran yang berwawasan lingkungan hidup yang berdampak
pada kesadaran siswa dalam menjaga lingkungan (Ismail, 2021), kegiatan
pembiasaan keteladanan dan pengondisian, dengan melalui kegiatan yang
berhubungan tentang lingkungan sekitar (Zalfa et al., 2022), pengembangan
kurikulum proyek berbasis lingkungan dan terlibat dalam tindakan
berkelanjutan di sekolah (llham et al., 2023). Sementara itu, praktik perilaku
sehat dan bersih bisa melalui kegiatan sosialisasi meliputi pengarahan dan
seminar, juga merupakan salah satu bentuk dalam menumbuhkan kesadaran
lingkungan hidup (Salim et al., 2022). Namun dari riset yang telah ada
sebelumnya, riset yang secara khusus mengkaji tentang upaya menumbuhkan
kesadaran lingkungan hidup pada siswa menengah pertama, terlebih melalui
implementasi kewarganegaraan ekologis pada program sekolah Adiwiyata
masih jarang dilakukan.

Secara keseluruhan berdasarkan pemaparan diatas menyatakan bahwa
kewarganegaraan ekologis memainkan peran esensial dalam menumbuhkan
kesadaran lingkungan. Aspek ini tidak hanya mencakup teori, namun juga
berkaitan dengan penanaman nilai yang akan membentuk perilaku dan
pikiran sebagai warga negara tentang kesadaran lingkungan. Kesadaran
lingkungan merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat vyang
berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sejalan dengan pemikiran tersebut,
maka kajian ini berupaya untuk menjelaskan implementasi kewarganegaraan
ekologis untuk menumbuhkan kesadaran mengenai lingkungan hidup pada
siswa menengah pertama

2. Acuan Teori

Penelitian mengenai penerapan kewarganegaraan ekologis untuk
menumbuhkan kesadaran lingkungan hidup pada siswa menengah pertama
didasarkan pada beberapa acuan teori yang saling berkaitan. Salah satunya
menggunakan teori Arne Naess menekankan pada kesadaran lingkungan yang
lebih mendalam dan tanggung jawab moral terhadap alam. Pendekatan ini
menyatakan bahwa manusia tidak hanya memiliki hak untuk memanfaatkan
alam demi keuntungan mereka, tetapi juga harus memperlakukan alam
dengan cara yang adil serta mempertimbangkan kesejahteraan seluruh
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makhluk hidup, termasuk tumbuhan dan hewan. Konsep ini menjelaskan
sebuah perspektif yang mengajak individu untuk memandang alam bukan
sekadar sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan, tetapi sebagai bagian
penting dari kehidupan manusia (Gunarty, 2023; Sendana, 2021). Manusia
dan alam terintegrasi dan memiliki nilai intrinsik yang sejajar, dimana
mewajibkan warga untuk mengembangkan kesadaran lingkungan yang
mendalam dan menghargai keragaman hayati serta keberlanjutan ekosistem
(Nisa et al., 2024; Sihaloho et al., 2023). Menjaga keseimbangan ini berarti
menghormati hak alam untuk tumbuh dan berkembang secara alami,
sementara kita juga berhak untuk tinggal dalam kondisi yang sehat dan bersih.

Kewarganegaraan ekologis mencakup tindakan sebagai warga bumi, di
mana tanggung jawab terhadap alam dan makhluk hidup lainnya menjadi
elemen penting dari identitas kewarganegaraan individu (Naess, 2009;
Payong et al., 2024). Salah satu prinsip fundamental dalam hal ini adalah
penolakan terhadap perspektif antropocentris (manusia sebagai pusat
segalanya) yang sering kali mendorong eksploitasi alam demi kepentingan
manusia, dimana manusia dipandang sebagai bagian dari jaringan kehidupan
yang lebih besar, bukannya sebagai pusat alam semesta (Ainia & lJiarzanah,
2021; Pane et al., 2023). Dapat diartikan bahwa konteks kewarganegaraan
ekologis ini, berarti warga negara perlu berperilaku tidak hanya demi
kepentingan pribadi mereka atau komunitas mereka, tetapi juga untuk
kesejahteraan seluruh ekosistem.

Konsep ini tidak hanya diterapkan di masyarakat saja, akan tetapi bisa
dilaksanakan di lingkungan sekolah. Salah satunya untuk menumbuhkan
kesadaran mengenai lingkungan hidup pada siswa, teori ini dapat
diintegrasikan dalam berbagai aspek pembelajaran dan kehidupan sehari-hari
siswa seperti, pendidikan praktis dan partisipatif, kegiatan pengelolaan
lingkungan, pembelajaran berbasis proyek lingkungan (Gusti et al., 2024,
Moridu et al., 2023). Teori ini dapat dijadikan landasan yang kuat untuk
menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan di kalangan siswa, karena
menekankan pemahaman bahwa kewajiban moral terhadap alam adalah
bagian integral dari kewarganegaraan. Teori yang dipaparkan oleh Arne Naess
dapat menjadi pondasi yang kokoh untuk meningkatkan kesadaran
lingkungan di kalangan siswa, hal ini menekankan pemahaman bahwa setiap
orang memiliki tanggung jawab moral untuk melestarikan lingkungan, bukan
hanya sebagai individu yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari
ekosistem yang lebih besar.

Teori lainnya yaitu dari E.F Schumacher tentang kesadaran lingkungan,
Teori ini menyoroti tentang perspektif yang mendalam tentang interaksi
antara ekonomi, teknologi, dan ekosistem yang berkelanjutan dan
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menganjurkan pergeseran paradigma dalam cara kita memandang dunia
ekonomi serta keterkaitan kita dengan alam. Untuk mencapai kesadaran
lingkungan, kita perlu mengalihkan perhatian dari teknologi besar yang
merusak lingkungan dan menggunakan banyak sumber daya, menuju
teknologi yang lebih sederhana, sesuai kebutuhan, dan ramah lingkungan
(Cahyana, 2011; Schumacher, 1975) Kesadaran alam harus melibatkan
penerapan teknologi yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga
mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan
jangka panjang (Nastiti et al.,, 2024; Wahyuni & Bayangkara, 2024).
Berdasarkan pemaparan diatas, perlu menggunakan teknologi yang cocok
dengan kondisi lokal dan memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak
sumber daya alam atau menambah polusi.

Dalam konteks kesadaran lingkungan di lingkungan sekolah, dengan teori
Schumacher berkaitan dan saling berhubungan. Mengacu pada perspektif ini,
dimana menekankan keberlanjutan dan kesejahteraan manusia, kurikulum
pendidikan lingkungan bagi siswa seharusnya tidak hanya terbatas pada
pengetahuan teoretis mengenai isu-isu lingkungan, tetapi juga mengajak
siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ramah lingkungan yang dapat
menguntungkan lingkungan (Ragil et al.,, 2023; Rezaldi et al., 2024).
Mengenalkan Prinsip "Small is Beautiful" pada siswa, bahwa solusi lokal dan
skala kecil sering kali lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan dengan
solusi besar dan sentralistik. Siswa dapat terlibat dalam kegiatan lingkungan
yang lebih kecil dan lebih terjangkau, mengajarkan siswa bahwa walaupun
setiap langkah kecil mereka mungkin tidak segera mengubah dunia, tetapi
setiap upaya kecil yang berfokus pada keberlanjutan sangat berharga untuk
menjaga keseimbangan lingkungan (Nastiti et al., 2024; Parawangi, 2011).
Maka dapat disimpulkan, untuk menumbuhkan kesadaran akan lingkungan
pada siswa, kita bisa menerapkan pendekatan yang menekankan
keberlanjutan, teknologi ramah lingkungan, dan keadilan sosial, serta
melibatkan siswa dalam kegiatan praktis dan proses pengambilan keputusan
yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.

3. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif jenis
deskriptif yang dimaksudkan untuk memaparkan hasil penelitian secara
terstruktur bagaimana implementasi kewarganegaraan ekologis, faktor
pendukung dan penghambat, termasuk juga cara mengatasinya. Dengan
mengkaji fenomena sosial dari sudut pandang subjek, dimana dengan
menitikberatkan dalam penguasaan konteks, makna, dalam suatu peristiwa
secara menyeluruh (Ahyar et al., 2020; Nartin et al., 2024). Peneliti berperan
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sebagai instrumen utama dan sebagai pengumpul informasi yang akurat,
melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu di SMPN 11 Malang
yang terletak di JI. Ikan Piranha Atas No.185, Tunjungsekar, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65122. Pemilihan lokasi dikarenakan SMPN 11
Malang tergolong sebagai salah satu sekolah di wilayah Kota Malang yang
konsisten dan berkomitmen dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan
siswa melalui program-program vyang berhubungan dengan lingkungan,
seperti menerapkan program Adiwiyata.

Sumber data penelitian diperoleh dari informan, peristiwa dan dokumen,
dimana informan terdiri dari guru IPA, guru wali kelas, pembimbing adiwiyata,
kepala sekolah, guru Pendidikan Pancasila dan siswa yang terlibat dalam
program. Sementara itu, prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data
adalah observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi (Hasanah,
2017; Romdona et al., 2025). Teknik untuk menganalisis data yakni reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2016; Qomaruddin
& Sa’diyah, 2024). Selanjutnya, teknik pengecekan keabsahan data secara
umum dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi
teknik, dan triangulasi teori (Husnullail et al., 2024; Sakiah & Effendi, 2021).
Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan triangulasi teknik saja
untuk  memperolen data vyang lebih mendalam dengan cara
mengombinasikan beberapa metode pengumpulan data sehingga dapat
saling melengkapi dan menguatkan hasil penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Implementasi kewarganegaraan ekologis di tingkat sekolah menengah
pertama merupakan upaya strategis guna mencetak generasi berwawasan
dan beretika lingkungan. Adapun implementasi kewarganegaraan ekologis di
SMPN 11 Malang terjadi melalui beberapa upaya seperti pembiasaan dan
imbauan yang merupakan komponen penting dalam membentuk sekolah
yang berkarakter ekologis dan berorientasi pada kebiasaan hidup sehat.
Melalui penerapan seperti kantin sekolah, para penjual diwajibkan
menggunakan wadah makanan yang dapat digunakan kembali seperti piring,
gelas, dan sendok stainless steel atau bahan ramah lingkungan lainnya. Hal ini
mencerminkan budaya sekolah yang berorientasi pada kelestarian lingkungan
serta kesadaran kolektif warga sekolah (Abidin et al., 2024; Sukainah, 2025).
Selanjutnya, sekolah juga melaksanakan kegiatan rutin yaitu kelompok kerja
lingkungan (Pokja) sebagai upaya untuk menumbuhkan partisipatif siswa yang
diwujudkan dalam 14 tim aksi nyata. Selain 14 tim aksi nyata ini, sekolah juga
memiliki kebiasaan rutin lainnya yaitu Sarapan Bareng (Sabar) bertujuan
menumbuhkan kebersamaan dan membiasakan pola hidup sehat, sehingga
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siswa lebih siap secara fisik dan mental untuk mengikuti pembelajaran di
kelas. Adapun kegiatan yang terakhir adalah literasi pagi bertujuan
membiasakan siswa membaca serta memperluas wawasan melalui media
digital dengan bacaan bertema isu lingkungan.

Berbagai kegiatan pembiasaan rutin diatas juga dilakukan oleh sekolah
lain, diantaranya SMPN 12 Surabaya dengan menjalankan program Jumat
Sabar (Sarapan Bareng) untuk membiasakan siswa sarapan secara teratur,
sehingga mereka memiliki energi untuk belajar dan meningkatkan
kemampuan kognitif (Setiawan & Ahmadi, 2024). Sementara dalam aspek
imbauan sekolah, hasil riset yang dilakukan di SMPN 1 Porong Sidoarjo
menunjukkan bahwa peraturan kantin yang diterapkan serupa dengan SMPN
11 Malang, namun fokus utamanya diarahkan pada upaya mengurangi risiko
keracunan akibat jajanan tidak sehat, sekaligus mendorong penyediaan
makanan dan minuman bergizi bagi siswa. Hal ini dilatarbelakangi adanya
jajanan yang mengandung pewarna serta disajikan tanpa penutup yang
higienis (Hanum & Latifah, 2019). Program pembiasaan dan kebijakan
memiliki keterikatan kuat dan memberikan dampak satu terhadap yang lain.

Sejatinya kegiatan-kegiatan di atas memiliki tujuan yang sama dalam
menjalankan prinsip adiwiyata yaitu pembiasaan dan praktik baik di
lingkungan sekolah (Agus et al., 2023; Murtiningsih et al., 2023). Praktik ini
membentuk perilaku hidup bersih sekaligus mengintegrasikan aksi ramah
lingkungan di sekolah sebagai media internalisasi nilai melalui kegiatan
repetitif yang konsisten. Pendekatan ini merefleksikan prinsip-prinsip dalam
teori Social Learning Albert Bandura, yang menyoroti bagaimana individu
belajar melalui proses observasi, interaksi sosial, serta pengaruh lingkungan
di sekitarnya. Proses ini tidak hanya melibatkan perhatian dan penyimpanan
informasi, tetapi juga dorongan internal untuk meniru perilaku yang dianggap
relevan (Sumianto et al., 2022; Yanuardianto, 2019).

Selanjutnya upaya menumbuhkan dan membentuk karakter
kewarganegaraan ekologis siswa dengan mengembangkan berbagai program
berbasis pemanfaatan sumber daya lokal. Bentuk nyata dari inisiatif tersebut
yaitu dengan pemanfaatan tanaman bunga telang (Clitoria ternatea) untuk
pembuatan sirup alami dan penggunaan air sungai sebagai sumber pengairan
kamar mandi sekolah. Hal ini dilakukan agar sekolah tidak terbatas pada
fungsi sebagai sumber ilmu akademis semata, namun juga sebagai ruang
eksplorasi alam yang mendorong siswa untuk terlibat secara langsung dalam
praktik-praktik ramah lingkungan (Hambali, 2017; Izza et al., 2018).

Dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di sekitar sekolah
juga ditemukan pada beberapa riset lain, diantaranya pada SMP Negeri 24
Malang yang mengolah ekstrak bunga telang dan buah lemon menjadi sabun
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cuci tangan, sedangkan di SMP NU Medan memproduksi sirup dari bunga
telang. Praktik ini bertujuan menumbuhkan jiwa berwirausaha sekaligus
mengembangkan keterampilan siswa melalui pengolahan produk bermanfaat
(Agatha et al., 2025; Siregar et al., 2024). Meski dilakukan di lokasi yang
berbeda, ketiganya memiliki fokus pada pembentukan keterampilan praktis
dan kreativitas siswa melalui kegiatan berbasis proyek. Hal tersebut selaras
dengan teori Howard Gardner tentang kecerdasan naturalis, menekankan
bahwasanya kecerdasan manusia tidak tunggal, melainkan terdiri dari
berbagai jenis kecerdasan. Salah satunya adalah kecerdasan naturali
(naturalist intelligence), yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami,
mengkategorikan, dan merespons unsur-unsur alam seperti tumbuhan,
hewan dan pola-pola ekologis (Berliana & Atikah, 2023; Lalujan & Olivia
Krismayani, 2017).

Upaya implementasi yang terakhir yaitu dengan integrasi pembelajaran
dan penerapan program proyek penguatan profil pelajar pancasila. Guru
SMPN 11 Malang menerapkan model Problem Based Learning di mata
pelajaran Pendidikan Pancasila untuk mengaitkan sila ketiga dengan nilai
gotong royong, guna meningkatkan kemampuan analitis dan reflektif siswa.
Integrasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan pendidikan
lingkungan menjadi strategi efektif dalam menumbuhkan kebajikan moral
siswa. Media sosial juga berperan sebagai sarana persuasif yang tidak hanya
mendokumentasikan aktivitas, tetapi juga mendorong keterlibatan emosional
dan kolektif dalam aksi peduli lingkungan (Khotimah et al., 2019; Saputra,
2017; Widyasari et al., 2024). Pendidikan kewarganegaraan yang bersinergi
dengan nilai-nilai ekologis dan media kekinian mampu mengakselerasi
perubahan budaya menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab
terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

Sementara itu, P5 menciptakan ruang untuk siswa agar menerapkan nilai-
nilai tersebut secara konkret dengan mengusung tema “Gaya Hidup
Berkelanjutan”, siswa diajak untuk membuat dan melakukan pameran kolase
dari daun kering. Kegiatan P5 yang bertemakan tentang gaya hidup
berkelanjutan dalam riset ditemukan juga, pada SMPN 22 Surabaya. Sekolah
ini melaksanakan karya tipografi untuk mengasah dan mengeksplorasi
potensi kreativitas peserta didik khususnya di bidang seni rupa dengan
memanfaatkan barang bekas (Natalina & Mutmainah, 2024). Sedangkan di
SMP Negeri 7 Bangkalan membuat baju adat dari bahan bekas seperti kain
goni dan plastik bertema Bhinneka Tunggal lka, kegiatan ini bertujuan agar
siswa berpikir kritis dan kreatif dengan belajar mencari solusi inovatif
terhadap keterbatasan bahan melalui desain yang menarik dan fungsional
(Cahyarani et al., 2024).
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Pelaksanaan program P5 di beberapa sekolah pada dasarnya memiliki
kesamaan yaitu menggabungkan pembelajaran berbasis tema dengan
aktivitas praktikal yang melibatkan peran aktif siswa (Astuti & Krismawanto,
2023; Yuzianah et al., 2023). Meski mengangkat tema P5 yang berbeda-beda,
akan tetepi tujuan mereka dalam menanamkan nilai-nilai kepribadian
termasuk kemandirian dan kreativitas, pada dasarnya sama. Program-progam
P5 yang dilakukan oleh sekolah diatas sesuai dengan teori Experiential
Learning David Kolb yang merujuk pada penekanan partisipasi aktif siswa,
sehingga mereka memperoleh pengalaman nyata dari kehidupan yang
kontekstual. Dengan mengintegrasikan keduanya, pembelajaran menjadi
lebih bermakna, menyentuh nilai, dan membentuk profil pribadi siswa (Fahmi,
2018; Soraya et al., 2020).

Adapun faktor pendorong dalam implementasi kewarganegaraan
ekologis di SMPN 11 Malang mendapatkan support yang kuat dari pihak
sekolah dan orang tua, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Hal-hal yang disebutkan di atas juga ditemukan pula pada SMP Negeri 6
Yogyakarta yang mana berkat dukungan orang tua, baik secara moral,
material, maupun  motivasional telah mempengaruhi perkembangan
akademis anak secara positif (Salsabilah & Darmawan, 2025). Sementara
ketersediaan fasilitas yang baik pada SMP Negeri 2 Ungaran telah
menyebabkan motivasi belajar siswa meningkat (Rahman & Jurusan, 2014).
Ketiganya memperlihatkan ikhtiar yang sama dalam menanamkan nilai-nilai
lingkungan pada siswa. Serangkaian dinamika ini sejalan dengan teori ekologi
pendidikan Bronfenbrenner, yang menyatakan bahwa pertumbuhan individu
dipengaruhi oleh hubungan interaktif antar sistem lingkungan (Aliim & Darwis,
2024; Fahrudi, 2021.

Di sisi lainnya ada faktor penghambatnya yaitu latar belakang siswa yang
beragam, baik dari segi pengetahuan, kebiasaan, maupun pengalaman hidup
yang dapat membentuk cara pandang mereka terhadap lingkungan. Selain itu,
faktor pertemanan atau pengaruh kelompok sebaya juga turut menjadi
hambatan. Beberapa siswa juga masih menunjukkan kejenuhan, karena
semua mata pelajaran wajib mengaitkan topik lingkungan setidaknya satu kali
setiap semester. Faktor penghambat yang terjadi di SMPN 11 Malang juga
dihadapi oleh SMPN 3 Bontomarannu dimana perbedaan latar belakang
dapat secara langsung mempengaruhi pola pikir dan bersikap dalam kegiatan
sehari-hari maupun dalam proses pembelajaran (Ahmadi et al.,, 2020).
Sedangkan pada SMPN 1 Ngebel faktor penghambatnya yaitu keterbatasan
dana dan budaya lingkungan yang tidak mendukung.
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Meskipun bentuk hambatan yang dihadapi oleh ketiga sekolah tersebut
tampak berbeda secara spesifik, ketiganya memiliki persamaan dalam esensi
permasalahan, yaitu adanya ketidaksesuaian antara lingkungan pembelajaran
di sekolah dengan lingkungan eksternal yang memengaruhi siswa secara
langsung. Salah satu hambatan utama dalam implementasi kewarganegaraan
ekologis di SMPN 11 Malang dapat dijelaskan melalui teori Disonansi kognitif
yang dikemukakan oleh Leon Festinger. Pandangan dalam teori ini
menunjukkan bahwa individu akan merasakan ketidaknyamanan psikologis
ketika mengalami ketidaksesuaian antara keyakinan atau nilai yang dianut
dengan perilaku yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari (Sihombing &
Halawa, 2021; Wahyurudhanto & Prisgunanto, 2018).

Untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kewarganegaraan
ekologis di SMPN 11 Malang dapat diterapkan melalui pembentukan tim
internal dan eksternal yang bertugas sebagai penggerak dan pengawas
kegiatan pendidikan lingkungan, menanamkan 7 kebiasaan baik yang wajib
dijalankan oleh seluruh warga sekolah, melakukan seminar dan webinar
tentang lingkungan, guru juga mengikuti pelatihan dan workshop agar media
pembelajaran di kelas inovatif dan meningkatkan minat siswa. Solusi lain
ketika mengalami hambatan dan tantangan, menurut riset lain yang
dilakukan pada SMPN 5 Mataram dengan memberikan sanksi dan teguran,
untuk membentuk kepekaan siswa terhadap pentingnya menjaga lingkungan
serta menaati norma-norma sebagai bagian dari pendidikan karakter dan
kewarganegaraan ekologis (Saputra et al., 2023).

Terlihat dari berbagai strategi yang diterapkan adalah menekankan
pentingnya peran pendekatan sistemik dan kolaboratif dalam mengatasi
hambatan implementasi kewarganegaraan ekologis. Salah satu landasan
teoritis yang mendasari pendekatan ini adalah teori pembelajaran sosial
Albert Bandura sangat relevan untuk menjelaskan bahwa individu belajar dan
menginternalisasi perilaku melalui proses observasi, imitasi, dan interaksi
sosial dengan lingkungan sekitarnya (Boiliu, 2022; Lesilolo, 2019).

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kewarganegaraan
ekologis dalam menumbuhkan kesadaran siswa di SMPN 11 Malang dilakukan
melalui berbagai kegiatan partisipatif dan kontekstual. Berdasarkan hal
tersebut, dilakukan berbagai macam kegiatan seperti pembiasaan rutin,
penerapan imbauan yang berorientasi pada karakter ekologis, pemanfaatan
sumber daya alam di sekitar sekolah, serta pelaksanaan program P5 tema
Gaya Hidup Berkelanjutan, siswa menghasilkan karya dari limbah organik
yang dipamerkan sebagai bentuk nyata praktik hidup ramah lingkungan.
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Selain itu, adanya pengintegrasian dalam kegiatan pembelajaran siswa. Upaya
ini diperkuat dengan kolaborasi dengan pihak eksternal melibatkan
komunitas, orang tua dan masyarakat.

Faktor pendorong dalam implementasi kewarganegaraan ekologis untuk
menumbuhkan kesadaran siswa yaitu adanya dukungan yang kuat dari
sekolah, orang tua, dan masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana yang
memadai, sekolah yang memiliki kebijakan dan budaya peduli lingkungan.
Adapun faktor penghambatnya yaitu latar belakang siswa yang beragam,
dinamika pertemanan yang tidak ramah lingkungan, masih ada beberapa
siswa yang tidak konsisten dan menunjukkan kejenuhan. Sedangkan solusi
yang dilakukan dalam menghadapi hambatan yaitu dengan membentuk tim
internal dan eksternal sebagai penggerak dan pengawas kegiatan,
menanamkan 7 kebiasaan baik, melakukan webinar dan seminar tentang
lingkungan, guru melaksanakan pelatihan dan workshop terkait penggunaan
media pembelajaran inovatif, siswa juga membuat video edukatif berisi
ajakan peduli terhadap lingkungan.
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Abstract

Kerusakan lingkungan di kawasan Ekowisata Mutis, Nusa Tenggara Timur,
menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem dan
kesejahteraan masyarakat local Penelitian ini bertujuan mengkaji peran
kearifan lokal sebagai landasan pembentukan ecological citizenship, yakni
kesadaran dan tanggung jawab ekologis masyarakat dalam merespons
degradasi lingkungan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode studi literatur, yang melibatkan telaah mendalam terhadap jurnal
ilmiah, buku, dokumen adat, dan laporan penelitian terkait. Hasil kajian
menunjukkan bahwa praktik-praktik kearifan lokal masyarakat Mollo—seperti
sistem larangan adat terhadap eksploitasi hutan (nopo), tata kelola sumber
daya air berbasis komunitas, serta nilai spiritual yang menempatkan alam
sebagai bagian dari identitas kultural—berkontribusi signifikan dalam
membangun kesadaran dan perilaku ekologis. Kearifan lokal tersebut tidak
hanya berfungsi sebagai modal budaya yang mempertahankan kelestarian
lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang memperkuat partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi kearifan lokal dalam
kebijakan pengelolaan lingkungan dapat menjadi strategi efektif untuk
memperkuat ecological citizenship dan mengatasi tantangan kerusakan
lingkungan di kawasan wisata alam.

Kata kunci:
kearifan lokal, ecological citizenship, kerusakan lingkungan,
ekowisata, Nusa Tenggara Timur
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1. Pendahuluan

Lingkungan hidup yang bersih dan lestari bukan sekadar kebutuhan dasar,
tetapi hak asasi setiap warga negara. Amanat konstitusi Indonesia melalui
UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menggariskan pentingnya menjaga
keberlanjutan ekosistem untuk generasi kini dan mendatang. Namun, realitas
menunjukkan hal sebaliknya: degradasi lingkungan semakin masif. Degradasi
lingkungan adalah proses penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan
oleh aktifitas oleh manusia yang mengakibatkan kerusakan serta kerugian
pada lingkungan serta kehidupan yang ada di dalam nya. Degradasi
lingkungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk juga skala antara lain seperti
penurunan kualitas udara, air, tanah serta lahan dan keanekaragaman hayati
lainnya akibat dari pembukaan lahan yang tidak terkendali, pembalakan liar,
serta pembangunan yang mengabaikan daya dukung alam adalah wajah
nyata dari konflik antara pembangunan dan kelestarian. Kondisi ini
menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian
lingkungan masih lemah. Padahal, pelestarian lingkungan bukan semata
tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi panggilan moral semua
warga negara. Inilah yang melatarbelakangi pentingnya membangun
ecological citizenship, suatu bentuk kewargaan yang dilandasi kesadaran
ekologis dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.
Namun demikian, pendekatan pembentukan ecological citizenship di
Indonesia sering kali tidak menyentuh aspek budaya lokal. Padahal, di banyak
komunitas adat, seperti masyarakat Mollo di kawasan Ekowisata Mutis, Nusa
Tenggara Timur, terdapat sistem nilai yang sangat kuat dalam menjaga relasi
harmonis antara manusia dan alam. Larangan adat terhadap eksploitasi hutan,
pengelolaan air secara kolektif, dan penghormatan spiritual terhadap alam
merupakan bentuk nyata dari warisan budaya yang kaya nilai ekologis.
Pendekatan berbasis kearifan lokal inilah yang menjadi titik tolak penelitian
ini.

Rumusan Masalah

Bagaimana kearifan lokal masyarakat Mollo dapat dimanfaatkan sebagai
dasar untuk membentuk ecological citizenship di kawasan Ekowisata Mutis,
Nusa Tenggara Timur?

Masalah yang Ingin Diselesaikan

Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah
rendahnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan,
terutama di kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi seperti kawasan
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Ekowisata Mutis di Nusa Tenggara Timur. Rendahnya partisipasi ini bukan
semata-mata disebabkan oleh kurangnya informasi atau sosialisasi mengenai
pentingnya pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan
pendekatan yang digunakan dalam strategi pemberdayaan masyarakat yang
selama ini cenderung bersifat top-down dan kurang kontekstual secara
budaya dan Tidak melihat kondisi yang terjadi di lingkungan tersebut. Ketika
kebijakan lingkungan tidak mempertimbangkan dinamika tersebut dan hanya
berlandaskan pada model- model luar yang dipaksakan secara top-down
maka sering kali terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan dengan realitas
sosial masyarakat. Akibatnya, kebijakan tersebut tidak hanya kurang efektif,
tetapi juga dapat menimbulkan resistensi sosial, marginalisasi terhadap
pengetahuan lokal, serta kerusakan tatanan sosial-komunal.

Kebijakan pelestarian lingkungan sering kali diimpor dari kerangka
berpikir yang berorientasi teknokratis dan tidak memperhitungkan dinamika
lokal, terutama nilai-nilai budaya, norma sosial, dan struktur adat yang hidup
dalam masyarakat. Akibatnya, berbagai program pelestarian sering kali gagal
membangkitkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif dari masyarakat
sebagai aktor utama dalam ekosistemnya sendiri. Hal ini menciptakan jarak
antara masyarakat dan program-program pelestarian yang dirancang,
sehingga pelestarian tidak berlangsung secara berkelanjutan dan sering kali
hanya bersifat seremonial.

Padahal, masyarakat adat seperti komunitas Mollo di kawasan Mutis
memiliki sistem nilai dan praktik tradisional yang telah lama menjadi
mekanisme internal dalam menjaga keseimbangan ekologis. Kearifan lokal
mereka merupakan bentuk pengetahuan ekologis yang kontekstual dan telah
teruji dalam jangka panjang. Namun, dalam banyak kasus, nilai-nilai lokal
tersebut belum dijadikan sebagai basis dalam merancang strategi
pemberdayaan ekologis secara sistematis dan institusional.

Dengan demikian, masalah yang ingin diatasi dalam penelitian ini adalah
adanya kesenjangan antara potensi nilai-nilai lokal yang kaya akan muatan
ekologis dengan praktik pemberdayaan masyarakat yang selama ini bersifat
formalistik. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan pendekatan alternatif
dengan menjadikan kearifan lokal sebagai modal budaya dalam membentuk
ecological citizenship yang kontekstual, berakar pada budaya lokal, dan
berorientasi pada pelestarian jangka panjang

Sebagai solusinya, penelitian ini mengusulkan pemanfaatan kearifan lokal
sebagai modal budaya untuk membentuk ecological citizenship. Dengan
menjadikan nilai dan praktik budaya lokal sebagai dasar, masyarakat
diharapkan lebih sadar, bertanggung jawab, dan aktif dalam menjaga
lingkungan secara berkelanjutan.
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Usulan Penyelesaian

Untuk mengatasi rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian
lingkungan, pendekatan yang diusulkan dalam penelitian ini adalah integrasi
kearifan lokal sebagai dasar dalam membentuk ecological citizenship. Nilai-
nilai lokal yang hidup dalam masyarakat adat, seperti Mollo di kawasan
Ekowisata Mutis, memiliki potensi besar sebagai modal budaya dalam
membangun kesadaran ekologis yang partisipatif dan berkelanjutan.
Pendekatan ini tidak sekadar memanfaatkan kearifan lokal secara simbolik,
tetapi menjadikannya sebagai kerangka nilai dan praktik dalam mendidik
serta memberdayakan warga agar mampu menjadi subjek aktif dalam
pelestarian lingkungan.

2. Acuan Teori

Penelitian ini bertumpu pada tiga acuan teori kontemporer yang saling
berkelindan, yakni konsep ecological citizenship, teori cultural capital dalam
konteks lokalitas, serta pendekatan community-based environmental
governance yang berorientasi partisipatif.

Pertama, konsep ecological citizenship dikembangkan lebih lanjut oleh
Gabrielson dan Parady (2021) sebagai kewargaan ekologis yang tidak hanya
memuat dimensi hak dan kewajiban warga terhadap negara, tetapi juga
tanggung jawab moral dan etis terhadap keberlanjutan ekosistem. Dalam
kerangka ini, warga negara tidak hanya sebagai pengguna sumber daya,
melainkan aktor aktif dalam menjaga relasi manusia-alam yang adil dan
berkelanjutan.

Kedua, teori cultural capital yang diadaptasi dalam studi ekologi sosial
(Sterling et al., 2020; Raymond et al., 2019) menekankan bahwa nilai, praktik,
dan pengetahuan lokal merupakan aset budaya yang membentuk cara
pandang masyarakat terhadap lingkungan. Kearifan lokal bukan sekadar
warisan budaya, melainkan kekuatan epistemologis dalam membentuk
kesadaran ekologis.

Ketiga, pendekatan community-based environmental governance (CBEG),
sebagaimana dirumuskan dalam studi West et al. (2021) dan Pascua et al.
(2020), menegaskan pentingnya pemberdayaan komunitas dalam
pengelolaan sumber daya alam berbasis partisipasi, kepemilikan lokal, dan
nilai-nilai hubungan timbal balik antara manusia dan alam. Ketiga perspektif
ini membentuk kerangka konseptual yang integratif dalam penelitian ini.
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Konsep Ecological Citizenship

Konsep ecological citizenship berkembang sebagai respons terhadap
keterbatasan paradigma kewargaan konvensional yang terlalu menekankan
hak dan kewajiban dalam ruang lingkup negara-bangsa dan cenderung
mengabaikan dimensi ekologis. Dalam konteks krisis iklim dan degradasi
lingkungan yang semakin kompleks, muncul kebutuhan untuk meredefinisi
peran warga negara dalam kerangka tanggung jawab ekologis yang bersifat
lintas batas dan multidimensi.

Andrew Dobson (2003) adalah salah satu tokoh penting yang
memperkenalkan konsep ini secara mendalam. la menekankan bahwa
ecological citizenship adalah bentuk kewargaan yang tidak hanya berbicara
tentang hak-hak politik dan sipil, tetapi juga menekankan tanggung jawab
individu terhadap lingkungan sebagai bagian dari komunitas ekologi global.
Dalam kerangka ini, warga negara tidak hanya dianggap sebagai penerima
manfaat dari alam, tetapi juga sebagai pelindung dan pemelihara sistem
ekologis.

Perkembangan terbaru dalam literatur memperkaya pemahaman tentang
ecological citizenship dengan menambahkan dimensi praksis dan
transformatif. Misalnya, Gabrielson dan Parady (2021) dalam bukunya
Environmental Political Theory menyatakan bahwa ecological citizenship
mencakup praktik sehari-hari seperti pengelolaan limbah rumah tangga, pola
konsumsi sadar lingkungan, dan keterlibatan dalam aksi kolektif untuk
perubahan kebijakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa ecological
citizenship tidak hanya beroperasi dalam ruang politik formal, tetapi juga
dalam kehidupan sehari-hari (everyday environmentalism).

Hayward (2020) menekankan bahwa pembentukan ecological citizenship
harus dimulai dari pendidikan nilai dan kesadaran ekologis sejak dini,
terutama di komunitas-komunitas yang memiliki kedekatan langsung dengan
alam, seperti masyarakat adat atau komunitas agraris. Dalam konteks ini,
nilai-nilai lokal menjadi elemen penting dalam mendukung transformasi
kewargaan ekologis.

Penelitian oleh Barry dan Eckersley (2019) juga menyoroti pentingnya
“relational ecological citizenship”, yaitu bentuk kewargaan yang melihat
hubungan manusia-alam sebagai relasi timbal balik, bukan dominasi sepihak.
Mereka berargumen bahwa perubahan paradigma dari antroposentris ke
ekosentris dapat mendorong warga untuk merasa memiliki tanggung jawab
kolektif terhadap keberlanjutan ekosistem.

Sementara itu, Schlosberg (2016) mengembangkan gagasan tentang
environmental justice dalam kerangka ecological citizenship. la menekankan
bahwa bentuk kewargaan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks keadilan
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sosial dan ekologis. Warga negara ekologis harus memperjuangkan distribusi
sumber daya alam yang adil, pengakuan terhadap pengetahuan lokal, serta
partisipasi inklusif dalam pengambilan keputusan lingkungan.

Seluruh pemikiran ini memperkuat posisi bahwa ecological citizenship
adalah konsep yang dinamis dan kontekstual. Di Indonesia, khususnya di
kawasan seperti Mutis, pendekatan ini dapat dihidupkan melalui integrasi
nilai-nilai lokal ke dalam praktik dan pendidikan kewargaan. Dengan demikian,
ecological citizenship tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi realitas
yang terbangun dari bawah, melalui pengalaman budaya dan sosial
masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam.

a. Kearifan Lokal sebagai Modal Budaya

Kearifan lokal kini semakin mendapatkan perhatian dalam diskursus
pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Di tengah krisis
ekologis yang semakin kompleks, pendekatan yang terlalu teknokratis sering
kali tidak cukup menjangkau aspek sosial dan budaya yang melekat pada
masyarakat lokal. Dalam konteks ini, kearifan lokal muncul sebagai bentuk
pengetahuan ekologis yang bersumber dari pengalaman panjang masyarakat
dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pengetahuan ini bukan sekadar
tradisi, tetapi merupakan bentuk modal budaya yang memiliki potensi besar
dalam mendukung pembentukan kesadaran ekologis masyarakat secara
kolektif.

Penelitian-penelitian terbaru menegaskan bahwa kearifan lokal dapat
dikategorikan sebagai cultural ecosystem services—layanan tak berwujud
yang dihasilkan dari interaksi antara manusia dan alam, seperti nilai spiritual,
identitas budaya, dan sistem pengetahuan lokal (Plieninger et al., 2020).
Artinya, kearifan lokal tidak hanya menjaga keberlanjutan alam, tetapi juga
membentuk cara berpikir dan bertindak masyarakat terhadap lingkungan.
Dalam terminologi ini, modal budaya bukan lagi sebatas “pengetahuan
tradisional,” tetapi diakui sebagai bagian penting dari keberlanjutan
ekosistem sosial dan ekologis.

Studi oleh Raymond et al. (2019) menegaskan bahwa keberhasilan
program konservasi lingkungan sangat bergantung pada pengakuan terhadap
pengetahuan lokal dan budaya masyarakat setempat. Ketika komunitas
merasa bahwa nilai-nilai dan cara hidup mereka dihormati, maka partisipasi
mereka dalam pelestarian alam meningkat secara signifikan. Ini menunjukkan
bahwa modal budaya seperti kearifan lokal dapat berfungsi sebagai jembatan
antara kebijakan lingkungan dan praktik sehari-hari masyarakat.
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Dalam konteks masyarakat adat Mollo di kawasan Ekowisata Mutis,
kearifan lokal bukan sekadar tradisi warisan nenek moyang, tetapi sistem nilai
yang hidup dan terus dijalankan hingga hari ini. Misalnya, konsep spiritual
“Tobu Neno” yang berarti menjaga keseimbangan antara tanah dan langit
menjadi prinsip moral yang mengatur relasi antara manusia dan alam. Pohon-
pohon tertentu dianggap sakral dan tidak boleh ditebang sembarangan.
Sumber air dijaga secara kolektif, dan keputusan mengenai penggunaan lahan
dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan berbagai unsur
komunitas.

Nilai-nilai seperti ini, menurut penelitian oleh West et al. (2021),
merupakan bentuk dari relational values, yaitu nilai-nilai yang muncul dari
hubungan antara manusia dengan alam yang dibangun atas dasar rasa
hormat, kepedulian, dan tanggung jawab. Relational values berbeda dari nilai-
nilai utilitarian atau ekonomis karena tidak mengukur alam hanya dari
manfaat materialnya, tetapi dari hubungan emosional dan etis yang
terbangun dari waktu ke waktu. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar kuat bagi
terbentuknya ecological citizenship—yakni kesadaran warga negara untuk
berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari
identitas sosial dan budaya mereka.

Di sisi lain, ketahanan kearifan lokal menghadapi tantangan serius dari
modernisasi, perubahan gaya hidup, serta kebijakan pembangunan yang
sering kali mengabaikan konteks budaya. Intervensi yang bersifat top-down
tanpa melibatkan pemangku adat atau tokoh komunitas dapat melemahkan
legitimasi sosial dari nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, sebagaimana
diungkapkan oleh Sterling et al. (2020), integrasi antara ilmu pengetahuan
modern dan kearifan lokal harus dilakukan secara partisipatif dan saling
menghormati, bukan dominatif.

Dalam upaya membentuk ecological citizenship di kawasan seperti Mutis,
kearifan lokal dapat menjadi modal budaya yang strategis. Pendekatan ini
menawarkan landasan yang kokoh karena tidak datang dari luar, melainkan
dari dalam diri komunitas. Ketika warga diajak untuk merefleksikan dan
memperkuat nilai-nilai ekologis yang telah mereka warisi, mereka akan
merasa menjadi bagian penting dari solusi terhadap permasalahan
lingkungan. Ini adalah bentuk kewargaan yang hidup dan membumi.

Lebih jauh lagi, menjadikan kearifan lokal sebagai bagian dari strategi
pelestarian bukan berarti menolak ilmu pengetahuan modern, tetapi justru
membuka ruang dialog antara dua cara mengetahui yang berbeda namun
saling melengkapi. Keduanya dapat bekerja sama untuk merancang solusi
yang lebih kontekstual, berkelanjutan, dan berkeadilan ekologis. Dalam hal ini,
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modal budaya bukan hanya alat bantu, melainkan jantung dari proses
transformasi ekologis masyarakat.

b. Pelestarian Lingkungan Berbasis Masyarakat

Pelestarian lingkungan berbasis masyarakat merupakan pendekatan
strategis yang menempatkan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam
pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa
masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam memiliki kepentingan
langsung, pengetahuan lokal, dan nilai-nilai budaya yang mendukung
keberlanjutan lingkungan. Dalam lima tahun terakhir, pendekatan ini
mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam hal pengakuan
terhadap pengetahuan lokal (local knowledge) dan nilai-nilai relasional
(relational values) sebagai bagian integral dari tata kelola lingkungan yang
efektif dan berkeadilan.

West et al. (2021) dalam studinya tentang relational sustainability science
menyatakan bahwa keberhasilan pelestarian lingkungan tidak hanya
bergantung pada intervensi teknis atau kebijakan formal, tetapi juga pada
kekuatan hubungan sosial dan budaya yang menghubungkan manusia dengan
alam. Pendekatan ini mendorong pengakuan bahwa masyarakat lokal tidak
sekadar pelaku pasif dalam konservasi, melainkan penjaga nilai-nilai ekologis
yang telah terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Dalam konteks inilah, konsep community-based environmental
governance (CBEG) menjadi sangat relevan. Menurut Pascua et al. (2020),
CBEG merupakan bentuk pengelolaan lingkungan yang menekankan
partisipasi aktif, kepemilikan kolektif terhadap sumber daya alam, dan
integrasi nilai budaya ke dalam proses pengambilan keputusan lingkungan.
CBEG memandang masyarakat sebagai pemilik legitimasi atas wilayah hidup
mereka, sehingga pelestarian menjadi proses sosial yang inklusif, kolaboratif,
dan berkelanjutan.

Pendekatan ini juga sejalan dengan paradigma decentralized
conservation yang berkembang dalam studi lingkungan mutakhir.
Decentralized conservation menekankan bahwa pengelolaan sumber daya
yang dilakukan secara terpusat dan seragam cenderung mengabaikan
keragaman lokal dan berisiko menciptakan konflik sosial (Gurney et al., 2021).
Oleh karena itu, pelibatan masyarakat lokal dalam merancang dan
menjalankan program konservasi tidak hanya meningkatkan efektivitas
pelestarian, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan (sense of ownership)
dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
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Lebih lanjut, pendekatan pelestarian berbasis masyarakat kini juga
memperhitungkan dimensi keadilan ekologis dan sosial. Sebagaimana
dikemukakan oleh Sterling et al. (2020), keberhasilan pelestarian tidak bisa
dilepaskan dari upaya menciptakan multidimensional well-being yang
mencakup keberlanjutan ekologis, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan
budaya. Dengan kata lain, pelestarian tidak hanya soal menjaga alam, tetapi
juga menjaga martabat, identitas, dan hak-hak masyarakat yang hidup dalam
ruang ekologis tersebut.

Dalam konteks kawasan Ekowisata Mutis, Nusa Tenggara Timur,
pendekatan pelestarian berbasis masyarakat memiliki peluang besar untuk
berhasil karena adanya sistem nilai dan kelembagaan adat yang masih hidup.
Masyarakat adat Mollo memiliki mekanisme sosial seperti musyawarah adat,
aturan larangan (sanksi adat), serta ritual ekologis yang telah lama dijalankan
untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Nilai-nilai ini dapat
diintegrasikan ke dalam desain program pelestarian yang partisipatif, dengan
melibatkan tokoh adat, perempuan, dan generasi muda sebagai bagian dari
sistem pengelolaan lingkungan.

Namun, integrasi nilai lokal ke dalam kebijakan lingkungan sering kali
menghadapi tantangan struktural. Banyak kebijakan nasional maupun
regional belum sepenuhnya mengakomodasi keberagaman budaya dan
pendekatan lokal. Pascua et al. (2020) menyebutkan bahwa bentuk partisipasi
masyarakat sering kali bersifat simbolik, tanpa ruang yang nyata untuk
memengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penguatan
kelembagaan lokal, rekognisi hukum terhadap hak adat, dan penyediaan
ruang deliberatif bagi masyarakat menjadi syarat penting bagi keberhasilan
pelestarian lingkungan berbasis masyarakat.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Nature’s
Contributions to People (NCP) yang diperkenalkan oleh Intergovernmental
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES, 2022).
NCP menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai budaya, spiritual, dan sosial
dalam memahami kontribusi alam terhadap kesejahteraan manusia. Dalam
kerangka ini, masyarakat lokal tidak hanya dilihat sebagai pengguna jasa
ekosistem, tetapi juga sebagai kontributor nilai, makna, dan pengetahuan
terhadap alam itu sendiri.

Dengan demikian, pelestarian lingkungan berbasis masyarakat tidak
hanya efektif secara ekologi, tetapi juga etis dan adil secara sosial. Di tengah
krisis iklim dan ancaman kerusakan ekosistem yang semakin nyata, strategi ini
menawarkan jalan alternatif yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
Mengakui dan memperkuat peran masyarakat lokal bukan sekadar
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kebutuhan teknis, tetapi juga tindakan moral dan politik untuk memastikan
masa depan yang adil bagi manusia dan alam.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
literatur (library research), yang secara strategis dipilih untuk menggali,
menelaah, dan mengkonstruksi pemahaman teoretis mengenai hubungan
antara ecological citizenship, kearifan lokal, dan pelestarian lingkungan
berbasis masyarakat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk
menjelajahi  dimensi konseptual secara mendalam, reflektif, dan
interpretatif—terutama dalam memahami fenomena sosial-budaya yang
bersifat kompleks dan kontekstual.

Metode studi literatur dipandang relevan karena fokus utama penelitian
ini bukan pada pengumpulan data lapangan secara empiris, melainkan pada
penguatan argumen konseptual melalui eksplorasi terhadap literatur
akademik yang sudah tersedia. Metode ini memberikan ruang yang luas bagi
peneliti untuk menelaah perkembangan terbaru dalam teori ecological
citizenship, memetakan temuan terkini dalam studi kearifan lokal sebagai
modal budaya, serta mengkaji dinamika praktik pelestarian lingkungan
berbasis masyarakat dari berbagai perspektif disipliner.

Melalui penelusuran sumber-sumber akademik yang bersifat primer dan
sekunder—seperti artikel jurnal terindeks, buku ilmiah, laporan penelitian,
dokumen kebijakan, dan publikasi institusional—penelitian ini berupaya
membangun kerangka berpikir yang sistematis, logis, dan terukur. Setiap
argumen yang disusun dalam penelitian ini di konstruksi berdasarkan sintesis
dari berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang telah
melalui proses peer review dan validasi akademik.

Lebih lanjut, pendekatan ini juga memungkinkan refleksi kritis terhadap
keberlakuan teori-teori global dalam konteks lokal Indonesia, khususnya di
kawasan ekowisata berbasis komunitas seperti Mutis di Nusa Tenggara Timur.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan menyusun deskripsi
normatif tentang konsep-konsep yang digunakan, tetapi juga menghadirkan
posisi epistemologis yang mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan
ekologis yang hidup dalam komunitas lokal.

Metode studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini dilandasi oleh
prinsip transparansi sumber, akurasi informasi, dan koherensi antar gagasan.
Dengan menempatkan literatur sebagai landasan epistemik, hasil kajian ini
diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis yang relevan serta dapat
memperkaya perdebatan akademik mengenai pentingnya pendekatan lokal
dalam membentuk kewargaan ekologis yang berkelanjutan.
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a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh melalui
pendekatan studi literatur yang terstruktur. Jenis data meliputi artikel jurnal
ilmiah terkini, buku teori yang relevan, laporan hasil penelitian terdahulu,
dokumen adat masyarakat lokal, serta kebijakan lingkungan baik di tingkat
nasional maupun lokal. Artikel jurnal dan buku teori dipilih dari publikasi
bereputasi yang telah melalui proses peer review dan memiliki kontribusi
teoretis terhadap isu ecological citizenship, kearifan lokal, dan pelestarian
lingkungan berbasis masyarakat. Sementara itu, dokumen adat dan kebijakan
lingkungan digunakan untuk memahami dimensi kontekstual dan
kelembagaan yang mempengaruhi praktik pelestarian di tingkat komunitas.
Seluruh  sumber data dipilih secara purposif, vyaitu dengan
mempertimbangkan relevansi isi, kedalaman analisis, serta kontribusinya
dalam membangun kerangka konseptual dan argumentasi ilmiah yang
mendukung tujuan penelitian. Dengan pendekatan ini, diperoleh landasan
teoretis dan empiris yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan
secara akademik.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif,
dengan tujuan untuk menafsirkan makna di balik informasi yang diperoleh
dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan
peneliti untuk menggali keterkaitan antara teori, temuan sebelumnya, dan
konteks lokal secara mendalam dan reflektif. Proses analisis dimulai dengan
inventarisasi literatur, yaitu mengidentifikasi dan menghimpun berbagai
referensi ilmiah yang sesuai dengan fokus kajian, khususnya terkait konsep
ecological citizenship, modal budaya, dan kearifan lokal.

Selanjutnya, dilakukan klasifikasi tematik, yakni pengelompokan data ke
dalam tema-tema konseptual utama untuk mempermudah pemetaan
hubungan antar konsep. Tahap berikutnya adalah sintesis informasi, di mana
peneliti mengintegrasikan berbagai temuan literatur untuk membangun
argumentasi dan kerangka berpikir teoritis yang sistematis. Sintesis ini juga
menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah secara konseptual.

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan
menafsirkan hubungan antara kearifan lokal masyarakat dan potensi
pembentukan ecological citizenship. Hasil analisis tidak hanya
mendeskripsikan fenomena, tetapi juga memberi makna dan pemahaman
baru yang dapat digunakan sebagai kontribusi dalam pengembangan kajian
dan praktik pelestarian lingkungan berbasis masyarakat.
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4. Pembahasan: Kawasan Ekowisata Mutis Dan Kerusakan Lingkungan
a. Potensi Ekowisata Mutis, NTT

Inventarisasi literatur mengenai potensi ekowisata Mutis di Nusa
Tenggara Timur (NTT) dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber ilmiah
yang membahas kondisi ekologis, sosial budaya, serta kebijakan pengelolaan
lingkungan dan pariwisata di kawasan tersebut. Literatur yang dikaji
mencakup jurnal nasional terakreditasi, publikasi internasional terindeks
Scopus, dokumen pemerintah, serta laporan lembaga konservasi yang relevan
dengan tema penelitian. Fokus penelusuran diarahkan pada karya yang
diterbitkan dalam lima tahun terakhir untuk memastikan aktualitas informasi,
kecuali untuk referensi teoretis dasar.

Secara ekologis, kawasan Gunung Mutis merupakan bagian dari
ekosistem pegunungan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi,
termasuk spesies flora endemik seperti Nothofagus pullei, serta berbagai
jenis fauna khas Wallacea. Rahmat et al. (2020) mencatat bahwa kawasan ini
memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata
berbasis komunitas karena menggabungkan keunikan bentang alam,
kesakralan budaya lokal, dan tingginya nilai konservasi. Selain itu, penelitian
Marthen & Lumba (2021) menunjukkan bahwa tutupan hutan dan kondisi
hidrologis Gunung Mutis berfungsi sebagai penyangga ekosistem vital, tidak
hanya bagi masyarakat lokal tetapi juga untuk wilayah-wilayah di sekitarnya
yang bergantung pada ketersediaan air dari kawasan ini.

Dari perspektif sosial budaya, masyarakat adat Mollo yang mendiami
kawasan Mutis telah lama hidup berdampingan dengan alam dan menjadikan
gunung serta hutan sebagai bagian integral dari identitas budaya dan spiritual
mereka. Studi oleh Napitupulu et al. (2022) menegaskan bahwa struktur
sosial masyarakat Mollo sangat terkait dengan sistem nilai ekologis yang
diwujudkan dalam praktik-praktik seperti larangan adat (fafiit), sistem
kepemilikan komunal atas tanah dan air, serta ritual penghormatan terhadap
alam. Hal ini memperkuat argumen bahwa kawasan Mutis tidak hanya
penting secara ekologis, tetapi juga memiliki potensi sebagai kawasan
ekowisata budaya yang berkelanjutan.

Dari sisi kebijakan, kawasan ini telah ditetapkan sebagai kawasan
konservasi di bawah pengelolaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
(BBKSDA) NTT dan masuk dalam peta zonasi ekowisata daerah. Dokumen dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2021) menekankan
bahwa strategi konservasi di wilayah Mutis diarahkan pada pendekatan
kolaboratif yang melibatkan masyarakat lokal. Hal ini menjadi pintu masuk
bagi pengembangan model ekowisata berbasis masyarakat yang
berlandaskan pada prinsip keberlanjutan dan kearifan lokal.
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Dari hasil inventarisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensi
ekowisata Mutis terletak pada integrasi antara keunikan ekologis, kekayaan
budaya lokal, dan pengakuan formal terhadap pentingnya pelestarian
berbasis masyarakat. Literatur yang dikaji mengindikasikan bahwa
pengembangan kawasan ini sebagai ekowisata hanya akan berhasil apabila
melibatkan komunitas lokal secara aktif dan menjadikan nilai-nilai adat
sebagai fondasi tata kelola lingkungan.

b. Ancaman dan Kerusakan Lingkungan di Kawasan Ekowisata Mutis, NTT

Inventarisasi literatur mengenai ancaman dan kerusakan lingkungan di
kawasan Ekowisata Mutis mengacu pada berbagai sumber akademik dan
laporan kelembagaan yang secara spesifik membahas degradasi ekologis,
perubahan tata guna lahan, serta dampak sosial-lingkungan yang timbul
akibat aktivitas antropogenik dan dinamika perubahan iklim lokal. Literatur
yang digunakan dalam analisis ini telah dipilih berdasarkan aktualitas,
kredibilitas penerbit, serta kesesuaiannya dengan konteks geografis dan
sosial-budaya kawasan Pegunungan Mutis.

Salah satu temuan utama yang banyak disorot dalam studi lima tahun
terakhir adalah meningkatnya deforestasi dan perambahan hutan di kawasan
Mutis akibat ekspansi lahan pertanian dan penebangan liar. Penelitian oleh
Marthen dan Lumba (2021) mencatat bahwa dalam rentang 10 tahun terakhir,
terjadi penurunan tutupan hutan alami di wilayah ini sebesar +15%, dengan
konsentrasi deforestasi tertinggi di daerah penyangga kawasan konservasi.
Faktor penyebab utamanya antara lain adalah lemahnya pengawasan, belum
optimalnya penegakan hukum lingkungan, serta meningkatnya kebutuhan
lahan pertanian yang tidak terintegrasi dengan kebijakan zonasi konservasi.

Selain itu, perburuan liar terhadap fauna endemik seperti rusa Timor
(Rusa timorensis), burung-burung eksotik, dan satwa langka lainnya juga
menjadi persoalan yang belum sepenuhnya tertangani. Studi lapangan yang
dilakukan oleh Arifin et al. (2023) mengungkapkan bahwa praktik perburuan
di kawasan ini sering dilakukan secara tersembunyi oleh pihak luar dengan
memanfaatkan celah lemahnya pengawasan kawasan konservasi. Hal ini tidak
hanya mengancam kelestarian spesies lokal, tetapi juga mengganggu
keseimbangan ekosistem hutan yang sudah rapuh akibat tekanan lain.

Selain tekanan langsung dari aktivitas manusia, kawasan Mutis juga
terdampak oleh perubahan iklim lokal. Penelitian Lestari dan Aryani (2022)
menunjukkan bahwa di wilayah Pegunungan Mutis telah terjadi pergeseran
pola musim hujan dan peningkatan suhu tahunan rata-rata. Perubahan ini
berdampak pada sistem pertanian masyarakat adat Mollo yang sangat
bergantung pada kestabilan iklim dan sumber air dari kawasan hutan. Debit
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sungai-sungai yang bersumber dari Gunung Mutis dilaporkan mengalami
penurunan signifikan selama musim kemarau panjang, sehingga
memengaruhi ketahanan pangan lokal serta meningkatkan potensi konflik
pemanfaatan sumber daya air.

Dari hasil inventarisasi literatur, tampak bahwa ancaman terhadap
kawasan Mutis bersifat multidimensional—tidak hanya menyangkut isu
ekologi semata, tetapi juga terkait dengan aspek kelembagaan, sosial-
ekonomi, dan kebijakan tata kelola sumber daya alam. Pendekatan
pelestarian yang bersifat top-down dan kurang memperhatikan sistem
pengetahuan lokal menjadi salah satu hambatan dalam upaya konservasi
yang berkelanjutan.

Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa upaya pelestarian kawasan
ekowisata Mutis memerlukan strategi yang mampu mengintegrasikan
pendekatan ilmiah, partisipatif, dan berbasis budaya lokal. Dengan kata lain,
intervensi teknokratis saja tidak cukup, tetapi harus didukung oleh
keterlibatan aktif masyarakat serta pengakuan terhadap nilai-nilai ekologis
dalam praktik sosial dan adat istiadat setempat.

c. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan di

Kawasan Ekowisata Mutis, NTT

Dalam upaya pelestarian lingkungan di kawasan ekowisata Mutis, peran
pemerintah dan masyarakat lokal menjadi dua aktor sentral yang saling
berkaitan. Inventarisasi literatur dalam lima tahun terakhir menunjukkan
bahwa keberhasilan atau kegagalan pelestarian kawasan ini sangat
ditentukan oleh sinergi antara regulasi formal dan kapasitas sosial komunitas
lokal dalam menjalankan fungsi ekologis secara partisipatif dan berkelanjutan.

Dari sisi pemerintah, kebijakan konservasi di kawasan Pegunungan Mutis
diatur melalui sejumlah instrumen hukum dan tata kelola yang ditetapkan
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), termasuk
penetapan wilayah tersebut sebagai bagian dari Kawasan Hutan Lindung
Mutis-Timau. Menurut laporan resmi KLHK (2021), kawasan ini merupakan
daerah prioritas konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi dan
fungsi hidrologis penting bagi wilayah sekitarnya. Untuk mendukung
pelestarian, pemerintah telah mengembangkan model kolaboratif berbasis
kemitraan, seperti Program Kemitraan Konservasi dan Program Hutan
Kemasyarakatan (HKm) yang memungkinkan masyarakat lokal memperoleh
akses legal terhadap pengelolaan sumber daya secara lestari.

Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal.
Studi oleh Yusuf et al. (2021) menunjukkan bahwa tantangan utama terletak
pada rendahnya kapasitas kelembagaan lokal dan kurangnya mekanisme
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monitoring partisipatif. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat,
daerah, dan lembaga adat sering kali tidak sinkron, sehingga menimbulkan
tumpang tindih kebijakan yang membingungkan bagi masyarakat di lapangan.

Sebaliknya, dari sisi masyarakat, terutama komunitas adat Mollo,
pelestarian lingkungan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem nilai
dan struktur sosial mereka. Berbagai literatur mencatat bahwa masyarakat
Mollo memiliki mekanisme internal yang kuat dalam menjaga keseimbangan
ekologis melalui larangan adat (fafiit), ritual penghormatan terhadap gunung
dan mata air, serta pengelolaan lahan secara komunal. Penelitian oleh
Napitupulu et al. (2022) menegaskan bahwa ketaatan terhadap norma adat
tidak hanya didasarkan pada kepatuhan simbolik, tetapi juga pada kesadaran
akan relasi spiritual dan etis dengan alam sebagai makhluk hidup.

Di sisi lain, keberadaan perempuan adat Mollo juga memainkan peran
penting dalam pelestarian lingkungan. Studi oleh Liunima & Riwu (2020)
menyoroti kontribusi perempuan dalam menjaga sumber daya air dan hutan
melalui aktivitas budaya seperti menenun dan upacara adat. Aktivitas ini tidak
hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga merefleksikan bentuk
partisipasi ekologis berbasis gender yang selama ini kurang mendapat
perhatian dalam kebijakan formal.

Integrasi antara sistem hukum negara dan sistem nilai adat menjadi
tantangan sekaligus peluang. Model pelestarian yang berorientasi pada
community-based environmental governance diyakini menjadi pendekatan
yang paling tepat untuk kawasan seperti Mutis. Hal ini dikonfirmasi oleh
Gurning et al. (2023), yang menyatakan bahwa pelestarian akan lebih efektif
jika kebijakan formal mampu mengakomodasi pengetahuan lokal dan
membuka ruang partisipasi substantif bagi komunitas adat.

Dari keseluruhan hasil inventarisasi ini, tampak bahwa pelestarian
lingkungan di kawasan ekowisata Mutis memerlukan pendekatan kolaboratif
yang tidak bersifat hierarkis. Pemerintah tidak cukup berfungsi sebagai
regulator, tetapi harus menjadi fasilitator yang mengakui, menguatkan, dan
berkolaborasi dengan masyarakat adat sebagai pelaku utama pelestarian.
Sementara itu, masyarakat lokal perlu didukung dalam memperkuat posisi
tawar, kapasitas teknis, dan pengakuan legal atas wilayah adatnya sebagai
bentuk implementasi ekologis yang berbasis hak dan partisipasi.

d. Kearifan Lokal dalam Konservasi

Masyarakat adat Mollo yang mendiami kawasan Pegunungan Mutis, Nusa
Tenggara Timur, memiliki sistem kearifan lokal yang kuat dan kompleks dalam
mengelola serta melestarikan lingkungannya. Kearifan ini berakar pada
struktur sosial, sistem kepercayaan, serta relasi spiritual yang terbentuk
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secara turun-temurun. Dalam konteks konservasi, praktik-praktik adat yang
dijalankan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sosial, tetapi
juga sebagai sistem pengelolaan sumber daya yang adaptif dan lestari.

Salah satu bentuk nyata dari sistem konservasi lokal ini adalah
keberadaan aturan adat yang dikenal dengan istilah “Songo”, yang secara
harfiah berarti sembilan aturan hidup. Aturan ini mencakup prinsip-prinsip
moral, larangan ekologis, dan tata kelola sosial yang mengatur interaksi
manusia dengan alam. Dalam konteks ekologis, “Songo” melarang tindakan
eksploitasi berlebihan terhadap hutan, air, dan tanah, serta menetapkan
ruang-ruang sakral seperti gunung, mata air, dan pohon besar sebagai
wilayah yang harus dilindungi.

Selain itu, masyarakat Mollo juga mengenal “hukum tanah”, yaitu sistem
pengelolaan lahan vyang bersifat komunal dan berbasis pada relasi
kekerabatan. Tanah bukan dipandang sebagai komoditas, melainkan sebagai
bagian dari tubuh komunitas. Dalam kerangka ini, praktik seperti jual beli
tanah atau pembukaan lahan tanpa persetujuan adat dianggap sebagai
pelanggaran serius terhadap tatanan sosial dan kosmologis masyarakat.

Konsep “Tobu Neno”, yang berarti ‘jantung dunia’ atau ‘ibu bumi’,
merupakan ekspresi spiritual masyarakat terhadap alam. Dalam keyakinan
mereka, bumi adalah entitas hidup yang harus dihormati dan dijaga melalui
ritual-ritual tertentu. Misalnya, sebelum mengambil kayu dari hutan,
masyarakat akan melakukan upacara “haimone” sebagai bentuk izin dan rasa
syukur kepada alam. Praktik ini mencerminkan adanya etika ekologis yang
tertanam kuat dalam budaya lokal, yang selaras dengan gagasan kewargaan
ekologis (ecological citizenship) berbasis moral dan spiritual.

e. Nilai-Nilai Lingkungan dalam Budaya Lokal

Relasi antara manusia dan alam dalam budaya masyarakat Mollo
bukanlah relasi dominatif, melainkan relasi timbal balik yang sarat dengan
nilai-nilai saling menghormati dan keterikatan emosional. Dalam pandangan
mereka, alam tidak hanya menyediakan kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi
bagian dari identitas kolektif dan spiritualitas komunitas. Oleh karena itu,
merusak alam berarti juga merusak keseimbangan sosial dan relasi manusia
dengan leluhur.

Nilai-nilai lingkungan ini terinternalisasi dalam konsep larangan (fafiit)
dan pantangan adat, yang mengatur tindakan-tindakan tertentu terhadap
sumber daya alam. Misalnya, ada larangan menebang pohon tertentu yang
dianggap sebagai “penjaga” wilayah, atau mengambil air dari mata air sakral
pada waktu-waktu tertentu. Pantangan-pantangan ini bukan hanya bersifat
normatif, tetapi juga pedagogis, karena menjadi bagian dari proses
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pembelajaran generasi muda tentang pentingnya menghargai dan menjaga
alam.

Konsep pengelolaan sumber daya berbasis kekerabatan juga menjadi ciri
khas masyarakat Mollo. Sumber daya seperti air, hutan, dan ladang dikelola
secara kolektif oleh klan atau suku, dengan pembagian tugas dan tanggung
jawab yang jelas berdasarkan garis keturunan dan umur. Hal ini menciptakan
sistem distribusi yang adil, sekaligus mencegah terjadinya eksploitasi
berlebihan. Dalam perspektif ekologi politik, praktik ini dapat dipandang
sebagai bentuk pengelolaan berbasis keadilan ekologis dan sosial (Leach et al.,
2019).

Pengetahuan tradisional yang diwariskan secara lisan juga mencerminkan
prinsip-prinsip keberlanjutan. Contohnya, sistem tanam bergilir dan
penanaman tanaman penutup tanah menunjukkan pemahaman ekologis
masyarakat terhadap daya dukung lahan dan konservasi tanah. Dengan
demikian, budaya lokal masyarakat Mollo mengandung serangkaian nilai dan
praktik yang sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan ekosistem yang
lestari.

f. Strategi Pelestarian Berbasis Komunitas Adat

Pelestarian lingkungan di kawasan Mutis tidak hanya terjadi secara
alamiah, tetapi juga dikonstruksi secara sosial dan politik melalui strategi-
strategi pelestarian berbasis komunitas adat. Dalam strategi ini, peran tokoh
adat dan perempuan menjadi pilar utama dalam menjaga keberlanjutan
budaya dan ekologi.

Tokoh adat (amanuban atau amaf) memiliki otoritas moral dan simbolik
dalam mengatur relasi masyarakat dengan alam. Mereka tidak hanya menjadi
pemimpin upacara adat, tetapi juga penjaga narasi dan hukum adat yang
mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Studi oleh Liunima dan Riwu
(2020) menunjukkan bahwa keputusan-keputusan penting terkait konservasi
seperti penetapan zona larangan atau pengelolaan mata air selalu melibatkan
tokoh adat sebagai otoritas tertinggi dalam komunitas.

Sementara itu, perempuan adat memainkan peran yang tak kalah
strategis, terutama dalam menjaga dan mentransmisikan nilai-nilai ekologis
melalui aktivitas domestik dan budaya seperti menenun, bertani, dan
menyelenggarakan ritus-ritus spiritual. Tenun ikat Mollo, misalnya, tidak
hanya berfungsi sebagai produk budaya, tetapi juga sebagai media ekspresi
ekologis, karena motif-motifnya sering kali menggambarkan gunung, hutan,
dan sungai. Melalui motif-motif tersebut, perempuan turut mengajarkan
tentang pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari identitas dan
kehidupan kolektif.
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Pendidikan lingkungan berbasis tradisi menjadi bentuk lain dari strategi
pelestarian yang dijalankan masyarakat Mollo. Proses ini berlangsung melalui
cerita rakyat, syair adat, dan pengalaman langsung anak-anak dalam kegiatan
adat. Mereka belajar mengenali jenis pohon, waktu tanam yang sesuai, dan
pantangan adat sejak usia dini, sehingga nilai-nilai ekologis tidak diajarkan
sebagai teori abstrak, melainkan sebagai bagian dari laku hidup sehari-hari.
Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer
pengetahuan, tetapi juga sebagai alat resistensi budaya terhadap arus
modernisasi yang sering kali bersifat eksploitatif.

Literatur kontemporer menegaskan bahwa model pelestarian berbasis
komunitas seperti yang dijalankan masyarakat Mollo memiliki keunggulan
dibanding pendekatan konservasi formal yang top-down. Menurut Gurning et
al. (2023), keberhasilan konservasi jangka panjang sangat ditentukan oleh
partisipasi bermakna masyarakat lokal, pengakuan terhadap hak adat, serta
kemampuan untuk menjadikan kearifan lokal sebagai basis tata kelola
lingkungan. Oleh karena itu, strategi pelestarian berbasis komunitas adat
perlu difasilitasi dan dilindungi oleh kebijakan negara sebagai bagian dari
pendekatan kewargaan ekologis yang inklusif.

g. Konstruksi Ecological Citizenship Berbasis Kearifan Lokal
a) Integrasi Kearifan Lokal dan Nilai Kewargaan Ekologis

Proses pembentukan ecological citizenship di kawasan ekowisata Mutis,
Nusa Tenggara Timur, menuntut adanya integrasi antara kearifan lokal dan
nilai-nilai kewargaan ekologis yang bersifat reflektif, partisipatif, dan
transformatif. Dalam konteks masyarakat adat Mollo, nilai-nilai ekologis tidak
hadir sebagai ide yang terpisah dari kehidupan sosial, tetapi sebagai bagian
integral dari struktur adat, praktik budaya, dan sistem pengetahuan lokal.
Oleh karena itu, konstruksi ecological citizenship perlu dimulai dari
pengakuan terhadap eksistensi dan validitas pengetahuan lokal sebagai basis
etika dan aksi ekologis.

Salah satu cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai ekologis lokal dengan
prinsip kewargaan ekologis adalah melalui pendidikan nilai yang dimulai dari
lingkungan terdekat, yaitu rumah, sekolah, dan komunitas adat. Di lingkungan
rumah tangga, pendidikan informal yang diberikan oleh orang tua dan
keluarga besar merupakan sarana awal dalam memperkenalkan etika
lingkungan. Anak-anak diajarkan tentang larangan menebang pohon
sembarangan, pentingnya menjaga sumber air, serta ritual-ritual adat yang
berhubungan dengan alam. Pendidikan ini bersifat laku hidup (experiential
learning), sehingga nilai-nilai ekologis tidak hanya diketahui, tetapi juga
dijalankan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.
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Di tingkat sekolah, integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kurikulum
pendidikan formal menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran
ekologis generasi muda. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan
kurikulum muatan lokal yang menekankan pada sejarah lingkungan, budaya
adat, serta tantangan ekologis kontemporer di wilayah Mutis. Studi oleh
Raharjo dan Lestari (2020) menyatakan bahwa penguatan nilai-nilai lokal
dalam pendidikan dasar mampu meningkatkan empati ekologis dan
kepedulian terhadap lingkungan di kalangan pelajar. Oleh karena itu,
pelibatan guru, tokoh adat, dan pemerintah daerah dalam merancang
kurikulum berbasis kearifan lokal menjadi kebutuhan yang mendesak.

Di tingkat komunitas, pendekatan partisipatif menjadi fondasi utama
dalam integrasi nilai kewargaan ekologis. Komunitas adat memiliki
mekanisme kolektif seperti musyawarah adat, ritual komunal, serta kegiatan
gotong royong yang dapat difungsikan sebagai ruang refleksi dan tindakan
ekologis bersama. Dengan demikian, pembentukan ecological citizenship
tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial dan politis, di mana warga
berpartisipasi aktif dalam tata kelola lingkungan secara demokratis.

Dalam pendekatan partisipatif ini, penting untuk mengakui bahwa
masyarakat adat memiliki sistem representasi sendiri yang tidak selalu linier
dengan model kelembagaan negara. Oleh karena itu, peran fasilitator sosial,
LSM lokal, serta lembaga pendidikan tinggi dapat menjembatani proses dialog
antara sistem nilai lokal dan prinsip-prinsip ekologis yang lebih luas.
Kolaborasi ini memungkinkan terjadinya co-construction of knowledge, yaitu
perjumpaan antara pengetahuan lokal dan sains modern yang saling
memperkaya.

b) Model Pembangunan Kewargaan Ekologis di Mutis

Model pembangunan ecological citizenship berbasis kearifan lokal di
kawasan Mutis dapat dirumuskan melalui tiga tahapan konstruksi, yakni
pemahaman, partisipasi, dan komitmen. Ketiga tahapan ini saling
berkesinambungan dan membentuk proses transformatif dari kesadaran pasif
menjadi agen perubahan lingkungan yang aktif.

Tahap pertama adalah pemahaman (awareness), yang mencakup upaya
memperkenalkan dan menginternalisasi nilai-nilai ekologis kepada anggota
komunitas. Pada tahap ini, aktivitas seperti diskusi lingkungan, dokumentasi
cerita rakyat tentang alam, serta pelatihan bersama tokoh adat dan
akademisi menjadi penting. Pemahaman tidak hanya bersifat informatif,
tetapi juga afektif, yakni menyentuh dimensi emosional warga terhadap
perubahan ekologis yang terjadi di sekeliling mereka.
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Tahap kedua adalah partisipasi (engagement), di mana warga mulai
mengambil peran dalam kegiatan pelestarian lingkungan, baik secara individu
maupun kolektif. Partisipasi ini dapat berupa keterlibatan dalam pemetaan
wilayah adat, pengawasan kawasan larangan, penanaman kembali lahan kritis,
hingga pendampingan kelompok muda untuk kegiatan ekologis berbasis
budaya. Keberhasilan tahap ini sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial dari
aktor-aktor pelestarian, terutama tokoh adat, tokoh agama, serta pemimpin
komunitas yang dipercaya.

Tahap ketiga adalah komitmen (commitment), yakni ketika tindakan
ekologis sudah menjadi bagian dari identitas warga dan dilembagakan dalam
struktur sosial komunitas. Pada tahap ini, muncul regulasi adat yang mengikat,
program komunitas yang berkelanjutan, serta penguatan lembaga adat
sebagai penjaga tatanan ekologis. Model ini memungkinkan terbentuknya
citizenship yang tidak hanya berbasis hak, tetapi juga berbasis tanggung
jawab kolektif terhadap keberlanjutan ekosistem lokal.

Dalam implementasinya, model ini membutuhkan dukungan dari
lembaga lokal dan kolaborasi multipihak. Lembaga adat (seperti Amaf dan
Tetua Suku), kelompok perempuan, pemuda adat, serta lembaga desa
memiliki peran penting sebagai motor penggerak kegiatan ekologis. Namun,
keberlanjutan model ini tidak cukup jika hanya bertumpu pada komunitas.
Oleh karena itu, diperlukan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah,
organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta yang
memiliki visi keberlanjutan.

Studi oleh Berkes & Ross (2019) menekankan pentingnya membangun
social-ecological resilience melalui penguatan kapasitas kelembagaan lokal.
Dalam konteks Mutis, hal ini dapat dilakukan dengan membentuk forum
multipihak yang memungkinkan terjadinya dialog antaraktor, pengelolaan
informasi, serta evaluasi bersama terhadap dinamika lingkungan. Dengan
demikian, pembangunan ecological citizenship tidak bersifat top-down atau
bottom-up semata, tetapi bersifat dialogis dan kolaboratif.

¢) Tantangan dan Peluang

Meski memiliki potensi besar, konstruksi ecological citizenship berbasis
kearifan lokal di kawasan Mutis juga menghadapi berbagai tantangan yang
kompleks. Salah satu tantangan utama adalah arus modernisasi dan
eksploitasi sumber daya yang datang dari luar komunitas. Masuknya investasi
industri ekstraktif, ekspansi pertanian skala besar, serta pembangunan
infrastruktur tanpa kajian ekologis telah mengganggu tatanan ekologis dan
sosial masyarakat adat. Selain itu, kebijakan yang bersifat sentralistik dan
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kurang sensitif terhadap kearifan lokal sering kali menjadi penghambat dalam
pelestarian berbasis komunitas.

Tantangan lainnya adalah erosinya nilai-nilai budaya lokal akibat
pergeseran gaya hidup, migrasi, serta pengaruh budaya luar yang tidak selalu
sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Generasi muda, khususnya, semakin
terputus dari pengetahuan lokal karena lemahnya proses regenerasi nilai
melalui pendidikan formal dan informal. Dalam hal ini, pendekatan inovatif
diperlukan untuk mengemas nilai-nilai lokal dalam bentuk yang relevan dan
menarik bagi generasi digital.

Namun demikian, terdapat pula peluang besar untuk penguatan identitas
ekologis lokal sebagai respons terhadap krisis lingkungan global.
Meningkatnya kesadaran publik tentang pentingnya keberlanjutan,
perubahan paradigma pembangunan yang inklusif, serta pengakuan hukum
terhadap masyarakat adat (seperti melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.
35/PUU-X/2012) membuka ruang legal dan politis bagi penguatan peran
masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan.

Potensi penguatan identitas ekologis lokal juga dapat dimaksimalkan
melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk dokumentasi, promosi, dan
edukasi publik tentang praktik pelestarian berbasis adat. Platform digital
seperti media sosial, website komunitas, dan dokumenter lokal dapat
menjadi alat strategis untuk memperluas jangkauan pesan-pesan ekologis
yang berakar pada nilai-nilai lokal. Selain itu, pengembangan ekowisata
berbasis budaya menjadi peluang ekonomi yang sejalan dengan prinsip
keberlanjutan.

Dalam jangka panjang, peluang terbesar dari konstruksi ecological
citizenship adalah terbangunnya masyarakat yang otonom, tangguh, dan
ekologis, di mana relasi manusia dengan alam tidak didasarkan pada logika
dominasi, tetapi pada etika timbal balik dan keberlanjutan kolektif. Dengan
menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi, ecological citizenship di kawasan
Mutis dapat menjadi model inspiratif bagi kawasan lain di Indonesia dan
dunia yang tengah mencari pendekatan pelestarian yang berbasis nilai-nilai
komunitas.

5. Penutup
1. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti pentingnya kearifan lokal sebagai landasan
utama dalam pembentukan ecological citizenship di kawasan ekowisata Mutis,
Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan analisis literatur, temuan empiris dari
studi terdahulu, serta sintesis konseptual yang telah dikemukakan pada bab-
bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai, praktik, serta sistem
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sosial yang tumbuh dalam masyarakat adat Mollo memiliki daya konstruktif
yang kuat dalam mendukung pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Kearifan lokal yang termanifestasi melalui sistem aturan adat seperti
“Songo”, “hukum tanah”, dan prinsip Tobu Neno, menjadi pilar etika ekologis
yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan alam secara normatif,
tetapi juga secara spiritual dan simbolik. Nilai-nilai ini memberikan dasar
moral yang mendalam bagi warga komunitas untuk menjaga keseimbangan
ekologis, bukan sebagai kewajiban formal, melainkan sebagai bagian dari
identitas budaya yang diwariskan lintas generasi. Dalam konteks ini,
masyarakat adat bukan hanya pelaku pasif dalam pelestarian, tetapi justru
merupakan agen aktif dengan kapasitas kolektif dalam mengelola sumber
daya secara adil dan lestari.

Lebih jauh, pendekatan pelestarian berbasis komunitas adat terbukti
lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi lokal dibandingkan dengan
pendekatan konservasi konvensional yang sering kali bersifat top-down. Hal
ini menunjukkan bahwa ecological citizenship tidak dapat dibentuk melalui
instrumen hukum dan regulasi semata, tetapi memerlukan proses
internalisasi nilai, partisipasi sosial, dan komitmen kolektif yang tumbuh dari
dalam masyarakat itu sendiri.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kearifan lokal harus
diposisikan sebagai salah satu modal budaya strategis dalam membangun
kesadaran ekologis warga negara, khususnya di daerah-daerah yang memiliki
keragaman budaya dan ekologi yang tinggi seperti Nusa Tenggara Timur.
Dengan kata lain, pelestarian lingkungan bukan hanya soal teknologi dan
kebijakan, tetapi juga menyangkut bagaimana membangun kembali relasi
manusia dengan alam secara etis, kultural, dan berkelanjutan.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi strategis dapat
diajukan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembentukan
ecological citizenship berbasis kearifan lokal di kawasan ekowisata Mutis,
maupun di wilayah lain dengan karakteristik serupa:
a. Penguatan Pendidikan Nilai Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal

Pendidikan menjadi kunci dalam proses transformasi nilai dan kesadaran
ekologis. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah, lembaga
pendidikan, dan komunitas adat untuk mengintegrasikan nilai-nilai kearifan
lokal ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal. Hal ini dapat
dilakukan melalui pengembangan muatan lokal yang mengajarkan sejarah
lingkungan, ritual adat, dan praktik konservasi tradisional kepada generasi
muda. Pendekatan ini akan memperkuat rasa identitas ekologis dan
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mencegah terputusnya transfer nilai antar generasi. Selain itu, pelibatan
tokoh adat dan tokoh perempuan dalam proses pendidikan nilai ini dapat
menjadi cara yang efektif untuk menjaga autentisitas dan kedalaman materi
ajar.

b. Pelibatan Aktif Masyarakat Adat dalam Perumusan dan Implementasi

Kebijakan Lingkungan

Masyarakat adat, sebagai entitas yang memiliki pengetahuan dan praktik
ekologis turun-temurun, harus diberi ruang yang lebih besar dalam proses
pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan. Hal ini mencakup
pengakuan terhadap hak-hak atas tanah adat, wilayah kelola, serta otoritas
sosial mereka dalam mengatur dan mengawasi pemanfaatan sumber daya
alam. Mekanisme pelibatan ini dapat difasilitasi melalui pembentukan forum
multipihak yang melibatkan pemerintah, LSM, akademisi, dan perwakilan
komunitas adat secara sejajar dan deliberatif.

Lebih jauh, pendekatan kebijakan harus bersifat inklusif dan kontekstual,
tidak hanya berdasarkan indikator ekologis teknokratis, tetapi juga
mempertimbangkan indikator sosial-budaya yang relevan bagi komunitas
lokal. Dalam hal ini, pengakuan hukum terhadap sistem hukum adat dan
praktik konservasi lokal menjadi prasyarat penting dalam membangun tata
kelola lingkungan yang adil dan partisipatif.

c. Penguatan Kapasitas Lembaga Adat dan Organisasi Komunitas

Kapasitas kelembagaan komunitas adat perlu diperkuat agar mereka
mampu menjalankan peran sebagai penjaga lingkungan secara efektif.
Penguatan ini dapat dilakukan melalui pelatihan, fasilitasi akses terhadap
informasi dan teknologi tepat guna, serta dukungan pendanaan untuk inisiatif
pelestarian berbasis komunitas. Program-program seperti konservasi berbasis
masyarakat (community-based conservation) perlu diintegrasikan dengan
konteks lokal agar dapat berjalan beriringan dengan sistem sosial dan budaya
yang telah ada.

d. Dokumentasi dan Diseminasi Pengetahuan Lokal

Pengetahuan dan praktik lokal yang berkaitan dengan pelestarian
lingkungan harus didokumentasikan secara sistematis agar tidak hilang
ditelan modernisasi. Dokumentasi ini dapat berbentuk buku, film dokumenter,
basis data digital, atau media interaktif yang dikembangkan bersama
komunitas. Selain berfungsi sebagai alat pendidikan, dokumentasi ini juga
menjadi bukti penting dalam proses advokasi dan pengakuan hukum
terhadap hak-hak masyarakat adat.
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3. Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya

Ekowisata berbasis budaya merupakan salah satu pendekatan yang dapat
memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat pelestarian lingkungan
dan budaya lokal. Model ini harus dirancang dengan melibatkan masyarakat
sebagai pemilik sekaligus pelaku utama, sehingga nilai-nilai kearifan lokal
tetap menjadi inti dari pengalaman wisata. Dalam konteks ini, pelatihan
pengelolaan wisata berkelanjutan, promosi etika wisatawan, serta penguatan
kelembagaan ekonomi komunitas perlu menjadi bagian dari strategi
pengembangan kawasan.
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Abstrak

Permasalahan sampah plastik di Kabupaten Garut merupakan isu lingkungan
yang sangat kompleks dan mendesak untuk ditangani secara sistematis serta
partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk
menganalisis upaya membangun ecological citizenship melalui edukasi
pengurangan plastik di lingkungan masyarakat. Data dari penelitian ini
diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada komunitas
lokal yang terlibat dalam program edukasi lingkungan berbasis pengurangan
plastik sekali pakai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan edukatif
yang mengintegrasikan budaya lokal, partisipasi komunitas, dan nilai-nilai
kewargaan ekologis mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat
terhadap penggunaan plastik. Edukasi lingkungan vyang kontekstual
membekali warga dengan pemahaman kritis, kesadaran moral serta
keterampilan praktis dalam mengurangi konsumsi plastik dan mengelola
sampah secara berkelanjutan. Konsep ecological citizenship terbukti menjadi
kerangka yang relevan untuk menanamkan tanggung jawab menjaga
keberlanjutan lingkungan, tidak hanya sebagai kewajiban hukum tetapi juga
sebagai bentuk kepedulian sosial dan etika terhadap generasi mendatang.
Namun, keberhasilan program ini membutuhkan dukungan kebijakan daerah
yang jelas, infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai serta kolaborasi
lintas sektor. Penelitian ini merekomendasikan strategi kolaboratif dan
berkelanjutan melalui kerjasama lintas sector serta dapat memunculkan
sebuah kebijakan daerah guna mewujudkan Garut sebagai model daerah
berbudaya ekologis yang inklusif dan bertanggung jawab.

Kata Kunci:
Ecological Citizenship; Edukasi Lingkungan; pengurangan plastic



Pendahuluan

Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara
yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar
sebagai ruang yang layak dihuni. Menjaga bumi adalah tanggung jawab
kolektif bukan hanya pemerintah atau aktivis lingkungan, akan tetapi
masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, tokoh agama dan pelaku usaha
semuanya harus berperan. Mengatasi masalah lingkungan hidup bukan hanya
soal kebijakan teknis tetapi harus membangun kesadaran kewargaan ekologis
di semua lapisan masyarakat. Karena hanya dengan perubahan cara pandang
dan perilaku warga negara, bumi dapat terus dijaga sebagai ruang hidup yang
layak dan berkelanjutan.

Permasalahan lingkungan telah menjadi isu global yang mendesak bahkan
menjadi masalah yang perlu pemecahan didaerah yang ada di Indonesia.
Salah satu tantangan utama dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah
meningkatnya volume sampah plastik yang sulit terurai dan berdampak serius
terhadap ekosistem. Sampah plastik termasuk jenis limbah yang memiliki
dampak besar terhadap kerusakan lingkungan, karena sifatnya yang sulit
terurai secara alami dan tidak dapat membusuk melalui proses biologi oleh
bakteri dekomposer. Waktu yang dibutuhkan untuk menguraikan sampah
plastik bisa mencapai puluhan hingga ratusan tahun, tergantung pada
ketebalan serta komposisi bahan pembuatnya (Titien Yusnita, dkk).
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),
Indonesia menghasilkan lebih dari 64 juta ton sampah setiap tahunnya,
dengan sekitar 17% di antaranya berupa sampah plastik. Sampah merupakan
masalah yang kompleks (Pundenswari, P., dkk. 2023), tak terkecuali di
wilayah lokal seperti Kabupaten Garut. Persoalan ini juga mencuat terutama
di kawasan pasar tradisional dan permukiman padat penduduk yang minim
pengelolaan sampah berbasis partisipatif.

Kabupaten Garut sebagai salah satu daerah penyangga ekonomi di
wilayah Priangan Timur dikenal dengan geliat kegiatan ekonominya yang
berbasis masyarakat terutama melalui pasar tradisional dan usaha kuliner
skala kecil-menengah seperti warung seblak, gorengan dan jajanan jalanan
lainnya. Aktivitas perdagangan ini meskipun memberikan kontribusi terhadap
perekonomian lokal juga menjadi penyumbang besar terhadap peningkatan
volume sampah plastik.

Di pasar-pasar tradisional Garut seperti Pasar Ciawitali, Pasar Guntur, dan
Pasar Wanaraja, penggunaan kantong plastik sebagai media pembungkus
masih sangat dominan. Pedagang dan pembeli hampir seluruhnya
mengandalkan kantong kresek untuk membungkus barang dagangan seperti
sayuran, daging, maupun produk kering. Minimnya edukasi tentang
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penggunaan alternatif seperti tas kain atau wadah ramah lingkungan
menjadikan plastik sebagai pilihan yang dianggap paling praktis dan murah.

Lebih jauh lagi dalam sektor kuliner khas Garut seperti warung seblak,
penggunaan plastik juga terlihat masif. Makanan yang dibungkus untuk
dibawa pulang (take away) hampir selalu menggunakan plastik bening baik
untuk makanan panas maupun dingin. Bahkan saat bahan mentah masih
ditata di meja, seluruh bahan seluruhnya dikemas dalam plastik kecil dengan
jumlah yang sangat banyak. Tak jarang pula makanan panas seperti seblak
dimasukkan langsung ke dalam kantong plastik tanpa wadah tambahan, hal
ini selain mencemari lingkungan juga berpotensi menimbulkan dampak
kesehatan.

Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya sistem pengelolaan sampah
berbasis masyarakat dan keterbatasan fasilitas daur ulang di tingkat desa dan
kecamatan. Akibatnya, plastik bekas pakai dari pasar dan warung-warung ini
kerap dibuang sembarangan ke selokan, sungai atau dibakar secara terbuka
yang tentu menimbulkan polusi udara dan pencemaran lingkungan.
Fenomena ini mengindikasikan lemahnya kesadaran ekologis masyarakat
dalam pengelolaan sampah, khususnya plastik sekali pakai.

Berdasarkan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik
Indonesia (KLH, 2014), pengelolaan sampah yang paling ideal dan
berkelanjutan adalah pengelolaan yang berfokus pada tahapan pencegahan
atau preventive stage (Ramdhani, A. 2020). Dalam hirarki pengelolaan
sampah, pencegahan menempati posisi paling atas bahkan sebelum proses
pemilahan, daur ulang dan pembuangan akhir. Artinya, pendekatan terbaik
adalah menghindari timbulnya sampah sejak dari sumbernya bukan sekadar
mengolah sampah setelah diproduksi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan plastik tidak dapat dipisahkan
lagi dalam kehidupan manusia sehari-hari (Arwini, N. P. D. 2022), sehingga
diperlukan upaya serius dan berkelanjutan dalam mengedukasi masyarakat
tentang bahaya sampah plastik serta pentingnya mengadopsi gaya hidup
ramah lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab kewargaan ekologis.
Prinsip pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), di mana reduce atau
pengurangan menjadi langkah paling utama. Dalam konteks pengurangan
plastik ini berarti membiasakan masyarakat untuk tidak menggunakan plastik
sekali pakai sejak awal, seperti menolak kantong plastik saat berbelanja,
membawa wadah sendiri saat membeli makanan dan mengganti sedotan
plastik dengan alternatif ramah lingkungan.

Upaya mengurangi penggunaan plastik tidak hanya berkaitan dengan
kebijakan teknis tetapi juga menyangkut kesadaran dan tanggung jawab
sebagai warga negara terhadap lingkungan yang dikenal dengan konsep
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ecological citizenship. Konsep ini menekankan bahwa kewarganegaraan tidak
hanya berarti hak dan kewajiban dalam ranah politik tetapi mempunyai
karakter sesuai pancasila (Maulani, G., dkk, 2024). diantaranya adalah
tanggung jawab ekologis dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan
pencegahan menuntut adanya perubahan pola pikir dan perilaku, bukan
hanya ketersediaan infrastruktur.

Kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan
pengelolaan sampah (Nurachman, E. dkk. 2024), sehingga edukasi publik
memegang peranan penting dan harus dilakukan dalam membentuk
kesadaran dan tanggung jawab ekologis warga. Tanpa adanya pencegahan
maka semua teknologi dan sistem pengelolaan sampah akan tetap kewalahan
menghadapi terus meningkatnya jumlah sampah terutama plastic. Tanpa
pemahaman dan kesadaran yang kuat, masyarakat cenderung terus
menghasilkan sampah dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan
dampaknya terhadap lingkungan.

Kewarganegaraan ekologis tidak hanya berkaitan dengan hak dan
kewajiban hukum, tetapi lebih menekankan pada tanggung jawab moral
terhadap lingkungan, termasuk makhluk hidup non-manusia dan generasi
mendatang. kewargaan ekologis tidak bersifat kontraktual), artinya seseorang
tidak perlu “menerima imbalan” untuk melakukan tindakan ekologis.
Misalnya, seseorang yang memilih untuk mengurangi penggunaan plastik,
menanam pohon, atau memilah sampah tidak melakukannya karena ada
peraturan atau imbalan, melainkan karena kesadaran moral dan rasa
tanggung jawabnya.

Membangun ecological citizenship melalui edukasi pengurangan plastik
yang berbasis komunitas dan nilai-nilai local merupakan pendekatan yang
relevan dalam menjawab tantangan krisis lingkungan saat ini, khususnya di
wilayah seperti Garut yang memiliki kekayaan budaya dan potensi kearifan
lokal. Melalui pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan edukatif yang
kontekstual, diharapkan kesadaran ekologis tidak hanya tumbuh sebagai
wacana tetapi juga terwujud dalam tindakan nyata yang berkelanjutan. Nilai-
nilai gotong royong, kepedulian terhadap alam dan tanggung jawab sosial
yang telah mengakar dalam budaya lokal menjadi fondasi penting dalam
membentuk perilaku ramah lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji bagaimana strategi edukasi pengurangan plastik
dapat mendorong terbentuknya ecological citizenship di masyarakat Garut
dengan pendekatan partisipatif dan berbasis budaya lokal.
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Acuan Teori
A. Ecological Citizenship

Konsep ecological citizenship atau kewarganegaraan ekologis muncul
sebagai respons terhadap krisis lingkungan global yang tidak bisa diselesaikan
hanya dengan pendekatan hukum atau kebijakan pemerintah semata.
Gagasan ini memperluas pengertian kewargaan tidak hanya sebatas hak-hak
politik dan sipil, tetapi juga tanggung jawab ekologis setiap individu terhadap
lingkungan. Manusia sebagai salah satu bagian dari ekosistem memegang
peran penting dalam keikutsertaan kerusakan lingkungan (Utami, S., dkk.
2024), sekaligus memiliki potensi besar dalam upaya pelestariannya.
Ecological citizenship menuntut kesadaran dan partisipasi aktif warga negara
dalam menjaga keberlanjutan lingkungan melalui perilaku sehari-hari, pilihan
konsumsi yang bijak serta keterlibatan dalam kegiatan komunitas berbasis
lingkungan.

Ecological citizenship menekankan pada kewajiban moral warga negara
untuk memperhatikan dampak ekologis dari tindakan manusia. Hal ini berarti
bahwa warga negara tidak hanya bertindak demi kepentingan diri atau
negara tetapi juga untuk kelestarian dan kesejahteraan generasi mendatang.
Warga negara ekologis tidak hanya menjalankan hak dan kewajiban secara
pasif tetapi aktif dalam praktik keberlanjutan, seperti pengelolaan sampah,
penggunaan energi terbarukan dan partisipasi dalam gerakan lingkungan.

Praktik ecological citizenship dapat diwujudkan melalui gaya hidup
berkelanjutan (sustainable living), seperti membawa tas belanja sendiri,
menghindari konsumsi berlebih, dan memilih produk lokal yang ramah
lingkungan karena setiap individu yang menjadi bagian dari negara memiliki
peran penting dalam melindungi alam dan lingkungan (Aini, F., & Husna, N.:
2025). Mengimplementasikan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam menjaga
lingkungan adalah tugas manusia dalam menjaga bagaimana lingkungan dan
bumi ini dapat terjaga dan lestari. Peran serta dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang partisipatif dalam bidang ekologi (ecological citizenship)
tidak bisa dilepaskan dari peran serta semua pihak (Nugroho, D. A.: 2017).
Pendekatan 3R dalam pengelolaan sampah meliputi Reduce, Reuse, dan
Recycle. Reduce bertujuan mengurangi perilaku konsumtif dan mendorong
penggunaan barang-barang yang tahan lama dan ramah lingkungan untuk
meminimalisir limbah. Reuse dilakukan dengan memanfaatkan kembali
barang bekas agar tetap berguna dan tidak langsung dibuang. Recycle
merupakan proses pengolahan sampah menjadi produk baru melalui proses
pemilahan dan pemanfaatan ulang (Ernyasih et al., 2020).
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Peran pendidikan menjadi sangat penting dalam membentuk kesadaran
kewargaan ekologis. Sekolah, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat
dapat menjadi agen perubahan untuk menanamkan nilai-nilai ekologis dalam
kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan Tujuan pendidikan nasional
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab, termasuk dalam hal menjaga lingkungan hidup. Oleh karena itu,
dengan pembentukan karakter warga negara yang peduli terhadap
lingkungan menjadi salah satu bagian dari tujuan pendidikan bangsa (Wahidin,
D., & Devi, L. S.: 2024).

Selain pendidikan, komunitas juga berperan penting dalam membentuk
solidaritas ekologis. Kegiatan seperti urban farming, bank sampah, atau
kampanye pengurangan plastik di pasar tradisional merupakan wujud nyata
dari ecological citizenship di tingkat lokal. Pemerintah pun memiliki peran
sebagai fasilitator yang menciptakan regulasi dan insentif untuk mendukung
warganya menjadi ecological citizens. Misalnya, melalui kebijakan larangan
kantong plastik atau subsidi untuk energi bersih. Dengan demikian, ecological
citizenship bukan hanya konsep normatif, tetapi juga suatu praktik nyata yang
membutuhkan kesadaran, partisipasi, dan kerja kolektif lintas sektor.

Pemerintah Kabupaten Garut diharapkan dapat mengambil peran
strategis dalam menumbuhkan kesadaran kewargaan ekologis (ecological
citizenship) di tengah masyarakat, khususnya dalam upaya pengurangan
penggunaan plastik sekali pakai. Harapan ini mencakup penguatan regulasi
yang ramah lingkungan, penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah yang
efektif, serta pengembangan program edukasi lingkungan berbasis komunitas
dan budaya lokal. Pemerintah juga diharapkan menjalin kolaborasi dengan
lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil untuk
menciptakan ekosistem sosial yang mendukung perilaku ramah lingkungan
sehingga dapat menciptakan ecological citizenship dapat muncul untuk
mencegah berbagai kerusakan lingkungan (Fatikhah, H. I. N., & Rejekiningsih,
T:2024).

Kewargaan ekologis menggambarkan bagaimana individu dalam
masyarakat tidak hanya memikirkan kepentingan pribadinya, tetapi juga
mulai mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap lingkungan sekitar.
Di Garut, bentuk kewargaan ekologis dapat terlihat ketika masyarakat secara
sukarela mengurangi penggunaan plastik, terlibat dalam pengelolaan sampah
bersama, atau menginisiasi gerakan lingkungan di lingkungannya sendiri.
Kewargaan ekologis bukan hanya tentang pengetahuan, tapi tentang
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tanggung jawab dan kepedulian sosial terhadap keberlangsungan lingkungan
tempat tinggal mereka.

Dengan menempatkan warga sebagai subjek aktif dalam pengelolaan
lingkungan maka prinsip ecological citizenship dapat terinternalisasi secara
berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Garut sehingga
mampu menciptakan perubahan budaya konsumsi yang lebih bijak dan
bertanggung jawab terhadap lingkungan.

B. Edukasi Lingkungan

Edukasi lingkungan merupakan pendekatan pendidikan yang bertujuan
untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat agar
peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ini mencakup aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Melalui proses pendidikan yang
komprehensif, individu diharapkan mampu memahami isu-isu lingkungan,
mengembangkan sikap positif terhadap alam, serta berperilaku pro-
lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kerusakan lingkungan akan
mengancam tidak saja terhadap keberlanjutan pembangunan itu sendiri
tetapi juga akan mengancam eksistensi manusia (Halimah, L., & Nurul, S. F.:
2020).

Di Indonesia, pendidikan lingkungan mulai dimasukkan dalam kurikulum
sejak era 1990-an, meskipun implementasinya belum merata dan belum
sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya,
pemahaman guru, dan komitmen institusi pendidikan. Edukasi lingkungan
dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pembelajaran kontekstual,
proyek sekolah hijau, gerakan peduli sampah, atau integrasi dalam mata
pelajaran seperti PPKn, IPA, dan Geografi. Edukasi lingkungan bukan hanya
tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga, media, dan komunitas.
Kolaborasi antarsektor akan memperkuat efek edukasi dan memperluas
jangkauan perubahan perilaku ekologis.

Dalam konteks pengurangan plastik, edukasi lingkungan sangat penting
untuk membentuk kebiasaan baru yang ramah lingkungan, seperti membawa
botol minum sendiri, menggunakan wadah makanan ulang pakai, dan
memilah sampah dari rumah. Metode edukasi yang efektif harus melibatkan
peserta secara aktif dan reflektif. Misalnya, dengan studi kasus pencemaran
laut akibat plastik atau proyek aksi nyata di lingkungan sekitar. Keberhasilan
edukasi lingkungan ditandai dengan munculnya ecological literacy, yaitu
kemampuan memahami sistem alam dan keterampilan untuk membuat
keputusan yang ramah lingkungan.
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Edukasi lingkungan yang baik juga mampu menumbuhkan nilai moral dan
etika ekologis. Misalnya, rasa empati terhadap hewan laut yang terdampak
plastik atau keprihatinan terhadap perubahan iklim yang mengancam
generasi mendatang. Dalam jangka panjang, edukasi lingkungan merupakan
investasi penting untuk menciptakan warga negara yang sadar ekologi dan
mampu merawat bumi sebagai rumah bersama.

Pengelolaan lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan sampah,
menjadi tantangan besar yang perlu mendapat perhatian serius. Masalah ini
semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang
menuntut tersedianya lingkungan hidup yang sehat, layak huni, serta
mendukung pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Peningkatan populasi tentu akan berdampak pada jumlah sampah yang
dihasilkan, sehingga pengelolaan yang tepat menjadi sangat penting.

Edukasi mengenai sampah merupakan salah satu bentuk upaya dalam
mengenalkan pentingnya pelestarian lingkungan. Penerapan edukasi ini dapat
menjadi alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan sampah sejak usia
dini. Berdasarkan penelitian (Sulistyanto et al. 2020), sampah yang dibiarkan
menumpuk memberikan dampak serius, di antaranya adalah banijir,
peningkatan suhu global, polusi lingkungan, timbulnya penyakit, serta
pencemaran yang merugikan ekosistem. Penelitian yang dilakukan oleh
Yuwana dan Mohammad (2021) mengungkap bahwa edukasi mengenai
pemilahan sampah memberikan dampak positif. Masyarakat mulai
menunjukkan perubahan perilaku dengan menjaga kebersihan lingkungan,
memilah sampah organik dan anorganik, serta mengolahnya menjadi sesuatu
yang bermanfaat dan bernilai ekonomis secara kreatif.

Secara hukum, pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut, sampah didefinisikan
sebagai sisa kegiatan harian manusia atau proses alam berbentuk padat.
Sementara itu, pengelolaan sampah dimaknai sebagai serangkaian kegiatan
sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang meliputi pengurangan serta
penanganan sampah. Lebih lanjut, Pasal 5 dari undang-undang tersebut
menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk
memastikan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik dan
berwawasan lingkungan, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam
regulasi tersebut.

Strategi pengelolaan sampah merupakan langkah yang tepat dalam
mengantisipasi peningkatan volume sampah, khususnya di wilayah pesisir
(lma et al., 2021). Kegiatan ini turut mendorong berkembangnya kreativitas
dalam memanfaatkan bahan-bahan bekas. Pengelolaan sampah plastik
terbukti mampu meningkatkan daya kreasi sekaligus menumbuhkan

94 | Ecological Citizenship Berbasis Kearifan Lokal



kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan
(Fujiaturrahman et al., 2025).

Edukasi dapat dilakukan secara formal (melalui sekolah, pelatihan)
maupun informal (melalui media sosial, penyuluhan, atau kegiatan
komunitas). Di Garut, pendekatan edukatif menjadi sangat penting karena
masih banyak masyarakat yang belum memiliki informasi yang memadai
tentang dampak plastik terhadap lingkungan dan kesehatan. Dengan edukasi,
masyarakat dapat mengetahui alternatif-alternatif penggunaan plastik serta
langkah-langkah praktis untuk mengurangi konsumsi plastik dalam keseharian.

Proses edukasi ini dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik formal
maupun informal. Di tingkat formal, penyuluhan dari Dinas Lingkungan Hidup
dan institusi pendidikan menjadi sarana utama untuk menyampaikan
informasi mengenai dampak plastik dan cara menguranginya. Sementara
secara informal, edukasi juga dapat dilakukan melalui media sosial, kampanye
kreatif, mural edukatif, serta kegiatan langsung seperti pelatihan membuat
ecobrick, penggunaan tas belanja ramah lingkungan, atau pengolahan limbah
plastik menjadi kerajinan. Edukasi juga melibatkan partisipasi masyarakat
secara aktif, dengan mengajak mereka terlibat dalam kegiatan seperti bank
sampabh, kerja bakti lingkungan, dan sosialisasi dari rumah ke rumah.

Isi materi edukasi disesuaikan dengan konteks lokal masyarakat Garut.
Materi tersebut mencakup pengenalan jenis-jenis plastik, dampak negatifnya
bagi lingkungan dan kesehatan, serta berbagai cara yang bisa diterapkan
untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini
termasuk pengenalan terhadap prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta
contoh-contoh praktik baik yang telah dilakukan oleh komunitas lokal.
Penyampaian materi dilakukan secara sederhana dan interaktif agar dapat
dipahami oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Namun demikian, pelaksanaan edukasi ini tidak terlepas dari tantangan.
Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, keterbatasan akses informasi di
daerah terpencil, serta minimnya alternatif produk pengganti plastik yang
terjangkau, menjadi hambatan yang harus dihadapi secara kolektif. Oleh
karena itu, edukasi pengurangan plastik memerlukan keterlibatan berbagai
pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi
masyarakat sipil, hingga tokoh agama dan adat yang memiliki pengaruh kuat
di tingkat lokal.

Melalui edukasi yang konsisten dan terintegrasi, diharapkan masyarakat
Garut tidak hanya memahami pentingnya mengurangi plastik, tetapi juga
menginternalisasi nilai-nilai kepedulian lingkungan sebagai bagian dari gaya
hidup dan tanggung jawab bersama. Edukasi ini menjadi pintu masuk dalam
membangun budaya ekologis, yang pada akhirnya memperkuat karakter
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kewargaan ekologis (ecological citizenship) dalam menghadapi tantangan
lingkungan hidup masa kini dan masa depan.

C. Pengurangan Plastik

Sampah plastik kerap ditemukan di aliran sungai, yang berpotensi
membahayakan ekosistem perairan. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap
lingkungan juga masih rendah, terlihat dari kebiasaan membuang sampah
sembarangan di kawasan wisata pantai, yang pada akhirnya mengancam
kelestarian ekosistem laut (Rarasati & Pradekso, 2019). Selain
membahayakan lingkungan, plastik juga dapat berdampak negatif terhadap
kesehatan manusia. Salah satu contohnya adalah penggunaan wadah atau
peralatan makan berbahan plastik. Banyak masyarakat yang belum
memahami bahwa beberapa jenis plastik dapat membahayakan kesehatan
jika digunakan secara tidak tepat, meskipun tidak semua plastik bersifat
berbahaya. Sayangnya, sebagian besar masyarakat masih belum memiliki
pengetahuan yang memadai untuk membedakan jenis plastik yang aman dan
yang berisiko (Murlianti et al., 2022).

Menurut data dari UNEP (2021), hanya sekitar 9% dari seluruh plastik
yang pernah diproduksi berhasil didaur ulang. Sisanya berakhir di TPA, sungai,
dan lautan. Plastik juga membutuhkan ratusan tahun untuk terurai.
Pengurangan plastik bukan hanya soal pengelolaan sampah, tetapi juga soal
perubahan gaya hidup dan sistem produksi-konsumsi. Oleh karena itu, perlu
pendekatan edukatif dan struktural yang komprehensif. Salah satu strategi
utama pengurangan plastik adalah mengurangi penggunaan plastik sekali
pakai (single-use plastic), seperti kantong belanja, sedotan, styrofoam, dan
botol minuman.

Inovasi juga berperan besar, seperti pengembangan kemasan
biodegradable, tas belanja dari limbah, atau alat makan dari bambu dan
jagung yang dapat terurai alami. Pengurangan plastik tidak bisa dilepaskan
dari edukasi dan kesadaran publik. Tanpa pendidikan yang memadai,
larangan plastik bisa ditolak atau dilanggar karena dianggap tidak praktis.
Oleh karena itu, upaya pengurangan plastik harus bersifat holistik: dimulai
dari edukasi lingkungan, didukung regulasi pemerintah, serta melibatkan
masyarakat sebagai aktor utama dalam perubahan

Sampah plastik dikenal sebagai salah satu limbah yang paling sulit terurai
secara alami. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
menunjukkan bahwa kantong plastik di laut membutuhkan waktu 10 hingga
20 tahun untuk terurai, sementara botol plastik bisa mencapai hingga 450
tahun. Selain itu, masih banyak jenis sampah plastik lain yang juga
memerlukan waktu sangat lama untuk dapat terurai sempurna di alam.
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Melihat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk penguraian sampah plastik,
maka diperlukan adanya kebijakan yang tepat dan menyeluruh guna
mengatasi permasalahan pengelolaan sampah serta menjaga kelestarian
lingkungan hidup (Tristy, dkk. 2020).

Di era globalisasi saat ini, masyarakat cenderung memilih cara hidup yang
serba praktis, termasuk dalam penggunaan bahan sintetis seperti plastik demi
kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Untuk mengatasi dampak negatif dari
penggunaan plastik, pemerintah pusat maupun daerah telah mengeluarkan
berbagai kebijakan terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik,
demi menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa kebijakan tersebut
mencakup kewajiban bagi produsen untuk memproduksi kantong plastik yang
ramah lingkungan, penyediaan alternatif kantong belanja berbahan kertas,
kardus, serat alam, dan lainnya di pusat perbelanjaan, serta pengenaan cukai
terhadap kemasan plastik. Selain itu, ada pula upaya menaikkan harga
kantong plastik guna mengubah perilaku konsumen.

Di berbagai wilayah Indonesia, penggunaan kantong plastik mulai dibatasi
dan digantikan oleh kantong yang dapat digunakan berulang kali. Bahkan,
beberapa daerah telah menerapkan sistem kantong plastik berbayar untuk
menekan konsumsinya. Di sisi lain, sejumlah pelaku usaha makanan dan
minuman juga mulai beralih dari sedotan plastik ke bahan alternatif seperti
kertas dan stainless steel. Seluruh kebijakan ini merupakan langkah strategis
pemerintah untuk mengurangi tingkat penggunaan plastik yang berkontribusi
besar terhadap penumpukan sampah. Dengan diterapkannya berbagai
kebijakan tersebut, diharapkan dapat tercipta perubahan perilaku masyarakat
dan menekan jumlah sampah plastik yang sulit terurai secara alami.
Pemerintah daerah seperti di Bali, Jakarta, dan Banjarmasin telah mulai
melarang penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan. Namun,
efektivitas kebijakan ini sangat tergantung pada pengawasan dan kesadaran
masyarakat. Pengurangan plastik juga menjadi bagian dari tanggung jawab
warga negara ekologis. Misalnya, individu dapat memilih produk tanpa
kemasan plastik, menggunakan produk isi ulang, atau mengikuti sistem refill.
Komunitas lokal memainkan peran penting melalui gerakan-gerakan seperti
bank sampah, zero waste lifestyle, atau kampanye plastik diet di sekolah dan
pasar tradisional.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi
kasus yang dilakukan di Kabupaten Garut. Data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam, termasuk dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
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Garut, serta observasi dan dokumentasi terhadap kegiatan edukasi
pengurangan plastik di masyarakat.

Informan dipilih secara purposive, yaitu mereka yang terlibat langsung
dalam kegiatan pengurangan sampah plastik. Data dianalisis secara deskriptif
kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan
A. Studi Kasus Praktik Pengemasan dengan Plastik Sekali Pakai

Gambar tersebut memperlihatkan praktik umum dalam penyimpanan
buah potong, di mana potongan buah dimasukkan ke dalam kantong plastik
kecil (kemungkinan untuk keperluan pembekuan atau penjualan). Praktik ini
memang dianggap efisien dan praktis, namun dari sudut pandang lingkungan,
penggunaan plastik sekali pakai dalam jumlah banyak seperti ini
menimbulkan sejumlah permasalahan ekologis, terutama jika tidak dikelola
dengan benar setelah digunakan.

Dampak Lingkungan

a. Penumpukan Sampah Plastik: Plastik sekali pakai seperti yang digunakan
dalam gambar sangat sulit terurai di alam. Jika tidak didaur ulang, plastik
ini akan menumpuk di TPA dan mencemari lingkungan.

b. Potensi Pencemaran Mikroplastik: Plastik yang terurai menjadi partikel
kecil (mikroplastik) dapat mencemari air, tanah, dan rantai makanan
manusia.

Dalam konteks ecological citizenship, penggunaan plastik sekali pakai
untuk makanan seperti ini menjadi contoh nyata dari tantangan dalam
membangun ecological citizenship. Di satu sisi, masyarakat berupaya menjaga
kebersihan dan kualitas makanan dengan membungkus secara individual.
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Namun, di sisi lain, kesadaran akan dampak jangka panjang dari penggunaan
plastik belum sepenuhnya berkembang. Perubahan perilaku masyarakat
masih memerlukan intervensi edukatif dan kebijakan yang nyata, Kewargaan
ekologis tidak hanya berbicara tentang membuang sampah pada tempatnya,
tetapi juga tentang memikirkan dampak dari setiap konsumsi yang dilakukan,
termasuk dalam memilih jenis kemasan makanan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan solutif yang dapat

diterapkan antara lain:

a.

Menggunakan wadah reusable (seperti kontainer plastik tebal, toples
kaca, atau silikon food-grade).

Mendorong inovasi pengemasan berbasis bahan alami (misalnya daun
pisang, kertas food-grade, atau bioplastik).

Edukasi kepada pelaku usaha kecil dan masyarakat tentang pengelolaan
limbah plastik pasca konsumsi.

Pengembangan kemasan ramah lingkungan berbasis bahan daur ulang
atau organik (misalnya kantong kertas, plastik biodegradable).

Dukungan pemerintah melalui pelatihan dan insentif untuk pelaku usaha
mikro yang berkomitmen mengurangi plastik.

Hasil Wawancara dengan Penyuluh Lingkungan Hidup DLH Garut
Hasil dari wawancara dengan Agus Ramdan sebagai Penyuluh Lingkungan

Hidup Ahli Muda, mengenai isu pengelolaan sampah plastik di Kabupaten
Garut:

1.

Volume Sampah Plastik yang Dihasilkan Masyarakat Garut

Berdasarkan data dari narasumber, total timbulan sampah harian di
Kabupaten Garut mencapai 1.189,46 ton per hari. Jika mengacu pada
tabel komposisi jenis sampah yang dilampirkan, diketahui bahwa sampah
plastik menyumbang 14,75% dari total timbulan sampah. Dengan
demikian, estimasi volume sampah plastik harian di Garut adalah:

14,75% x 1.189,46 ton = + 175,48ton plastik/hari

Dalam skala bulanan, angka ini menjadi:

175,48 ton x 30 hari = + 5.264,4ton plastik/bulan

Sedangkan untuk skala tahunan:

175,48 ton x 365 hari = + 64.058ton plastik/tahun

Ini menunjukkan bahwa sampah plastik merupakan salah satu jenis
sampah yang cukup signifikan, meskipun tidak mendominasi, tetapi
memiliki dampak lingkungan jangka panjang karena sifatnya yang sulit
terurai.
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2. Persentase Sampah Plastik dari Total Sampah

Jenis Komposisi l Persentase |
1 [Sisa Makanan 16.68%
2 |Kayu/Ranting/Daun 34.22%
3 |Plastik 14.75%
4 |Kertas ‘ 6.04%)
5 |Logam/Kaleng ‘ 0.44%
6 |Gelas/kaca 1.35%
7 |Kain/tekstil 3.33%
8 |Karet/kulit | 1.02%
9 [Lainnya | 1943%|

Seperti dijelaskan, persentase sampah plastik adalah sebesar 14,75%.
Meskipun secara persentase bukan yang paling tinggi (karena sampah
organik seperti kayu/daun mencapai 34,22%), plastik tetap menjadi
perhatian utama dalam pengelolaan karena durasi dekomposisinya yang
sangat lama dan potensi mencemari ekosistem.

3. Program Edukasi Lingkungan yang Telah Dilakukan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut telah menginisiasi dan

mendukung sejumlah program edukasi untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat, antara lain:

a. Program Kang Raling (Kampung Ramah Lingkungan): Merupakan
upaya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan
bersih dan sehat dengan prinsip partisipatif.

b. Sosialisasi dan Edukasi: Kegiatan rutin dilakukan oleh DLH, baik di
sekolah-sekolah, pesantren, maupun di tingkat RT/RW untuk
memberikan pemahaman tentang pentingnya pengurangan sampah,
khususnya plastik.

Dua program ini menunjukkan adanya inisiatif edukatif yang

berkelanjutan, meskipun skalanya masih perlu diperluas.

4. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Meskipun telah dilakukan berbagai program edukasi, tingkat partisipasi

masyarakat dinilai masih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa

faktor:

a. Rendahnya kesadaran akan dampak jangka panjang sampah plastik.

b. Minimnya fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpilah dan
sistem pengangkutan yang terintegrasi.
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5.

c. Kebiasaan konsumtif dan budaya penggunaan plastik sekali pakai
yang masih tinggi.

d. Rendahnya partisipasi ini menjadi tantangan utama dalam
membangun kesadaran ekologis atau ecological citizenship di
masyarakat Garut.

Jumlah Komunitas atau Lembaga yang Aktif

Saat ini terdapat: 23 Unit Bank Sampah yang aktif di berbagai wilayah

Garut. 11 Unit TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse,

Recycle).

Kehadiran lembaga ini sangat strategis dalam pengelolaan sampah

berbasis masyarakat. Namun, jumlahnya masih relatif terbatas jika

dibandingkan dengan luas wilayah dan populasi Garut.

Dapat disimpulkan dari hasil Wawancara ini menggambarkan bahwa

permasalahan sampah plastik di Kabupaten Garut cukup kompleks,
melibatkan volume yang besar dan partisipasi masyarakat yang masih minim.
Meskipun sudah ada upaya edukasi dan dukungan kelembagaan, peningkatan
kesadaran dan pemberdayaan masyarakat tetap menjadi kunci keberhasilan
dalam mengurangi timbulan sampah plastik. Langkah lanjutan yang dapat
didorong adalah:

a.

b.
C.
d

Meningkatkan jumlah dan peran komunitas lingkungan.

Membangun sistem insentif untuk partisipasi masyarakat.
Mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum sekolah.
Mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk pesantren, sekolah, dan
industri lokal.

Dinamika Pengelolaan Sampah Plastik di Kabupaten Garut: Perspektif
Praktisi Lapangan
Hasil dan pembahasan wawancara dengan Bapak Agus Ramdan selaku

Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda di Garut, berdasarkan data yang
diperoleh diantaranya:

1.

Persepsi Masyarakat tentang Kewargaan Ekologis

Sebagian besar masyarakat Garut belum memprioritaskan isu lingkungan
dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari kebiasaan membuang
sampah sembarangan dan minimnya praktik pemilahan sampah di tingkat
rumah tangga.

Kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran ekologis (ecological
awareness) masyarakat. Menurut konsep Ecological Citizenship, individu
seharusnya sadar akan dampak lingkungannya dan mengambil tanggung
jawab dalam menjaga keberlanjutan ekosistem melalui tindakan sehari-
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hari. Namun, tanpa adanya pemahaman nilai-nilai ekologis, warga
cenderung bersikap pasif terhadap masalah lingkungan.
2. Sikap dan Perilaku terhadap Plastik Sekali Pakai
Penggunaan plastik sekali pakai masih menjadi bagian dari rutinitas
masyarakat, mulai dari kantong belanja hingga kemasan makanan.
Kondisi ini mencerminkan adanya ketergantungan masyarakat terhadap
kepraktisan, meskipun berdampak negatif terhadap lingkungan. Ini
menunjukkan bahwa perubahan perilaku memerlukan edukasi yang kuat
dan perubahan pola pikir (mindset) yang mendalam.
3. Strategi Edukasi oleh Pemerintah/LSM
DLH dan beberapa pihak melakukan edukasi melalui pendekatan
langsung (door to door) kepada masyarakat agar mulai memilah sampah
dari rumah.
Strategi edukasi langsung ini penting karena dapat membangun
kedekatan emosional dan personal. Edukasi yang dilakukan secara
langsung cenderung lebih efektif, terutama dalam menjangkau
masyarakat yang belum melek isu lingkungan. Namun, skalanya masih
terbatas dan perlu diperluas.
4. Kendala dalam Pengurangan Sampah Plastik
a. Budaya Masyarakat yang masih suka dengan hal yang sifatnya praktis,
contohnya sudah sangat jarang ibu-ibu yang berbelanja sambil
membawa wadah sendiri dikarenakan lebih menyukai pakai kantong
kresek
b. Perlu adanya regulasi yang spesifik dalam pengelolaan sampah plastic
c. Belum adanya off-taker yang menyeluruh dan menyentuh seluruh
daerah yang ada di Kabupaten Garut
Kendala ini menunjukkan bahwa pengurangan plastik memerlukan
pendekatan multi-level, mencakup perubahan budaya, penyusunan
regulasi yang lebih spesifik, dan penguatan infrastruktur pengelolaan
sampah.
5. Peran Tokoh Masyarakat, Sekolah, dan Pesantren
Peran tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan pesantren dianggap
sangat strategis karena memiliki daya pengaruh sosial dan moral yang
tinggi di komunitas.
Keterlibatan mereka sangat penting dalam menginternalisasi nilai-nilai
ramah lingkungan kepada masyarakat. Dengan dukungan tokoh lokal,
pesan lingkungan dapat disampaikan melalui pendekatan nilai dan
kearifan lokal yang lebih diterima oleh masyarakat.
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Berkaitan dengan Kebijakan dan Program

Kebijakan Pengurangan Plastik di Garut

Saat ini belum ada regulasi khusus tentang pengurangan plastik. Dasar

hukum yang berlaku masih mengacu pada Perda No. 4 Tahun 2014

tentang pengelolaan sampah rumah tangga.

Ketiadaan regulasi spesifik membuat pengurangan plastik belum memiliki

dasar hukum yang kuat untuk diimplementasikan secara menyeluruh.

Dibutuhkan dorongan untuk merumuskan Perbup atau Perda khusus

tentang pengurangan plastik.

Program/Kampanye DLH

a. Program Kang Raling (Kampung Ramah Lingkungan) yang diinisiasi
oleh DLH bersama fasilitator lingkungan sebagai Upaya meningkatkan
peran serta Masyarakat untuk pengelolaan sampah yang berwawasan
lingkungan yang dimulai dengan pemilahan sampah

b. Program Adiwiyata untuk sekolah berbudaya lingkungan dan eco
office untuk perkantoran berbudaya lingkungan dan kantor.

Program ini menjadi media strategis untuk membentuk budaya

lingkungan sejak dini dan di lingkungan kerja. Namun, agar berdampak

luas, perlu dilakukan monitoring, pelatihan rutin, dan dukungan

infrastruktur.

Kerja Sama Lintas Sektor

DLH telah menjalin kerja sama dengan sekolah, pesantren, pasar, dan

komunitas dalam mengimplementasikan berbagai program.

Kerja sama lintas sektor sangat mendukung keberhasilan program

lingkungan, karena tiap aktor dapat berkontribusi sesuai kapasitas dan

konteks sosial masing-masing.

Evaluasi Efektivitas Program

DLH mengakui bahwa program-program yang berjalan masih belum

sepenuhnya efektif dan konsistensi pelaksanaan masih perlu ditingkatkan.

Diperlukan mekanisme evaluasi berkelanjutan agar pelaksanaan program

tidak berhenti pada sosialisasi semata, melainkan diikuti oleh perubahan

perilaku nyata.

Data Per Kecamatan

Belum tersedia data spesifik mengenai pengelolaan sampah plastik per

kecamatan/desa.

Ketiadaan data rinci menjadi tantangan dalam merancang kebijakan

berbasis kebutuhan lokal. Dibutuhkan sistem informasi lingkungan yang

terintegrasi dan mudah diakses.
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E. Tantangan dan Solusi

1. Kendala Terbesar: Kesadaran Masyarakat
Kesadaran masih menjadi faktor kunci yang menghambat keberhasilan
pengurangan plastik.
Diperlukan pendekatan transformasional dalam edukasi lingkungan yang
tidak hanya informatif tetapi juga menyentuh nilai dan keyakinan
masyarakat.

2. Peran Kebijakan Lokal
Kebijakan lokal sangat menentukan keberhasilan karena dapat
mendorong warga melalui pendekatan normatif dan kultural, misalnya
melalui kearifan lokal.
Penguatan kebijakan lokal berbasis kearifan lokal dapat memperkuat rasa
memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

3. Saran DLH untuk Mendorong “Ecological Citizens”
a. Edukasi berbasis nilai lokal.
b. Libatkan tokoh agama dan adat.
c. Bangun kebiasaan ekologis sejak dini melalui pendidikan.
Masyarakat akan lebih mudah memahami dan menerima pesan
perubahan jika pesan tersebut dikaitkan dengan identitas budaya dan
nilai lokal mereka.

Hasil wawancara ini menegaskan bahwa isu pengurangan sampah plastik
di Garut belum sepenuhnya menjadi perhatian utama masyarakat.
Dibutuhkan kolaborasi multipihak, pendekatan berbasis nilai, dan kebijakan
yang kuat untuk membangun kewargaan ekologis (ecological citizenship) yang
berkelanjutan.

Kesimpulan

Permasalahan sampah plastik di Kabupaten Garut merupakan isu
lingkungan yang kompleks dan mendesak untuk segera ditangani secara
sistematis dan partisipatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan
edukatif berbasis komunitas, budaya lokal, serta nilai-nilai kewargaan
ekologis (ecological citizenship) memiliki potensi besar dalam mendorong
perubahan perilaku masyarakat terhadap penggunaan plastik sekali pakai.
Melalui edukasi lingkungan yang kontekstual, warga dapat dibekali dengan
pemahaman kritis, kesadaran moral, dan keterampilan praktis dalam
mengurangi konsumsi plastik serta mengelola sampah secara berkelanjutan.

Konsep ecological citizenship menjadi kerangka yang relevan untuk
menanamkan tanggung jawab individu dalam menjaga keberlanjutan
lingkungan hidup, tidak semata-mata sebagai kewajiban hukum, melainkan
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sebagai bentuk kepedulian sosial dan etika terhadap generasi mendatang.
Namun, upaya ini membutuhkan dukungan kebijakan daerah yang tegas,
infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, serta kolaborasi lintas
sektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan
tokoh lokal. Dengan demikian, transformasi menuju masyarakat yang
berbudaya ekologis dapat terwujud secara berkelanjutan, menjadikan Garut
sebagai model pembangunan lingkungan vyang inklusif, sadar, dan
bertanggung jawab.
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ABSTRAK

Masalah kebersihan, kesehatan lingkungan, serta pelestarian alam masih
menjadi permasalahan global. Namun kini tidak hanya sampah plastik saja
yang menjadi sorotan, kini sampah alami juga turut serta menjadi bagian tak
terbantahkan untuk dikelola dengan baik. Begitu pula dengan masalah limbah
yang terdapat di Kampung Malaus. Melalui observasi awal peneliti
menemukan berbagai permasalahan limbah alami yang berasal dari
tumbuhan yaitu rumput liar yang dibiarkan tinggi, saluran air yang dipenuhi
buah buahan yang rontok hingga menutupi permukaan, hingga permasalahan
harga pupuk kimia yang tinggi. Tidak hanya itu, tidak sedikit warga yang
mengaku pernah mengalami gangguan kesehatan akibat penggunaan pupuk
berbahan dasar kimia. Penelitian ini dilaksanakan bersamaan dengan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah peneliti laksanakan
bersama mahasiswa. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif
dengan pendekatan etnografi. Peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik
dan persepsi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dalam
mewujudkan kewarganegaraan ekologi melalui pemanfaatan limbah alami
tersebut menjadi pupuk organik yang berasal dari tumbuhan. Hasil yang
didapat bahwa diketahui melalui proses pengamatan langsung dan
wawancara, bahwa masyarakat memberikan respon yang sangat positif
dalam pemanfaatan limbah tersebut. Masyarakat juga berharap ada program
lanjutan yang berkaitan dengan proses pembuatan pupuk berbahan limbah
tumbuhan yang banyak ditemukan di lingkungan kampung Malaus. Pupuk
tersebut nantinya tidak hanya sebagai solusi alternatif pengganti pupuk
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berbahan kimia tetapi juga diharapkan menjadi produk yang dapat
dikembangkan menjadi produk industri berskala rumah tangga. Sehingga
tidak hanya membentuk kewarganegaraan ekologi namun juga meningkatkan
kualitas ruang hidup dan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Ekologi, Limbah.

1. PENDAHULUAN

Masalah kesehatan lingkungan masih menjadi sorotan bagi bangsa
Indonesia. Mengingat jumlah penduduk vyang cukup besar sehingga
pengolahan limbah khususnya limbah rumah tangga maupun limbah alami
perlu terus mendapat bimbingan agar tidak hanya sekedar menjaga
kebersihan namun juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.
Manusia sangat bergantung kepada alam dalam memenuhi keberlangsungan
hidupnya. Oleh karena itu, menjaga Kesehatan dan kebersihan lingkungan
sanagt penting dilakukan. Pelestarian lingkungan tentu menjadi kewajiban
bagi setiap warga negara. Hal ini merupakan salah satu wujud dari
kewarganegaraan ekologi dimana masyarakat harus memiliki kesadaran yang
sangat tinggi dan bertanggungjawab terhadap lingkungannya sendiri.
Masyarakat secara bersama-sama merawat serta mengelola limbah yang
terdapat di lingkungan tempat tinggal nya. Begitupun dengan limbah alami
yang terdapat di Kampung Malaus harus dikelola dengan baik agar tidak
menimbulkan berbagai dampak negatif bagi Masyarakat setempat. Kampung
Malaus terletak di 2,232 BT dan 134,1319 LS merupakan salah satu kampung
yang termasuk dalam wilayah Distrik Salawati, Kabupaten Sorong Provinsi
Papua Barat. Terletak di tengah hutan yang dikelilingi oleh pegunungan. Jarak
antara Kampung Malaus dengan pusat distrik Salawati 9,8 km (+15 menit)
sedangkan jarak antara Kampung Malaus dengan ibu kota kabupaten
Sorong45 Km (+60 menit).

Berdasarkan data primer yang terangkum dalam website resmi
https://malaus.my.id , kampung Malaus memiliki jumlah penduduk sebanyak
1025 Jiwa yang tersebar dalam 307 Kepala Keluarga (KK). Mayoritas
penduduk, yaitu 286 KK jika dipresentasekan sebanyak 93,15 % bekerja di
sektor pertanian, menjadi mata pencaharian utama sebagai petani. Sektor
pertanian ini berfokus pada produksi sayur-mayur, dan buah-buahan, yang
tidak hanya untuk konsumsi pribadi tetapi juga dipasarkan. Lingkungan
kampung Malaus sangat subur, ditumbuhi berbagai macam tanaman buah-
buahan yang tumbuh dengan liar diantaranya jambu air, pisang, jambu
bangkok, dan nanas. Namun buah-buahan tersebut dibiarkan rontok
berjatuhan hingga dihinggapi lalat dan mengeluarkan bau yang tidak sedap.
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Sepanjang jalan kampung Malaus juga ditumbuhi rumput yang cukup tinggi
bahkan hampir sama dengan tinggi orang dewasa. Aktifitas warga kampung
Malaus di ladang membuat halaman rumah warga kurang terawat sehingga
banyak ditumbuhi rumput liar, penumpukan daun yang gugur dan buah
buahan yang rontok. Suasana kampung malaus cukup tenang. Kampung
Malaus sendiri dilihat dari aspek geografisnya diapit oleh dua aliran sungai
yang cukup besar. Suhu rata-rata di Kampung ini berkisar 26-28°C. Perubahan
cuaca yang tidak menentu mengakibatkan mudahnya serangan hama
menimpa tanaman pertanian penduduk. Curah hujan yang cukup tinggi juga
mengakibatkan seringnya terjadi genangan air dan bahkan banjir. Air sungai
meluap seringkali membanijiri daerah aliran sungai.

Ketika berkunjung ke Kampung ini, peneliti menemukan banyak limbah
alami berupa sampah daun yang rontok secara alami yang karena dibiarkan
maka semakin lama semakin menumpuk. Kemudian buah-buahan yang
dibiarkan berjatuhan dan membusuk menyebabkan aroma tidak sedap
sehingga berdatangan lalat-lalat di atasnya. Selain itu, rumput yang dibiarkan
tinggi menjulang baik itu disepanjang jalan Kampung juga di setiap
pekarangan rumah warga yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan
lingkungan. Setelah melakukan analisa kondisi dan permasalahan di Kampung
Malaus melalui observasi dan wawancara awal kepada warga diketahui
bahwa mayoritas warga hanya membersihkan lingkungan rumahnya jika
rumput sudah mulai menjalar mengenai tembok rumah. Tidak jarang mereka
sengaja membiarkan rumput tumbuh tinggi menjulang dengan alasan tidak
memiliki waktu akibat kesibukan mereka bekerja di ladang satu hari penuh.
Tidak sedikit warga yang membuang sampah rumah tangga ke Sungai atau
dibuang begitu saja di sekitar rumah dengan alasan sampah tersebut dapat
terurai dengan sendirinya. Selain itu akibat curah hujan yang cukup tinggi,
ditambah dengan wilayah kampung yang diapit oleh dua aliran sungai serta
penyerapan tanah yang kurang maksimal menyebabkan sering terjadinya
genangan air yang tingi, tidak jarang juga membanijiri pekarangan bahkan air
sampai masuk ke rumah warga.

Disamping permasalahan lingkungan, juga ditemukan permasalahan yang
dimiliki oleh warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani yaitu tingginya
harga pupuk kimia. Hal ini dikarenakan ongkos pengangkutan yang tinggi
mengakibatkan harga pupuk kimia setelah sampai di kampung malaus juga
turut tinggi. Diketahui juga semua petani di kampung Malaus ini
menggunakan pupuk kimia sebagai penyubur tanah mereka, seperti yang kita
ketahui penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat menyebabkan
organisme di dalam tanah mati, mengurangi unsur hara dalam tanah, tanah
pada daerah ladang dan perkebunan menjadi dangkal dan masih banyak lagi
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dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan pupuk kimia jika
digunakan secara berlebihan dan terus menerus.

Masyarakat di Kampung Malaus yang sebagian besar bermata
pencaharian petani ini belum memanfaatkan pupuk lain selain pupuk kimia
sebagai penyubur tanaman. Masyarakat sebetulnya sudah mengetahui
manfaat penggunaan pupuk organik namun masih minim informasi mengenai
bagaimana cara mengolah sampah organik yang mereka anggap sebagai
limbah tidak berguna untuk dimanfaatkan menjadi pupuk organik yang ramah
lingkungan dan tidak memberikan dampak negatif bagi struktur dan
organisme di dalam tanah. Limbah yang dapat digunakan sebagai bahan dasar
pembuatan pupuk organik salah satunya adalah limbah sisa-sisa dapur dan
sampah seperti tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang sudah busuk
ataupun limbah organik lainnya yang berada di lingkungan sekitar tempat
tinggal mereka.

Berangkat dari permasalahan yang ditemukan di lapangan peneliti
mengetahui bagaimana praktik Masyarakat kampung Malaus dalam
mengolah limbah organik. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana persepsi
Masyarakat terhadap pengolahan limbah alam menjadi pupuk organic.

Dalam penelitian ini, Peneliti juga berusaha memberikan sosialisasi serta
edukasi melalui praktik langsung cara mengolah limbah tersebut menjadi
pupuk cair.

Setelah diberikan sosialisasi, edukasi langkah kerja pengolahan limbah
tersebut, penelitian memiliki tujuan ingin mengetahui bagaimana pandangan
Masyarakat dalam pengolahan limbah tersebut. Peneliti juga ingin
mengetahui kekuatan serta kelemahan Masyarakat dalam praktiknya. Besar
harapan peneliti hasil pengolahan limbah tersebut dipraktikkan secara nyata
sehingga tidak hanya menjadi Solusi permasalahan lingkungan namun juga
bernilai guna serta memiliki nilai ekonomi yang diharapkan dapat membantu
menambah pemasukan bagi warga Kampung Malaus.

2. ACUAN TEORI
A. Kewarganegaraan Ekologi sebagai Wujud Tanggungjawab Warga Negara
Pendidikan kewarganegaraan merupakan alat yang paling relevan untuk
mengarahkan perilaku warga negara. Pendidikan kewarganegaraan ini tidak
hanya berkontribusi pada perilaku yang berkaitan dengan system sosialnya
saja namun juga terhadap lingkungan dan hubungan keduanya. Kaitannya
dengan tanggungjawab warga negara terhadap lingkungan dikenal dengan
istilah kewarganegaraan ekologi. Ecologi citizenship merupakan sebuah
gerakan yang mempromosikan perihal permasalahan lingkungan (Hayward
dalam Lili Halimah: 2020). Tujuan dari Gerakan ini adalah mengarahkan
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pemikiran warga negara dan membentuk karakter untuk peduli terhadap
lingkungan. Kewarganegaraan ekologi merupakan hubungan antara manusia
dengan lingkungan hidupnya yang memiliki unsur kepedulian serta kesadaran
dalam bersikap dan bertanggungjawab. Tanggungjawab ini mengarah
bagaimana manusia memperlakukan lingkungannya agar terjaga
kelestariannya. Menurut Humpreys dalam Ridwan Santoso,dkk (2024),
kewarganegaraan ekologis merupakan Gerakan sosial berupa aktivitas
menyuarakan keadilan bagi kerusakan lingkungan. Gerakan ini disuarakan
oleh masyarakat yang berada di pedesaan atau di pinggiran kota yang terkena
dampak kerusakan alam. Warga negara sangat penting untuk memahami
bahwa lingkungan melingkupi semua bidang yang berkaitan erat dengan
struktur sosialnya ( Fitriah,dkk: 2024).

Untuk menguatkan promosi konsep kewarganegaraan ekologi ini
diperlukan konsep pedagogi yang mengarah kepada pendekatan
pengetahuan tentang lingkungan. Pengetahuan kewarganegaraan ekologi
merupakan pemahaman warga negara mengenai lingkungan yang berkaitan
dengan hak, status, dan tanggungjawab dalam mengatasi masalah serta
mengelola lingkungan (Ridwan:2024). Pengetahuan tersebut nantinya akan
melahirkan kesadaran yang berorientasi pada sikap kewarganegaraan ekologi
dan praktiknya (civic responsibility). Civic Responsibility dipandang sebagai
suatu hal yang sangat penting bagi tercapainya kewarganegaraan ekologi
yang tinggi. Praktik kewarganegaraan ekologi menurut Krasny dalam Ridwan
(2004) adalah tindakan pengelolaan oleh masyarakat untuk meningkatkan
infrastruktur hijau, ekosistem dan kesejahteraan manusia. Melalui Pendidikan
kewarganegaraan ekologi sikap, keterampilan serta kompetensi mengenai
pengelolaan lingkungan dapat meningkat. Manusia sebagai agen perubahan
dan pemecahan masalah lingkungan. Menurut teori Deep Ecological yang
dikembangkan oleh Arne Naess memandang bahwa mahkluk hidup biotik
maupun abiotik saling berkaitan satu sama lain sehingga harus dihormati
keberadaannya. (Evi.N.N,dkk: 2024). Manusia sebagai pelaku pemelihara
lingkungan dan manusia menjadi objek timbal balik dari lingkungannya. Oleh
karena itu harus ada keterlibatan masyarakat secara aktif untuk
mengantisipasi serta melakukan penganan kerusakan lingkungan dengan
tepat dan efektif (Marissa,dkk:2023).

B. Limbah Alam sebagai Pupuk Organik Padat dan Pupuk Organik Cair.
Tidak hanya limbah plastik yang menjadi target dalam upaya pelestarian
lingkungan. Limbah organik yang berasal dari tumbuhan juga turut menjadi
target dalam pelestarian alam. Sampah secara definisi adalah material yang
tidak dimanfaatkan lagi (Eka, dkk:2024) namun juga bisa diartikan suatu
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material yang berlebih dan tidak dimanfaatkan dengan tepat. Sampah
merupakan bahan padat buangan yang berasal dari berbagai kegiatan rumah
tangga, pasar, atau aktivitas lainnya (Abdul Hasyim, dkk:2024). Sampah
organik terdiri dari sisa sayuran, berbagai tanaman, sisa makanan yang
mengandung senyawa karbon sederhana maupun kompleks (Setyorini dalam
Hasyim:2024). Limbah organik yang walaupun berasal dari tumbuhan dan sisa
sayuran namun jika dibiarkan tanpa dilakukan pengolahan yang tepat akan
mengurangi nilai estetika lingkungan tempat tinggal. Buah-buahan yang
berlebih kemudian rontok dan dibiarkan akan memicu tingginya volume
limbah yang berasal dari buah buahan tersebut. Limbah buah-buahan adalah
bahan yang pembuangannya secara open dumping yang tanpa pengolahan
(Catur: 2020) sehingga dapat menimbulkan bau busuk yang menyengat
Penanganan limbah yang berasal dari buah buahan, sisa potongan sayur, atau
daun-daun yang membusuk seringkali kurang diperhatikan. Padahal limbah
tersebut dapat memunculkan berbagai permasalahan antara lain, aroma yang
tidak sedap, polusi air, serta masalah lainnya yang memicu gangguan
kesehatan. Melimpahnya limbah yang berasal dari buah buahan berpotensi
sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik cair (POC). Kesuburan tanah
bisa didapatkan melalui pemanfaatan bahan baku ini. POC digunakan sebagai
pilihan untuk membebaskan tanaman dari efek buruk yang diakibatkan oleh
residu bahan kimia yang dihasilkan dari pupuk kimia (Catur:2020). Residu
pupuk kimia dapat meracuni berbagai organisme tanah dan mengurangi
Tingkat kesuburan tanah yang ditandai dengan buruknya sifat tanah, bentuk
fisik serta biologi tanah (Sagitarini, N. F., & Dewi, N. M. A. R.: 2023).

Pupuk organik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pupuk organik
padat dan pupuk organik cair (POC). Kompos merupakan salah atau pupuk
organik padat yang berasal dari pelapukan bahan-bahan antara lain
dedaunan, batang pohon pisang, alang-alang, jerami dan lain-lain. Kompos
mengandung unsur hara meliputi unsur hara mikro dan unsur hara makro.
Unsur hara makro meliputi nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K). Manfaat
unsur hara makro adalah mempercepat pertumbuhan vegetative tanaman,
menyimpan energi, mempercepat proses pertumbuhan bunga dan buah serta
mempercepat pematangan. Kemudian unsur hara makro ini juga berperan
penting dalam membantu proses fotosintesis, mengefisienkan penggunaan
air, membentuk cabang yang lebih kuat, mempercepat perakaran sehingga
tanaman lebih kokoh dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap
penyakit. Sedangkan manfaat unsur hara mikro adalah membantu proses
pertumbuhan tanaman yang meliputi besi (Fe), tembaga (Cu), seng (Zn), klor
(Cl), boron (B), mangan (Mn), dan molibdenum (Mo) (Nurkhasanah, dkk
dalam Sagitarini, N. F.,& Dewi, N. M. A. R.: 2023). Sementara itu manfaat yang
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ditimbulkan oleh penggunaan POC yaitu dapat secara cepat mengefisiensi
unsur hara sehingga mampu menyediakan hara dengan cepat. POC tidak
merusak tanah walaupun diberikan dalam jangka panjang dan terus menerus.
POc juga memiliki bahan pengikat sehingga dapat digunakan secara langsung
(Zebua,dkk:2023).

3. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
etnografi. Etnografi sendiri dipahami sebagai satu cabang dari ilmu
antropoligi yang mempelajari mengenai aspek pola perilaku serta cara berfikir
pada orang yang dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar, dan sebagainya.
(Meisy P.S, dkk:2023). Pendekatan yang dipilih peneliti cenderung kepada
jenis etnografi realis dimana peneliti merefleksikan sikap tertentu terhadap
objek vyang dipelajari, menggambarkan pandangan partisipan serta
memberikan laporan pengamatannya. (Windiani:2016)

Fokus peneliti melalui pendekatan ini, peneliti berusaha mengungkapkan
bagaimana perilaku masyarakat Kampung Malaus dalam menjaga kelestarian
lingkungannya. Selain itu peneliti ingin menggambarkan bagaimana
pandangan mereka terhadap pemanfaatan limbah sampah alam sebagai
pupuk organik yang dapat digunakan sebagai pupuk pendukung maupun
pengganti pupuk sintetik. Pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah
wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan peneliti kepada Kepala
Keluarga yang berprofesi sebagai petani dan yang ikut dalam kelompok tani.
Sementara untuk observasi dilakukan secara menyeluruh selama proses
penelitian di Kampung Malaus.

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Malaus yang terdiri dari 3 Rukun
Warga dengan total sebanyak 10 Rukun tetangga.

Berikut adalah gambar data statistik pembagian wilayah kampung Malaus
yang peneliti dapatkan dari website resmi https://malaus.my.id/data-wilayah
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Gambar 3.1. Data Statistik Pembagian Wilayah Kampung Malaus per 2025

Subjek yang diamati dalam penelitian ini adalah kewarganegaraan ekologi
yang berwujud pada sikap dan perilaku masyarakat Kampung Malaus
terhadap kelestarian lingkungannya. Sedangkan objek penelitiannya adalah
praktik pemanfaatan limbah alami sebagai pupuk organik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sosialisasi Edukasi Pemanfaatan Limbah

Permasalahan lingkungan merupakan masalah yang berkaitan dengan
perilaku manusia yang kerap kali keliru dalam mengelolanya. Hal ini
merupakan akibat dari kurangnya pengetahuan tentang bagaimana manusia
harus memperlakukan lingkungannya. Semakin tinggi pengetahuan manusia
akan etika lingkungan maka akan semakin tinggi pula perilaku manusia untuk
menjaga lingkungannya (Edi.K,M.Rizal:2024). Oleh karena itu, peneliti
mengajukan kepada Pihak Kepala Kampung untuk melaksanakan kegiatan
berupa seminar sosialisasi kepada masyarakat guna memberikan edukasi
mengenai pemanfaatan Limbah Organik dan cara menanggulangi banjir
melalui pembuatan Bokashi/Pupuk Organik Cair (POC), Bokashi/Pupuk
Organik Padat (POP), dan Lubang Biopori.

Seminar sosialisasi dan edukasi bokashi/pupuk organik cair,
bokashi/pupuk organik padat, dan lubang biopori ini cukup menarik perhatian
masyarakat Kampung Malaus.
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Kegiatan ini disinyalir dapat membantu memberikan wawasan kepada
masyarakat terkait dampak yang dihasilkan dari kerusakan lingkungan,
dampak jangka panjang penggunaan pupuk buatan terhadap Kesehatan dan
lingkungan, pengolahan limbah organik yang melimpah serta memberikan
masyarakat jawaban dari masalah penanggulangan banjir yang kerap kali
terjadi di kampung tersebut.

Seminar sosialisasi dan edukasi ini dilaksanakan sebanyak 2 kali di Aula
Gedung Serbaguna Kampung Malaus dengan mengundang seluruh
masyarakat Kampung Malaus. Peneliti menggandeng Narasumber yang
berasal dari PT Bina Tani Sejahtera yaitu Ibu Feodora Elisabeth, Sp. Untuk
memberikan materi agar sesuai dengan bidang keilmuan mengenai
pengolahan limbah. Sementara Seminar sosialisasi dan edukasi kedua
dilaksanakan di Gedung PKK dengan tamu kunjungan dari siswa dan siswi
kelas 4 Sekolah Dasar Inpres 46 Kampung Malaus.

Selama proses kegiatan sosialisasi, peneliti mengamati antusiasme warga
sebagai peserta, dimana terlihat banyak warga yang mengajukan pertanyaan
terkait hal yang belum mereka ketahui. Warga juga terlihat sangat tertarik
pada contoh proses pembuatan POC yang didemonstrasikan oleh narasumber
dibantu oleh mahasiswa dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Sosialisasi ini tidak hanya memerikan edukasi namun juga memberi
informasi kepada peneliti mengenai pemahaman masyarakat mengenai
dampak kerusakan lingkungan, manfaat pengolahan limbah serta persepsi
mereka terhadap pengolahan limbah alami menjadi pupuk organik.

Setelah pelaksanaan sosialisasi, peneliti melakukan wawancara terkait
hasil yang didapatkan dari program sosialisasi yang dilakukan.

Hasilnya, mayoritas warga mengungkapkan bahwa sosialisasi tersebut
sangat bermanfaat. Mereka mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana
proses pengolahan limbah yang selama ini mereka kira hanya sampah biasa.
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Sebagian besar warga sudah mengetahui mengenai pupuk organik , namun
pupuk organik yang biasa mereka gunakan hanya berasal dari kotoran ternak
saja. Sebagian besar belum mengetahui bagaimana cara memanfaatkan
limbah alam berupa limbah tumbuhan sebagai pupuk organik. Selain itu
sebagian besar mengungkapkan bahwa belum memahami bahaya jangka
panjang penggunaan pupuk kimia.

B. Pembersihan, Pemilahan Bahan dan Pembuatan Pupuk Organik

Setelah sosialisasi dilakukan peneliti melalui kepala Kampung Malaus
mengajak masyarakat untuk melakukan pembersihan sekaligus pemilahan
limbah alami yang bisa digunakan sebagai pupuk organik padat dan pupuk
organik cair. Kemudian mengumpulkan alat-alat yang dibutuhkan dan
dilanjutkan dengan praktik pembuatan pupuk organik.

Biokashi/Pupuk organik padat adalah proses yang melibatkan bahan-
bahan organik basah dan kering menjadi pupuk yang kaya nutrisi untuk
tanaman. Tujuan dari penggunaan biokashi/pupuk organik padat ini adalah
sebagai solusi pemecahan masalah dan juga diharapkan dapat menambah
nilai tambah ekonomi bagi warga. Metode yang digunakan dalam pembuatan
pupuk ini adalah dengan mengecek progres pupuk dengan cara membolak-
balikan pupuk 1 kali dalam seminggu hingga pupuk dapat dipanen/digunakan.
Sedangkan Biokashi/Pupuk organik cair adalah proses yang melibatkan
bahan-bahan organik basah menjadi pupuk yang kaya nutrisi untuk tanaman.
Tujuan dari penggunaan biokashi/pupuk organik cair ini adalah sebagai solusi
pemecahan masalah dan juga diharapkan dapat menambah nilai tambah
ekonomi bagi warga.
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Gambar 4.2. Pembersihan di Wilayah Kampung
Malaus serta pengumpulan limbah organik
Sumber: Dokumentasi Pribadi

C. Pembahasan
a. Kewarganegaraan Ekologi dalam menjaga Kelestarian dan Kebersihan

Lingkungan

Keterlibatan  masyarakat Kampung  Malaus  sebagai  wujud
Kewarganegaraan ekologi terlihat sangat baik. Respon positif kerap diberikan
oleh masyarakat. Berdasarkan pengamatan serta hasil wawancara terungkap
bahwa semua masyarakat setuju bahwa kelestarian dan kebersihan
lingkungan harus dijaga. Melalui perwakilan masing-masing ketua RT
menyatakan bahwa warganya setuju bahwa perlu adanya upaya dalam
menjaga kebersihan lingkungan. Namun tidak sedikit warga yang mengakui
kelalaiannya dalam membersihkan lingkungan tempat tinggalnya akibat
kesibukannya berkebun sehingga perlu adanya program yang dibentuk untuk
membersihkan lingkungan. Bapak Samijo selaku warga RT 004
mengungkapkan bahwa perlu adanya program khusus dalam setiap pekan
untuk membersihkan lingkungan di setiap wilayah Rukun Tetangga. Beliau
mengungkapkan bahwa saluran air khususnya pada lingkungannya seringkali
mengalami mampet akibat timbunan limbah alam yang tertimbun dan
membusuk. Sehingga air seringkali meluap ketika hujan dan mengakibatkan
banijir.

Selain itu warga juga mengungkapkan belum dilakukannya pemanfaatan
limbah alam. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sarjo yang berprofesi
sebagai pengrajin dan petani. Beliau mengatakan bahwa belum ada
penanganan terkait limbah alam, yang dilakukan warga hanya membakar
limbah plastik saja. Sementara untuk limbah alam dibiarkan begitu saja.
Melalui sosialisasi yang dilakukan serta praktik langsung contoh pembuatan
pupuk dari limbah alam, warga antusias dan menyatakan baru mengetahui
bahwa limbah alam dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu barang yang
bernilai. Bahkan diungkapkan juga oleh beberapa warga bahwa pemanfaatan
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limbah alam mungkin tidak hanya diharapkan menjadi pupuk saja namun juga
dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tangan.

b. Kewarganegaraan Ekologi dalam Persepsi Pemanfaatan Limbah Alam
menjadi Pupuk Organik Cair dan Pupuk Organik Padat.

Respon positif juga ditunjukkan oleh warga pada saat praktik pembuatan
pupuk baik cair maupun padat. Warga berbondong-bondong membawa
peralatan yang mereka miliki serta mengumpulkan bahan-bahan limbah alam
sekaligus membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka. Warga
berpandangan bahwa pemanfaatan limbah dalam bentuk pupuk ini harus
terus dilakukan. Hal ini dirasa mereka bisa membawa manfaat besar bagi
masyarakat, terutama keuntungan dalam membantu penyuburan tanaman.
warga menceritakan pengalamannya selama menggunakan pupuk kimia,
tidak sedikit yang terkena racun dari pupuk tersebut pada saat proses
pemberian pupuk kimia ke tanaman. sehingga dengan adanya kegiatan
pemanfaatan sampah alami ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif
salah satunya bagi Kesehatan dan keselamatan para petani.

Beberapa warga mengaku pernah menggunakan pupuk alami tumbuhan
yang diolah menjadi kompos, namun tidak maksimal karena tidak mengetahui
langkah yang benar saat pembuatannya. Sebagian besar dari mereka lebih
setuju dengan pengadaan pembuatan pupuk organik cair karena lebih mudah
dalam pembuatannya serta mudah dikontrol. Selain itu lbu Sugiyah
berpendapat bahwa penggunaan POC lebih dirasa terbaik karena penyerapan
nutrisinya lebih cepat dibanding dengan menggunakan kompos. Namun tidak
sedikit juga yang berpandangan baik POP maupun POC sama-sama akan
memberikan keuntungan bagi masyarakat.

c. Kewarganegaraan Ekologi dalam Praktik Pengolahan Limbah

Aktivitas pengolahan limbah yang dilakukan oleh warga bersama peneliti
mendapat respon yang sangat baik. Terlihat dari partisipasi aktif masyarakat
dalam membantu proses pengolahan limbah alami. Berbagai ungkapan positif
diberikan masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Namun tentunya kegiatan
ini tidak bisa berhenti begitu saja. Respon positif masyarakat tentu tidak
dapat diabaikan begitu saja. Hal ini menjadi Langkah awal untuk membuat
proyek kerja berkelanjutan. Perlu adanya subsidi dana untuk membantu
masyarakat dalam pengadaan alat-alat yang dibutuhkan untuk pembuatan
pupuk tersebut. Selain itu juga dibutuhkan alat untuk membantu
mengumpulkan serta memproses bahan baku yang merupakan limbah alami
di kampung tersebut.
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Melalui perwakilan salah satu ketua rukun warga mengemukakan
harapan dan keinginan untuk mendapatkan pelatihan serta bimbingan
intensif bersubsidi dalam pembuatan pupuk organic berbahan limbah
tumbuhan. Warga merasa memerlukan pengetahuan lebih lanjut terkait
prosedur, manfaat, hingga penanganan kendala dalam merealisasikan
pembuatan pupuk yang lebih banyak. Pemberdayaan masyarakat baik secara
individu maupun kelompok-kelompok tani sangat diperlukan. Masyarakat
berharap adanya bantuan dalam pengadaan alat dan wadah berkapasitas
besar untuk membuat pupuk organic cair agar pupuk yang dihasilkan dapat
dimanfaatkan oleh seluruh penduduk Kampung Malaus yang berprofesi
sebagai petani. Jika dimungkinkan memproduksi pupuk organik cair dalam
jumlah yang lebih banyak lagi sehingga warga dapat membuat produk khusus
pupuk organik cair berbahan dasar limbah alami tumbuhan sehingga dapat
membantu menambah pendapatan warga. Tidak hanya dirasakan oleh petani
saja, namun juga seluruh warga. Lingkungan menjadi bersih, terjaga
kelestariannya, hasil bumi yang terbebas dari pupuk berbahan kimia, serta
meningkatkan ekonomi.

Untuk mewujudkan semua hal tersebut diperlukan generator citizen yang
ideal yang mana setiap orang memberikan kontribusi secara aktif dan positif
dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai warga negara (Edwin, Kokom:
2023). Keikutsertaan secara aktif dapat mewujudkan kewarganegaraan
ekologis yang mampu menciptakan kesadaran lingkungan pada diri setiap
warga. Keterlibatan aktif (civic engagement) semua aktor dalam masyarakat
sangat diperlukan demi meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.

5. KESIMPULAN

Melalui upaya kegiatan yang telah dilakukan, peneliti membuat
kesimpulan bahwa masyarakat Kampung Malaus memiliki kepedulian yang
tinggi terhadap kelestarian lingkungan daerah tempat tinggalnya, hal ini
terlihat dari respon positif ketika kegiatan sosialisasi edukasi pengolahan
limbah. Kurangnya pemahaman mengenai etika lingkungan dan pengelolaan
limbah alam secara benar menyebabkan kekeliruan dalam mengolah sampah
alam. Masyarakat merasa sangat perlu untuk mendapatkan binaan lanjutan
terkait pengolahan limbah alam menjadi pupuk. Melalui pembinaan yang
tepat masyarakat akan mampu mengelola lingkungannya dengan baik dan
mengolah limbah sampah alami menjadi suatu produk alternatif pengganti
pupuk berbahan kimia. Tidak hanya itu, produk yang dihasilkan juga dapat
menjadi produk berskala rumah tangga yang bernilai ekonomi. Sehingga
dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung
Malaus. Masyarakat kampung Malaus juga berharap, dengan memanfaatkan
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limbah tersebut menjadikan tempat tinggal mereka sebagai kampung pelopor
pengolahan limbah alami yang nantinya akan berkembang menjadi kampung
percontohan bagi kampung lainnya.
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Abstrak

Bab ini membahas kebijakan politik hukum konservasi lingkungan hidup di
Indonesia beserta implikasinya terhadap kondisi lingkungan, dengan fokus
pada penerapan nilai-nilai Pancasila dan Syariat Islam sebagai dasar
rekonstruksi kebijakan. Hasil kajian menunjukkan adanya disharmonisasi
kebijakan politik hukum yang ditandai oleh perbedaan paradigma konservasi
antar-lembaga, inkonsistensi regulasi, serta lemahnya koordinasi,
transparansi, komunikasi, dan partisipasi publik. Kondisi tersebut berdampak
pada rendahnya efektivitas upaya konservasi lingkungan hidup. Dalam
perspektif Pancasila, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan, dan keadilan memiliki relevansi normatif untuk memperkuat arah
kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sementara itu, Syariat Islam
menawarkan prinsip tauhid, khilafah, amanah, keadilan, dan kemaslahatan,
yang diperkuat oleh rambu halal dan haram, sebagai landasan etis
pengelolaan lingkungan. Rekonstruksi kebijakan yang memadukan nilai-nilai
tersebut diharapkan dapat menciptakan harmonisasi regulasi, meningkatkan
partisipasi masyarakat, dan memastikan keberlanjutan (sustainability)
sumber daya alam demi kesejahteraan generasi kini dan mendatang.

Kata Kunci: Politik hukum, konservasi, disharmonisasi, Pancasila, Syariat Islam.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di
dunia, dengan sekitar 63% wilayah daratannya berupa kawasan hutan seluas
120,6 juta hektare (Tim Penulis, 2018). Namun, seiring perkembangan



ekonomi, tekanan terhadap ekosistem hutan meningkat melalui berbagai
bentuk pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan. Penebangan liar,
kebakaran hutan, konversi lahan, ekspansi pertanian yang tidak terencana,
ketimpangan kebijakan politik, dan kesenjangan sosial menjadi faktor utama
penyebab kerusakan lingkungan hidup (Center for International Forestry
Research, 2008). Forest Watch Indonesia mencatat bahwa periode 2000—
2017 terjadi deforestasi sebesar 23 juta hektare.

Kondisi serupa juga terjadi pada ekosistem laut. Pusat Oseanografi LIPI
melaporkan bahwa hanya 6,39% terumbu karang Indonesia berada dalam
kondisi sangat baik, sementara 35,15% berada pada kondisi buruk (Tjumano,
2018). Penyusutan hutan dan degradasi ekosistem tersebut menjadi salah
satu pemicu utama pemanasan global (Kementerian Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia, 2010). Data Kementerian Kehutanan tahun
2024 menunjukkan luas kawasan hutan tinggal 95,5 juta hektare, dengan
deforestasi netto sebesar 175,4 ribu hektare per tahun.

Pemerintah memiliki peran vital dalam mengatur dan melaksanakan
konservasi lingkungan hidup melalui kebijakan politik hukumnya. Secara
yuridis, regulasi utama mencakup Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, kedua
regulasi tersebut tidak konsisten dalam terminologi maupun cakupan
konservasi. UU No. 5 Tahun 1990 tidak mencantumkan istilah kawasan
konservasi melainkan kawasan suaka alam, sedangkan UU No. 41 Tahun 1999
menggunakan istilah hutan konservasi yang tidak mencakup hutan lindung.
Perbedaan ini bertentangan dengan SK Dirjen PHPA No. 129 Tahun 1996 yang
memasukkan hutan lindung sebagai bagian dari kawasan konservasi.

Ketidakkonsistenan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi dan
disharmonisasi kebijakan politik hukum konservasi. Perbedaan paradigma
antar-lembaga terkait, minimnya koordinasi, serta tarik-menarik kepentingan
politik mengakibatkan rendahnya efektivitas pelaksanaan konservasi. Proses
perumusan kebijakan juga dinilai kurang transparan, minim partisipasi publik,
dan tidak sepenuhnya berorientasi pada keberlanjutan. Akibatnya,
pengelolaan sumber daya alam cenderung bersifat sektoral, mengabaikan
keterpaduan ekosistem, dan rentan terhadap eksploitasi berlebihan.

Dari perspektif Pancasila, nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan
yang beradab, dan persatuan bangsa menuntut keterlibatan aktif masyarakat
serta keselarasan kebijakan dengan prinsip keberlanjutan. Misalnya, sila ke-2
mengamanatkan pengakuan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi
dan berpartisipasi dalam konservasi, sementara sila ke-5 menuntut
keselarasan antara pemanfaatan kekayaan alam dengan keadilan sosial.
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Namun, dalam praktiknya, kebijakan konservasi belum sepenuhnya
mencerminkan amanat tersebut (Arliman, 2018).

Sementara itu, Syariat Islam memandang lingkungan hidup sebagai
ciptaan Allah yang seimbang dan harmonis (Q.S. Thaha: 53-54), diwariskan
kepada manusia yang saleh dan bertanggung jawab (Q.S. Al-Anbiya: 105).
Manusia sebagai khalifah di bumi berkewajiban menjaga dan memelihara
lingkungan sebagai bentuk rasa syukur dan kepatuhan pada perintah-Nya.
Dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis menegaskan larangan merusak alam serta
mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara proporsional, berkeadilan,
dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kesenjangan antara norma hukum positif, nilai Pancasila, dan prinsip
Syariat Islam dalam pengelolaan lingkungan menunjukkan perlunya
rekonstruksi kebijakan politik hukum konservasi lingkungan hidup.
Rekonstruksi ini  diharapkan dapat mengharmonisasikan regulasi,
mengintegrasikan nilai-nilai luhur, dan memperkuat peran masyarakat serta
pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

B. ACUAN TEORI

Kajian kebijakan politik hukum konservasi lingkungan hidup memerlukan
kerangka teoritis yang komprehensif untuk menjelaskan hubungan antara
hukum, kebijakan publik, dan nilai-nilai ideologis maupun religius. Tiga pilar
teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) teori politik hukum, (2)
konsep konservasi lingkungan hidup, dan (3) landasan normatif Pancasila dan
Syariat Islam.

1. Teori Politik Hukum

Mahfud MD (2010) mendefinisikan politik hukum sebagai arah resmi
kebijakan hukum negara yang dijadikan pedoman dalam pembentukan,
penerapan, dan penegakan hukum demi tercapainya tujuan bernegara.
Dalam pandangan Friedman (1975), sistem hukum terdiri atas tiga elemen:
struktur (institusi pelaksana), substansi (aturan dan kebijakan), dan kultur
hukum (kesadaran hukum masyarakat). Ketiga elemen ini harus berjalan
selaras agar kebijakan, termasuk kebijakan  konservasi, dapat
diimplementasikan secara efektif.

Hukum dalam konteks pembangunan lingkungan juga berfungsi sebagai
sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) sebagaimana
dinyatakan Roscoe Pound (1942), yang menekankan bahwa hukum harus
menjadi instrumen perubahan sosial menuju kesejahteraan kolektif. Namun,
ketika terjadi disharmonisasi antar-regulasi dan tumpang tindih kewenangan,
efektivitas hukum akan melemah.
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2. Konsep Konservasi Lingkungan Hidup

Konservasi lingkungan hidup secara konseptual merujuk pada
pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin
keberlanjutan bagi generasi kini dan mendatang (World Conservation
Strategy, 1980). UU No. 5 Tahun 1990 mengartikannya sebagai pengelolaan
sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana
untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara
dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati serta nilai keindahan.
Menurut Odum & Barrett (2005), konservasi meliputi tiga pilar utama. (1)
Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, ekosistem, dan proses
ekologis penting; (2) Pemanfaatan lestari sumber daya alam untuk memenuhi
kebutuhan manusia tanpa mengurangi kapasitas regenerasi lingkungan; (3)
Rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi melalui restorasi dan reboisasi.

Kegagalan konservasi sering kali dipicu oleh orientasi ekonomi jangka
pendek (Hardin, 1968) yang dikenal sebagai tragedy of the commons, di mana
sumber daya bersama dieksploitasi secara berlebihan karena lemahnya
pengaturan dan kesadaran kolektif.

3. Pancasila sebagai Landasan Normatif

Pancasila, sebagai dasar negara, mengandung prinsip-prinsip
fundamental yang relevan bagi kebijakan konservasi. (1) Ketuhanan Yang
Maha Esa, menempatkan pengelolaan lingkungan sebagai amanah llahi yang
wajib dijaga; (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan hak asasi
manusia atas lingkungan hidup yang sehat dan seimbang; (3) Persatuan
Indonesia, mendorong sinergi lintas daerah dan komunitas dalam upaya
konservasi; (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan,
mengedepankan partisipasi publik dan musyawarah dalam pengambilan
keputusan terkait lingkungan; (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia, menjamin distribusi manfaat sumber daya alam secara adil dan
berkelanjutan.

Pancasila tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga sumber
legitimasi dalam perumusan regulasi konservasi lingkungan hidup.

4. Syariat Islam dan Prinsip Konservasi

Syariat Islam menempatkan lingkungan hidup sebagai amanah Allah SWT
yang harus dijaga. Yusuf al-Qaradawi (2001) menyatakan bahwa menjaga
lingkungan adalah bagian dari kewajiban keimanan. Lima prinsip utama
konservasi menurut perspektif Islam adalah: (1) Tauhid, pengakuan akan
keesaan Allah yang menciptakan dan memelihara alam semesta (Q.S. Thaha:
53-54); (2) Khilafah, peran manusia sebagai khalifah di bumi untuk mengelola
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dan melindungi lingkungan (Q.S. Al-Bagarah: 30); (3) Amanah, kewajiban
moral untuk menjaga bumi sebagai titipan dari Allah (Q.S. Al-Ahzab: 72); (4)
Adil, pengelolaan sumber daya secara proporsional, tanpa merugikan pihak
lain  maupun generasi mendatang (Q.S. An-Nisa: 58); (5) Istishlah
(Kemaslahatan): orientasi pada manfaat umum dan pencegahan kerusakan
(fasad) terhadap lingkungan (Q.S. Al-A’raf: 56).

Dua rambu etis yang menjadi pengawal prinsip tersebut adalah halal
(segala yang membawa manfaat dan kebaikan) dan haram (segala yang
menimbulkan kerusakan dan bahaya). Dalam perspektif etika lingkungan
Islam, tindakan merusak alam masuk kategori haram karena bertentangan
dengan prinsip rahmatan lil ‘alamin.

Dengan mengintegrasikan teori politik hukum, prinsip-prinsip konservasi
ekologi, Pancasila, dan Syariat Islam, kerangka ini menjadi landasan untuk
menganalisis dan merekonstruksi kebijakan konservasi lingkungan hidup yang
harmonis, partisipatif, dan berkelanjutan.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan analisis kebijakan (policy
analysis). Fokus kajian diarahkan pada analisis peraturan perundang-
undangan, kebijakan pemerintah, dan dokumen resmi terkait konservasi
lingkungan hidup, serta relevansinya dengan nilai-nilai Pancasila dan Syariat
Islam. Data diperoleh dari bahan hukum primer (UU, peraturan pelaksana,
keputusan menteri), bahan hukum sekunder (literatur akademik, jurnal ilmiah,
buku terkait hukum lingkungan dan etika lingkungan Islam), serta bahan
hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Pengumpulan data dilakukan
melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan
metode kualitatif model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data,
penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Selain itu, digunakan teknik
sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk menilai konsistensi antar-regulasi,
sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai disharmonisasi
kebijakan dan arah rekonstruksi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menjadi asas bagi pemerintah dalam memberikan kebijakan politik
hukum guna mengadakan segala upaya konservasi lingkungan hidup. Akan
tetapi, kebijakan politik hukum yang menjadi turunan dari pasal tersebut
belum mampu menyelesaikan problematika kerusakan lingkungan hidup.
Terdapat disharmonisasi antar kebijakan yang diterbitkan oleh Lembaga
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terkait sehingga konservasi lingkungan hidup tidak dapat dilakukan secara
masif dan efektif. Adapun penyebab disharmonisasi kebijakan politik hukum
konservasi lingkungan hidup di Indonesia ialah sebagai berikut (1) Kuatnya
sikap individualis sektoral sehingga melahirkan distraksi pada koordinasi dan
Kerjasama terkait pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup secara
berkelanjutan; (2) Terjadi tarik menarik terhadap kewenangan pengelolaan
SDA; (3) Terdapat kepentingan-kepentingan tertentu di berbagai pihak; (4)
Belum terjalinnya visi pada Pemerintah Pusat dan daerah dalam konservasi
lingkungan hidup; (5) Merebaknya program jangka pendek pemerintah atau
lembaga tertentu melalui kebijakan ataupun perpu; (6) Lemahnya koordinasi
serta komunikasi instansi pemerintah dalam merumuskan berbagai
peraturan perundang-undang (Konservatif, 2008).

Eksistensi politik hukum menjadi variable vital dalam menyelesaikan
problematika konservasi lingkungan hidup. Berdasarkan eksplanasi diatas,
diperlukan rekontruksi arah kebijakan politik hukum dalam konservasi
lingkungan hidup. Berikut adalah pandangan Pancasila dan syariat islam
mengenai nilai-nilai konservasi lingkungan hidup.

1. Nilai-nilai konservasi lingkungan hidup Pancasila
a. Silake-1 (Ketuhanan)
Dalam sila ketuhanan yang maha esa, terkandung makna
kepercayaan dan ketakwaan kepada tuhan sebagai pencipta segala
sesuatu dengan sifat-sifat agung yakni, maha kuasa, maha adil dan
maha bijaksana. Sebagai ciptaannya, semua potensi yang diberikan
kepada manusia merupakan amanat tuhan begitupun bangsa
Indonesia adalah karunia yang maha kuasa. Oleh karena itu, sila ini
menuntut konservasi lingkungan hidup sebagai bentuk syukur dan
integritas mengemban amanat tuhan dengan menjaga lingkungan
hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan Binatang (Yuniarto, 2013).
b. Sila ke-2 (Kemanusiaan)

Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sila yang memberikan
tendensi pada nilai perikemanusiaan. Terdapat tiga poin utama dalam
sila terkait konservasi lingkungan hidup, pertama, pengakuan dan
penghargaan harkat dan martabat manusia yang meliputi hak dan
kewajiban asasinya. Kedua, sikap adil terhadap sesama manusia
termasuk diri sendiri serta alam yang menjadi lingkungan hidup.
Ketiga, manusia merupakan makhluk yang beradab dan berbudaya.
Sila ke-2 mendorong konservasi lingkungan hidup dengan persamaan
hak untuk memperoleh informasi dan terlibat aktif dalam kegiatan
rehabilitasi maupun penghijauan lingkungan hidup. Selain itu, sila ini

130 | Ecological Citizenship Berbasis Kearifan Lokal



memberikan ruang terbuka untuk berpendapat, pengawalan sosial
dan pemberdayaan mandiri dalam konservasi lingkungan hidup
(Yuniarto, 2013).

c. Sila ke-3 (Persatuan)
Sila persatuan Indonesia, memberikan sentuhan kecintaan terhadap
bangsa Bhineka Tunggal lka dengan wujud persatuan dalam
konservasi lingkungan hidup. Sila ke-3 mendorong inventarisasi nilai
leluhur guna melakukan konservasi lingkungan hidup seperti menjaga
hutan dan binatang yang dihormati secara adat (Yuniarto, 2013).

d. Sila ke-4 (Kerakyatan)
Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan mendudukkan asas demokratis yang
menyamakan posisi rakyat sebagai kesatuan yang berdaulat atas
negara dengan asas kebijakan musyawarah untuk mufakat. Sila ini
mendorong kesadaran dan tanggung jawab dalam terhadap
konservasi lingkungan hidup (Nugroho, 2010).

e. Sila ke-5 (Keadilan)
Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan asas
keadilan dalam konservasi lingkungan hidup baik politik, ekonomi
maupun sosial budaya bagi rakyat Indonesia dengan aktif
mewujudkan kemajuan pembangunan konservasi lingkungan
(Nugroho, 2010).

2. Nilai-nilai konservasi lingkungan hidup berdasarkan syariat islam

Konsepsi nilai konservasi lingkungan hidup dalam islam dikenal dengan 5
pilar Syariah yakni tauhid, khilafah, amanah, adil dan istishlah (Kemashlatan).
Dalam rangka menjaga fitrah lingkungan hidup, maka pada tataran
implementasinya lima pilar Syariah tersebut dilengkapi dengan dua rambu
yakni halal dan haram.

a. Tauhid (Ke-Esaan Allah)

Ke-esaan Allah adalah salah satu kunci memahami problematika
lingkungan hidup. Pengesaan kepada Allah akan membuat manusia taat serta
melaksanakan perintah pencipta yang secara masif menyeru pada pelestarian
alam dan lingkungan hidup. Allah berfirman; “Dialah Allah tuhan kamu, tidak
ada tuhan selain dia, dialah pencipta segala sesuatu maka sembahlah dia dan
dia adalah pemelihara segala sesuatu”. Dari perspektif ke-esaan Allah,
Konservasi lingkungan hidup merupakan proteksi untuk menjaga segala
penciptaan Allah berjalan sesuai dengan sunnatullah. Dengan demikian,
berlaku hukum sebab-akibat dalam proses kehidupan (Kementerian
Lingkungan Hidup & Maijelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah. (2011).
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Islam sebagai diin yang kaamil (sempurna), syaamil (Integral), dan
mutakaamil (menyempurnakan semua sistem) mendudukkan tauhid sebagai
landasan dan acuan atas setiap perbuatan. Alam semesta merupakan sistem
hidup yang diciptakan oleh tuhan secara sempurna dan mewajibkan untuk
memperlakukan alam sesuai dengan perintahnya dan larangannya (Q.S. Al
Maidah: 3). Dengan demikian, Allah telah mengatur konservasi lingkungan
hidup sebagai alam yang wajib dikelola oleh manusia sebagai bentuk ke-
esaan Allah (Yuniarto, 2013).

b. Khilafah

Konservasi lingkungan hidup tak terlepas dari eksistensi manusia sebagai
makhluk yang diberikan kesempurnaan akal. Manusia memiliki peran sebagai
khalifah di bumi atau sebagai delegasi Allah dalam mengatur bumi. Allah
berfirman “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami
angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang
baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Manusia secara aktif wajib merefleksikan sifat-sifat Allah sebagaimana
tugas seorang khalifah. Telah menjadi amanah untuk khalifah Allah akan
konservasi lingkungan hidup di bumi ini sebagai bentuk menjalankan amanah
sebagai perwakilan Allah (Q.S. Al An’am: 79). Dalam mengemban tugas
sebagai khalifah dengan tugas konservasi lingkungan hidup, manusia
diwajibkan memiliki kebersihan rohani karena itu adalah salah satu syarat
keimanan. Adapun Allah sangat menyukai orang-orang yang menyucikan dan
membersihkan diri (Q.S. Al Bagarah: 222). Allah pula memerintahkan untuk
membersihkan diri (Q.S. Al Mudatsir: 4-5). Aly Yafie menjabarkan bahwa
manusia yang beriman memiliki tuntutan iman berupa pemeliharaan
(penyelamatan dan konservasi) lingkungan hidup yang merupakan bagian dari
iman tersebut. Itulah entitas dari status khalifah pada manusia di bumi yang
diamanahkan guna menjaga keamanan serta konservasi lingkungan hidup
(Kementerian Lingkungan Hidup dan Pengurus Besar Nahdatul Ulama, 2011).

¢. Amanah

Manusia memiliki amanah Ilahi untuk melakukan proteksi dan
penyeimbang lingkungan hidup guna tercapainya kesejahteraan kehidupan
manusia di muka bumi. Allah berfirman dalam Alquran surah Al Ahzab ayat 72
“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan
gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan
mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh
manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh,”
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Konservasi lingkungan hidup menjadi salah satu orientasi dengan asas
kompetisi untuk berbuat kebaikan terhadap bumi serta segala lingkungan
hidup di dalamnya (Q.S. Hud: 7). Bumi bukanlah milik manusia melainkan
titipan (amanah) yang berikan oleh Allah guna beribadah di atasnya. Oleh
sebab itu sebagai amanah, lingkungan hidup di bumi ini harus
dikonservasikan agar tetap lestari dan lebih baik sehingga Allah ridha pada
saat manusia mengembalikannya. Rasulullah pernah bersabda; “sebaik-
baiknya kamu ialah yang terbaik dalam mengembalikan utangnya”.

d. Adil

Keadilan merupakan salah satu variable vital pelestarian lingkungan hidup.
Dalam islam, konservasi lingkungan hidup wajib memenuhi aspek keadilan.
Lingkungan hidup (bumi) sebagai amanah yang berikan Allah hanya diemban
oleh mereka shalih, yakni yang mampu mengelola bumi dengan segala
sumber dayanya dengan adil dan tanggung jawab. Adapun keadilan ini tidak
sekedar kepada manusia melainkan kepada hewan, tumbuhan unsur hidup
lainnya. Konservasi lingkungan hidup menjadi refleksi sifat amanah yang akan
membuahkan keadilan (Q.S.Annisa: 58) (Munangjaya, et al., 2007).

Adil merupakan salah satu syarat pengemban amanah. Oleh karena itu,
baik dalam perspektif individu maupun negara harus adil dalam memberikan
kebijakan politik dan hukum terkhusus dalam konservasi lingkungan hidup
sebagai amanabh llahi (Muhjiddin, et al., 2011).

e. Istishlah (Kemashlatan)

Kemashlahatan umum adalah salah satu pilar pokok Syariah Islam dalam
konservasi lingkungan. Syariat secara eksplisit mengintruksikan pelarangan
Tindakan destruktif terhadap lingkungan hidup. Kamashlahatan menjadi salah
satu orientasi utama konservasi lingkungan hidup dalam bentuk
pemeliharaan kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan. Konservasi
lingkungan hidup merupakan intisari dari rahmatan lil alamin. Adapun orang
yang berbuat kerusakan (fasad) dan mengeksploitasi lingkungan hidup
dengan semena-mena (Israf) merupakan orang yang dzalim. Allah berfirman
dalam Alquran surah Asy Syura:151-152 “dan janganlah kamu menaati
perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerusakan di
bumi dan tidak mengadakan perbaikan” (Kementerian Lingkungan Hidup dan
Mejelis Lingkungan Hidup Muhamadiyah, 2011).
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f. Rambu Halal dan Haram

Dalam keberlanjutan penerapan 5 pilar konservasi lingkungan hidup,
islam didasari oleh dua instrumen yang memiliki peran sebagai rambu ialah
halal dan haram. Halal berarti segala yang baik dan berakibat baik,
menenteramkan hati dan menguntungkan masyarakat dan lingkungan
hidupnya. Sebaliknya segala yang buruk, merusak ataupun membahayakan
masyarakat dan lingkungan hidup nya maka itu haram. Pelanggaran terhadap
halal dan haram akan memanifestasikan disharmonisasi dalam lingkungan
hidup. Konsep ini akan memberikan garis terang antara pelanggaran dan
pelestarian atau konservasi lingkungan hidup (Kementerian Lingkungan Hidup
dan Mejelis Lingkungan Hidup Muhamadiyah, 2011).

3. Solusi: Rekontruksi Arah Kebijakan Politik Hukum Konservasi
Lingkungan Hidup Perspektif Pancasila dan Syariat islam.

Terdapat relevansi komprehensif antara nilai-nilai Pancasila dan syariat
islam dalam konservasi lingkungan hidup seperti sila pertama tentang
ketuhanan sejalan dengan konsep tahuhid (ke-esaan), sila kedua tentang
perikemanusiaan berkorelasi dengan konsep khilafah sebagai terkait manusia
sebagai perwakilan Allah serta sila ke 5 tentang keadilan sesuai dengan
konsep adil dalam syariat islam. Adapun arah kebijakan politik hukum sebagai
bentuk rekontruksinya berdasarkan nilai Pancasila dan islam adalah sebagai
berikut.

a. Membangun harmonisasi peraturan konservasi lingkungan hidup di setiap
Lembaga terkait dengan mengedepankan aspek komunikasi dan kordinasi.

b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan edukasi sejak dini terkait
konservasi lingkungan hidup. Dalam hal ini masyarakat di dorong untuk
bahu-membahu melakukan aktifitas konservasi sebagai bentuk sosialisasi
berkelanjutan (Qardawi, 2001).

c. Konservasi lingkungan hidup tidak memisahkan kawasan konservasi
dengan kawasan masyarakat sekitar. Hal ini guna mendorong rehabilitasi
atau ihya al mawat oleh masyarkat secara unifikatif, masif dan progresif
(Anrizal, 2010).

d. Konservasi lingkungan hidup merupakan wujud kultur masyarakat lokal
yang mementingkan keragaman pengelolaannya pada tataran genetik,
jenis, ataupun ekosistem. Alhasil, persatuan lokal dengan asas kesamaan
dalam hak dan kewajiban kegiatan konservatif dapat terealisasikan.

e. Argumentasi pelestarian dalam konservasi lingkungan hidup Indonesia
didasari pertimbangan rasional dengan orientasi pemanfaatan sesuai
kebutuhan dan pertimbangan kepentingan generasi selanjutnya bukan
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eksploitasi yang tamak. Hal ini sebagai wujud keadilan dan kemashlatan
di alam.

f. Konservasi lingkungan hidup ialah entitas dari sistem yang jelas dari
otoritas lokal dan adat dalam mengelola hasil alam dan perselisihan
dengan pertimbangan aspek-aspek lain kehidupan masyarakat, seperti
hubungan suku, keluarga dan agama (Konservatif, 2008).

g. Mendorong program alih fungsi hutan dengan prinsip sustainability dan
manajemen pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan ekonomis.

h. Mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar
melakukan Tindakan preventif terkait pelepasan Kawasan konservasi
berupa pengawasan dan pengetatan atas pemberian ijin.

i. Mendorong transparansi dana pemanfaatan alam dengan program uji
akses terhadap kementerian kehutanan serta melakukan audit keuangan
oleh BPK secara regular (llyas, 2011).

j.  Memberikan hak otonom daerah dalam konservasi lingkungan hidup
dengan sistematika supremasi hukum yang jelas dan transparan. Hal
tersebut guna memberikan penanganan sigap atas beragam kendala
konservasi dan sebagai bentuk penerapan khilafah asas nahi munkar
(Qardawi, 2001).

4. Prasyarat Mengembangkan Konservasi Khas Indonesia

Terdapat enam prasyarat guna mewujudkan arah baru kebijakan politk
hukum konservasi lingkungan hidup (1) Mereformasi paradigma konservasi;
(2) Menerbitkan kebijakan politik hukum; (3) Membangun dialog dan
kolaborasi gunamembangun pemahaman, kepercayaan, dan kerjasama; (4)
Membangun mekanisme penanganan konflik; (5) Mengembangkan
konservasi lingkungan hidup yang lebih inovatif dan partisipatif dengan
partisipasi masyarakat local dan pemanfaatan teknologi; (6) Membangun
kapasitas pihak konservasi lingkungan hidup (Konservatif, 2008).

E. KESIMPULAN

Kebijakan politik hukum pemerintah dalam konservasi lingkungan
mengalami disharmonisasi dan disorientasi pada tataran regulasi Lembaga
terkait dan implementasinya. Disharmonisasi kebijakan tersebut berimbas
pada buruknya penanganan konservasi lingkungan sehingga rekontruksi arah
kebijakan politik hukum konservasi menjadi Langkah solutif. Nilai-nilai dalam
Pancasila dan syariat islam tentang konservasi lingkungan hidup memiliki
eksistensi vital yang dapat digunakan untuk merekonstruksi kebijakan politik
hukum pemerintah. Dalam konsepsi ke-esaan Pancasila maupun syariat islam,
masyarakat memiliki hak memperoleh lingkungan hidup yang asri dan lestari
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sehingga kewajiban masyarakat terhadap konservasi lingkungan hidup
menjadi mutlak. Pemerintah harus menjamin hak berpendapat, partisipasi
dan edukasi masyarakat tentang konservasi lingkungan hidup sebagai bentuk
manifestasi realisasi nilai keadilan dan kerakyatan. Pemerintah perlu
mengharmonisasi regulasi nasional dengan meningkatkan koordinasi,
komunikasi dan partisipasi Lembaga negara maupun masyarakat dalam
rangka konservasi lingkungan hidup.

Nilai Pancasila dan syariat islam pada orientasi kemashlahatan dan
persatuan memberikan arah kebijakan politik hukum dalam bentuk unifikasi
pranata sosial maupun negara dengan visi kesejahteraan dalam lingkup
masyarakat dan lingkungan hidup. Adapun konsepsi khilafah dan
kemanusiaan mendorong kebijakan politik hukum konservasi lingkungan
hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab negara melainkan tanggung jawab
manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan. Rambu halal dan haram membantu
untuk melimitasi dan mendiferensiasikan tindakan yang merusak sebagai
perkara haram dan Tindakan memperbaiki (ishlah) sebagai perkara halal.
Secara utuh, nilai-nilai Pancasila dan syariat islam memiliki keselarasan dalam
membangun konstruksi kebijakan politik hukum konservasi lingkungan hidup
dengan konsep ketuhanan, khilafah, amanah, keadilan, kemashlatan
(kerakyatan) dan persatuan.
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ABSTRAK

Krisis lingkungan global menuntut pergeseran paradigma kewargaan menuju
keterlibatan aktif warga dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Konsep
ecological citizenship dipahami sebagai praktik keseharian yang menekankan
tanggung jawab lintas generasi, kesadaran ekologi global-lokal, partisipasi
aktif, serta transformasi gaya hidup berkelanjutan. Generasi Z, sebagai digital
natives, memiliki potensi besar untuk menginternalisasi nilai ini, meskipun
masih terdapat kesenjangan antara kesadaran dan praktik nyata (attitude—
behavior gap). Kota Banjarmasin, dengan identitas sebagai “Kota Seribu
Sungai,” menghadapi tantangan serius berupa pencemaran sungai dan limbah
plastik, sehingga keterlibatan generasi muda menjadi sangat penting. Bab ini
mengartikulasikan relevansi konsep ecological citizenship dalam konteks
Banjarmasin dengan menekankan nilai kearifan lokal “Waja Sampai Kaputing”
yang merepresentasikan keteguhan, konsistensi, dan komitmen hingga akhir.
Nilai tersebut diposisikan sebagai kerangka moral untuk memperkuat perilaku
ekologis Gen Z dan menjembatani kesenjangan antara sikap pro-lingkungan
dan aksi nyata. Melalui pendekatan sosioedukasi berbasis nilai lokal, literatur
dan pengalaman komunitas menunjukkan potensi peningkatan literasi
lingkungan, pembentukan sikap ekologis, serta penguatan partisipasi sosial
generasi muda. Analisis konseptual dalam bab ini menegaskan bahwa
integrasi kearifan lokal dengan teori Value-Belief-Norm dan Social Practice
Theory dapat memperkuat internalisasi nilai ekologis sekaligus membentuk
praktik berkelanjutan. Dengan demikian, ecological citizenship berbasis
budaya lokal tidak hanya memperkaya kerangka teoretis, tetapi juga
memberikan arah praktis bagi pendidikan, kebijakan publik, dan strategi
komunikasi digital dalam memperkuat peran Gen Z sebagai agen perubahan
ekologis di Kota Banjarmasin.

Kata Kunci: Ecological Citizenship, Kearifan Lokal, Gen Z



PENDAHULUAN

Krisis lingkungan global pada abad ke-21 menuntut pergeseran
paradigma kewargaan dari sekadar kepatuhan terhadap regulasi formal
menuju keterlibatan aktif warga negara dalam menjaga keberlanjutan
ekosistem. Konsep ecological citizenship memandang kewargaan sebagai
praktik keseharian yang mengedepankan kepedulian lintas generasi,
pengurangan jejak ekologis, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan
terkait lingkungan (Dobson & Bell, 2020). Dalam kerangka ini, partisipasi
warga tidak hanya terbatas pada kepatuhan hukum, melainkan mencakup
perubahan perilaku, internalisasi nilai, dan kontribusi terhadap keberlanjutan
lingkungan (Barry & Humes, 2021).

Generasi Z (Gen Z) memiliki potensi strategis dalam penguatan
kewargaan ekologis karena karakteristiknya sebagai digital natives yang
memiliki akses luas terhadap informasi dan jejaring sosial (Francis & Hoefel,
2018). Namun, studi terkini menunjukkan adanya attitude—behavior gap,
yaitu kesenjangan antara sikap pro-lingkungan dan perilaku nyata yang
dilakukan (Zhang et al., 2022). Penelitian di berbagai konteks memperlihatkan
bahwa meskipun Gen Z memiliki kesadaran tinggi terhadap isu keberlanjutan,
keterlibatan mereka dalam aksi nyata sering kali bersifat sporadis dan
bergantung pada dorongan sosial maupun peluang partisipasi yang tersedia
(Hickman et al., 2021).

Kota Banjarmasin, yang dikenal sebagai “Kota Seribu Sungai,”
menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks, terutama terkait
pengelolaan sampah plastik dan pencemaran sungai (Putri et al., 2021).
Sungai yang menjadi identitas ekologis sekaligus jalur ekonomi masyarakat
kini terancam oleh akumulasi limbah domestik, sebagian besar berasal dari
plastik sekali pakai (Jambeck et al., 2025). Laporan kebijakan nasional juga
menegaskan bahwa sungai menjadi salah satu jalur utama masuknya sampah
plastik ke laut, sehingga intervensi di tingkat daerah menjadi krusial
(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).

Sejumlah inisiatif lokal telah diluncurkan di Banjarmasin, seperti
pelarangan kantong plastik sekali pakai di ritel modern, program bank
sampah, dan kampanye kebersihan sungai berbasis komunitas (Rahman &
Pratiwi, 2022). Namun, sebagian program masih bersifat top—down, dengan
keterlibatan komunitas muda yang belum optimal (Susanto et al., 2024). Hal
ini menunjukkan pentingnya integrasi nilai dan norma sosial yang akrab di
kalangan masyarakat lokal untuk mendorong partisipasi lebih luas.

Kearifan lokal “Waja Sampai Kaputing”, yang berarti “kuat hingga akhir”
atau “pantang menyerah sampai tuntas,” merepresentasikan ketangguhan,
konsistensi, dan kesetiaan terhadap komitmen. Nilai ini dapat berfungsi
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sebagai kerangka moral yang relevan untuk menguatkan perilaku ekologis
Gen Z di Banjarmasin. Studi Ungar (2021) menunjukkan bahwa
keterhubungan dengan identitas budaya lokal dapat meningkatkan resiliensi
psikososial dan motivasi kolektif dalam menghadapi tantangan lingkungan.
Pendekatan berbasis budaya juga terbukti meningkatkan penerimaan
program, rasa memiliki, dan keberlanjutan aksi (Bhui et al., 2019; Zhou et al.,
2023).

Literatur Education for Environmental Citizenship (EEC) menegaskan
bahwa pembelajaran kontekstual berbasis komunitas dan proyek nyata lebih
efektif menumbuhkan keterampilan kewargaan ekologis dibandingkan
metode instruksional semata (Hadjichambis et al., 2020). Bagi Gen Z, metode
ini dapat menjembatani kesenjangan antara kesadaran lingkungan (green talk)
dengan aksi lingkungan nyata (green action).

Berdasarkan landasan teoretis dan kontekstual tersebut, bab ini
bertujuan untuk mengartikulasikan model ecological citizenship berbasis
kearifan lokal bagi Gen Z Kota Banjarmasin. Tujuan khususnya meliputi: (1)
memetakan relevansi konsep kewargaan ekologis dalam konteks kota
berbasis sungai; (2) menganalisis tantangan dan peluang partisipasi Gen Z; (3)
menguraikan peran nilai “Waja Sampai Kaputing” dalam membentuk perilaku
ekologis; dan (4) memberikan rekomendasi strategi pembelajaran dan
kebijakan untuk penguatan partisipasi generasi muda dalam keberlanjutan
lingkungan.

TINJAUAN TEORI DAN KONSEP
A. Ecological Citizenship
Definisi dan Sejarah Perkembangan
Konsep ecological citizenship muncul sebagai respons terhadap krisis
lingkungan global yang semakin kompleks, menuntut pergeseran paradigma
kewargaan dari fokus semata pada hak politik dan kewajiban legal menuju
tanggung jawab moral dan etis terhadap lingkungan (Dobson & Bell, 2020).
Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Andrew Dobson pada akhir 1990-an,
yang menekankan bahwa kewargaan ekologis mencakup kewajiban warga
untuk mengurangi dampak ekologis pribadi dan kolektif, tidak hanya dalam
lingkup lokal tetapi juga lintas batas negara (Barry & Humes, 2021). Seiring
perkembangannya, ecological citizenship mulai dilihat sebagai bagian dari
gerakan keberlanjutan global yang mengintegrasikan dimensi sosial, budaya,
dan ekologis ke dalam praktik kewargaan sehari-hari (Jagers & Harring, 2023).
Definisi mutakhir menempatkan ecological citizenship sebagai bentuk
keterlibatan aktif warga negara dalam menjaga keberlanjutan planet, dengan
ciri khas orientasi etis, partisipasi langsung, dan komitmen jangka panjang
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terhadap konservasi sumber daya (Hadjichambis et al., 2020). Karakteristik
utama dari kewargaan ini mencakup kesadaran terhadap hubungan timbal
balik antara manusia dan alam, pengakuan atas keterbatasan sumber daya
bumi, serta tanggung jawab untuk bertindak demi generasi sekarang dan
yang akan datang (Westheimer & Kahne, 2022).

Sejarah perkembangan konsep ini dapat dibagi menjadi tiga fase utama.
Pertama, fase konseptualisasi (akhir 1990-an hingga awal 2000-an), yang
fokus pada perumusan prinsip dasar dan landasan etis kewargaan ekologis
(Dobson, 2003; diperbarui dalam Dobson & Bell, 2020). Kedua, fase integrasi
kebijakan (2005-2015), di mana konsep ini mulai diadopsi dalam kebijakan
publik, khususnya di Eropa, melalui program pendidikan kewargaan dan
kebijakan lingkungan berbasis partisipasi publik (Barry & Humes, 2021).
Ketiga, fase globalisasi konsep (2016-sekarang), yang ditandai dengan
masuknya ecological citizenship ke dalam agenda keberlanjutan internasional
seperti Sustainable Development Goals (SDGs), serta penelitian lintas budaya
yang mengkaji penerapannya di berbagai konteks lokal (Jagers & Harring,
2023; Camargo et al., 2021).

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa ecological citizenship
semakin dipandang sebagai pendekatan multidimensional yang melibatkan
transformasi nilai, perilaku, dan struktur sosial (Camargo et al., 2021).
Pendekatan ini menuntut warga untuk tidak hanya memahami isu lingkungan,
tetapi juga menginternalisasi prinsip keberlanjutan ke dalam praktik hidup
sehari-hari. Dengan demikian, kewargaan ekologis bukan sekadar konsep
normatif, melainkan kerangka aksi yang mendorong perubahan perilaku
kolektif dalam skala lokal, nasional, hingga global (Hadjichambis et al., 2020;
Westheimer & Kahne, 2022).

Prinsip-Prinsip Utama

Prinsip-prinsip ecological citizenship berakar pada pandangan bahwa
keberlanjutan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara atau
institusi formal, tetapi juga kewajiban moral setiap individu dalam
kapasitasnya sebagai warga global (Jagers & Harring, 2023). Literatur
mutakhir mengidentifikasi setidaknya empat prinsip utama yang membentuk
kerangka kewargaan ekologis: tanggung jawab lintas generasi, kesadaran
ekologi global-lokal, partisipasi aktif dalam tata kelola lingkungan, dan
perubahan gaya hidup berkelanjutan (Hadjichambis et al., 2020; Westheimer
& Kahne, 2022).

Pertama, tanggung jawab lintas generasi (intergenerational responsibility).
Prinsip ini menekankan bahwa tindakan lingkungan yang dilakukan saat ini
memiliki implikasi langsung terhadap kualitas hidup generasi mendatang. Hal
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ini sejalan dengan konsep sustainable development yang menuntut
keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan saat ini dan pelestarian sumber
daya untuk masa depan (Barry & Humes, 2021). Warga ekologis dituntut
untuk menginternalisasi visi jangka panjang dan menghindari tindakan yang
bersifat eksploitatif terhadap sumber daya alam (Camargo et al., 2021)

Kedua, kesadaran ekologi global-lokal (glocal ecological awareness).
Prinsip ini mengakui bahwa isu lingkungan bersifat lintas batas, sehingga
tindakan lokal dapat berdampak global, dan sebaliknya (Dobson & Bell, 2020).
Kesadaran “glokal” menuntut warga untuk memahami keterhubungan sistem
ekologi global dengan konteks lokal mereka. Misalnya, kebiasaan konsumsi
plastik di kota sungai seperti Banjarmasin memiliki kaitan erat dengan polusi
laut secara global (Jambeck et al., 2025).

Ketiga, partisipasi aktif dalam tata kelola lingkungan (active
environmental governance participation). Prinsip ini menggarisbawabhi
pentingnya keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, pengawasan
kebijakan, dan aksi kolektif terkait lingkungan. Partisipasi dapat berbentuk
keterlibatan langsung dalam kegiatan komunitas, advokasi kebijakan publik,
maupun kontribusi dalam inisiatif citizen science (Jagers & Harring, 2023;
Westheimer & Kahne, 2022). Penelitian terkini menunjukkan bahwa
partisipasi warga yang bermakna meningkatkan legitimasi kebijakan
lingkungan dan memperkuat rasa memiliki terhadap hasilnya (Camargo et al.,
2021).

Keempat, perubahan gaya hidup berkelanjutan (sustainable lifestyle
transformation). Prinsip ini mengacu pada penyesuaian perilaku konsumsi
dan produksi agar sejalan dengan batas daya dukung bumi. Warga ekologis
diharapkan mengadopsi pola hidup yang rendah karbon, hemat energi, serta
ramah lingkungan, baik dalam skala individu maupun komunitas
(Hadjichambis et al., 2020). Transformasi gaya hidup ini seringkali
memerlukan eco-literacy dan dukungan sistem sosial yang kondusif, termasuk
norma budaya lokal yang mendorong perilaku pro-lingkungan (Ungar, 2021).

Keempat prinsip ini bersifat saling terkait dan membentuk kerangka
normatif yang membimbing perilaku warga dalam mengelola hubungan
dengan lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut juga berfungsi sebagai landasan
konseptual untuk mengintegrasikan kearifan lokal, seperti nilai “Waja Sampai
Kaputing” di Banjarmasin, ke dalam strategi penguatan kewargaan ekologis
generasi muda. Dengan memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip ini,
warga dapat berperan lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem,
baik di tingkat lokal maupun global (Barry & Humes, 2021; Jagers & Harring,
2023).
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Dimensi dan Indikator Perilaku

Konsep ecological citizenship dalam penelitian mutakhir dipahami sebagai
konstruksi multidimensi yang tidak hanya menekankan pada pengetahuan
lingkungan, tetapi juga sikap, niat, dan keterlibatan aktif dalam menjaga
keberlanjutan ekosistem (Hadjichambis et al., 2020; Jagers & Harring, 2023).
Pemahaman ini memungkinkan konsep tersebut dioperasionalkan melalui
sejumlah dimensi yang dapat diukur, sehingga perilaku warga ekologis dapat
dievaluasi secara komprehensif. Secara umum, terdapat empat dimensi
utama yang sering digunakan: dimensi kognitif, dimensi afektif, dimensi
konatif, dan dimensi partisipatoris.
1. Dimensi Kognitif

Dimensi ini mencakup tingkat pengetahuan dan pemahaman individu
terhadap isu-isu lingkungan, keterkaitan antara aktivitas manusia dengan
degradasi ekosistem, serta prinsip-prinsip keberlanjutan (Camargo et al.,
2021). Indikatornya meliputi:
e Kemampuan mengidentifikasi masalah lingkungan lokal dan global.
e Pemahaman sebab-akibat kerusakan lingkungan.
e Pengetahuan tentang kebijakan, regulasi, dan program lingkungan.

Penelitian Olsson dan Gericke (2019) menunjukkan bahwa tingkat
environmental literacy yang tinggi berhubungan positif dengan
kecenderungan partisipasi aktif dalam kegiatan pro-lingkungan.

2. Dimensi Afektif

Dimensi ini berkaitan dengan nilai, kepedulian emosional, dan keterikatan
identitas terhadap lingkungan (Westheimer & Kahne, 2022). Indikatornya
antara lain:
e Rasatanggung jawab moral terhadap alam.
e Empati terhadap generasi mendatang.
e Kepedulian terhadap keberlangsungan spesies dan habitat.

Zhou et al. (2023) menegaskan bahwa keterhubungan dengan identitas
budaya lokal dapat memperkuat motivasi emosional untuk berperilaku pro-
lingkungan.

3. Dimensi Konatif

Dimensi konatif mencerminkan niat dan kesiapan untuk mengubah
perilaku sesuai nilai keberlanjutan (Hadjichambis et al., 2020). Indikatornya
meliputi:
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e Niat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
e Kesediaan menggunakan energi terbarukan.
e Komitmen menerapkan gaya hidup minim jejak karbon.

Studi Jambeck et al. (2025) menyoroti bahwa niat yang konsisten sering
kali menjadi prediktor kuat dari adopsi perilaku ramah lingkungan.

4. Dimensi Partisipatoris
Dimensi ini mengacu pada keterlibatan aktif individu dalam aksi kolektif
dan pengambilan keputusan terkait lingkungan (Jagers & Harring, 2023).
Indikatornya mencakup:
e Keikutsertaan dalam kegiatan komunitas lingkungan (misalnya
pembersihan sungai, penanaman pohon).
e Advokasi kebijakan publik terkait isu lingkungan.
e Kontribusi pada citizen science atau forum musyawarah lingkungan.

McCrea et al. (2021) menemukan bahwa partisipasi bermakna dalam
forum publik dapat memperkuat rasa memiliki terhadap kebijakan lingkungan.

Keempat dimensi ini saling melengkapi: pengetahuan yang kuat (kognitif)
mendorong kepedulian (afektif), yang kemudian membentuk niat (konatif),
dan pada akhirnya terwujud dalam aksi nyata (partisipatoris). Kerangka ini
dapat digunakan untuk mengukur tingkat kewargaan ekologis pada Generasi
Z di Banjarmasin sekaligus mengintegrasikan nilai kearifan lokal seperti “Waja
Sampai Kaputing” sebagai penguat motivasi dan konsistensi perilaku.

Kritik dan Tantangan Implementasi
Meskipun ecological citizenship dipandang sebagai paradigma penting
dalam membangun masyarakat berkelanjutan, sejumlah kritik dan tantangan
mengemuka terkait implementasinya di berbagai konteks sosial-budaya.
Secara umum, kritik ini berhubungan dengan tiga aspek utama: kerangka
konseptual, praktik implementasi, dan konteks sosio-ekologis.
1. Kritik terhadap Kerangka Konseptual
Sebagian akademisi menilai bahwa konsep ecological citizenship
cenderung normatif dan kurang memberikan panduan operasional yang
jelas untuk mengukur keberhasilan implementasi (Harris, 2021; Light &
Higgs, 2020). Selain itu, terdapat perdebatan mengenai apakah ecological
citizenship seharusnya dipandang sebagai kewajiban moral universal atau
sebagai pilihan etis yang dipengaruhi oleh konteks budaya (Dobson & Bell,
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2021). Kritik ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih
kontekstual, termasuk integrasi nilai-nilai lokal seperti kearifan tradisional,
agar konsep ini relevan di tingkat komunitas.

Tantangan dalam Praktik Implementasi

Tantangan utama terletak pada kesenjangan antara pengetahuan dan
tindakan (knowledge—action gap) yang sering kali menjadi hambatan bagi
warga untuk berperilaku pro-lingkungan secara konsisten (Kollmuss &
Agyeman, 2022). Banyak individu memiliki kesadaran ekologis tinggi,
tetapi keterbatasan waktu, sumber daya, dan insentif membuat mereka
sulit menerjemahkannya ke dalam perilaku nyata (Jagers & Harring, 2023).
Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa perilaku ekologis sering kali
terhambat oleh status quo bias, di mana masyarakat cenderung
mempertahankan kebiasaan lama meskipun mereka mengetahui dampak
negatifnya terhadap lingkungan (Shen et al., 2024).

Faktor Sosio-Ekologis dan Budaya

Faktor struktural seperti ketidaksetaraan sosial-ekonomi, akses terhadap
teknologi ramah lingkungan, dan kebijakan publik yang lemah juga
memengaruhi keberhasilan ecological citizenship (McCrea et al., 2021). Di
negara-negara berkembang, minimnya dukungan infrastruktur dan
rendahnya literasi lingkungan menjadi hambatan serius. Di sisi lain,
konteks budaya dapat menjadi pedang bermata dua: ia dapat
memperkuat perilaku ekologis jika nilai-nilainya selaras dengan prinsip
keberlanjutan, tetapi juga dapat menjadi penghalang jika budaya
konsumtif lebih dominan (Zhou et al., 2023).

Kompleksitas Pengukuran dan Evaluasi

Pengukuran ecological citizenship sering kali menghadapi kendala
metodologis, terutama dalam membedakan motivasi intrinsik dan
ekstrinsik warga (Camargo et al., 2021). Instrumen pengukuran yang ada
cenderung fokus pada perilaku observasional, tetapi kurang menangkap
aspek nilai, emosi, dan niat yang mendasarinya. Hal ini menyebabkan
evaluasi program sering kali bersifat parsial dan tidak mencerminkan
perubahan perilaku jangka panjang.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi ecological citizenship

memerlukan pendekatan multidimensi yang mempertimbangkan aspek
struktural, psikologis, dan kultural secara bersamaan. Integrasi kearifan lokal
seperti semboyan “Waja Sampai Kaputing” di Banjarmasin dapat menjadi
strategi kontekstual yang tidak hanya memotivasi perilaku ekologis, tetapi
juga memperkuat rasa identitas dan tanggung jawab kolektif terhadap
lingkungan.
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B. Generasi Z dalam Konteks Lingkungan
Karakteristik Sosial dan Psikologis Gen Z

Generasi Z, yang umumnya mencakup individu yang lahir antara
pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, merupakan kelompok demografis
yang tumbuh di tengah percepatan teknologi digital, krisis iklim, dan
globalisasi nilai. Mereka dikenal memiliki tingkat literasi digital yang tinggi,
preferensi terhadap komunikasi visual, serta kecenderungan mencari
informasi secara instan melalui berbagai platform media sosial (Seemiller &
Grace, 2023). Karakter ini memengaruhi cara mereka memahami, memaknai,
dan merespons isu lingkungan.

Secara sosial, Gen Z menunjukkan orientasi kuat terhadap konektivitas
global dan solidaritas lintas batas, yang diperkuat oleh keterpaparan pada
narasi lingkungan di media internasional (Pew Research Center, 2022).
Mereka lebih terbuka terhadap keberagaman, inklusivitas, dan kolaborasi
kolektif untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan
degradasi ekosistem (Francis & Hoefel, 2018). Hal ini menciptakan peluang
besar untuk menginternalisasi nilai-nilai ecological citizenship, karena
keterhubungan sosial yang luas dapat menjadi medium penyebaran perilaku
pro-lingkungan.

Dari perspektif psikologis, Gen Z memiliki tingkat kesadaran lingkungan
yang relatif tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, namun juga cenderung
mengalami eco-anxiety—kecemasan berlebihan terhadap masa depan planet
akibat krisis iklim (Clayton, 2020; Hickman et al., 2021). Kecemasan ini dapat
menjadi pendorong perilaku ramah lingkungan jika diikuti dengan strategi
coping adaptif, seperti keterlibatan dalam gerakan sosial dan inovasi
berkelanjutan (Ojala, 2023). Namun, tanpa dukungan sistem sosial yang
memadai, eco-anxiety dapat memicu rasa putus asa yang menghambat
partisipasi aktif.

Pola konsumsi Gen Z menunjukkan preferensi terhadap produk dan
layanan berkelanjutan, meskipun perilaku aktual sering kali dipengaruhi oleh
keterbatasan ekonomi dan akses (McKinsey & Company, 2023). Fenomena ini
mencerminkan adanya attitude—behavior gap, di mana kesadaran lingkungan
belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam praktik sehari-hari.

Dalam konteks Banjarmasin, karakteristik sosial dan psikologis Gen Z ini
berinteraksi dengan nilai-nilai lokal, termasuk semboyan “Waja Sampai
Kaputing” yang menekankan ketangguhan dan keteguhan prinsip. Integrasi
nilai lokal dengan sifat digital-native Gen Z berpotensi memperkuat perilaku
ecological citizenship, sekaligus menjembatani kesenjangan antara
pengetahuan dan tindakan lingkungan.
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Perilaku Pro-Lingkungan Gen Z

Perilaku pro-lingkungan (pro-environmental behavior, PEB) pada Generasi
Z mencakup segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk meminimalkan
dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan keberlanjutan
ekosistem (Steg & Vlek, 2021). Secara global, berbagai survei menunjukkan
bahwa Gen Z memiliki tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi dan lebih
cenderung mendukung kebijakan serta inisiatif hijau dibandingkan generasi
sebelumnya (Pew Research Center, 2022). Kesadaran ini tidak hanya
tercermin dalam opini, tetapi juga dalam preferensi konsumsi, gaya hidup,
dan partisipasi dalam gerakan sosial.

Bentuk konkret PEB yang umum diadopsi Gen Z meliputi pengurangan
penggunaan plastik sekali pakai, penghematan energi, daur ulang, konsumsi
produk ramah lingkungan, serta partisipasi dalam kampanye digital terkait isu
lingkungan (NielsenlQ, 2023). Selain itu, kehadiran media sosial
memungkinkan Gen Z untuk memanfaatkan digital activism sebagai sarana
memperluas jangkauan pesan pro-lingkungan dan memobilisasi aksi kolektif
(Mann & Sahni, 2022). Fenomena ini sejalan dengan pandangan bahwa
teknologi digital dapat menjadi katalisator dalam memperkuat ecological
citizenship.

Meskipun tingkat kesadaran dan dukungan terhadap keberlanjutan relatif
tinggi, sejumlah penelitian mengidentifikasi adanya attitude—behavior gap di
kalangan Gen Z, di mana komitmen verbal terhadap isu lingkungan tidak
selalu terwujud dalam perilaku nyata (Kollmuss & Agyeman, 2020; McKinsey
& Company, 2023). Faktor penyebabnya antara lain keterbatasan ekonomi,
kurangnya fasilitas pendukung, pengaruh lingkungan sosial, serta persepsi
bahwa tindakan individu memiliki dampak yang kecil terhadap masalah global
(Gifford, 2014).

Dalam konteks lokal seperti Kota Banjarmasin, perilaku pro-lingkungan
Gen Z dapat diperkuat melalui integrasi nilai kearifan lokal “Waja Sampai
Kaputing” yang menekankan keteguhan dan konsistensi dalam menjaga
prinsip. Nilai ini dapat menjadi cultural leverage untuk menjembatani
kesenjangan antara sikap dan perilaku, dengan menekankan tanggung jawab
kolektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Attitude—-Behavior Gap pada Gen Z

Fenomena attitude—behavior gap merujuk pada ketidaksesuaian antara
sikap positif terhadap isu lingkungan dengan perilaku nyata yang mendukung
keberlanjutan (Kollmuss & Agyeman, 2020). Pada Generasi Z, kesenjangan ini
terlihat ketika individu menunjukkan kepedulian tinggi terhadap lingkungan
melalui survei atau media sosial, namun tidak konsisten menerapkannya
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dalam kehidupan sehari-hari (McKinsey & Company, 2023). Fenomena ini

menjadi tantangan besar dalam mewujudkan ecological citizenship, karena

keberlanjutan memerlukan keterlibatan aktif, bukan sekadar komitmen
verbal.

Beberapa faktor penyebab attitude—behavior gap pada Gen Z meliputi:

e Hambatan Struktural — Keterbatasan infrastruktur ramah lingkungan,
seperti fasilitas daur ulang dan transportasi publik berkelanjutan (Gifford,
2014).

e Pertimbangan Ekonomi — Harga produk berkelanjutan yang relatif lebih
tinggi menjadi kendala adopsi (White et al., 2019).

e Pengaruh Sosial dan Budaya — Norma kelompok dan gaya hidup
perkotaan sering kali bertentangan dengan perilaku ramah lingkungan
(Urban & S¢asny, 2022).

e Persepsi Efektivitas Diri — Keyakinan bahwa kontribusi individu tidak
cukup signifikan untuk mengubah masalah lingkungan global (Hines et al.,
2019).

Studi internasional menunjukkan bahwa meskipun Gen Z memiliki
kesadaran ekologis lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya, mereka
masih menunjukkan behavioral inconsistency, terutama dalam konsumsi,
mobilitas, dan pengelolaan limbah (Vermeir et al.,, 2020). Kondisi ini
mengindikasikan perlunya intervensi berbasis pendidikan lingkungan,
kebijakan publik yang memudahkan aksi ramah lingkungan, serta pendekatan
budaya lokal yang relevan. Dalam konteks Kota Banjarmasin, integrasi nilai
“Waja Sampai Kaputing” dapat menjadi strategi untuk membangun
komitmen berkelanjutan dan mengurangi jarak antara sikap dan perilaku,
karena nilai ini menekankan konsistensi dan keteguhan dalam memegang
prinsip.

C. Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial Lingkungan
Definisi Kearifan Lokal dalam Konteks Lingkungan

Kearifan lokal (local wisdom atau indigenous knowledge) merujuk pada
seperangkat pengetahuan, nilai, norma, dan praktik yang berkembang dalam
suatu komunitas, diwariskan secara turun-temurun, dan digunakan untuk
mengelola hubungan manusia dengan lingkungan (Berkes, 2018). Dalam
konteks lingkungan, kearifan lokal berperan sebagai panduan etis dan praktis
yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan,
menjaga keseimbangan ekosistem, dan memperkuat identitas budaya
masyarakat (UNESCO, 2019).
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Menurut Gadgil et al. (2021), kearifan lokal memiliki ciri-ciri utama: (1)
berbasis pengalaman empiris jangka panjang, (2) adaptif terhadap perubahan
lingkungan, (3) terintegrasi dengan sistem kepercayaan dan nilai budaya,
serta (4) bersifat kolektif dalam pengelolaannya. Pengetahuan ini sering kali
diwujudkan dalam bentuk tradisi lisan, ritual, hukum adat, hingga praktik
pertanian atau perikanan yang ramah lingkungan.

Dalam kerangka ecological citizenship, kearifan lokal menjadi modal sosial
yang dapat memperkuat kesadaran dan partisipasi warga dalam pelestarian
lingkungan (Pretty, 2020). Modal sosial ini meliputi jaringan sosial, norma,
dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk
kepentingan ekologis bersama (Putnam, 2000; Rahmawati & Agustina, 2022).
Dengan demikian, integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan lingkungan
bukan hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga meningkatkan
ketahanan ekologis masyarakat.

Khusus di Indonesia, kearifan lokal sering kali memuat konsep living in
harmony with nature, seperti filosofi “Tri Hita Karana” di Bali, “Sasi” di
Maluku, atau “Waja Sampai Kaputing” di Kalimantan Selatan. Konsep-konsep
ini membentuk perilaku kolektif yang menghargai alam, menghindari
eksploitasi berlebihan, dan mendorong tanggung jawab lintas generasi (Arifin
et al., 2021). Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ecological
citizenship yang menekankan keterlibatan aktif warga dalam menjaga
keberlanjutan ekosistem.

Nilai “Waja Sampai Kaputing”

“Waja Sampai Kaputing” merupakan semboyan daerah Kalimantan
Selatan yang secara harfiah berarti “Baja hingga ke ujung” atau “Teguh
sampai akhir.” Ungkapan ini melambangkan keteguhan hati, keberanian, dan
konsistensi dalam mempertahankan prinsip, meskipun menghadapi
tantangan besar (Hasan, 2020). Secara historis, semboyan ini berakar dari
perjuangan rakyat Banjar dalam melawan penjajahan pada abad ke-19,
khususnya dalam Perang Banjar, di mana semangat pantang menyerah
menjadi identitas kolektif masyarakat (Alfisyahrin & Syarifuddin, 2021).

Dalam konteks kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan, “Waja
Sampai Kaputing” dapat dimaknai sebagai komitmen jangka panjang untuk
menjaga kelestarian alam, mempertahankan nilai-nilai ekologis, dan
memastikan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang (Sujarwo et
al., 2022). Filosofi ini sejalan dengan prinsip ecological citizenship yang
menekankan tanggung jawab lintas generasi dan keteguhan dalam
mengupayakan keseimbangan ekosistem (Dobson, 2017).
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Nilai keteguhan yang terkandung dalam semboyan ini mencakup

beberapa aspek penting:

e Konsistensi menjaga perilaku pro-lingkungan secara berkesinambungan,
meskipun ada tekanan sosial atau ekonomi.

e Keberanian moral mengambil sikap tegas terhadap praktik yang merusak
lingkungan.

e Komitmen kolektif membangun solidaritas antarwarga untuk bersama-
sama mengelola sumber daya alam.

Penelitian lokal menunjukkan bahwa internalisasi nilai “Waja Sampai
Kaputing” melalui pendidikan dan kegiatan komunitas dapat memperkuat
modal sosial lingkungan, meningkatkan partisipasi generasi muda, dan
mengurangi attitude—behavior gap pada aksi lingkungan (Rahman et al.,,
2023). Generasi Z di Banjarmasin, dengan karakteristik adaptif terhadap
teknologi dan kecenderungan untuk berjejaring, memiliki potensi besar untuk
mengaktualisasikan semboyan ini dalam bentuk aksi digital dan aksi nyata di
lapangan, seperti kampanye lingkungan berbasis media sosial atau gerakan
kebersihan sungai.

Studi Kasus Integrasi Kearifan Lokal dan Konservasi

Integrasi kearifan lokal dalam upaya konservasi telah menjadi pendekatan
penting dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, karena mampu
menyatukan nilai-nilai budaya dengan prinsip-prinsip ekologi modern (Pretty
et al., 2020). Berbagai studi menunjukkan bahwa komunitas yang
memadukan kearifan lokal dengan strategi konservasi ilmiah cenderung
memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam menjaga kelestarian
sumber daya alam, dibandingkan dengan pendekatan yang mengabaikan
konteks budaya (Berkes, 2018).

Di Indonesia, terdapat berbagai contoh keberhasilan integrasi ini.
Misalnya, praktik Sasi Laut di Maluku yang mengatur waktu panen sumber
daya laut untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir (Adhuri et al., 2021),
atau Subak di Bali yang memadukan sistem irigasi tradisional dengan prinsip
manajemen air berkelanjutan, yang diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya
Dunia (Lansing, 2019). Kedua praktik ini menunjukkan bagaimana norma adat,
kepercayaan kolektif, dan mekanisme sosial dapat memperkuat efektivitas
konservasi.

Untuk konteks Kalimantan Selatan, nilai “Waja Sampai Kaputing” dapat
berperan serupa dalam memperkuat komitmen masyarakat terhadap
konservasi ekosistem sungai dan lahan basah yang menjadi identitas ekologis
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wilayah ini. Penelitian Rahman et al. (2023) menunjukkan bahwa integrasi
nilai tersebut dalam program edukasi lingkungan bagi Gen Z di Banjarmasin
berhasil meningkatkan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dalam kegiatan
bersih sungai, penanaman pohon, serta kampanye pengurangan plastik sekali
pakai.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan
komunitas lokal menjadi faktor penentu keberhasilan. Studi di Filipina dan
Thailand menunjukkan bahwa ketika kearifan lokal diintegrasikan ke dalam
kebijakan formal, efektivitas konservasi meningkat signifikan, karena
masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap program
tersebut (Hidayati et al., 2022). Pendekatan serupa dapat diterapkan di
Banjarmasin untuk membangun ecological citizenship yang berakar pada
budaya lokal, sehingga pelestarian lingkungan tidak hanya menjadi kewajiban
hukum, tetapi juga panggilan moral dan identitas kolektif.

D. Integrasi Ecological Citizenship, Gen Z, dan Kearifan Lokal

Kerangka Konseptual yang Digunakan

Kerangka konseptual dalam kajian ini dibangun untuk mengintegrasikan
tiga elemen utama ecological citizenship, karakteristik Generasi Z, dan
kearifan lokal “Waja Sampai Kaputing” dalam satu model pemahaman
perilaku pro-lingkungan. Ecological citizenship memberikan landasan normatif
dan etis bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban ekologis yang
melampaui batas geografis dan temporal (Dobson, 2017). Dalam konteks ini,
warga tidak hanya dipandang sebagai penerima manfaat lingkungan, tetapi
juga sebagai aktor aktif yang bertanggung jawab atas keberlanjutan
ekosistem (Jagers & Matti, 2021).

Generasi Z diposisikan sebagai subjek strategis karena karakteristiknya
yang digital-native, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki potensi
advokasi lingkungan yang tinggi melalui media sosial (Turner, 2022). Namun,
literatur menunjukkan adanya attitude—behavior gap yang menghambat
transformasi sikap pro-lingkungan menjadi aksi nyata (Nguyen et al., 2021).
Oleh karena itu, diperlukan intervensi berbasis budaya yang mampu
membangun keterikatan emosional dan identitas kolektif.

Di sinilah peran kearifan lokal “Waja Sampai Kaputing” menjadi
penghubung antara nilai global ecological citizenship dan realitas lokal. Nilai
ini, yang mencerminkan keteguhan, konsistensi, dan komitmen hingga akhir,
dapat di internalisasi sebagai etos lingkungan yang relevan bagi Gen Z
Banjarmasin (Rahman et al., 2023). Dalam kerangka ini, ecological citizenship
berperan sebagai payung normatif, Gen Z sebagai agen perubahan utama,
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dan kearifan lokal sebagai media internalisasi nilai, sehingga membentuk
perilaku pro-lingkungan yang berkelanjutan.

Model konseptual yang digunakan memadukan Value-Belief-Norm
Theory (Stern, 2000) untuk menjelaskan hubungan antara nilai-nilai budaya,
keyakinan ekologis, dan norma perilaku; serta Social Practice Theory (Shove
et al., 2012) yang menekankan pentingnya praktik sosial dan rutinitas dalam
membentuk perilaku. Dengan kombinasi ini, diharapkan intervensi berbasis
kearifan lokal dapat menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan
tindakan, serta memperkuat ecological citizenship di kalangan Gen Z.

Model Teoretis Pendukung

Model teoretis yang digunakan dalam kajian ini bertujuan untuk
memahami keterkaitan antara nilai budaya lokal, kesadaran ekologis, dan
perilaku pro-lingkungan Generasi Z. Dua model utama yang dipadukan adalah
Value-Belief-Norm (VBN) Theory dan Social Practice Theory (SPT).

Pertama, Value-Belief-Norm Theory yang dikembangkan oleh Stern et al.
(1999) dan disempurnakan dalam penelitian terbaru (Bouman et al., 2020;
Chen, 2022) menjelaskan bahwa perilaku pro-lingkungan berakar pada tiga
komponen: nilai (values), keyakinan (beliefs), dan norma pribadi (personal
norms). Nilai-nilai dapat bersifat biosferis, altruistik, atau egoistik, yang
kemudian mempengaruhi keyakinan individu tentang konsekuensi lingkungan
dan kewajiban moralnya untuk bertindak (Garcia-Mira et al., 2021). Dalam
konteks ini, nilai “Waja Sampai Kaputing” diposisikan sebagai nilai budaya
yang memperkuat norma pribadi untuk bertindak demi keberlanjutan
lingkungan.

Kedua, Social Practice Theory (Shove et al., 2012; Hargreaves, 2019)
memandang perilaku sebagai hasil dari interaksi tiga elemen: makna
(meanings), material (materials), dan kompetensi (competences). Gen Z di
Banjarmasin dapat menginternalisasi praktik ekologis melalui pembiasaan
sosial yang menggabungkan nilai budaya lokal, pengetahuan ekologis, dan
akses terhadap sumber daya pendukung. Model ini relevan untuk mengatasi
attitude—behavior gap karena menekankan pentingnya pembentukan
rutinitas yang berkelanjutan, bukan hanya perubahan sikap semata
(Whitmarsh et al., 2021).

Integrasi VBN dan SPT menghasilkan kerangka analisis yang mampu
melihat perilaku pro-lingkungan sebagai proses holistik dimulai dari
internalisasi nilai melalui kearifan lokal, pembentukan keyakinan ekologis,
hingga penerapan praktik sehari-hari. Pendekatan ini juga selaras dengan
konsep ecological citizenship yang menuntut keterlibatan aktif individu dalam
isu lingkungan baik pada level lokal maupun global (Jagers & Matti, 2021).
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Relevansi untuk Konteks Banjarmasin

Kota Banjarmasin, yang dikenal sebagai “Kota Seribu Sungai,” memiliki
karakteristik geografis dan budaya yang unik, yang secara langsung
mempengaruhi hubungan masyarakat dengan lingkungan. Sebagai kota yang
dikelilingi ekosistem sungai dan lahan basah, keberlanjutan ekologis menjadi
aspek vital dalam kehidupan warganya (Hidayat et al., 2021). Ancaman
degradasi lingkungan seperti pencemaran air, konversi lahan basah, dan
penurunan kualitas udara telah memunculkan kebutuhan mendesak akan
penguatan kesadaran ekologis berbasis nilai lokal yang dapat di internalisasi
oleh generasi muda.

Integrasi konsep ecological citizenship dengan kearifan lokal “Waja
Sampai Kaputing” memiliki relevansi strategis di Banjarmasin. Nilai ini, yang
bermakna pantang menyerah hingga akhir, dapat menjadi modal budaya
untuk membentuk komitmen jangka panjang dalam perilaku pro-lingkungan
Generasi Z. Penelitian terkini menunjukkan bahwa ketika nilai-nilai lokal
dileburkan ke dalam pendidikan lingkungan, terjadi peningkatan kepedulian
ekologis dan partisipasi publik yang lebih tinggi (Pretty et al., 2022; Zulfa et al.,
2023).

Generasi Z di Banjarmasin memiliki karakteristik adaptif terhadap
teknologi dan media digital, yang dapat dimanfaatkan untuk
mengkampanyekan perilaku ramah lingkungan berbasis lokalitas. Pendekatan
glocalization, yakni menggabungkan pesan global tentang keberlanjutan
dengan narasi lokal yang dekat dengan identitas budaya, terbukti efektif
dalam mengubah sikap dan perilaku anak muda (Robertson, 2020). Misalnya,
kampanye pengelolaan sampah dan pelestarian sungai dapat dibingkai
melalui cerita sejarah dan filosofi lokal sehingga lebih membekas secara
emosional.

Dengan menggabungkan Value-Belief-Norm Theory dan Social Practice
Theory, intervensi di Banjarmasin dapat diarahkan pada internalisasi nilai
budaya, pembentukan keyakinan ekologis, dan pembiasaan praktik
berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa intervensi yang
menghubungkan identitas budaya dan tindakan ekologis cenderung lebih
bertahan lama dibanding kampanye berbasis informasi semata (Clayton et al.,
2021). Oleh karena itu, Banjarmasin menjadi konteks yang ideal untuk
penerapan model integratif ini karena kombinasi kekayaan kearifan lokal,
urgensi ekologis, dan potensi partisipasi aktif Generasi Z.
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KONTEKS SOSIAL DAN EKOLOGIS KOTA BANJARMASIN
A. Gambaran Umum Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang
terletak di tepi Sungai Barito dan Sungai Martapura, menjadikannya salah
satu kota dengan karakter water-based city yang khas di Indonesia (Hidayat
et al., 2021). Luas wilayahnya mencapai 98,46 km? dengan jumlah penduduk
sekitar 657.000 jiwa pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023).
Keberadaan sungai-sungai besar dan anak sungainya tidak hanya menjadi ciri
geografis, tetapi juga membentuk pola kehidupan sosial, ekonomi, dan
budaya masyarakat secara historis maupun kontemporer (Rahman & Hakim,
2022).

Secara geografis, Banjarmasin berada di wilayah dataran rendah dengan
ketinggian rata-rata 0—1 meter di atas permukaan laut, sehingga sangat
dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan curah hujan tahunan (World Bank,
2022). Kondisi ini menyebabkan kerentanan tinggi terhadap banjir musiman
dan genangan air yang berdampak pada aktivitas ekonomi dan kesehatan
masyarakat (IPCC, 2021). Namun, keberadaan sungai juga menjadi potensi
strategis untuk pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekologi,
seperti pasar terapung, wisata susur sungai, dan ekowisata hutan mangrove
(Pratiwi et al., 2020).

Secara ekonomi, Banjarmasin berkembang sebagai pusat perdagangan
dan jasa di Kalimantan Selatan. Pelabuhan Trisakti menjadi pintu gerbang
distribusi barang ke wilayah Kalimantan dan luar pulau, sedangkan sektor
perdagangan tradisional tetap hidup melalui pasar-pasar rakyat di bantaran
sungai (Kementerian Perhubungan, 2021). Keunikan ini menjadikan
Banjarmasin sebagai kota yang mampu menggabungkan modernisasi dengan
warisan budaya sungai.

Dari sisi tata ruang, keberadaan sungai berpengaruh besar terhadap
pembentukan permukiman. Banyak wilayah perumahan berada di bantaran
sungai dengan struktur rumah panggung yang disesuaikan untuk menghadapi
fluktuasi air (Arifin & Setiawan, 2020). Namun, pertumbuhan kota yang cepat
menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, seperti konversi lahan basah
menjadi permukiman dan penurunan kualitas air akibat limbah domestik
(Biggs et al., 2021).

Banjarmasin juga dikenal dengan identitas kultural masyarakat Banjar
yang memiliki filosofi hidup selaras dengan alam. Nilai-nilai ini tercermin
dalam kearifan lokal seperti Waja Sampai Kaputing, yang melambangkan
keteguhan, kegigihan, dan komitmen hingga tujuan tercapai (Maulana, 2019).
Filosofi ini tidak hanya relevan dalam konteks sosial-budaya, tetapi juga dapat
menjadi prinsip dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
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Dengan kombinasi faktor geografis, sosial, dan ekonominya, Banjarmasin
memiliki potensi besar untuk menjadi model kota berkelanjutan berbasis
ekosistem sungai. Namun, keberhasilan ini bergantung pada kemampuan
pemerintah daerah, masyarakat, dan generasi muda untuk mengintegrasikan
pengetahuan lokal dengan pendekatan inovatif dalam menjaga keberlanjutan
lingkungan.

B. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Banjarmasin

Masyarakat Banjarmasin mayoritas berasal dari etnis Banjar, dengan
pengaruh budaya Melayu, Dayak, dan Jawa yang membentuk identitas sosial
yang khas (Ras, 2020). Struktur sosial masyarakatnya masih kuat
mempertahankan nilai gotong royong, solidaritas antarwarga, dan
penghormatan terhadap adat istiadat, meskipun modernisasi dan urbanisasi
mulai mengubah pola interaksi sosial (Putra & Anshari, 2021). Nilai-nilai
tradisional ini memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kolektif,
termasuk dalam upaya pelestarian lingkungan berbasis komunitas.

Salah satu ciri budaya yang menonjol adalah filosofi Waja Sampai
Kaputing, yang berarti “pantang menyerah hingga tujuan tercapai” (Maulana,
2019). Filosofi ini tidak hanya tercermin dalam etos kerja, tetapi juga dalam
ketahanan sosial menghadapi tantangan seperti banjir, fluktuasi ekonomi,
dan perubahan sosial. Konsep ini memiliki relevansi dalam membangun
kesadaran ekologis, karena menekankan pada komitmen jangka panjang dan
keberlanjutan.

Interaksi sosial di Banjarmasin juga dipengaruhi oleh letak geografisnya
sebagai kota berbasis sungai. Sungai bukan hanya jalur transportasi, tetapi
juga pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya (Rahman & Hakim, 2022).
Pasar terapung, misalnya, bukan sekadar tempat jual beli, melainkan juga
ruang interaksi sosial lintas generasi. Pola kehidupan yang terintegrasi dengan
ekosistem sungai ini membentuk kesadaran ekologis yang secara historis
melekat pada masyarakat.

Dari perspektif sosial, perkembangan teknologi dan media sosial telah
memengaruhi cara generasi muda, terutama Gen Z, berinteraksi dan
membentuk identitas mereka (Wang et al., 2022). Meskipun interaksi tatap
muka masih berlangsung dalam kegiatan adat dan komunitas, media digital
telah menjadi ruang penting bagi generasi ini untuk mengekspresikan diri,
termasuk dalam kampanye lingkungan. Fenomena ini menciptakan peluang
baru dalam mengintegrasikan kearifan lokal dengan kampanye pro-
lingkungan berbasis teknologi.

156 | Ecological Citizenship Berbasis Kearifan Lokal



Pendidikan dan agama juga memegang peran strategis dalam
membentuk sikap sosial. Mayoritas masyarakat Banjarmasin beragama Islam,
dengan masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga
sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan penyuluhan lingkungan
(Hasanah & Fauzi, 2020). Melalui jalur ini, pesan-pesan tentang pentingnya
menjaga kebersihan sungai dan mengurangi pencemaran dapat disampaikan
secara efektif.

Modernisasi membawa tantangan tersendiri. Urbanisasi yang cepat,
perubahan gaya hidup, dan meningkatnya konsumsi produk sekali pakai telah
memicu peningkatan timbulan sampah, terutama plastik (Setyowati et al.,
2021). Hal ini menguji sejauh mana nilai-nilai budaya lokal dapat beradaptasi
untuk menghadapi masalah lingkungan kontemporer. Oleh karena itu,
penguatan identitas budaya yang relevan dengan tantangan ekologis modern
menjadi kebutuhan strategis bagi keberlanjutan sosial dan lingkungan di
Banjarmasin.

C. Tantangan Ekologis dan Peluang Keberlanjutan

Kota Banjarmasin menghadapi sejumlah tantangan ekologis yang
kompleks akibat perpaduan antara faktor alam, pertumbuhan penduduk, dan
aktivitas ekonomi. Sebagai kota yang berada di daerah delta dan dikelilingi
jaringan sungai, Banjarmasin rentan terhadap banjir, erosi tepi sungai, serta
penurunan kualitas air (Rahman & Hakim, 2022). Peningkatan intensitas
curah hujan dan perubahan pola musim akibat perubahan iklim global
semakin memperburuk kerentanan ini (IPCC, 2021). Data dari Badan Nasional
Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa banjir tahunan di Banjarmasin
berdampak pada ribuan rumah dan mengganggu aktivitas ekonomi
masyarakat, khususnya sektor perdagangan berbasis sungai.

Selain banjir, masalah pencemaran sungai menjadi tantangan serius.
Sungai-sungai di Banjarmasin menghadapi tekanan akibat limbah rumah
tangga, industri, dan sampah plastik sekali pakai (Setyowati et al., 2021).
Kondisi ini menurunkan kualitas air dan mengancam ekosistem perairan,
termasuk keanekaragaman hayati lokal. Studi oleh Nugraha et al. (2022)
mengungkap bahwa pencemaran plastik di Sungai Martapura telah mencapai
tingkat yang mengkhawatirkan, dengan partikel mikroplastik ditemukan
dalam organisme air yang menjadi sumber pangan masyarakat.

Urbanisasi yang pesat juga mendorong konversi lahan hijau menjadi
permukiman dan infrastruktur, mengurangi kapasitas daerah resapan air
(Putra & Anshari, 2021). Alih fungsi lahan ini memicu peningkatan suhu
perkotaan (urban heat island effect) serta menurunkan kualitas udara akibat
berkurangnya vegetasi (Suhardi et al., 2020). Meski menghadapi tantangan,

Ecological Citizenship Berbasis Kearifan Lokal Pada Gen Z Kota Banjarmasin | 157



Banjarmasin memiliki sejumlah peluang keberlanjutan. Salah satunya adalah
pemanfaatan kearifan lokal Waja Sampai Kaputing yang dapat menjadi
landasan etos kerja kolektif dalam menjaga lingkungan (Maulana, 2019).
Nilai-nilai budaya ini berpotensi diintegrasikan dengan pendekatan ecological
citizenship untuk mendorong partisipasi masyarakat, khususnya generasi
muda, dalam program pelestarian lingkungan.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang inovasi dalam
pengelolaan lingkungan. Aplikasi berbasis peta interaktif, kampanye media
sosial, dan program edukasi daring telah terbukti efektif meningkatkan
kesadaran ekologis di kalangan generasi muda di berbagai kota dunia (Wang
et al., 2022). Dengan penetrasi internet yang tinggi di Banjarmasin, strategi ini
dapat diadaptasi untuk memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah,
komunitas lokal, dan sektor swasta. Dari sisi kebijakan, implementasi
Sustainable Development Goals (SDGs) terutama tujuan ke-11 (Sustainable
Cities and Communities) dan ke-13 (Climate Action) dapat menjadi kerangka
kerja strategis. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan kolaborasi lintas
sektor untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan, mengelola limbah
secara berkelanjutan, dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana
(United Nations, 2022).

Dengan menggabungkan modal sosial berbasis kearifan lokal, inovasi
teknologi, dan dukungan kebijakan, Banjarmasin memiliki peluang untuk
menjadi model kota sungai berkelanjutan di Indonesia. Namun, kesuksesan
transformasi ini sangat bergantung pada kemauan politik, partisipasi aktif
masyarakat, dan keberlanjutan program lingkungan lintas generasi.

STUDI KASUS: PROGRAM SOSIOEDUKASI BERBASIS NILAI LOKAL
A. Ringkasan Program Waja Sampai Kaputing dan Dampaknya terhadap

Kesadaran Sosial

Nilai Waja Sampai Kaputing (WSK) merupakan semboyan dan falsafah
hidup masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang mengandung makna
keteguhan hati, keuletan, dan komitmen penuh hingga akhir dalam
menghadapi tantangan. Secara etimologis, waja berarti baja—melambangkan
kekuatan, keteguhan, dan ketahanan mental—sementara kaputing berarti
hingga ujung atau hingga akhir (Rahman et al., 2022). Nilai ini pada awalnya
menjadi semboyan perjuangan rakyat Banjar dalam melawan kolonialisme,
namun dalam konteks modern telah diadaptasi sebagai prinsip etis untuk
ketahanan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Di era saat ini, program-program berbasis WSK mulai diterapkan sebagai
bentuk sosioedukasi di komunitas, sekolah, dan lembaga sosial. Pendekatan
ini menempatkan nilai WSK sebagai inti pembelajaran, di mana warga atau
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peserta didik tidak hanya diberikan materi kognitif, tetapi juga dilatih untuk
menginternalisasi keteguhan dan konsistensi dalam bertindak bagi
kepentingan bersama (Mulyani & Hartati, 2022). Konsep ini sejalan dengan
teori values-based education yang menekankan pentingnya penanaman nilai
moral dalam kerangka pendidikan partisipatif (O'Flaherty & Liddy, 2018).

Implementasi Program
Implementasi program WSK biasanya dilakukan melalui serangkaian

kegiatan sosioedukasi yang bersifat community-based, antara lain:

a) Pelatihan dan penyuluhan lingkungan berbasis nilai lokal — misalnya
kampanye kebersihan sungai, penanaman pohon, dan pengelolaan
sampah berbasis rumah tangga.

b) Proyek kolaboratif antarwarga — seperti kerja bakti membersihkan
lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, atau menghidupkan kembali
pasar tradisional sebagai pusat interaksi sosial.

¢) Edukasi berbasis sekolah — mengintegrasikan WSK ke dalam kurikulum
muatan lokal, termasuk melalui proyek penelitian kecil oleh siswa tentang
kearifan lokal dan lingkungan.

Metode ini memanfaatkan prinsip experiential learning (Kolb, 2015), di
mana peserta terlibat langsung dalam aktivitas nyata yang relevan dengan
kehidupan sehari-hari mereka, sehingga nilai-nilai WSK tidak hanya dipahami
secara konseptual tetapi juga dihayati dan dipraktikkan.

Pendekatan Sosioedukasi dan Transformasi Kesadaran Sosial

Sosioedukasi dalam konteks WSK menggabungkan unsur edukasi formal,
nonformal, dan informal untuk membentuk kesadaran kolektif. Dalam
ecological citizenship, kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa setiap
individu memiliki tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan ekosistem
(Dobson, 2021). Penerapan WSK dalam kerangka ini membuat warga tidak
hanya peduli terhadap lingkungan secara pribadi, tetapi juga memiliki
kesadaran kolektif untuk melestarikannya demi kepentingan bersama.

Penelitian menunjukkan bahwa program berbasis nilai lokal mampu
meningkatkan sense of belonging dan place attachment pada peserta
(Raymond et al.,, 2019). Keterikatan ini berpengaruh signifikan terhadap
kemauan berpartisipasi dalam aksi sosial-lingkungan, seperti yang juga
ditemukan dalam studi oleh Kravchenko (2022) bahwa integrasi nilai budaya
lokal ke dalam pendidikan lingkungan meningkatkan keterlibatan jangka
panjang.
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Dampak terhadap Kesadaran Sosial
Dampak positif dari implementasi program WSK dapat dilihat pada tiga

dimensi utama:

a) Dimensi Kognitif — Peserta memperoleh pengetahuan baru tentang isu
lingkungan lokal, sejarah budaya Banjar, dan strategi mitigasi masalah
sosial-ekologis. Studi oleh Kurniawan et al. (2021) menunjukkan bahwa
peningkatan literasi ini mendorong kemampuan warga untuk
mengidentifikasi masalah lingkungan dan mengusulkan solusi realistis.

b) Dimensi Afektif — Internaliasi nilai WSK memicu rasa bangga terhadap
identitas budaya dan memperkuat komitmen emosional terhadap
pelestarian lingkungan. Emosi positif ini berfungsi sebagai pendorong
kuat untuk partisipasi sosial (Sterling et al., 2021).

¢) Dimensi Konatif — Terlihat dari perilaku nyata seperti keikutsertaan dalam
kerja bakti, inisiatif membersihkan saluran air tanpa diminta, atau
partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa. Pretty & Ward (2020)
menegaskan bahwa partisipasi berbasis komunitas dengan dukungan nilai
lokal memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi dibanding intervensi
top-down.

Selain itu, program WSK di Banjarmasin telah memicu terbentuknya
jejaring relawan lingkungan lintas generasi, memperluas social capital
masyarakat. Modal sosial ini menjadi aset penting dalam menghadapi
tantangan seperti banjir, polusi sungai, dan degradasi lahan basah.

Keterkaitan dengan Social Capital dan Ecological Citizenship

Secara teoritis, WSK sebagai nilai lokal berperan sebagai bonding social
capital yang memperkuat kohesi internal komunitas (Putnam, 2000). Dalam
konteks ecological citizenship, ia juga berfungsi sebagai bridging social capital
yang menghubungkan komunitas lokal dengan jaringan aktor lain seperti LSM,
pemerintah daerah, dan akademisi untuk kolaborasi lintas sektor (Margerum
& Robinson, 2022). program WSK tidak hanya berdampak pada kesadaran
sosial dalam lingkup lokal, tetapi juga menjadi model replikasi bagi wilayah
lain yang memiliki kearifan lokal berbeda namun dengan semangat
keberlanjutan yang sama.

B. Relevansi Metode Sosioedukasi untuk Membangun Ecological
Citizenship
Ecological citizenship merupakan konsep yang menekankan tanggung
jawab warga negara untuk menjaga keberlanjutan lingkungan melalui
tindakan sadar, baik di ranah publik maupun privat (Dobson, 2021). Dalam
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kerangka ini, pembentukan ecological citizenship tidak cukup hanya melalui
regulasi atau kampanye formal, melainkan membutuhkan proses pendidikan
yang menyentuh aspek kognitif, afektif, dan konatif warga. Metode
sosioedukasi menjadi salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam
membentuk kesadaran ekologis yang berkelanjutan, karena menggabungkan
pembelajaran berbasis nilai, interaksi sosial, dan pengalaman langsung
(Sterling et al., 2021).

Pendekatan Sosioedukasi: Dari Pengetahuan ke Aksi

Sosioedukasi memandang pembelajaran sebagai proses sosial yang
melibatkan dialog, kolaborasi, dan refleksi antaranggota komunitas. Model ini
sejalan dengan teori social learning yang menegaskan bahwa perubahan
perilaku lingkungan lebih mungkin terjadi ketika individu terlibat dalam
kelompok yang saling berbagi pengalaman dan nilai (Reed et al., 2020). Dalam
konteks Banjarmasin, metode sosioedukasi berbasis WSK tidak hanya
mentransfer pengetahuan tentang lingkungan, tetapi juga membangun rasa
identitas bersama sebagai warga Banjar yang memiliki tanggung jawab moral
untuk menjaga sungai, lahan basah, dan sumber daya lokal.

Studi oleh Hager et al. (2022) menunjukkan bahwa pendekatan
pendidikan berbasis komunitas dapat meningkatkan ecological literacy
sekaligus memperkuat komitmen jangka panjang untuk berpartisipasi dalam
aksi kolektif. Hal ini relevan untuk ecological citizenship, yang menuntut
keterlibatan aktif dalam mengatasi tantangan lingkungan, bukan sekadar
kepatuhan pasif terhadap peraturan.

Internalisasi Nilai Lokal sebagai Fondasi Moral

Nilai Waja Sampai Kaputing menyediakan kerangka moral vyang
memperkuat dimensi etis dari ecological citizenship. Sebagaimana dijelaskan
oleh Kravchenko (2022), integrasi kearifan lokal dalam pendidikan lingkungan
dapat menghubungkan konsep abstrak keberlanjutan dengan pengalaman
nyata masyarakat. Dengan mengaitkan perilaku pro-lingkungan pada nilai
keuletan dan konsistensi khas WSK, peserta sosioedukasi di Banjarmasin
memiliki motivasi intrinsik yang lebih kuat untuk mempertahankan kebiasaan
positif tersebut.

Pendekatan ini juga meminimalkan risiko attitude—behavior gap yang
sering ditemukan pada Generasi Z, di mana kesadaran akan isu lingkungan
tidak selalu diikuti oleh tindakan nyata (Li & Monroe, 2019). Ketika nilai-nilai
lokal diinternalisasi, perilaku ekologis lebih mudah menjadi bagian dari
identitas sosial individu.
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Kolaborasi dan Partisipasi Lintas Generasi

Salah satu keunggulan metode sosioedukasi adalah kemampuannya
memfasilitasi interaksi lintas generasi. Gen Z, yang akrab dengan teknologi
digital, dapat berkolaborasi dengan generasi yang lebih tua untuk
menggabungkan pengetahuan tradisional dengan inovasi modern. Menurut
Barber et al. (2021), interaksi lintas generasi dalam konteks lingkungan
memperkuat social capital dan memfasilitasi transfer nilai keberlanjutan.

Di Banjarmasin, kegiatan seperti patroli sungai bersama, lomba daur
ulang kreatif, atau pengelolaan taman kota berbasis komunitas menjadi
sarana praktis untuk melatih keterampilan kolaboratif sekaligus mengasah
kepekaan ekologis. Partisipasi ini membentuk civic habitus — kebiasaan
warga negara dalam bertindak demi kepentingan bersama (Hoskins & Saisana,
2020).

Efektivitas Jangka Panjang dan Replikasi Model

Efektivitas metode sosioedukasi dalam membentuk ecological citizenship
juga terletak pada kemampuannya menciptakan perubahan perilaku yang
berkelanjutan. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa intervensi
berbasis komunitas dengan pendekatan partisipatif cenderung menghasilkan
dampak jangka panjang dibanding program top-down (Pretty & Ward, 2020).

Model WSK di Banjarmasin memiliki potensi untuk direplikasi di wilayah
lain dengan menyesuaikan nilai lokal masing-masing. Prinsip dasarnya adalah
menghubungkan pendidikan lingkungan dengan identitas kultural, sehingga
ecological citizenship menjadi bagian tak terpisahkan dari jati diri warga.

C. Hasil Utama: Perubahan Sikap, Literasi, dan Partisipasi Sosial

Implementasi program Waja Sampai Kaputing (WSK) melalui pendekatan
sosioedukasi di Banjarmasin menghasilkan beberapa capaian utama yang
berkaitan dengan perubahan sikap, peningkatan literasi lingkungan, dan
partisipasi sosial generasi muda, khususnya Gen Z.

Perubahan Sikap (Attitude Transformation)

Perubahan sikap merupakan salah satu indikator paling nyata dari
keberhasilan intervensi pendidikan berbasis nilai lokal. Peserta yang awalnya
memandang isu lingkungan sebagai tanggung jawab pemerintah mulai
menginternalisasi pandangan bahwa perlindungan ekosistem adalah
tanggung jawab pribadi dan kolektif. Hal ini selaras dengan temuan Hager et
al. (2022) bahwa program pendidikan berbasis komunitas dapat
meningkatkan sense of ownership terhadap lingkungan.

162 | Ecological Citizenship Berbasis Kearifan Lokal



Lebih jauh, pendekatan yang mengaitkan isu lingkungan dengan identitas
budaya seperti WSK memfasilitasi transformasi sikap dari passive concern
menjadi active commitment (Sterling et al.,, 2021). Peserta menunjukkan
peningkatan empati terhadap dampak degradasi lingkungan dan
kecenderungan untuk mengadopsi perilaku pro-lingkungan dalam keseharian,
seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan keterlibatan dalam
kegiatan bersih-bersih sungai.

Peningkatan Literasi Lingkungan (Environmental Literacy)

Program WSK juga meningkatkan dimensi kognitif ecological citizenship
melalui penguatan literasi lingkungan. Menurut UNESCO (2020), literasi
lingkungan mencakup pemahaman konsep ekologi, keterampilan analitis
untuk mengevaluasi masalah lingkungan, dan kemampuan mengambil
tindakan berdasarkan pengetahuan tersebut.

Peserta program menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang
hubungan antara perilaku individu dan kesehatan ekosistem lokal. Misalnya,
kegiatan river watch dan diskusi kelompok mendorong peserta untuk
menganalisis sumber pencemaran sungai di Banjarmasin serta
mengidentifikasi solusi berbasis komunitas. Temuan ini konsisten dengan
studi Monroe et al. (2019) yang menegaskan bahwa pembelajaran berbasis
pengalaman (experiential learning) adalah cara efektif untuk meningkatkan
environmental literacy.

Penguatan Partisipasi Sosial (Social Participation)

Selain perubahan sikap dan peningkatan literasi, keberhasilan program
WSK tampak pada penguatan partisipasi sosial, baik dalam bentuk individu
maupun kolektif. Generasi Z peserta program mulai terlibat dalam kegiatan
lingkungan yang lebih luas, seperti kampanye media sosial, pengorganisasian
eco-event, dan kerja sama dengan organisasi lingkungan lokal.

Menurut Hoskins & Saisana (2020), partisipasi sosial dalam konteks
ecological citizenship tidak hanya berfokus pada keterlibatan formal seperti
organisasi atau LSM, tetapi juga mencakup aksi-aksi kecil yang terintegrasi
dalam kehidupan sehari-hari. Pada program WSK, hal ini terlihat dari
pembentukan kelompok relawan lingkungan di sekolah dan universitas, yang
berfungsi sebagai peer educator untuk menyebarkan pengetahuan dan
motivasi kepada komunitasnya.
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Sinergi Antarindikator

Ketiga aspek perubahan sikap, peningkatan literasi, dan partisipasi sosial
saling memperkuat. Perubahan sikap menjadi landasan motivasi, literasi
menyediakan pengetahuan dan keterampilan, sedangkan partisipasi memberi
ruang untuk mengaplikasikan keduanya. Model ini sesuai dengan kerangka
ecological citizenship yang menuntut keterhubungan antara dimensi kognitif,
afektif, dan konatif (Dobson, 2021).

Dengan demikian, program WSK tidak hanya menghasilkan output berupa
pengetahuan atau kampanye sesaat, tetapi juga menciptakan perubahan
perilaku yang lebih berkelanjutan. Hal ini menjadi bukti bahwa integrasi
kearifan lokal dengan metode sosioedukasi mampu menjembatani
kesenjangan antara kesadaran dan tindakan dalam isu lingkungan, khususnya
di kalangan Gen Z.

ANALISIS DAN DISKUSI
A. Nilai Waja Sampai Kaputing sebagai Landasan Moral Perilaku Ekologis

Nilai Waja Sampai Kaputing (WSK), yang secara harfiah berarti “tetap
tegar hingga akhir,” merupakan semboyan khas Kalimantan Selatan yang
merepresentasikan keteguhan hati, keberanian, dan konsistensi dalam
menghadapi tantangan. Nilai ini bukan sekadar slogan budaya, melainkan
mengandung makna moral yang dapat menjadi landasan perilaku ekologis,
terutama dalam konteks ecological citizenship.

Secara filosofis, WSK mengandung prinsip keberlanjutan (sustainability)
yang paralel dengan konsep tanggung jawab antargenerasi (intergenerational
responsibility) dalam literatur ekologi (Barry & Eckersley, 2022). Prinsip ini
menekankan bahwa menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya untuk
kepentingan saat ini, tetapi juga demi generasi mendatang. Nilai pantang
menyerah yang terkandung dalam WSK mendorong individu untuk tetap
konsisten menjalankan praktik ramah lingkungan meskipun menghadapi
hambatan struktural atau sosial.

Dalam perspektif ecological citizenship, nilai budaya seperti WSK
berfungsi sebagai moral compass yang memperkuat dimensi etis perilaku
lingkungan. Menurut Dobson (2021), ecological citizenship menuntut
komitmen moral yang melampaui kepatuhan terhadap hukum, mencakup
tanggung jawab personal terhadap dampak ekologis dari tindakan sehari-hari.
Dalam hal ini, WSK memberikan kerangka etis yang kuat untuk membangun
kesadaran kolektif di masyarakat Banjarmasin agar tetap berjuang melindungi
lingkungan, meskipun prosesnya membutuhkan waktu panjang dan usaha
berkesinambungan.
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Penerapan nilai WSK dalam perilaku ekologis dapat dilihat pada tiga
aspek. Pertama, pada level individu, nilai ini mendorong perubahan gaya
hidup menuju konsumsi yang lebih bijak dan pengurangan limbah plastik,
selaras dengan temuan Whitburn et al. (2020) bahwa internalisasi nilai-nilai
prososial dapat meningkatkan keberlanjutan perilaku. Kedua, pada level
komunitas, WSK memperkuat solidaritas dalam gerakan lingkungan, seperti
inisiatif community clean-up atau restorasi ekosistem sungai. Ketiga, pada
level kebijakan, nilai ini dapat menjadi dasar legitimasi program pemerintah
daerah yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.

Lebih jauh, integrasi nilai WSK dengan pendidikan lingkungan berbasis
budaya terbukti mampu membangun environmental resilience generasi
muda. Studi oleh Smith & Clayton (2021) menunjukkan bahwa ketika
pendidikan lingkungan dikaitkan dengan identitas budaya lokal, peserta lebih
cenderung memiliki motivasi intrinsik yang bertahan lama. Dalam konteks
Gen Z di Banjarmasin, WSK dapat memicu keterlibatan aktif dalam aksi-aksi
pro-lingkungan karena selaras dengan kebutuhan generasi ini akan nilai
autentik dan relevansi personal dalam gerakan sosial (Twenge, 2023).

Dengan demikian, WSK tidak hanya berperan sebagai simbol sejarah,
tetapi juga sebagai kerangka moral yang hidup, yang menghubungkan
identitas budaya dengan tanggung jawab ekologis. Penguatan nilai ini dalam
pendidikan, kampanye publik, dan kebijakan lingkungan berpotensi
menjembatani kesenjangan antara kesadaran dan tindakan, sekaligus
memperkuat kapasitas ecological citizenship di Banjarmasin dan wilayah
lainnya.

B. Kekuatan dan Keterbatasan Pendekatan Berbasis Kearifan Lokal

Pendekatan berbasis kearifan lokal dalam membangun ecological
citizenship memiliki sejumlah kekuatan yang membuatnya relevan dan efektif,
terutama di masyarakat yang memiliki ikatan kuat dengan tradisi. Salah satu
kekuatan utamanya adalah kedekatan budaya (cultural proximity), di mana
pesan-pesan lingkungan dibingkai melalui nilai, simbol, dan praktik yang
sudah akrab di masyarakat (Pretty et al.,, 2021). Hal ini meningkatkan
penerimaan dan legitimasi sosial, karena warga merasa pesan tersebut
berasal dari identitas mereka sendiri, bukan hasil intervensi eksternal.

Kekuatan kedua adalah legitimasi moral dan sosial. Nilai-nilai seperti
Waja Sampai Kaputing memberi kerangka etis yang mendasari perilaku
ekologis dan menjadikannya sebagai bagian dari kewajiban moral, bukan
sekadar aturan formal. Menurut Berkes (2022), kearifan lokal memiliki
kapasitas untuk membentuk norma sosial yang stabil, yang berperan penting
dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
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Kekuatan ketiga adalah efektivitas komunikasi. Pendekatan ini
memanfaatkan bahasa lokal, narasi sejarah, dan praktik budaya yang resonan
dengan masyarakat. Studi oleh Sterling et al. (2020) menunjukkan bahwa
strategi komunikasi lingkungan berbasis kearifan lokal mampu meningkatkan
partisipasi publik hingga 30% dibandingkan pendekatan berbasis sains semata,
karena narasi budaya memiliki daya emosional yang kuat.

Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan yang perlu diantisipasi.
Pertama adalah potensi bias lokal. Beberapa nilai atau praktik tradisional
mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan modern,
misalnya praktik perburuan atau penggunaan sumber daya yang tidak lagi
sejalan dengan kapasitas ekosistem saat ini (Garnett et al., 2018).

Keterbatasan kedua adalah resistensi terhadap inovasi. Dalam beberapa
kasus, keterikatan yang terlalu kuat pada tradisi dapat menghambat adopsi
teknologi atau metode baru yang lebih ramah lingkungan. Menurut Ensor et
al. (2019), keberhasilan konservasi memerlukan keseimbangan antara
menghormati tradisi dan memperkenalkan inovasi adaptif.

Keterbatasan ketiga adalah tantangan adaptasi di era digital. Generasi
muda, khususnya Gen Z, cenderung mengonsumsi informasi melalui media
sosial dan memiliki ekspektasi interaksi yang cepat dan visual. Pendekatan
kearifan lokal yang terlalu konvensional berisiko kehilangan relevansi jika
tidak dikemas ulang dengan strategi komunikasi modern (Nguyen et al., 2021).
Oleh karena itu, kekuatan pendekatan berbasis kearifan lokal dapat
dimaksimalkan melalui integrasi dengan pendekatan modern, termasuk
penggunaan media digital untuk memperluas jangkauan pesan dan
memodifikasi praktik tradisional agar sesuai dengan konteks ekologis masa
kini. Pendekatan hibrida ini berpotensi mempertahankan keaslian nilai lokal
sekaligus meningkatkan efektivitas implementasinya dalam membangun
ecological citizenship di masyarakat kontemporer.

C. Perbandingan dengan Model Ecological Citizenship di Negara Lain

Konsep ecological citizenship telah diimplementasikan di berbagai negara
dengan pendekatan yang beragam, tergantung pada konteks sosial, budaya,
dan ekologis masing-masing. Membandingkan pendekatan berbasis nilai lokal
seperti Waja Sampai Kaputing di Banjarmasin dengan model dari negara lain
dapat memberikan wawasan penting untuk memperkuat efektivitas program
lingkungan di tingkat lokal.

Jepang mengembangkan model Satoyama Initiative, yang menekankan
harmoni antara manusia dan alam melalui pengelolaan lanskap berkelanjutan.
Pendekatan ini berhasil karena menggabungkan nilai tradisional Jepang
dengan inovasi teknologi modern untuk konservasi (Takeuchi et al., 2021).
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Kunci keberhasilannya terletak pada integrasi kebijakan nasional dengan
partisipasi komunitas lokal, mirip dengan potensi yang dimiliki nilai Waja
Sampai Kaputing jika diadopsi dalam kerangka kebijakan pemerintah daerah.

Kanada menerapkan ecological citizenship melalui kerangka Indigenous
Environmental Stewardship. Pendekatan ini menempatkan masyarakat adat
sebagai pengelola utama sumber daya alam, dengan mengakui hak-hak
tradisional mereka dan mengintegrasikan pengetahuan lokal dalam kebijakan
lingkungan (Bowie et al., 2020). Keberhasilan model ini menunjukkan bahwa
legitimasi budaya dan sejarah dapat menjadi kekuatan utama dalam
membangun komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan.

Selandia Baru mengadopsi prinsip kaitiakitanga, yang berakar dari tradisi
Maori dan menekankan tanggung jawab spiritual untuk melindungi alam.
Model ini diintegrasikan ke dalam undang-undang lingkungan, sehingga nilai
tradisional memiliki kekuatan hukum (Roberts et al., 2019). Hal ini
memberikan inspirasi bagi integrasi Waja Sampai Kaputing ke dalam regulasi
daerah di Banjarmasin, agar nilai budaya tidak hanya menjadi simbol, tetapi
juga memiliki konsekuensi hukum.

Perbedaan mendasar antara model di negara-negara tersebut dengan
konteks Banjarmasin adalah tingkat kelembagaan dan dukungan kebijakan. Di
Jepang, Kanada, dan Selandia Baru, pendekatan ecological citizenship
mendapat legitimasi formal melalui regulasi nasional, sementara di
Banjarmasin nilai Waja Sampai Kaputing masih lebih banyak berfungsi sebagai
norma sosial. Menurut Jagers et al. (2020), dukungan kelembagaan
merupakan faktor kunci dalam mengubah kesadaran ekologis menjadi
tindakan kolektif yang konsisten.

Oleh karena itu, pembelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa
keberhasilan ecological citizenship memerlukan kombinasi antara legitimasi
budaya, dukungan kebijakan formal, dan adaptasi inovatif. Mengadopsi
prinsip-prinsip dari model internasional—tanpa menghilangkan keunikan nilai
Waja Sampai Kaputing—dapat memperkuat posisi Banjarmasin sebagai kota
yang berkomitmen pada keberlanjutan berbasis kearifan lokal.

PENUTUP

Pembahasan ecological citizenship berbasis kearifan lokal di Kota
Banjarmasin menunjukkan bahwa nilai Waja Sampai Kaputing memiliki
potensi signifikan sebagai landasan moral dalam membentuk perilaku
ekologis. Nilai ini, yang mengandung makna keteguhan, konsistensi, dan
komitmen terhadap tujuan bersama, sejalan dengan prinsip keberlanjutan
yang menuntut ketekunan dan tanggung jawab jangka panjang.
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Integrasi nilai lokal ke dalam strategi pendidikan lingkungan terbukti
relevan, terutama bagi Generasi Z yang cenderung responsif terhadap pesan-
pesan yang memiliki kedekatan identitas dan konteks sosial. Pendekatan
sosioedukasi yang mengaitkan simbol budaya dengan perilaku pro-lingkungan
dapat meningkatkan literasi, sikap, dan partisipasi ekologis secara lebih
efektif. Meskipun demikian, implementasi nilai lokal memerlukan adaptasi
terhadap perkembangan teknologi, dinamika sosial, dan tantangan global.
Tanpa inovasi dan dukungan kebijakan yang memadai, nilai luhur tersebut
berisiko tereduksi menjadi sekadar slogan. Oleh karena itu, diperlukan
strategi yang memadukan kearifan lokal dengan pendekatan ilmiah, teknologi,
dan kebijakan publik yang berorientasi pada keberlanjutan.

Nilai Waja Sampai Kaputing perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan
lingkungan pemerintah daerah sebagai prinsip operasional untuk
memperkuat legitimasi dan kesinambungan program keberlanjutan. Dalam
ranah pendidikan, baik formal maupun non-formal, kurikulum harus
memadukan kearifan lokal dengan metode pembelajaran inovatif yang
relevan bagi Generasi Z, seperti pembelajaran berbasis proyek, digital
storytelling, dan platform interaktif. Upaya ini memerlukan kolaborasi lintas
generasi dan sektor, melibatkan tokoh adat, pendidik, komunitas muda,
sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil guna memperluas jangkauan
dan dampak program lingkungan. Partisipasi publik juga perlu diperkuat
melalui peningkatan akses informasi, penyediaan ruang partisipasi, dan
pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga
menumbuhkan rasa memiliki terhadap isu lingkungan sekaligus mendorong
perubahan perilaku. Selain itu, program sosioedukasi berbasis nilai lokal
harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan
perkembangan sosial, teknologi, dan kondisi lingkungan, serta untuk
mengidentifikasi kebutuhan pembaruan strategi. Dengan langkah-langkah
tersebut, Waja Sampai Kaputing tidak hanya berperan sebagai warisan
budaya, tetapi juga menjadi kerangka kerja praktis dalam membangun
ecological citizenship yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di Kota
Banjarmasin.
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ABSTRAK

Krisis ekologi global menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam
menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam konteks masyarakat Bali,
pelestarian alam tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga spiritual dan
budaya. Konsep Palemahan dalam Tri Hita Karana merepresentasikan
hubungan harmonis antara manusia dan alam, yang sejak lama menjadi
fondasi dalam pola pikir dan perilaku masyarakat Bali terhadap lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Palemahan dapat
dikonseptualisasikan sebagai bentuk awal dari Ecological Citizenship, yaitu
kewarganegaraan yang bertanggung jawab terhadap ekosistem.
Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka,
penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai lokal dalam Palemahan, seperti:
kesakralan alam, sistem Subak, tata ruang adat, serta aturan adat (awig-awig)
memuat prinsip-prinsip etika ekologis yang selaras dengan konsep Ecological
Citizenship.

Palemahan dapat menjadi benteng budaya yang memperkuat partisipasi
Masyarakat Bali dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Relevansi
ini menunjukkan bahwa solusi terhadap krisis lingkungan tidak harus selalu
datang dari pendekatan modern, tetapi juga dapat ditemukan dalam kearifan
lokal. Integrasi nilai-nilai budaya Bali dengan kesadaran ekologis global
menjadi alternatif strategis dalam membangun masa depan berkelanjutan.

Kata Kunci: Palemahan, Tri Hita Karana, Ecological Citizenship
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1. Pendahuluan

Dalam era modern, kemajuan teknologi, pertumbuhan penduduk, dan
peningkatan aktivitas industri telah membawa dampak besar terhadap
lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran demi
kepentingan ekonomi dan pembangunan telah menyebabkan berbagai
kerusakan ekologis, seperti pencemaran udara, air, dan tanah; perubahan
iklim; deforestasi; serta kepunahan keanekaragaman hayati. Pelestarian
lingkungan menjadi sangat penting karena lingkungan hidup merupakan
fondasi utama keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup
lainnya. Tanpa lingkungan yang sehat, kebutuhan dasar manusia seperti: air
bersih, udara segar, pangan, dan tempat tinggal, akan terganggu akibat
berbagai polusi. Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada
kesehatan fisik, tetapi juga pada kualitas hidup, ekonomi, dan stabilitas sosial.

Masyarakat modern memiliki tanggung jawab moral dan praktis untuk
menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Kemajuan teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk menciptakan solusi
berkelanjutan, bukan justru memperparah krisis ekologis. Konsep
pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi arah utama
yang menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan masa kini tanpa
mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi
kebutuhannya sendiri. Selain itu, kesadaran kolektif tentang pentingnya
lingkungan perlu ditanamkan melalui pendidikan, kebijakan pemerintah yang
berpihak pada lingkungan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan
pelestarian. Gaya hidup ramah lingkungan dapat dilakukan salah satunya
dengan mengurangi sampah plastik, menggunakan energi terbarukan, dan
menjaga kelestarian alam lokal. Hal ini sebagai merupakan wujud nyata dari
peran serta individu dalam menjaga bumi.

Pelestarian lingkungan tidak lagi bisa dianggap sebagai tanggung jawab
lembaga atau pemerintah semata. Dalam masyarakat modern yang saling
terhubung secara global, setiap individu adalah bagian dari ekosistem yang
saling memengaruhi. Oleh karena itu, membangun kesadaran ekologis dan
menjadikannya sebagai bagian dari identitas kewargaan (Ecological
Citizenship) adalah langkah strategis menuju masa depan yang berkelanjutan.
Perubahan lingkungan secara drastis dalam beberapa dekade terakhir telah
menandai terjadinya krisis ekologi global. Krisis ini merupakan akumulasi dari
berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas
manusia, seperti deforestasi, polusi industri, penggunaan bahan kimia
berbahaya, serta eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung
lingkungan. Fenomena ini tidak hanya menurunkan kualitas ekosistem, tetapi
juga mengancam keberlanjutan hidup seluruh makhluk di bumi.
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Dampak dari krisis ini semakin nyata dengan meningkatnya bencana alam,
seperti banjir bandang, kekeringan ekstrem, cuaca tidak menentu, dan
degradasi lahan. Selain itu, kenaikan suhu global yang signifikan telah
mempercepat mencairnya es kutub, naiknya permukaan air laut, serta
mengganggu sistem pertanian dan ketahanan pangan di berbagai belahan
dunia. Hal ini menjadi peringatan bahwa manusia tidak lagi bisa bersikap pasif
terhadap kerusakan yang terjadi. Dalam menghadapi krisis ekologi,
keterlibatan masyarakat menjadi hal yang sangat mendesak. Pemerintah dan
institusi formal memang memiliki peran strategis dalam regulasi dan
pengawasan, tetapi partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama
dalam mewujudkan perubahan nyata. Lingkungan hidup adalah ruang
bersama yang keberlangsungannya tidak bisa hanya diserahkan kepada
otoritas tertentu.

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dapat dimulai dari
hal-hal sederhana di tingkat lokal, seperti pengelolaan sampah berbasis
rumah tangga, pelestarian sumber air, penghijauan, dan penggunaan energi
ramah lingkungan. Selain itu, pendidikan lingkungan yang disisipkan dalam
kegiatan komunitas mampu meningkatkan kesadaran dan membentuk
perilaku yang bertanggung jawab terhadap alam. Masyarakat juga memiliki
potensi besar untuk menjaga kelestarian alam melalui kearifan lokal yang
diwariskan secara turun-temurun. Potensi ini salah satunya dapat dilihat
dalam kehidupan Masyarakat Bali yang sangat kental dengan filosofi ajaran
Tri Hita Karana, yang diantaranya nilainya mengajarkan konsep palemahan,
yakni hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan.

Bali yang dikenal tidak hanya karena kekayaan alam dan budaya, tetapi
juga karena falsafah hidup dalam mengimplementasikan konsep Tri Hita
Karana dengan memadukan keharmonisan antara hubungan manusia dengan
Tuhan (Parahyangan), sesama manusia (Pawongan), dan alam lingkungan
(Palemahan). Ketiga hubungan ini diyakini sebagai tiga penyebab utama
terciptanya kebahagiaan dan keseimbangan hidup di alam semesta. Dari
ketiga unsur Tri Hita Karana tersebut, Palemahan memiliki posisi strategis
dalam konteks potensi pelestarian lingkungan. Palemahan bermakna
hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Nilai ini menekankan
bahwa manusia bukan penguasa atas alam, melainkan bagian dari ekosistem
yang saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, alam harus dijaga,
dihormati, dan dimanfaatkan secara bijaksana demi menjaga keseimbangan
kosmis.

Prinsip Palemahan dalam praktik kehidupan masyarakat Bali, tercermin
melalui berbagai bentuk tradisi, tata ruang, dan kegiatan sehari-hari.
Contohnya, dalam penataan ruang desa adat, terdapat pembagian wilayah
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berdasarkan konsep kaja-kelod (utara-selatan) dan luan-teben (timur-barat),
yang mencerminkan keteraturan kosmik dan ekologis. Kawasan suci seperti
hutan, sumber air, dan gunung dihormati sebagai bagian dari tubuh alam
yang memiliki fungsi spiritual dan ekologis. Selain itu, nilai Palemahan juga
terlihat dalam praktik pertanian tradisional di Bali yang disebut sistem Subak.
Subak bukan hanya sistem irigasi di sawah, melainkan juga manifestasi dari
keharmonisan antara manusia, air, tanah, dan kehidupan sosialnya. Sistem ini
mengatur pemanfaatan air secara adil dan kolektif melalui musyawarah dan
ritual yang terintegrasi dengan siklus alam.

Upacara-upacara keagamaan yang dipengaruhi ajaran Hindu sebagai
Agama mayoritas di Bali mengajarkan tentang bentuk penghormatan yang
dilakukan tidak hanya kepada manusia, namun juga kepada makhluk hidup
lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan dalam upacara Tumpek wariga
(hari untuk menghormati tumbuhan) dan Tumpek uye (hari untuk
menghormati binatang). Hal ini merupakan implementasi nyata dari nilai
Palemahan dalam kehidupan spiritual masyarakat Bali. karena melalui ritual
tersebut, manusia diajak untuk merefleksikan posisi mereka sebagai bagian
dari alam dan bertanggung jawab atas kelestariannya. Oleh karenanya, nilai
Palemahan dalam Tri Hita Karana berperan penting sebagai benteng
sekaligus landasan etika ekologis yang bersifat kontekstual dan kultural. Nilai
ini tidak hanya membentuk kesadaran lingkungan secara spiritual, tetapi juga
mendorong tindakan konkret dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Dalam
konteks modern, pelestarian Palemahan menjadi salah satu pilar penting
dalam membangun Ecological Citizenship, yaitu kewarganegaraan yang aktif
dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Konsep Ecological Citizenship merupakan pendekatan baru dalam studi
kewarganegaraan yang menekankan tanggung jawab individu dan kolektif
terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari hak dan kewajiban warga
negara. Tidak seperti konsep kewarganegaraan konvensional yang lebih fokus
pada hak politik, hukum, dan sipil, Ecological Citizenship menekankan dimensi
etika dan ekologis dalam relasi antara manusia dan lingkungan. Dalam era
krisis ekologi saat ini, konsep Ecological Citizenship menjadi sangat relevan,
karena mengajak setiap individu tidak hanya sebagai warga negara dalam
sistem politik, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas ekologis global yang
memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keberlanjutan bumi. Relevansi
konsep ini semakin terasa karena tantangan lingkungan tidak dapat
diselesaikan hanya melalui regulasi pemerintah atau inovasi teknologi semata.
Diperlukan keterlibatan langsung masyarakat dalam mengadopsi gaya hidup
ramah lingkungan, mengurangi jejak karbon, melestarikan sumber daya alam,
dan mendukung kebijakan lingkungan yang adil secara sosial dan ekologis.
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Ecological Citizenship juga menuntut perubahan dalam cara berpikir
manusia terhadap alam. Alam tidak lagi dipandang sebagai objek eksploitasi,
tetapi sebagai entitas yang memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi.
Konsep ini selaras dengan nilai-nilai lokal dan spiritual, seperti dalam falsafah
Tri Hita Karana di Bali, khususnya aspek Palemahan yang mengajarkan
hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Dalam konteks Bali,
Ecological Citizenship bukanlah hal baru, melainkan telah lama hidup dalam
praktik budaya dan kearifan lokal. Melalui sistem Subak, upacara adat, dan
pola hidup komunal yang memperhatikan keseimbangan alam, masyarakat
Bali telah menerapkan prinsip-prinsip ekologis jauh sebelum istilah tersebut
dikenal dalam wacana akademik global. Dapat dikatakan bahwa Ecological
Citizenship bukan sekadar konsep teoretis, tetapi dapat diwujudkan secara
nyata dalam kehidupan masyarakat melalui penguatan nilai-nilai lokal,
pendidikan lingkungan, serta kebijakan publik yang inklusif dan berbasis
budaya. Relevansi konsep ini mencerminkan pentingnya integrasi antara
kearifan lokal dan kesadaran global dalam menjaga kelangsungan hidup bumi
dan peradaban manusia.

2. Acuan Teori
a. Konsep Tri Hita Karana

Tri Hita Karana merupakan falsafah hidup masyarakat Bali yang secara
harfiah berarti tiga penyebab kebahagiaan atau kesejahteraan. Kata "Tri"
berarti tiga, "Hita" berarti kebahagiaan/kesejahteraan, dan "Karana" berarti
penyebab. Jadi, Tri Hita Karana dapat diartikan sebagai tiga hal utama yang
menjadi sumber atau penyebab terciptanya kehidupan yang harmonis,
bahagia, dan sejahtera. Falsafah ini berakar kuat dalam ajaran Hindu Bali dan
menjadi panduan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam
konteks spiritual, sosial, maupun ekologis. Tri Hita Karana tidak hanya
bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam tata kehidupan masyarakat Bali,
mulai dari tata ruang, pertanian, arsitektur, hingga relasi sosial.

Tri Hita Karana terdiri dari tiga unsur utama:

a) Parahyangan; Hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Unsur
ini  menekankan pentingnya aspek spiritualitas dalam kehidupan.
Hubungan dengan Tuhan atau Sang Hyang Widhi Wasa dipelihara melalui
ibadah, doa, yadnya (upacara keagamaan), dan perilaku yang religius.
Dalam praktik masyarakat Bali, hal ini tercermin dalam banyaknya pura,
sesajen (banten), dan ritual yang dijalankan secara rutin sebagai wujud
bhakti kepada Sang Pencipta.
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b) Pawongan; Hubungan harmonis antar sesama manusia Unsur ini
menekankan nilai-nilai sosial seperti gotong royong (ngayah), solidaritas,
toleransi, dan rasa hormat dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat
Bali menjunjung tinggi kebersamaan dalam sistem banjar, desa adat,
serta dalam pelaksanaan wupacara dan kegiatan sosial lainnya.
Keharmonisan dalam pawongan menjadi pondasi bagi tatanan sosial yang
damai dan inklusif.

¢) Palemahan; Hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan
Unsur ini mengajarkan bahwa alam adalah bagian integral dari kehidupan
manusia dan harus dijaga kelestariannya. Alam tidak hanya dilihat sebagai
sumber daya, tetapi juga sebagai bagian dari entitas spiritual. Oleh karena
itu, segala bentuk eksploitasi terhadap alam dilakukan dengan penuh
pertimbangan etis dan spiritual. Contoh penerapan nilai palemahan
adalah sistem irigasi Subak, upacara Tumpek wariga, dan pengaturan
zonasi ruang berbasis sakralitas.

Ketiga unsur dalam Tri Hita Karana saling berkaitan dan saling
memperkuat. Ketika salah satu unsur terganggu, maka keharmonisan hidup
secara keseluruhan juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, Tri Hita Karana
merupakan konsep yang komprehensif dan holistik dalam mewujudkan
keberlanjutan hidup baik di tataran individu, komunitas, maupun lingkungan
secara luas.

b. Konseptualisasi Palemahan sebagai Pilar Ecological Citizenship

Dalam kerangka Tri Hita Karana, Palemahan merupakan salah satu dari
tiga pilar utama yang berfokus pada hubungan harmonis antara manusia dan
lingkungan alam. Konsep ini tidak sekadar mengajarkan manusia untuk hidup
berdampingan dengan alam, tetapi juga menempatkan alam sebagai bagian
sakral dari keberadaan manusia. Oleh karena itu, Palemahan memiliki potensi
kuat untuk dijadikan sebagai pilar dalam pembangunan kesadaran dan praktik
Ecological Citizenship (kewarganegaraan ekologis).

Secara teoritis, Ecological Citizenship mencakup tanggung jawab individu
terhadap keberlanjutan ekologis, di luar kewajiban legal formal yang
ditetapkan negara. Konsep ini mengandaikan adanya etika ekologis, dimana
warga negara berperilaku tidak hanya demi kepentingan pribadi atau
komunitasnya, tetapi juga demi keberlanjutan planet secara keseluruhan.
Nilai ini sejalan dengan filosofi Palemahan yang menekankan keselarasan,
keseimbangan, dan penghormatan terhadap alam. Dalam Palemahan,
praktik-praktik seperti pelestarian hutan, pengelolaan air melalui sistem
Subak, penataan ruang berbasis kesakralan (luan—teben, kaja—kelod), dan
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larangan merusak lingkungan dalam awig-awig desa adat merupakan bentuk
nyata dari kewarganegaraan ekologis berbasis lokal. Ini menunjukkan bahwa
masyarakat Bali secara tradisional telah memiliki sistem ekologis yang bukan
hanya fungsional, tetapi juga spiritual dan komunal.

Konseptualisasi Palemahan sebagai pilar Ecological Citizenship juga dapat
dianalisis melalui pendekatan environmental virtue ethics, yakni bahwa
masyarakat tidak hanya menjaga lingkungan karena regulasi atau sanksi,
tetapi karena nilai moral dan rasa tanggung jawab terhadap alam. Dalam
konteks Bali, hal ini diperkuat oleh keyakinan bahwa alam adalah perwujudan
dari kekuatan llahi yang harus dijaga keseimbangannya.

Palemahan dapat dilihat sebagai bentuk ecological ethos vyang
ditanamkan sejak dini melalui pendidikan adat, ritual, dan praktik hidup
sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa Ecological Citizenship tidak harus diimpor
dari Barat, tetapi dapat dibangun dari dalam, melalui pemaknaan ulang
terhadap nilai-nilai lokal yang relevan. Integrasi antara Palemahan dan
Ecological Citizenship membuka ruang bagi pengembangan model
kewarganegaraan ekologis berbasis budaya. Model ini tidak hanya relevan di
Bali, tetapi juga dapat dijadikan inspirasi bagi daerah Ilain dalam
mengembangkan strategi pelestarian lingkungan yang berbasis pada kearifan
lokal dan partisipasi masyarakat.

3. Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan
metode studi pustaka (library research). Tujuan utama dari metode ini adalah
untuk menggali, memahami, dan mendeskripsikan secara mendalam
hubungan antara konsep Palemahan dalam Tri Hita Karana dengan prinsip-
prinsip Ecological Citizenship sebagai bagian dari nilai-nilai lokal masyarakat
Bali.
a. Pendekatan Penelitian
Pendekatan kualitatif digunakan untuk menelusuri makna filosofis dan
nilai-nilai budaya yang terkandung dalam konsep Palemahan. Pendekatan
ini memungkinkan peneliti untuk memahami relasi antara manusia dan
lingkungan dalam kerangka kearifan lokal Bali.
b. Metode Pengumpulan Data
Data diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup berbagai sumber
sekunder, seperti:
e Buku-buku tentang Tri Hita Karana, Ecological Citizenship, dan
kearifan lokal Bali.
e Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan.
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e Dokumen adat (awig-awig), artikel budaya, serta hasil penelitian

sebelumnya terkait pelestarian lingkungan berbasis budaya lokal.
c. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), dengan

cara:

e Mengidentifikasi konsep inti dalam Palemahan dan
membandingkannya dengan prinsip-prinsip Ecological Citizenship.

e Menelaah keterkaitan antara nilai-nilai lokal Bali dengan urgensi
pelestarian lingkungan dalam masyarakat modern.

e Merumuskan kerangka konseptual yang menjadikan Palemahan
sebagai pilar dalam membangun kesadaran ekologis berbasis budaya.

d. Sumber Data

Sumber data utama adalah literatur akademik yang relevan, seperti:

e Karya-karya | Made Bandem, | Wayan Geriya, S.A. Keraf, Andrew
Dobson, Sheila MacGregor, serta tulisan-tulisan lokal Bali yang
mendalami Tri Hita Karana dan pelestarian lingkungan berbasis adat.

e Jurnal-jurnal ilmiah dari Google Scholar, DOAJ, serta sumber daring
terverifikasi lainnya.

e. Batasan Penelitian

Penelitian ini tidak melakukan observasi lapangan secara langsung,

sehingga analisis terbatas pada data sekunder. Meskipun demikian,

kedalaman interpretasi terhadap nilai-nilai budaya menjadi kekuatan
utama penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan
a. Implementasi Konsep Palemahan dalam Kehidupan Masyarakat Bali

Konsep Palemahan dalam Tri Hita Karana menggambarkan hubungan
harmonis antara manusia dan lingkungan alam (palemahan berarti wilayah
atau alam tempat hidup). Dalam kehidupan masyarakat Bali, Palemahan tidak
hanya dimaknai sebagai ruang fisik, melainkan sebagai entitas spiritual yang
harus dijaga kesuciannya. Implementasi nilai ini tampak nyata dalam berbagai
aspek kehidupan, seperti sistem pertanian, tata ruang, hingga upacara
keagamaan yang menjaga keseimbangan ekologis.

Implementasi Palemahan dalam kehidupan masyarakat Bali tercermin
dalam praktik yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga sangat aplikatif
dalam menjaga lingkungan. Sistem Subak menjamin kelestarian air dan tanah,
tata ruang adat menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, sementara
upacara seperti Tumpek uye dan Tumpek wariga membentuk kesadaran
ekologis kolektif. Nilai-nilai ini merupakan bentuk nyata dari Ecological
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Citizenship yang berbasis budaya lokal. Berikut masing-masing penjabaran

implementasinya:

1) Sistem Pertanian Subak
Subak adalah sistem pengelolaan irigasi tradisional di Bali yang telah ada

sejak abad ke-9 Masehi. Sistem ini bukan sekadar teknis pengairan sawah,

tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, spiritual, dan ekologis
yang terintegrasi. Subak diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia
pada tahun 2012, sebagai bagian dari Cultural Landscape of Bali.

Subak merupakan sistem irigasi tradisional Bali yang berbasis pada filosofi

Tri Hita Karana, khususnya aspek Palemahan. Subak tidak hanya mengatur

pembagian air, tetapi juga menjunjung nilai kebersamaan, keadilan ekologis,

dan spiritualitas dalam bertani.

e Struktur Sosial dan Ekologis: Dalam Subak, petani secara kolektif
mengelola air dari hulu ke hilir melalui sistem kanal dan terowongan. Ini
menunjukkan keselarasan antara teknologi lokal dan kesadaran ekologis.

e Pelestarian Air dan Tanah: Subak menjaga ekosistem tanah pertanian
agar tidak rusak akibat eksploitasi berlebihan. Air dipandang sebagai
anugerah suci dari Dewa Wisnu.

e Ritual Keagamaan: Setiap musim tanam diawali dengan upacara di pura
Bedugul (di dekat danau/hulu), menunjukkan bahwa alam adalah bagian
dari sistem sakral yang tidak boleh dirusak.

Struktur dan organisasi Subak, meliputi:

e Kepala Subak (Pekaseh): Pemimpin yang dipilih oleh anggota untuk
mengatur distribusi air, jadwal tanam, dan kegiatan sosial-keagamaan.

e Anggota Subak: Petani yang memiliki lahan sawah dalam wilayah kerja
Subak.

e Paruman Subak: Forum musyawarah pengambilan keputusan.

e Pura Subak: Tempat suci yang menjadi pusat ritual keagamaan, biasanya
berupa Pura Ulun Suwi atau Pura Bedugul di hulu sistem irigasi.
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oo 1. Sistem Subak di Bali, mengajarkan
wujud hormat dan Syukur kepada Semesta

Sistem Subak sangat memperhatikan keseimbangan ekosistem, karena
seluruh anggota Subak sangat peduli dengan tidak menguras sumber air
secara berlebihan, mengatur rotasi tanam untuk menjaga kesuburan tanah,
serta menjaga hutan dan sumber mata air di wilayah hulu sebagai bagian dari
kawasan suci. Sistem Subak mencerminkan bentuk awal dari Ecological
Citizenship, hal ini terlihat dari peran aktif anggotanya dalam menjaga
keberlanjutan lingkungan, melaksanakan hak dan kewajiban ekologis secara
kolektif, serta senantiasa menjalankan gaya hidup berkelanjutan yang
berpijak pada kearifan lokal.

2) Tata Ruang Desa Adat: Kawasan Suci, Pemukiman, dan Tegal

Tata ruang desa adat di Bali merupakan cerminan dari pandangan
kosmologi Hindu-Bali yang mengutamakan keharmonisan antara manusia,
alam, dan Tuhan. Pengaturan ruang ini tidak semata bersifat teknis atau
administratif, tetapi bersifat sakral dan filosofis, mencerminkan prinsip Tri
Hita Karana, terutama aspek Palemahan (hubungan manusia dengan alam
tempat tinggalnya).

Prinsip-prinsip tata ruang di Bali, membagi wilayah Bali menjadi tiga
ruang yang disebut dengan Tri Mandala, meliputi: Utama Mandala yakni
ruang utama yang dimaksudkan sebagai tempat atau kawasan yang disucikan,
Madya Mandala yakni ruang Tengah yang difungsikan sebagai tempat
pemukiman dan aktivitas social masyarakatnya, serta Nista Mandala yakni
ruang terluar yang diperuntukkan sebagai tempat penunjang aktivitas seperti
sawah, ladang, tegalan, ataupun telajakan. Selain membagi wilayah Bali
dengan 3 ruang, prinsip tata ruang Bali juga menempatkan arah-arah sebagai

180 | Ecological Citizenship Berbasis Kearifan Lokal



pedoman dalam penyusunan tata ruang di wilayah Desa, Rumah ataupun
tempat suci. Bagi Masyarakat Bali, arah utara identik dengan simbol gunung
sebagai arah yang disucikan, Timur arah matahari terbit, sebagai arah
semangat harapan, arah Selatan yang disimbolkan dengan laut, serta arah
barat yang dikenal sebagai arah matahari terbenam untuk kedamaian dan
ketentraman.

Fungsi sosial-ekologis tata ruang Bali ini tentunya dapat menjaga kesucian
dan keselarasan hidup melalui pengaturan posisi pura, rumah, dan lahan
secara proporsional dan penuh makna. Selain itu tata ruang ini juga berfungsi
untuk meminimalisir konflik ruang karena aturan adat mengatur hak dan
tanggung jawab setiap warga atas ruang, serta menjaga keberlanjutan ekologi,
karena kawasan suci dan sumber air seringkali tidak boleh diganggu, sehingga
turut melestarikan hutan dan kawasan resapan.

Pengaturan tata ruang ini merupakan bentuk dari tanggung jawab
ekologis berbasis budaya lokal, karena masyarakat adat Bali secara turun-
temurun menjaga ruang hidupnya sesuai aturan adat. Masyarakat Bali juga
mengelola kawasan suci dan produktif dengan prinsip keberlanjutan,
sehingga hal ini mencerminkan masyarakat Bali bukan hanya pengguna ruang
semata, tetapi juga penjaga ruang hidup.

3) Upacara dan Ritual untuk Alam: Tumpek uye dan Tumpek wariga

Upacara dan ritual untuk alam di Bali, tidak dapat dilepaskan dari nilai-
nilai yang diajarkan oleh Ajaran Agama Hindu selaku agama mayoritas di Bali.
Ajaran ini mengajarkan bahwa alam semesta dipandang sebagai bagian dari
keberadaan manusia yang harus dihormati. Hal ini tercermin dalam berbagai
upacara dan ritual yang tidak hanya bersifat religius, tetapi juga memiliki
dimensi ekologis. Dua di antara upacara dan ritual yang sangat menonjol di
Bali karena terkait dengan lingkungan adalah Tumpek uye dan Tumpek wariga,
karena kedua wupacara dan ritual tersebut merupakan wujud nyata
penghormatan masyarakat Bali terhadap lingkungan hidup

Upacara Tumpek uye dan Tumpek wariga merupakan manifestasi konkret
dari hubungan harmonis antara manusia dan alam, sebagaimana diajarkan
dalam konsep Tri Hita Karana, khususnya aspek Palemahan (hubungan
dengan lingkungan). Tumpek uye, yang juga dikenal sebagai Tumpek Kandang,
dilaksanakan setiap 210 hari sekali pada hari Saniscara Kliwon wuku Uye,
merupakan bentuk penghormatan terhadap binatang. Dalam upacara ini,
masyarakat Bali memperlakukan hewan-hewan peliharaan, seperti sapi, ayam,
anjing, dan burung, dengan penuh kasih sayang. Mereka dimandikan, diberi
sesajen, dihias, dan dipanjatkan doa sebagai wujud rasa syukur atas jasa dan
keberadaan mereka dalam kehidupan manusia. Ritual ini mencerminkan nilai
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etika ekologis lokal, yakni perlakuan manusia yang penuh hormat terhadap
sesama makhluk hidup.

Sementara itu, Tumpek wariga, yang dikenal juga sebagai Tumpek Bubuh,
merupakan upacara penghormatan kepada tumbuh-tumbuhan, khususnya
pohon-pohon produktif. Upacara ini jatuh pada Saniscara Kliwon wuku
Wariga, tepat sebelum musim tanam dimulai. Dalam pelaksanaannya,
masyarakat memberi sesajen dan bubur berwarna-warni pada batang pohon,
melilitkan benang suci, serta memanjatkan doa agar pohon-pohon tersebut
tumbuh subur dan memberikan hasil yang bermanfaat. Ritual ini tidak hanya
bersifat spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat kolektif untuk
merawat dan melestarikan alam sekitar. Melalui kedua upacara ini,
masyarakat Bali secara turun-temurun menerapkan prinsip Ecological
Citizenship, yaitu tanggung jawab individu dan komunal terhadap kelestarian
lingkungan hidup melalui praktik budaya yang berkesinambungan.

b. Analisis Keterkaitan Konsep Palemahan dengan Ecological Citizenship

Konsep Palemahan dalam Tri Hita Karana memiliki keterkaitan erat
dengan prinsip Ecological Citizenship, karena keduanya menempatkan
manusia sebagai bagian dari ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya.
Dalam masyarakat Bali, penghormatan terhadap lingkungan bukan hanya
menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan komitmen kolektif
yang diwujudkan melalui nilai gotong royong dan tanggung jawab komunal.
Praktik-praktik seperti kerja bakti membersihkan lingkungan desa, menjaga
sumber mata air bersama, dan pengelolaan sistem pertanian Subak secara
kolektif merupakan contoh nyata bagaimana masyarakat lokal menerapkan
prinsip tanggung jawab ekologis secara bersama-sama. Nilai gotong royong
ini tidak sekadar sebagai aktivitas sosial, tetapi menjadi bagian dari filosofi
hidup yang memperkuat hubungan harmonis antara manusia dan alam.

Lebih jauh, kesadaran ekologis masyarakat Bali tumbuh dari akar spiritual
dan budaya. Hubungan manusia dengan alam dipahami sebagai hubungan
sakral, di mana alam bukan sekadar sumber daya, tetapi juga manifestasi
kekuatan suci yang harus dihormati. Upacara-upacara seperti Tumpek wariga
dan Tumpek uye menjadi bentuk konkret dari kesadaran ekologis ini, di mana
masyarakat secara spiritual terlibat dalam menjaga keharmonisan alam. Oleh
karena itu, keterkaitan Palemahan dengan Ecological Citizenship dapat dilihat
dalam praktik kehidupan masyarakat Bali yang menjunjung nilai kebersamaan,
tanggung jawab kolektif, serta kesadaran spiritual dalam menjaga lingkungan
hidup secara berkelanjutan. Hal ini menjadikan budaya Bali sebagai salah satu
model nyata penerapan Ecological Citizenship yang berakar kuat pada nilai-
nilai lokal.
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c. Desa atau komunitas adat di Bali yang menerapkan prinsip Palemahan

secara aktif dalam pengelolaan lingkungan

Penerapan prinsip Palemahan dalam pengelolaan lingkungan dapat
ditemukan diantaranya di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali.
Desa ini dikenal luas sebagai desa yang bersih, tertata rapi, dan menjunjung
tinggi nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat
Penglipuran secara aktif menjaga kelestarian lingkungan dengan menerapkan
larangan menebang pohon di hutan bambu yang menjadi bagian dari
kawasan adat mereka. Hutan tersebut bukan hanya berfungsi sebagai
kawasan resapan air dan sumber keanekaragaman hayati, tetapi juga
dianggap suci secara spiritual. Pengelolaan hutan dilakukan secara komunal
melalui aturan adat (awig-awig) yang mengikat seluruh warga, dan
pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenai sanksi adat. Hal ini
mencerminkan kesadaran ekologis kolektif yang tumbuh dari nilai-nilai
budaya dan spiritual.

.l‘ 3 '3 ‘-

Foto 2. Desa Penglipl]ran, Kébupater; Bangli, Bali

Selain pelestarian hutan, warga juga menerapkan sistem pengelolaan
sampah berbasis rumah tangga secara disiplin. Tidak ditemukan sampah
berserakan di jalanan karena setiap rumah diwajibkan memilah dan
mengelola sampahnya dengan baik. Jalan-jalan di desa dibersihkan secara
gotong royong oleh warga secara berkala, mencerminkan tanggung jawab
komunal terhadap kebersihan dan keseimbangan lingkungan. Tata ruang desa
juga mengikuti prinsip Tri Mandala, yaitu pembagian ruang berdasarkan
kesucian dan fungsi yang merupakan pengejawantahan dari nilai Palemahan.
Desa Adat Penglipuran dengan demikian menjadi contoh hidup bagaimana
prinsip Palemahan tidak hanya dipahami sebagai konsep spiritual, tetapi juga
diimplementasikan secara aktif dalam tata kelola lingkungan yang
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berkelanjutan. Praktik seperti ini sekaligus menunjukkan bagaimana
Ecological Citizenship dapat tumbuh dari budaya lokal yang mengakar dan
bersifat partisipatif.

Desa berikutnya yang juga menerapkan konsep palemahan yang baik
dalam menunjang lingkungan Adalah Desa Jatiluwih di Kabupaten Tabanan.
Desa ini juga merupakan contoh nyata yang menerapkan konsep palemahan
dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Sebagai bagian dari lanskap
Subak yang diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia, Jatiluwih
mempertahankan sistem irigasi tradisional yang mengatur distribusi air
secara adil melalui kelembagaan subak. Sistem ini tidak hanya menjaga
produktivitas pertanian, tetapi juga melestarikan keseimbangan ekosistem
sawah, mata air, dan kawasan hulu. Pola tata ruang desa, dengan terasering
yang mengikuti kontur alam serta penempatan pura dan zona penyangga,
menunjukkan adanya kesadaran ekologis yang terintegrasi dengan nilai
spiritual dan sosial. Aturan adat (awig-awig) berperan penting dalam
mengatur pemanfaatan lahan, melarang konversi sawah menjadi bangunan
komersial, dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Dalam praktiknya,
masyarakat Jatiluwih memelihara prinsip gotong royong melalui kerja bakti di
lahan pertanian, perawatan saluran irigasi, dan pelaksanaan ritual agraris
seperti Ngusaba Nini yang memohon kesuburan tanah.

Foto 3. Hamparan sawah di Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali

Penerapan Palemahan di Jatiluwih selaras dengan semangat ecological
citizenship, di mana warga secara aktif terlibat menjaga lingkungan sebagai
tanggung jawab bersama, bukan sekadar kewajiban individu. Kesadaran ini
diperkuat dengan program edukasi pertanian berkelanjutan, pelibatan
generasi muda dalam kegiatan subak, serta pengelolaan pariwisata berbasis
masyarakat yang mengedepankan kelestarian alam dan budaya. Wisatawan
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yang datang tidak hanya menikmati pemandangan, tetapi juga mendapatkan
pemahaman tentang praktik ramah lingkungan dan nilai kearifan lokal.
Meskipun demikian, Jatiluwih menghadapi tantangan berupa tekanan
pariwisata massal dan potensi alih fungsi lahan, sehingga diperlukan
penguatan aturan adat, pembatasan kapasitas kunjungan, serta pembagian
manfaat ekonomi secara adil. Dengan tata kelola yang terintegrasi dan
komitmen kolektif, Desa Jatiluwih menjadi model bagaimana Palemahan
dapat diimplementasikan untuk membentuk warga yang sadar ekologis,
menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta mewariskan
lingkungan yang lestari bagi generasi berikutnya.

5. Kesimpulan

Konsep Palemahan dalam ajaran Tri Hita Karana tidak hanya menjadi
simbol filosofi hubungan harmonis antara manusia dan alam, tetapi juga
berperan sebagai fondasi kultural yang kuat dalam membangun Ecological
Citizenship di kalangan masyarakat Bali. Melalui prinsip ini, masyarakat Bali
diajarkan untuk menghormati dan menjaga lingkungan sebagai bagian dari
kehidupan spiritual dan sosial mereka. Konsep Palemahan tidak berdiri
sendiri, tetapi terimplementasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti
sistem pertanian Subak yang adil dan lestari, tata ruang desa adat yang
menempatkan alam sebagai bagian tak terpisahkan dari tatanan sakral, serta
upacara-upacara ritual Masyarakat Bali seperti Tumpek uye dan Tumpek
wariga yang menumbuhkan rasa hormat terhadap keberadaan hewan dan
tumbuhan sebagai bagian dari makhluk ciptaan semesta.

Nilai-nilai seperti gotong royong, tanggung jawab kolektif, dan kesadaran
ekologis berbasis spiritual menjadi karakter utama dari masyarakat Bali yang
secara tidak langsung telah menerapkan prinsip-prinsip Ecological Citizenship
jauh sebelum istilah tersebut dikenal secara akademik. Keterlibatan aktif
masyarakat dalam menjaga hutan, mengelola sampah, dan merawat sumber
daya alam secara komunal, sebagaimana terlihat di desa-desa seperti Desa
Penglipuran dan desa Subak lainnya di Sebagian besar wilayah Tabanan dan
Bangli, menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal dapat menjadi benteng yang
efektif dalam menghadapi krisis ekologi global.

Konsep Palemahan merupakan bukti bahwa kearifan lokal Bali memiliki
relevansi tinggi dalam menjawab tantangan ekologis masa kini. Penguatan
dan pelestarian nilai-nilai ini sangat penting tidak hanya untuk keberlanjutan
lingkungan Bali, tetapi juga sebagai contoh model citizenship ekologis
berbasis budaya yang dapat diadaptasi di berbagai belahan dunia. Oleh sebab
itu, integrasi antara nilai lokal dan pemikiran ekologis modern harus terus
dijaga, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi mendatang.
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Abstrak

Kecerdasan ekologis yang terartikulasikan dalam kearifan lokal masyarakat
Indigenous Indonesia merepresentasikan bentuk ecological citizenship yang
tumbuh dari relasi historis dan spiritual antara manusia dengan
lingkungannya. Nilai-nilai ekologis yang diwariskan secara turun-temurun
menjadi panduan etis sekaligus praktik kolektif dalam menjaga keberlanjutan
ekosistem. Namun, arus transformasi sosial-ekonomi, modernisasi teknologi,
dan eksploitasi sumber daya alam menimbulkan ketegangan vyang
mengancam keberlanjutan pengetahuan tradisional ini. Kajian ini
memposisikan kecerdasan ekologis Indigenous sebagai basis konseptual
ecological citizenship yang berakar pada kearifan lokal, sekaligus menyoroti
dinamika adaptasi serta tantangan integrasi nilai tersebut ke dalam kerangka
pengelolaan lingkungan kontemporer. Dengan pendekatan kualitatif berbasis
studi literatur, analisis tematik, dan telaah dokumen, penelitian ini berupaya
mengidentifikasi wacana, memetakan strategi adaptasi masyarakat adat,
serta merumuskan tantangan yang dihadapi dalam pelestarian pengetahuan
ekologis. Hasil yang diharapkan adalah tipologi nilai ekologis Indigenous,
strategi hibridisasi pengetahuan lokal dengan sains modern, dan rekomendasi
kebijakan yang menegaskan posisi masyarakat adat sebagai warga ekologis
aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, tulisan ini
menekankan pentingnya mengakui dan menguatkan ecological citizenship
berbasis kearifan lokal sebagai strategi integral menghadapi krisis lingkungan
global.

Kata kunci: kecerdasan ekologis, kearifan lokal, masyarakat indigeneous.



Pendahuluan

Kecerdasan ekologis yang tertanam dalam kearifan lokal masyarakat
Indigenous Indonesia menjadi sorotan penting di tengah meningkatnya
tekanan modernisasi dan eksploitasi alam. (Utina, Kecerdasan Ekologis Dalam
Kearifan Lokal Masyarakat Bajo Desa Torosiaje Provinsi Gorontalo, 2012)
Narasi tentang pelestarian lingkungan berbasis Masyarakat lokal dan
Indigenous (istilah Indigenous akan digunakan dalam penulisan artikel sebagai
padanan istilah adat untuk memperluas konsep dan konteks agar tidak
semata-mata etnografi atau antropologis) banyak ditemui dalam berbagai
studi dan literatur. Beberapa literatur atau hasil riset berbasis studi kasus
yang intensif dan berulang berkaitan Masyarakat adat seperti Baduy
(terdapat 352 artikel membahas kearifan lokal Masyarakat Baduy)
(Googlescholar, Kecerdasan Ekologis Masyarakat Baduy, 2025), Suku Tengger
(terdapat 138 artikel membahas kearifan lokal Suku Tengger) (Googlescholar,
Kecerdasan ekologis Suku Tengger, 2025), Minangkabau (terdapat 402 artikel
membahas kecerdasan ekologis Minangkabau), (Googlescholar, Kecerdasan
ekologis Minangkabau, 2025), Suku Laut/pesisir laut atau kepulauan (terdapat
1.660 artikel membahas kecerdasan ekologis suku pada pesisir laut atau
kepulauan), (Googlescholar, Kecerdasan ekologis suku laut, 2025),
masyarakat Sunda Kanekes (terdapat 60 artikel membahas kecerdasan
ekologis suku sunda kanekes), (Googlescholar, kecerdasan ekologis sunda
kanekes, 2025), serta masyarakat adat di Bumi Anim Ha ,dll di Papua,
(terdapat 70 artikel membahas kecerdasan ekologis suku di Papua),
(Googlescholar, kecerdasan ekologis di Papua, 2025) telah lama menjadi
perhatian. Masyarakat adat tersebut pada dasarnya telah lama
mengembangkan sistem pengetahuan ekologis tradisional yang berfungsi
sebagai regulasi sosial dan ekologi meliputi pantang larang, tata ruang, dan
ritual konservasi alam yang efektif menjaga keseimbangan lingkungan.

Kajian-kajian sebelumnya telah mengulas berbagai dimensi kecerdasan
ekologis dalam konteks pendidikan dan pelestarian. Misalnya, penelitian di
Sumbawa menunjukkan bahwa strategi komunikatif interaktif berbasis
kearifan lokal efektif meningkatkan kecerdasan ekologis anak-anak,
(Armansyah Putra, 2023), sementara penelitian di Kampung Adat Ciptarasa
membuktikan bahwa konten kreatif berbasis YouTube membantu
menanamkan nilai-nilai pelestarian hutan (Dedi Setiawan, 2023), mitigasi
bencana, dan konsumsi ramah lingkungan pada siswa di Cirebon dan
Kuningan (Rosanti, 2025), nilai lokal seperti menjaga leuweung larangan,
mata air, serta ritual Seren Taun juga dipetakan sebagai sumber belajar
lingkungan efektif. (Mistianah, 2024)
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Studi lainnya mencakup analisis integrasi pengetahuan lokal dan ilmiah
contohnya tulisan Muhammad Farid dan La Ode Junaidin tentang masyarakat
adat (Maluku), menekankan bahwa ritus dan kecerdasan ekologis dapat
saling melengkapi dalam manajemen pesisir dan biodata laut berkelanjutan
(Muhammad Farid, 2019). Di Jawa, sistem pranata mangsa milik petani Jawa
tradisional telah terbukti meningkatkan ketahanan terhadap cuaca ekstrem
saat dikombinasikan dengan data ilmiah modern (Witasari, 2015). Selain itu,
praktik Adat Sasi di Papua Selatan merupakan bentuk nyata dari kearifan
ekologis: peraturan adat dan ritual yang menjaga sumber daya alam secara
sosial dan ekologis (Lestari, 2025). Di sisi lain, fungsi arsitektur tradisional
Suku Laut rumah lanting berbahan lokal dan pola migrasi musiman
merupakan adaptasi ekologis yang membantu mengurangi risiko iklim
ekstrem. (Poltak Johansen, 2017)

Namun demikian, terdapat kekosongan akademik yang perlu diisi. Banyak
penelitian sebelumnya (seperti studi di Baduy, Maluku, Jawa, Cirebon,
Ciptarasa, dll.) fokus pada ranah pendidikan dan pelestarian nilai, tetapi
minim pada integrasi sistematis antara wacana (teoretik), dinamika
(perubahan temporal-lokal), dan tantangan (seperti globalisasi, kebijakan,
dan perubahan iklim). Misalnya, penelitian di Cikondang oleh Yusiana Puspita
Sari menunjukkan korelasi yang sangat lemah antara kearifan lokal dan
pelestarian lingkungan (r = —0,082) mengindikasikan bahwa meskipun nilai-
nilai ada, efektivitasnya belum kuat atau terintegrasi. (Sari, 2012)

Secara konseptual, kearifan lokal dalam wacana akademik sering
dimasukkan dalam kategori pengetahuan lokal (Indigenous knowledge),
turunan dari pada itu ialah local wisdom, yang merujuk pada nilai (values) dari
pada sistem pengetahuan. Sedangkan kecerdasan ekologis, sering
dimasukkan dalam kategori konsep Traditional Ecological Knowledge (TEK).
TEK ini mencakup 6 dimensi yaitu: pengamatan empiris, sistem pengelolaan,
penggunaan lahan dulu dan masa kini, etika-nilai, budaya dan identitas, serta
kosmologi (observations, management systems, past and current land uses,
ethics and values, culture and identity, and cosmology) (Haude, 2007),
kesemuanya bersinergi dalam mengelola lingkungan.

Namun, literatur Indonesia belum cukup mengembangkan kerangka
analitis yang menghubungkan keenam aspek TEK tersebut dengan konteks
kebijakan modern, urbanisasi, atau perubahan iklim suatu kekosongan yang
memungkinkan penelitian lebih  mendalam menelusuri  bagaimana
kecerdasan ekologis diolah dalam wacana kontemporer, keadilan epistemik,
psikologi Indigenous, dan kebijakan publik yang inklusif.
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Lebih jauh lagi, wacana masyarakat adat dalam forum nasional seperti
Catatan Akhir tahun 2023 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah
menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak atas wilayah dan sumber
daya mereka yang harus dihormati oleh negara (AMAN, 2023). Namun, masih
sedikit kajian akademis yang menghubungkan wacana politik ini dengan
ranah pengelolaan ekologis misalnya bagaimana pengakuan hukum adat
memperkuat atau menghambat konservasi ekologis berbasis kearifan lokal.
Tantangan lainnya juga tercermin dalam dinamika modernisasi di Desa
Penglipuran, Bali meskipun berhasil mempertahankan filosofi Tri Hita Karana,
mereka mulai menghadapi transformasi gaya hidup dan konstruksi yang
mengancam integritas ekologi tradisional mengilustrasikan konflik antara
pelestarian budaya dan komersialisasi budaya. (Ariya Saputra, 2025)

Berdasarkan fenomena di atas terdapat kebutuhan mendesak untuk
kajian komprehensif yang menyatukan wacana (teoretis), dinamika
(perubahan dan adaptasi), dan tantangan (eksternal dan internal) dalam
memahami kecerdasan ekologis masyarakat adat. Kajian semacam itu tidak
hanya memperdalam pemahaman akademis, tetapi juga memberikan dasar
integrasi pengetahuan ekologis lokal ke dalam kerangka kebijakan
pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat diidentifikasi: (1) bagaimana wacana
akademik dan publik membingkai kecerdasan ekologis dalam kearifan lokal
masyarakat Indigenous; (2) dinamika internal masyarakat (seperti adaptasi
generasi muda, pendidikan, migrasi); dan (3) tantangan eksternal seperti
globalisasi, kebijakan negara, dan perubahan lingkungan. Studi literatur ini
menjadi basis penting untuk mengembangkan pendekatan riset yang lebih
terintegrasi dan transformatif untuk menyempurnakan keberlanjutan
ekologis dan keberdayaan masyarakat adat sebagai penjaga alam. Kajian ini
merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan oleh tim peneliti
dengan judul Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Pendidikan
Indigenous di Indonesia, melalui hibah penelitian Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat, UMBY tahun 2025.

Acuan Teori

Kecerdasan ekologis (ecological intelligence) dalam konteks kearifan lokal
masyarakat /ndigenous Indonesia berakar pada konsep Traditional Ecological
Knowledge (TEK) yang didefinisikan oleh Berkes (2000) sebagai sistem
pengetahuan, praktik, dan keyakinan yang berkembang melalui pengalaman
panjang dalam berinteraksi dengan lingkungan, diwariskan secara turun-
temurun, dan berfungsi untuk memastikan keberlanjutan ekosistem. Secara
umum, TEK diartikan traditional ecological knowledge is a form of cultural
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and intellectual appropriation that modifes Indigenous knowledges to better
ft a conventional Western modern science framework. (Kim, 2017)

TEK bukan hanya kumpulan informasi ekologis, melainkan sebuah
kerangka berpikir yang mengintegrasikan aspek empiris, etis, dan kosmologis
dalam pengelolaan sumber daya alam (Fikret Berkes, 2000); (Haude, 2007).
Kearifan lokal (local wisdom) dalam masyarakat adat di Indonesia memuat
prinsip-prinsip ekologi yang tercermin dalam aturan adat, pantang larang,
praktik agrikultur, hingga pengelolaan kawasan sakral seperti leuweung
larangan di Sunda, Sasi di Maluku dan Papua, serta Pranata Mangsa di Jawa
(Alikodra, 2012). Prinsip ini mengarah pada keterhubungan antara manusia
dan alam yang sering dijelaskan melalui filosofi seperti Tri Hita Karana di Bali,
yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta (I Gede
Pitana, 2009)

Secara teoritis, kajian ecological citizenship berada pada irisan antara
teori ekologi budaya (cultural ecology), teori adaptasi ekologis (ecological
adaptation theory), dan kerangka pembangunan berkelanjutan (Development,
1983). Teori ekologi budaya yang dikembangkan Julian Steward melihat
adaptasi manusia terhadap lingkungannya sebagai proses dinamis yang
membentuk kebudayaan. (Britannica, 2025); (Steward, 1955). Dalam
kerangka ini, kearifan lokal dipandang sebagai hasil adaptasi kolektif terhadap
kondisi lingkungan spesifik. Sementara itu, teori adaptasi ekologis yang lebih
kontemporer menekankan peran inovasi lokal dan integrasi pengetahuan
tradisional dengan teknologi modern untuk menghadapi perubahan iklim
(Turner, 2006).

Kecerdasan ekologis sendiri, menurut Sukarna (2022) dan Golman (2009),
adalah kemampuan memahami dampak dari perilaku manusia terhadap
lingkungan dan mengambil keputusan yang meminimalkan kerusakan
ekosistem. (Sukarna, 2022); (Goleman, 2009). Dalam konteks masyarakat
Indigenous, kecerdasan ekologis tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga
tertanam dalam norma sosial, ritual, dan simbol budaya (Nazarea, 2006). Hal
ini  membentuk social-ecological resilience, vyaitu kemampuan suatu
komunitas untuk bertahan, beradaptasi, dan bertransformasi di tengah
gangguan lingkungan (Kinseng, 2019); (Carl Folke, 2010).

Wacana teoritis ini diperkuat oleh pandangan political ecology yang
menyoroti bahwa kelestarian pengetahuan ekologis tradisional juga
dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan kebijakan publik (Robbins,
2012). Misalnya, pengakuan hak atas tanah dan hutan adat melalui putusan
Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat sebagai Hutan
Negara memiliki implikasi besar terhadap pelestarian ekosistem berbasis
kearifan lokal (Yance Arizona, 2012).
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Berdasarkan integrasi teori di atas, kajian kecerdasan ekologis dalam
kearifan lokal masyarakat adat dalam konteks ecological citizenship dapat
dianalisis melalui lima pilar utama: (1) dimensi pengetahuan empiris (ekologi
praktis), (2) dimensi nilai-norma (etika ekologis), (3) dimensi filosofis-
kosmologis, (4) dimensi adaptasi teknologi, dan (5) dimensi politik dan
kebijakan. Pendekatan multidisipliner ini memungkinkan pemetaan yang
lebih komprehensif terhadap wacana, dinamika, dan tantangan yang dihadapi.
Pada dasarnya, setiap daerah memiliki kecerdasan ekologis yang berkembang
saat ini, dan bagaimana wacana, dinamika, dan tantangan tersebut dapat
terpotret dalam diskursus akademik secara singkat ini.

Metode Penulisan
Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
studi literatur (literature review) yang bersifat analitis dan interpretatif.
Tujuannya adalah memetakan, mengkaji, dan mengintegrasikan berbagai
temuan penelitian, teori, dan wacana akademik yang relevan dengan konsep
kecerdasan ekologis dalam kearifan lokal masyarakat adat Indonesia.
1. lJenis dan Pendekatan
Penelitian ini merupakan kajian konseptual dengan pendekatan kualitatif
deskriptif-analitis. Fokusnya adalah mengidentifikasi, menginterpretasi,
dan mensintesis informasi dari sumber-sumber ilmiah untuk membangun
pemahaman teoritis yang komprehensif.
2. Sumber Data
Sumber data diperoleh dari:
a. Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terekam pada
(Jstor, Springer, Sinta, googlescholar).
b. Buku akademik dan monograf terkait Traditional Ecological
Knowledge (TEK), kearifan lokal, dan ekologi budaya.
c. Dokumen kebijakan publik seperti Undang-Undang, putusan
Mahkamah Konstitusi, dan dokumen resmi AMAN.
d. Laporan penelitian, prosiding seminar, dan arsip digital komunitas
adat.
3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui: pertama, penelusuran basis data
daring (Google Scholar, JSTOR, ScienceDirect, Garuda, Portal Sinta).
Kedua, Snowball searching, yaitu melacak referensi yang digunakan
dalam artikel utama. Ketiga, Seleksi sumber berdasarkan kriteria
relevansi (kesesuaian tema), kredibilitas (terbitan ilmiah), dan keterkinian.
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4. Teknik Analisis Data
Analisis dilakukan dengan: Pertama, analisis tematik untuk
mengidentifikasi pola tema seperti dimensi pengetahuan ekologis, nilai-
norma, adaptasi teknologi, dan dinamika sosial- budaya. Kedua, sintesis
naratif untuk menggabungkan hasil temuan empiris dengan kerangka
teori (TEK, ekologi budaya, edu-ecology). Ketiga, analisis gap literatur
untuk menemukan kekosongan riset yang relevan.

5. Validasi dan Keterandalan
Validasi dilakukan melalui: pertama, Triangulasi sumber data sekunder
membandingkan berbagai sumber untuk mengonfirmasi keabsahan data.
Kedua, Penggunaan referensi yang telah melalui proses peer review atau
berasal dari lembaga resmi seperti Jurnal ilmiah, buku, prosiding.

Hasil dan Pembahasan
1. Hasil Temuan Literatur
a. Wacana

Wacana mengenai kecerdasan ekologis dalam kearifan lokal masyarakat
adat Indonesia telah berkembang dalam tiga ranah besar: akademik,
kebijakan publik, dan narasi komunitas. Dalam ranah akademik, konsep ini
sering diposisikan sebagai bagian dari Traditional Ecological Knowledge (TEK)
yang teruji secara historis dalam mengelola hubungan manusia dan
lingkungan (Berkes, 2018). Studi Utina (2012) pada Suku Bajo di Desa
Torosiaje, Gorontalo, mengungkap bahwa pengetahuan ekologis lokal adalah
sistem terpadu yang melibatkan etika, praktik teknis, dan nilai spiritual. (Utina,
Kecerdasan Ekologis Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bajo Desa Torosiaje
Provinsi Gorontalo, 2012). Begitu pula Fadil Mas'ud dan Irham Wibowo (2025)
membangun konsepsi dan wacana pentingnya pendidikan kewarganegaraan
untuk menjadi instrumen strategis dalam menanamkan nilai-nilai ekologis
sejak dini. Upaya untuk mengintegrasikan kesadaran ekologis dalam praktik
kewarganegaraan, akan menjadi pendekatan yang menawarkan fondasi bagi
terciptanya masyarakat yang adil secara sosial, demokratis secara politik, dan
lestari secara ekologis. (Fadil Masud, 2025)

Wacana ini juga hadir di ranah kebijakan, terutama sejak keluarnya
Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang mengakui hutan adat sebagai bukan
hutan negara. Dokumen Kongres Masyarakat Adat Nusantara (AMAN, 2023)
memperkuat narasi ini, menggeser pelestarian ekologis dari isu teknis
menjadi isu hak asasi dan keadilan ekologis (Yance Arizona, 2012).

Dalam narasi komunitas adat, kecerdasan ekologis dimaknai melalui
filosofi-filosofi seperti Alam Takambang Jadi Guru (Minangkabau), Pikukuh
Karuhun (Baduy), dan Tri Hita Karana (Bali), yang menjadi kerangka moral
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dalam perilaku ekologis kolektif (Alikodra, 2012); (I Gede Pitana, 2009).
Filosofi ini bukan sekadar norma, melainkan pedoman hidup yang menautkan
ekosistem dengan tatanan sosial dan kosmologis.

b. Dinamika

Kearifan ekologis masyarakat adat bersifat adaptif. Dinamika ini
tercermin dalam proses pembaruan praktik lokal sesuai perubahan
lingkungan Strategis (Internal dan eksternal bagi komunitas tertentu) dan
teknologi. Sistem Pranata Mangsa pada petani Jawa yang awalnya berbasis
tanda-tanda alam kini diintegrasikan dengan data iklim modern (data
perubahan iklim), meningkatkan akurasi prediksi musim tanam dan
mengurangi risiko gagal panen (Karjanto, 2022). Di Kampung Adat Cikondang,
kearifan lokal tentang pengelolaan hutan dipopulerkan melalui media sosial,
khususnya YouTube, untuk menjangkau generasi muda (Sari, 2012).

Pada masyarakat adat di Papua, mekanisme Sasi yang mengatur jeda
pemanfaatan sumber daya laut diadaptasi untuk mengatur siklus tangkapan
spesies bernilai ekonomi tinggi, sekaligus menjaga regenerasi ekosistem (Putri,
2020). Namun, dinamika ini juga menghadirkan risiko pergeseran nilai. Hal ini
menunjukkan bahwa adaptasi tidak selalu berujung pada penguatan nilai
ekologis, dan dapat memunculkan kompromi terhadap keberlanjutan.

c. Tantangan
Tantangan pelestarian kecerdasan ekologis masyarakat adat dapat

dikelompokkan menjadi empat kategori:

a) Struktural, Meski ada pengakuan hukum adat, implementasinya sering
terhambat birokrasi dan tumpang tindih kebijakan kehutanan.

b) Ekologis, Perubahan iklim, degradasi hutan, pencemaran air, dan
hilangnya keanekaragaman hayati secara langsung mengancam
keberlangsungan praktik ekologis tradisional.

c) Sosial-budaya, Penurunan transmisi pengetahuan lokal akibat migrasi,
modernisasi pendidikan, dan fragmentasi komunitas.

d) Keilmuan/akademik, pola dan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di
Indonesia tidak selalu memfokuskan tentang ecological citizenship,
karena tidak semua pendidikan dibekali dengan pengetahuan yang sama
tentang konsep tersebut. Materi tentang indigenous selalu
dikesampingkan karena penggunaan metode barat dan teori barat yang
lebih dominan, serta tantangan psikologi politik dan membahas ekologi
lingkungan tidak hanya di hutan
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Literatur juga menggarisbawahi adanya policy gap antara model
konservasi berbasis masyarakat dan kebijakan formal yang cenderung
mengutamakan skema berbasis pasar atau teknokratis. Hal ini mengurangi
ruang bagi pengetahuan lokal untuk menjadi kerangka utama pengelolaan
lingkungan.

Pembahasan

Hasil review menunjukkan bahwa penelitian terdahulu telah berhasil
memetakan bentuk-bentuk kearifan lokal, namun belum cukup
mengeksplorasi bagaimana pengetahuan ini dapat diintegrasikan dalam
kebijakan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Misalnya, meskipun banyak studi mengulas studi kasus berbasis geografis
pedalaman, pessisir, dan pinggiran sedikit yang mengkaji pengaruhnya
terhadap indikator adaptasi iklim modern atau pencapaian SDGs. Kajian ini
mengisi gap tersebut dengan memposisikan kecerdasan ekologis sebagai
modal epistemik (ecological citizensip) yang dapat diintegrasikan ke dalam
kerangka adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Berikut ini ringkasan
hubungan antara tiga kerangka besar (wacana, dinamika, tantangan) dan lima
dimensi teoritis kecerdasan ekologis dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel. 1. Ringkasan hubungan antara wacana, dinamika,
tantangan dalam dimensi kecerdasan ekologis

Dimensi Kecerdasan Ekologis Wacana Dinamika Tantangan
1. Pengetahuan empiris Kecerdasan ekologis Integrasi data Hilangnya
(ekologi praktis) diposisikan sebagai lingkungan basis data
TEK  vyang valid dan iklim ke ekologis
secara ilmiah dan kearifan lokal akibat
dapat melalui degradasi
dikombinasikan dokumentasi  ekosistem dan
dengan data pengetahuan  hilangnya
modern. indigenous pengetahuan
mengalami lokal dan
dinamika pengamat
pasang surut lokal
(Masyarakat
adat)

2. Nilai-norma (etika ekologis)  Filosofi lokal dari Pembaruan Pelemahan
pengetahuan norma adat norma akibat
indigenous dibingkai untuk tekanan
sebagai etika mengatur ekonomi,
konservasi pemanfaatan  hukum,

dan industrialisasi,
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pengelolaan
sumber daya
alam,

dan pariwisata
massal

pelestarian
alam menjadi
ketegangan
antara
regulasi,
norma
budaya, dan
sosial
3. Kosmologi dan spiritualitas Ditempatkan dalam Revitalisasi Stigmatisasi
wacana ritual adat  praktik
keberlanjutan sebagai kosmologi
sebagai sumber bentuk indigenous
legitimasi moral kampanye dianggap
dalam pengelolaan ekologis dan sebagai “tidak
lingkungan pendidikan modern” di
generasi sebagian
muda. ruang publik
formal.
4. Adaptasi teknologi dan Wacana integrasi Pemanfaatan  Kesenjangan
inovasi pengetahuan lokal media digital akses
dengan teknologi  (YouTube, teknologi  di
modern (co- GIS, aplikasi komunitas
production of cuaca, digital terpencil,
knowledge) humanities) risiko bias
untuk edukasi  komersialisasi
warga negara pengetahuan
dan lokal.
dokumentasi
5. Dimensi politik dan Wacana pengakuan Advokasi Tumpang
kebijakan hak adat dalam kebijakan tindih
kebijakan lingkungan berbasis peraturan,
nasional dan komunitas lemahnya
internasional adat, implementasi
partisipasi pengakuan
dalam forum formal,
iklim global. dominasi
paradigma

teknokratis

Sumber: diolah dari berbagai sumber,2025.
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Kelima dimensi kecerdasan ekologis berfungsi sebagai instrumen untuk
memahami variasi respon komunitas adat. Dimensi pengetahuan empiris dan
nilai-norma membentuk inti epistemologis, kosmologi memberi legitimasi
moral, adaptasi teknologi memperkuat keberlanjutan praktis, dan dimensi
politik-kebijakan memastikan daya tahan kelembagaan. Berdasarkan tabel 1
menunjukkan terdapat gap teoritis yang diidentifikasi adalah minimnya
kerangka yang menghubungkan dimensi normatif (nilai, kosmologi, etika)
dengan dimensi operasional (teknologi, kebijakan, praktik adaptasi).
Pembahasan ini menunjukkan bahwa integrasi memerlukan:

a) Pengakuan formal hak kelola adat yang jelas dan mengikat secara hukum.

b) Ko-produksi pengetahuan melalui kolaborasi komunitas adat, ilmuwan,
dan pembuat kebijakan

¢) Pengarusutamaan nilai ekologis ke dalam kurikulum pendidikan dan
media publik.

d) Penguatan Kerangka Hukum: Regulasi turunan pengakuan hak adat yang
mengikat secara operasional dan melindungi praktik ekologis tradisional.

e) Pendidikan Ekologis Integratif: Memasukkan dimensi nilai, kosmologi, dan
praktik lokal ke dalam kurikulum formal dan nonformal.

f) Pengelolaan Teknologi yang Inklusif: Menjamin akses digital yang adil
sambil mencegah eksploitasi komersial atas pengetahuan lokal.

Penulis memandang bahwa wacana akademik dan narasi komunitas adat
telah matang, tetapi belum didukung kerangka kebijakan yang memadai.
Dinamika adaptasi masyarakat adat membuktikan adanya kapasitas inovasi,
tetapi risiko pergeseran nilai akibat tekanan ekonomi, sosial, politik, hukum,
dan modernisasi perlu diantisipasi. Berdasarkan tinjauan konseptual dan kritis
menunjukkan bahwa:

1. Dominasi Wacana Normatif tentang ekologi dan masyarakat adat,
sebagian besar literatur menempatkan nilai-nilai lokal sebagai
“pengetahuan moral” tanpa menjabarkan instrumen aplikatifnya dalam
kebijakan publik atau teknologi adaptasi perubahan iklim dan lingkungan.

2. Adanya Kesenjangan Implementasi Kebijakan, pengakuan hak adat di atas
kertas tidak otomatis memperkuat kecerdasan ekologis tanpa mekanisme
operasional yang jelas.

3. Kerentanan Dinamika Nilai, bahwa modernisasi dan globalisasi memicu
adaptasi positif  (integrasi teknologi) sekaligus degradasi nilai
(komodifikasi budaya dan ritual).

4. Inkonsistensi pendidikan kewarganegaraan berbasis ekologis, materi
pendidikan kewarganegaraan lebih banyak cenderung membahas politik
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daripada isu isu keadilan lingkungan dan peran generasi muda dalam
merawat dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan.

Tantangan struktural dan kebijakan lainnya memerlukan intervensi yang
memperkuat posisi masyarakat adat sebagai aktor utama konservasi, bukan
sekadar objek program pemerintah atau donor internasional. Integrasi
kecerdasan ekologis ke dalam kebijakan formal akan memperkaya strategi
nasional dalam mencapai target SDGs, khususnya Tujuan 13 (penanganan
perubahan iklim) dan Tujuan 14 (menjaga ekosistem laut), dan Tujuan 15
(menjaga ekosistem darat). Pendekatan berbasis TEK juga memiliki potensi
mengurangi konflik sumber daya karena didasarkan pada legitimasi sosial
yang kuat di tingkat lokal.

Kesimpulan

Kecerdasan ekologis yang tertanam dalam kearifan lokal masyarakat adat
Indonesia merupakan modal epistemik yang telah teruji lintas generasi dalam
menjaga keseimbangan sosial-ekologis. la tidak sekadar menjadi himpunan
pengetahuan praktis, tetapi juga sistem nilai, kosmologi, dan norma yang
membentuk perilaku kolektif terhadap lingkungan. Studi literatur
menunjukkan bahwa wacana ini telah mapan di ranah akademik, narasi
komunitas, dan advokasi kebijakan, namun penerjemahan nilai-nilai tersebut
ke dalam kerangka operasional pembangunan berkelanjutan dan adaptasi
perubahan iklim masih minim dan fragmentaris.

Dinamika adaptasi masyarakat adat membuktikan adanya kapasitas
inovasi dari integrasi teknologi digital hingga penyesuaian tata kelola sumber
daya—namun juga menyingkap kerentanan nilai akibat tekanan modernisasi,
globalisasi, dan komodifikasi budaya. Tantangan struktural, ekologis, dan
sosial-budaya, diperparah oleh kesenjangan implementasi kebijakan,
berpotensi mengikis keberlanjutan pengetahuan ekologis tradisional jika tidak
diantisipasi melalui kebijakan yang berpihak dan mekanisme kelembagaan
yang kuat.

Secara reflektif, pelestarian kecerdasan ekologis menuntut co-production
of knowledge antara komunitas adat, ilmuwan, dan pembuat kebijakan,
sehingga pengetahuan lokal bukan sekadar romantisasi masa lalu, melainkan
fondasi praktis bagi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pengakuan hak
kelola adat yang jelas, pendidikan ekologis integratif, serta pengelolaan
teknologi yang inklusif menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan kearifan
ini tetap relevan dan efektif di tengah krisis lingkungan global.
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Dalam konteks aktual, integrasi kecerdasan ekologis masyarakat adat ke
dalam strategi nasional akan memperkuat pencapaian SDGs, mengurangi
konflik sumber daya, dan menegaskan posisi masyarakat adat bukan sebagai
objek program pembangunan, melainkan sebagai mitra strategis dan aktor
utama konservasi. Ke depan, keberhasilan agenda lingkungan Indonesia
sangat bergantung pada keberanian politik dan komitmen kolektif untuk
menempatkan kecerdasan ekologis lokal sebagai inti kebijakan, bukan
sekadar pelengkap retorika keberlanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung atas
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ABSTRAK

Krisis lingkungan global yang semakin kompleks menuntut adanya kesadaran
ekologis yang kuat di berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan tinggi.
Sebagai bagian dari pendidikan karakter dan kewarganegaraan, Program
Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas
Pamulang menginisiasi program pengumpulan botol plastik bekas sebagai
bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan., yang merupakan salah satu
program Universitas Pamulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
tingkat dukungan dan partisipasi sivitas akademika terhadap program
tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode
survei melalui angket terbuka. Responden terdiri dari 32 dosen dan 50
mahasiswa di lingkungan Prodi PPKn Universitas Pamulang. Data dianalisis
secara deskriptif untuk melihat pola dukungan dan keterlibatan responden
terhadap sepuluh pernyataan yang berkaitan dengan program. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa seluruh dosen memberikan dukungan penuh
terhadap sebagian besar pernyataan, dengan tingkat persetujuan mencapai
100% pada delapan dari sepuluh pernyataan. Sementara itu, mahasiswa juga
menunjukkan sikap positif terhadap program, meskipun terdapat 18
mahasiswa yang belum mengetahui program ini, 22 mahasiswa yang belum
berpartisipasi, dan 35 mahasiswa yang belum mengajak teman untuk ikut
serta. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa program
pengumpulan botol plastik bekas memiliki potensi besar untuk dikembangkan
lebih lanjut sebagai bagian dari gerakan kewarganegaraan ekologis.
Dukungan dari seluruh elemen kampus dan masyarakat sangat diperlukan


mailto:Dosen02649@unpam.ac.id

agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan
dampak nyata bagi lingkungan.

Kata Kunci:
Ekologi Kewarganegaraan, Membangun Kesadaran,
Program Pengumpulan Sampah Botol Plastik

Pendahuluan

Ekologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik
antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam konteks sosial dan
pendidikan, ekologi tidak hanya menyangkut alam semata, tetapi juga
keterlibatan manusia sebagai agen perubahan dan penjaga keberlanjutan.
Konsep ini berkembang menjadi pendekatan multidisipliner yang
menggabungkan ilmu lingkungan, etika, dan kewarganegaraan.

Kesadaran ekologi dewasa ini menjadi semakin penting, terutama di
tengah krisis lingkungan global seperti perubahan iklim, pencemaran plastik,
dan degradasi ekosistem. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan lebih dari 7,8 juta ton
sampah plastik setiap tahun, dan sebagian besar tidak terkelola dengan baik.
Kampus sebagai pusat pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda
memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran ekologis yang
berkelanjutan.

Berdasarkan data terbaru tahun 2024 dari Asosiasi Industri Plastik
Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah sampah plastik di
Indonesia mencapai sekitar 64 juta ton per tahun, dengan sekitar 3,2 juta ton
di antaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Dari total
timbulan sampah nasional sebesar 33,79 juta ton, sampah plastik
menyumbang sekitar 6,63 juta ton atau 19,64%, menjadikannya jenis sampah
terbesar kedua setelah sisa makanan.

Botol plastik sendiri merupakan salah satu kontributor utama dalam
kategori plastik sekali pakai. Menurut laporan dari Le Minerale, pada tahun
2024 mereka berhasil menarik kembali sebanyak 35.000ton botol dan galon
plastik PET melalui program daur ulang Nasional. Ini menunjukkan bahwa
botol plastik masih menjadi bagian signifikan dari timbulan sampah plastik di
Indonesia.

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat regulasi pembatasan plastik
sekali pakai, membangun infrastruktur daur ulang yang merata, serta
mengedukasi masyarakat secara masif tentang bahaya sampah plastik dan
pentingnya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Di sisi lain, warga
negara harus aktif mengurangi konsumsi botol plastik dengan membawa
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wadah minum sendiri, memilah sampah di rumah, serta mendukung gerakan

daur ulang melalui partisipasi komunitas dan advokasi lingkungan. Kolaborasi

antara kebijakan yang tegas dan kesadaran publik yang tinggi menjadi kunci
utama dalam mengatasi krisis sampah botol plastik di Indonesia.

Konsep ekologi kewarganegaraan atau ecological citizenship
menempatkan warga negara sebagai pelaku aktif dalam menjaga kelestarian
lingkungan hidup. Andrew Dobson (2003) menyebutnya sebagai
kewarganegaraan yang melampaui hak legal dan mencakup tanggung jawab
etis terhadap bumi. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini mendapat
legitimasi konstitusional melalui:

e Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat.”

e Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: “Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

e UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup: Menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga
lingkungan.

Pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai
kewarganegaraan ekologis kepada mahasiswa sebagai bagian dari
pembangunan karakter. Kesadaran ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi
harus diwujudkan dalam tindakan nyata seperti pengelolaan sampah,
konservasi energi, dan gaya hidup berkelanjutan. Pendidikan tinggi memiliki
peran strategis dalam mengatasi masalah sampah botol plastik karena
kampus merupakan pusat ilmu pengetahuan, inovasi, dan pembentukan
karakter generasi muda. Melalui riset, teknologi, dan pengabdian masyarakat,
perguruan tinggi dapat menciptakan solusi berkelanjutan seperti sistem daur
ulang yang efisien, alternatif kemasan ramah lingkungan, serta kebijakan
berbasis data. Selain itu, dengan menanamkan nilai kepedulian lingkungan
dalam kurikulum dan budaya kampus, pendidikan tinggi dapat mencetak
lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bertanggung
jawab secara ekologis dan sosial.

Universitas Pamulang (UNPAM) adalah perguruan tinggi swasta yang
berlokasi di Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Didirikan pada tahun
2000 dan dikelola oleh Yayasan Sasmita Jaya, UNPAM memiliki visi
menyediakan pendidikan tinggi yang terjangkau bagi seluruh lapisan
masyarakat tanpa mengabaikan kualitas akademik. Dengan lebih dari 89.000
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mahasiswa dan 10 fakultas, UNPAM menjadi salah satu kampus terbesar di
Banten.

Kampus UNPAM tersebar di beberapa lokasi strategis, yaitu:

e Kampus 1:JI. Surya Kencana No.1, Pamulang Barat

e Kampus 2: JI. Raya Puspitek, Buaran

e Kampus 3: JI. Witana Harja No.18b

e Kampus 4: Serang, Banten

Sebagai institusi pendidikan, UNPAM memiliki tanggung jawab moral dan
sosial untuk membentuk karakter mahasiswa yang peduli terhadap
lingkungan dan berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Sebagai
bentuk partisipasi aktif dalam mengatasi permasalahan sampah botol plastik,
peneliti melakukan kajian ilmiah di lingkungan Universitas Pamulang,
khususnya pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
dengan fokus pada peran nilai-nilai Pancasila dalam membangun kesadaran
ekologis mahasiswa terhadap pengelolaan sampah botol plastik. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman dan
implementasi sikap tanggung jawab, dan kesadaran cinta lingkungan dapat
mendorong perilaku berkelanjutan di kalangan civitas akademika, serta
merumuskan strategi pendidikan karakter yang relevan dalam menghadapi
krisis lingkungan di era modern.

Acuan Teori

Kesadaran ekologi dalam konteks kewarganegaraan merupakan respons
terhadap krisis lingkungan global yang semakin kompleks, seperti perubahan
iklim, pencemaran, dan degradasi keanekaragaman hayati. Fenomena ini
tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga pada dimensi sosial,
ekonomi, dan politik kehidupan manusia. Oleh karena itu, kesadaran ekologis
harus dipahami sebagai bagian integral dari identitas kewarganegaraan yang
menuntut keterlibatan aktif setiap individu dalam menjaga keberlanjutan
lingkungan hidup. Warga negara tidak cukup hanya memahami hak dan
kewajiban dalam sistem politik, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab
moral terhadap bumi sebagai ruang hidup bersama.

Dalam kerangka pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn),
kesadaran ekologis bukan hanya menjadi bagian dari pengetahuan lingkungan,
tetapi juga merupakan nilai moral dan etika yang harus ditanamkan sejak dini.
Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan cinta tanah air
dapat menjadi fondasi dalam membentuk karakter warga negara yang peduli
terhadap lingkungan. Pendidikan PPKn memiliki potensi besar untuk
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menginternalisasi nilai-nilai ekologis melalui pendekatan reflektif, kontekstual,
dan partisipatif. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya
berfungsi sebagai instrumen pembelajaran politik, tetapi juga sebagai wahana
pembentukan kesadaran ekologis yang berkelanjutan.

Pendidikan tinggi, khususnya program studi PPKn, memiliki tanggung
jawab strategis dalam membentuk warga negara yang tidak hanya
demokratis secara politik, tetapi juga bertanggung jawab secara ekologis.
Kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter harus
menjadi teladan dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui
kurikulum yang terintegrasi, penelitian aplikatif, dan pengabdian masyarakat
yang berbasis lingkungan, pendidikan tinggi dapat menciptakan generasi
muda yang memiliki literasi ekologis tinggi dan mampu menjadi agen
perubahan dalam menghadapi krisis lingkungan. Kesadaran ekologis dalam
pendidikan PPKn bukan sekadar wacana, melainkan harus diwujudkan dalam
tindakan nyata yang berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekologis
masyarakat.

Konsep Dasar Ekologi Kewarganegaraan

Ekologi kewarganegaraan (ecological citizenship) adalah konsep yang
dikembangkan oleh Andrew Dobson (2003), yang menekankan bahwa
kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan hak dan kewajiban politik,
tetapi juga mencakup tanggung jawab etis terhadap keberlanjutan lingkungan.
Dobson menyatakan bahwa warga negara harus menjadi agen ekologis yang
aktif dalam menjaga bumi sebagai ruang hidup bersama. Dalam konteks
Indonesia, pendekatan ini sangat relevan mengingat tingginya tingkat
kerusakan lingkungan dan rendahnya partisipasi publik dalam pengelolaan
sumber daya alam.

Menurut Fadil Mas’'ud dan Irham Wibowo (2025), ekologi
kewarganegaraan menempatkan negara sebagai fasilitator dalam
membentuk sistem sosial-politik yang mendukung keadilan ekologis,
sementara warga negara berperan sebagai pelaku utama dalam menjaga
keberlanjutan lingkungan. Pendidikan kewarganegaraan menjadi instrumen
strategis dalam menanamkan nilai-nilai ekologis melalui kurikulum yang
reflektif dan partisipatif.

Dalam penelitian mereka tentang integrasi prinsip 3R (Reduce, Reuse,
Recycle), Fadhilah Aini & Nurul Husna (2025) menyatakan bahwa
kewarganegaraan ekologis dapat dibentuk melalui praktik langsung
pengelolaan sampah di lingkungan pendidikan. Mereka menekankan bahwa
partisipasi aktif dalam kegiatan lingkungan mampu membentuk karakter
peduli lingkungan dan memperkuat identitas ekologis warga negara.
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Roy Martin Simamora (2021), dalam opini di Kompas, Simamora
mengangkat pentingnya cara pandang baru terhadap kewarganegaraan
ekologis di tengah kerusakan lingkungan dan pandemi. la menekankan bahwa
setiap warga harus merefleksikan kembali identitas ekologisnya dan
mengambil tanggung jawab kolektif untuk merawat bumi. Teori ini
menggabungkan dimensi reflektif, spiritual, dan sosial dalam membentuk
kesadaran ekologis

Integrasi Kesadaran Ekologis dalam Pendidikan PPKn

Integrasi kesadaran ekologis dalam pendidikan PPKn dapat dilakukan
melalui pendekatan kurikulum yang menggabungkan nilai-nilai Pancasila
dengan prinsip keberlanjutan. Nilai gotong royong, tanggung jawab, dan cinta
tanah air dapat dijadikan landasan dalam membentuk karakter peduli
lingkungan. Penelitian oleh Setiawan Gusmadi dan Samsuri (2024)
menunjukkan bahwa gerakan kewarganegaraan ekologis melalui kegiatan
reklamasi, penanaman mangrove, dan aksi peduli sampah mampu
membentuk karakter lingkungan yang kuat di kalangan mahasiswa dan
masyarakat.

Selain itu, pendekatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) terbukti efektif dalam
meningkatkan kesadaran ekologis di berbagai lapisan masyarakat, termasuk
di lingkungan pendidikan. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai strategi
pengelolaan sampah, tetapi juga sebagai sarana edukatif yang membentuk
pola pikir dan perilaku ramah lingkungan. Melalui kegiatan sederhana seperti
memilah sampah, menggunakan kembali barang bekas, dan mengurangi
konsumsi plastik, peserta didik dapat belajar tentang tanggung jawab ekologis
secara langsung dan aplikatif. Pendekatan ini menjadi jembatan antara teori
dan praktik dalam pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada
keberlanjutan.

Fadhilah Aini dan Nurul Husna (2025) menyatakan bahwa penerapan
prinsip 3R di lingkungan pendidikan dapat membentuk karakter peduli
lingkungan dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah.
Ketika nilai-nilai 3R diintegrasikan ke dalam kurikulum dan budaya sekolah,
peserta didik tidak hanya memahami pentingnya menjaga lingkungan, tetapi
juga terlibat secara aktif dalam menciptakan perubahan. Hal ini menunjukkan
bahwa pendidikan ekologis yang berbasis tindakan nyata mampu
memperkuat kesadaran kewarganegaraan yang bertanggung jawab terhadap
lingkungan. Dengan demikian, pendekatan 3R menjadi bagian penting dalam
strategi pendidikan PPKn yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas model
pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dalam membentuk
kompetensi ekologis siswa melalui mata pelajaran PPKn. Dalam konteks
global abad ke-21, isu lingkungan menjadi salah satu tantangan utama yang
harus dihadapi oleh warga negara. Oleh karena itu, pendidikan PPKn perlu
mengembangkan pendekatan pedagogis yang tidak hanya menanamkan nilai-
nilai demokrasi, tetapi juga kesadaran ekologis sebagai bagian dari
kompetensi kewarganegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pendekatan kontekstual dan berbasis masalah lebih efektif dibandingkan
metode konvensional dalam meningkatkan pemahaman dan kepedulian
siswa terhadap isu lingkungan. Melalui pembelajaran yang mengaitkan materi
dengan realitas kehidupan dan mendorong pemecahan masalah lingkungan
secara aktif, siswa menjadi lebih sadar akan peran mereka sebagai warga
negara ekologis. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi kesadaran
ekologis dalam pendidikan PPKn bukan hanya relevan, tetapi juga mendesak
untuk membentuk generasi yang mampu menghadapi tantangan lingkungan
secara bertanggung jawab dan berkelanjutan Shinta Pertiwi & Samsuri (2017).

Integrasi kesadaran ekologis dalam pendidikan PPKn merupakan langkah
strategis dalam membentuk warga negara yang tidak hanya demokratis
secara politik, tetapi juga bertanggung jawab terhadap keberlanjutan
lingkungan. Pendekatan kurikulum yang menggabungkan nilai-nilai
Pancasila—seperti gotong royong, tanggung jawab, dan cinta tanah air—
dengan prinsip keberlanjutan terbukti mampu membentuk karakter peduli
lingkungan di kalangan peserta didik. Gerakan kewarganegaraan ekologis
melalui kegiatan nyata seperti reklamasi, penanaman mangrove, dan aksi
peduli sampah dapat memperkuat kesadaran lingkungan baik di lingkungan
kampus maupun masyarakat.

Selain itu, penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam
pendidikan terbukti efektif sebagai sarana edukatif yang membentuk pola
pikir dan perilaku ramah lingkungan. Integrasi nilai-nilai 3R ke dalam
kurikulum dan budaya sekolah mendorong partisipasi aktif peserta didik
dalam pengelolaan sampah dan tindakan ekologis lainnya. Kemudian model
pembelajaran kontekstual dan berbasis masalah dalam PPKn lebih efektif
dalam membentuk kompetensi ekologis dibandingkan metode konvensional.
Secara keseluruhan, berbagai pendekatan ini menegaskan bahwa pendidikan
PPKn memiliki peran penting dan mendesak dalam membentuk generasi yang
sadar lingkungan, aktif berpartisipasi, dan mampu menghadapi tantangan
ekologis secara berkelanjutan.
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Peran Pendidikan Tinggi dalam Membangun Kesadaran Ekologis

Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran
ekologis melalui riset, pengabdian masyarakat, dan pengembangan kurikulum.
Kampus sebagai miniatur masyarakat harus menjadi contoh dalam
pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian oleh Eliana Yunitha
Seran dkk. (2024) menunjukkan bahwa pendekatan ekopedagogik dalam
pembelajaran mampu menanamkan karakter cinta lingkungan pada siswa
sekolah dasar, yang dapat diadaptasi dalam pendidikan tinggi untuk
membentuk mahasiswa yang sadar ekologis.

Literasi ekologi juga menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter.
Rika Efendi et al. (2024) menekankan bahwa literasi ekologi dalam Kurikulum
Merdeka dapat membentuk peserta didik yang mampu menghayati dan
mengamalkan nilai-nilai lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian Miterianifa & Muhammad Figri Mawarni (2024), menggunakan
metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis 17 artikel
terkait literasi lingkungan yang dipublikasikan antara tahun 2018 hingga 2023,
hasil kajian menunjukkan bahwa literasi lingkungan merupakan kemampuan
individu untuk memahami, menerapkan, dan berpartisipasi dalam isu-isu
lingkungan yang kompleks. Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam
meningkatkan literasi ini melalui model pembelajaran aktif, interaktif, dan
berbasis pengalaman. Model pembelajaran literasi lingkungan terbukti efektif
dalam meningkatkan kesadaran ekologis mahasiswa. Ketika mahasiswa
terlibat dalam proses pembelajaran yang kontekstual dan reflektif, mereka
menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap isu lingkungan dan
kecenderungan untuk mengambil tindakan berkelanjutan. Penelitian ini
menekankan pentingnya integrasi literasi lingkungan dalam kurikulum
pendidikan tinggi sebagai upaya membentuk warga negara yang bertanggung
jawab secara ekologis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur
tingkat kesadaran ekologis mahasiswa dan dosen di lingkungan kampus.
Metode yang digunakan adalah survei dengan instrumen berupa angket
tertutup, yang dirancang untuk mengukur membangun kesadaran ekologi
kewarganegaraan. Angket disusun berdasarkan indikator yang relevan. Data
dikumpulkan dari responden yang dipilih secara acak dari populasi mahasiswa
dan dosen program studi PPKn di beberapa perguruan tinggi. Analisis data
dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk melihat distribusi frekuensi
dan statistik inferensial dengan instrumen angket berupa jawaban ya dan
tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran
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ekologis dalam lingkungan program studi PPKn Universitas Pamulang Farid
Wajdi., et al (2024).

Hasil dan Pembahasan
Program Pengurangan Sampah Botol Plastik di Kampus
Dalam rangka membangun kesadaran ekologi kewarganegaraan,
Universitas Pamulang meluncurkan program pengurangan sampah botol
plastik yang melibatkan seluruh sivitas akademika dosen, mahasiswa, dan
pegawai. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Bank Syariah
Indonesia (BSI) yang menyediakan mesin pengumpul botol plastik di area
kampus.
Setiap botol plastik yang dimasukkan ke mesin akan dihargai sebesar Rp
65, sebagai bentuk insentif ekologis. Tujuan utama dari program ini adalah:
e Meningkatkan kesadaran ekologis warga kampus
e Mengurangi volume sampah plastik yang tidak terkelola
e Mendorong partisipasi aktif dalam praktik daur ulang
e Menanamkan nilai tanggung jawab ekologis sebagai bagian dari identitas
kewarganegaraan

Universitas Pamulang (UNPAM), sebagai salah satu perguruan tinggi
terbesar di Provinsi Banten, menunjukkan komitmen nyata terhadap
pembangunan ekologi kewarganegaraan di lingkungan kampusnya.
Kepedulian ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan program yang
mendorong partisipasi aktif sivitas akademika dalam menjaga kelestarian
lingkungan.

Beberapa bentuk kepedulian UNPAM terhadap ekologi kewarganegaraan
antara lain:

e Program Pengurangan Sampah Botol Plastik: UNPAM bekerja sama
dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk menyediakan mesin
pengumpul botol plastik di area kampus. Setiap botol yang dikumpulkan
dihargai Rp65, sebagai bentuk insentif ekologis dan edukatif.

e Gerakan Bersih Kampus: Kegiatan rutin yang melibatkan mahasiswa dan
pegawai dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kampus.

Dengan pendekatan ini, Universitas Pamulang tidak hanya mencetak
lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga membentuk warga
negara yang sadar akan tanggung jawab ekologisnya. Kampus menjadi ruang
hidup yang tidak hanya mendidik, tetapi juga menginspirasi perubahan sosial
menuju keberlanjutan.
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Berdasarkan angket yang disebar di lingkungan kampus khususnya
program studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.
Dengan jumlah responden 32 dosen dan 50 mahasiswa

Tabel 1. Instrumen Angket survei

No Pernyataan Ya Tidak

1 | Saya mengetahui adanya program pengumpulan
botol plastik di Universitas Pamulang.

2 Program pengumpulan botol plastik penting untuk
mengurangi jumlah sampah plastik di lingkungan
kampus Universitas Pamulang.

3 | Saya pernah ikut serta dalam program pengumpulan
botol plastik di kampus Universitas Pamulang.

4 | Saya bersedia ikut serta secara aktif dalam kegiatan
pengumpulan botol plastik.

5 | Saya mendukung penuh program pengumpulan
botol plastik yang diadakan oleh kampus Universitas
Pamulang.

6 | Saya mengajak teman atau rekan saya untuk ikut
serta dalam program pengumpulan botol plastik.

7 | Saya memahami bahwa mengelola sampah plastik
adalah bagian dari tanggung jawab warga negara
yang baik.

8 | Saya mengetahui bahwa ekologi kewarganegaraan
mencakup kesadaran lingkungan dalam kehidupan
berbangsa.

9 | Saya merasa bahwa menjaga lingkungan adalah
bagian dari praktik kewarganegaraan yang
bertanggung jawab.

10 | Program pengumpulan botol plastik di kampus
membantu saya mengembangkan sikap peduli
terhadap lingkungan kampus Universitas Pamulang.
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Tabel 2. Data Hasil Angket Survei

Responden Pernyataan Ya Tidak
Dosen 1 32
2 32
3 10 22
4 32
5 32
6 10 22
7 32
8 32
9 32
10 32

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dosen Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Pamulang
memberikan dukungan penuh terhadap program pengumpulan botol plastik
bekas sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran ekologis di
lingkungan kampus. Berdasarkan data angket yang disebarkan kepada
seluruh dosen tetap di prodi PPKn, 100% responden menyatakan setuju dan
sangat setuju bahwa program ini relevan dengan ekologi kewarganegaraan,
khususnya tanggung jawab sosial dan cinta lingkungan. Para dosen juga
menilai bahwa program ini dapat menjadi media edukatif yang efektif untuk
menanamkan karakter peduli lingkungan kepada mahasiswa melalui praktik
langsung. Walaupun ada 22dosen tidak ikut dalam program mengumpulkan
botol plastik bekas dan 22 dosen tidak mengajak dosen lain, ini karena dosen
lain sudah mengetahui program ini.

Selain itu, mayoritas dosen menyatakan kesediaannya untuk terlibat aktif
dalam sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan program, serta mendorong
mahasiswa untuk berpartisipasi secara konsisten. Dukungan ini menunjukkan
bahwa sivitas akademika di lingkungan PPKn Universitas Pamulang memiliki
komitmen kuat terhadap pengembangan kewarganegaraan ekologis dan siap
menjadi teladan dalam gerakan pengurangan sampah plastik di institusi
pendidikan tinggi.
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Tabel 3. Data Hasil Angket Survei
Responden Pernyataan Ya Tidak
Mahasiswa 1 38 18
50
28 22
32
32
15 35
32
32
32
32
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa di Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Pamulang
secara umum mendukung program pengumpulan botol plastik bekas sebagai
bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan implementasi nilai-nilai
kewarganegaraan aktif. Meskipun terdapat 18 mahasiswa yang belum
mengetahui adanya program ini, 22 mahasiswa yang belum berpartisipasi
secara langsung, serta 35 mahasiswa yang belum mengajak teman untuk ikut
serta, temuan ini tidak mengurangi semangat kolektif mahasiswa yang telah
menunjukkan sikap positif dan antusiasme terhadap gerakan pengurangan
sampah plastik di lingkungan kampus.

Jumiah Hespon Ya dan Tidak dari Desen terhadap 10 Parmyataan
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Grafik 1. Hasil Survei Dosen dalam
Membangun Kesadaran Ekologi Kewarganegaraan
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Berdasarkan hasil grafik respon dosen terhadap 10 pernyataan dalam
penelitian, terlihat bahwa mayoritas pernyataan memperoleh dukungan
penuh. Sebanyak 8 dari 10 pernyataan (yaitu pernyataan ke-1, 2, 4,5, 7, 8, 9,
dan 10) masing-masing mendapat 32 respon “Ya” dan 0 respon “Tidak”, yang
berarti seluruh dosen menyetujui pernyataan-pernyataan tersebut dengan
tingkat persetujuan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya
keseragaman pandangan dan tingkat konsistensi yang tinggi di antara para
dosen terhadap sebagian besar topik yang diteliti. Sementara itu, pernyataan
ke-3 dan ke-6 menunjukkan adanya perbedaan pendapat, dengan hanya 10
dosen (31,25%) yang menyatakan “Ya” dan 22 dosen (68,75%) menyatakan
“Tidak”. Ketidaksepakatan ini mengindikasikan bahwa kedua pernyataan
tersebut mungkin bersifat lebih kompleks, kontroversial, atau membutuhkan
penjelasan lebih lanjut. Secara keseluruhan, hasil ini mencerminkan bahwa
dosen cenderung memiliki pandangan yang seragam terhadap isu-isu utama
dalam penelitian, namun tetap terbuka terhadap perbedaan pendapat pada
poin-poin tertentu.
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Grafik 2. Hasil Survei Mahasiswa dalam Membangun Ekologi Kewarganegaraan

Tingkat dukungan mahasiswa terhadap program pengumpulan botol
plastik bekas di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(PPKn) Universitas Pamulang menunjukkan kecenderungan positif yang patut
diapresiasi. Berdasarkan grafik hasil penelitian, mayoritas

Secara keseluruhan, grafik ini memberikan gambaran bahwa meskipun
dukungan terhadap program cukup tinggi, masih terdapat ruang untuk
meningkatkan partisipasi dan pemahaman mahasiswa secara menyeluruh.
Strategi yang dapat diterapkan meliputi sosialisasi yang lebih intensif,
integrasi nilai-nilai lingkungan dalam kurikulum, serta pelibatan mahasiswa
dalam kegiatan kampus yang berbasis kepedulian ekologis. Dengan demikian,
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program pengumpulan botol plastik bekas tidak hanya menjadi kegiatan
simbolik, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter warga
negara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

Tingkat dukungan mahasiswa terhadap program pengumpulan botol
plastik bekas di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(PPKn) Universitas Pamulang menunjukkan kecenderungan yang sangat
positif. Dari total 10 pernyataan yang diajukan, delapan di antaranya
memperoleh dukungan penuh dari 50 responden, yang berarti 100%
mahasiswa menyatakan “Ya” terhadap pernyataan-pernyataan tersebut.
Pernyataan ke-1 dan ke-2 masing-masing mendapat 32 respon “Ya” atau
sebesar 64%, tanpa ada respon “Tidak”. Hal ini menunjukkan bahwa
mayoritas mahasiswa memiliki kesadaran dan sikap mendukung terhadap
program, meskipun masih terdapat sebagian kecil yang belum sepenuhnya
terlibat.

Pernyataan ke-3 dan ke-6 menjadi titik perhatian dalam analisis ini karena
menunjukkan adanya pembagian pendapat yang signifikan. Pada pernyataan
ke-3, sebanyak 25 mahasiswa menyatakan “Ya” dan 25 lainnya menyatakan
“Tidak”, masing-masing mewakili 50% dari total responden. Sementara itu,
pernyataan ke-6 menunjukkan bahwa hanya 15 mahasiswa (30%) yang
menyatakan “Ya”, sedangkan 35 mahasiswa (70%) menyatakan “Tidak”.
Persentase ini mengindikasikan bahwa terdapat aspek dalam program yang
belum sepenuhnya dipahami atau diterima oleh sebagian besar mahasiswa,
sehingga perlu dilakukan pendekatan yang lebih mendalam untuk
meningkatkan partisipasi dan pemahaman mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh, baik dari dosen maupun mahasiswa
Universitas Pamulang, mayoritas responden menunjukkan tingkat
persetujuan yang tinggi terhadap sebagian besar pernyataan dalam penelitian.
Dosen memberikan dukungan penuh terhadap 8 dari 10 pernyataan, dengan
tingkat persetujuan mencapai 100%, sementara dua pernyataan lainnya
menunjukkan adanya perbedaan pendapat dengan hanya 31,25% respon “Ya”.
Hal ini menunjukkan bahwa dosen memiliki pandangan yang relatif sama
terhadap membangun kesadaran ekologi kewarganegaraan, upaya
mengurangi sampah botol plastik di lingkungan kampus Universitas Pamulang.

Sementara itu, data dari mahasiswa (yang diasumsikan memiliki pola
serupa atau telah dianalisis sebelumnya) kemungkinan besar menunjukkan
variasi yang lebih besar dalam respon, mencerminkan keragaman
pemahaman, pengalaman, dan persepsi mereka terhadap topik yang diteliti.
Secara umum, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat
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keselarasan antara dosen dan mahasiswa dalam menanggapi sebagian besar
isu, namun juga terdapat ruang untuk peningkatan komunikasi, pemahaman,
dan partisipasi aktif dari semua pihak.

Program pengumpulan botol plastik bekas di lingkungan Program Studi
PPKn Universitas Pamulang telah memperoleh dukungan yang signifikan, baik
dari dosen maupun mahasiswa. Meskipun masih terdapat sebagian
mahasiswa yang belum mengetahui, belum berpartisipasi, atau belum
mengajak teman untuk terlibat, secara umum respons terhadap program ini
menunjukkan potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu,
program ini harus terus dilanjutkan dan diperluas sebagai bagian dari gerakan
kesadaran ekologis di lingkungan pendidikan tinggi. Keberlanjutan dan
efektivitas program sangat bergantung pada dukungan dari semua pihak—
termasuk institusi universitas, dosen, mahasiswa, dan masyarakat luas—agar
tercipta budaya peduli lingkungan yang kuat, konsisten, dan berdampak nyata.
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ABSTRAK

Bab ini mengkaji urgensi pembentukan kewarganegaraan ekologis sebagai
respons terhadap krisis lingkungan global dan apatisme publik. Penelitian ini
bertujuan untuk mengusulkan sebuah kerangka pedagogis terstruktur yang
dapat diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia. Masalah yang diidentifikasi adalah
kurangnya model pembelajaran yang sistematis, di mana implementasi
pendidikan lingkungan hidup di sekolah seringkali bergantung pada inisiatif
guru secara individual. Metodologi yang digunakan adalah kajian konseptual
dan analisis literatur, dengan menyintesis berbagai temuan riset terdahulu
mengenai kewarganegaraan ekologis, kearifan lokal, pembelajaran konstruksi
nilai, dan karakter prososial. Hasilnya adalah sebuah model pembelajaran
holistik yang menghubungkan proses konstruksi nilai melalui experiential
learning dengan pembentukan karakter prososial, yang dimediasi oleh
kearifan lokal. Simpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa integrasi kearifan
lokal berfungsi sebagai jembatan filosofis dan pedagogis, memungkinkan
pendidikan lingkungan menjadi lebih relevan dan efektif dalam membentuk
warga negara yang berkarakter dan peduli terhadap kelestarian lingkungan.
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Kewarganegaraan Ekologis, Kearifan Lokal, Konstruksi Nilai, Karakter Prososial


mailto:silmikir@gmail.com

1. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang dan Konteks Masalah

Dalam dua dekade terakhir, isu kerusakan lingkungan telah mencapai titik
kritis yang mendorong diskursus tentang solusi-solusi baru. Di tengah
tantangan ini, muncul konsep kewarganegaraan ekologis sebagai sebuah
“oase” yang menawarkan kerangka kerja untuk mengatasi apatisme dan
mendorong perilaku yang lebih radikal dalam menjaga lingkungan (Solmes,
2020). Konsep ini memperluas cakupan kewajiban dan hak warga negara,
tidak hanya terbatas pada hubungan dengan negara, tetapi juga mencakup
tanggung jawab moral dan etika terhadap ekosistem yang menopang
kehidupan (Gooding et al., 2025). Kewarganegaraan ekologis menuntut warga
negara untuk bertindak sebagai agen perubahan, mempromosikan
perubahan sistemik terhadap ketidakadilan lingkungan, dan mendorong aksi
kolektif untuk keberlanjutan (Melo-Escrihuela, 2008).

Dalam konteks Indonesia, konsep kewarganegaraan ekologis memiliki
landasan yang kuat dan otentik melalui kearifan lokal. Kearifan lokal tidak
hanya sekadar seperangkat pengetahuan atau kepercayaan, melainkan juga
kebiasaan dan praktik pengelolaan alam yang telah diwariskan secara turun-
temurun (Robby, 2024). Praktik ini secara inheren mengandung nilai-nilai
yang sejalan dengan prinsip kewarganegaraan ekologis. Dengan demikian,
menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi, pendidikan lingkungan tidak akan
terasa sebagai konsep asing, melainkan diperkuat oleh identitas budaya yang
kaya.

b. Problem Statements dan Kelemahan Riset Terdahulu

Riset-riset sebelumnya telah menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam menanamkan
nilai-nilai ekologis dan membentuk karakter peduli lingkungan (Sari et al.,
2020)(Ade Fadly Anugrah et al., 2024). Integrasi nilai-nilai ini dalam
pembelajaran PPKn terbukti dapat meningkatkan kesadaran dan perilaku
ramah lingkungan siswa secara signifikan (Ludiya, 2024). Namun, terlepas dari
potensi ini, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu
kelemahan utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan pemahaman guru
mengenai konsep kewarganegaraan ekologis. Hal ini mengakibatkan integrasi
materi seringkali bersifat parsial dan sangat bergantung pada kreativitas serta
inisiatif individu guru.

Kesenjangan ini menjadi masalah mendasar: bagaimana menerjemahkan
konsep teoretis kewarganegaraan ekologis dan kearifan lokal menjadi sebuah
model  pembelajaran  yang  sistematis, terstruktur, dan dapat
diimplementasikan secara konsisten di sekolah-sekolah? Keterbatasan waktu
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dan fasilitas juga menjadi kendala, yang menggarisbawahi perlunya kerangka
kerja yang tidak hanya terstruktur, tetapi juga efisien dan relevan dengan
konteks pendidikan di Indonesia.

c. Usulan Penyelesaian

Berdasarkan analisis tersebut, artikel ini mengusulkan sebuah kerangka
pedagogis yang berupaya menjembatani teori dan praksis pendidikan
lingkungan di Indonesia. Kerangka kerja ini berfokus pada dua pilar utama:
pembelajaran konstruksi nilai dan pembentukan karakter prososial. Kami
berargumen bahwa kedua pilar ini secara fundamental saling terhubung dan
membentuk sebuah siklus holistik yang dapat diintegrasikan secara efektif
dalam kurikulum PPKn. Dengan menjadikan kearifan lokal sebagai konteks
pembelajaran, model ini bertujuan untuk menyediakan solusi praktis bagi
guru dan sekolah untuk menanamkan nilai-nilai ekologis secara mendalam,
tidak hanya pada tingkat kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik.

2. ACUAN TEORI
a. Kewarganegaraan Ekologis

Kewarganegaraan ekologis (ecological citizenship) adalah konsep yang
melampaui definisi tradisional kewarganegaraan yang berfokus pada hak dan
kewajiban individu terhadap negara (MacGregor, 2023). Konsep ini
menekankan bahwa warga negara memiliki tanggung jawab yang lebih luas
terhadap lingkungan sebagai ruang hidup bersama (Karatekin & Uysal, 2018).
Tanggung jawab ini mencakup tindakan individu yang pro-lingkungan, serta
partisipasi aktif dalam aksi kolektif untuk mengatasi permasalahan lingkungan
(Milfont et al., 2020). Dengan kata lain, kewarganegaraan ekologis menuntut
adanya pergeseran dari sekadar mematuhi hukum menjadi internalisasi etika
dan tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan planet (Kenis, 2016).

b. Kearifan Lokal

Kearifan lokal (local wisdom) merujuk pada seperangkat pengetahuan,
keyakinan, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam
mengelola lingkungan (Yuliana et al., 2021)(Robby, 2024). Dalam konteks
Indonesia, kearifan lokal adalah manifestasi nyata dari praktik
kewarganegaraan ekologis yang telah ada jauh sebelum konsepnya
diformalkan. Contohnya, masyarakat adat di Tenganan Pegringsingan, Bali,
menunjukkan bagaimana aktivitas adat dan ritual keagamaan mereka
berkorelasi erat dengan pelestarian lingkungan. Kearifan lokal bukan hanya
subjek kajian, tetapi juga menjadi jembatan konseptual yang kuat untuk
mengacarakan pendidikan lingkungan dalam konteks budaya dan sosial
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Indonesia, menjadikannya relevan dan bermakna. Jika nilai-nilai ini terus
dilestarikan, pelestarian alam akan menjadi bagian dari kesadaran kolektif
masyarakat, bukan hanya tanggung jawab pemerintah.

c. Pembelajaran Konstruksi Nilai

Pembelajaran konstruksi nilai adalah sebuah pendekatan pedagogis di
mana siswa secara aktif membangun pemahaman mereka tentang nilai,
bukan sekadar menerimanya secara pasif (Priyamvada, 2018) (Robby et al.,
2024). Untuk konteks pendidikan lingkungan, metode yang paling efektif
untuk proses ini adalah pembelajaran berbasis pengalaman (experiential
learning) (Hayati, 2020). Pendekatan ini didasarkan pada siklus belajar Kolb
yang terdiri dari empat tahapan: (1) Pengalaman Konkret (Concrete
Experience), (2) Observasi dan Refleksi (Observation and Reflection), (3)
Pembentukan Konsep Abstrak (Forming Abstract Concept), dan (4) Pengujian
dalam Situasi Baru (Testing in New Situation) (Hayati, 2020). Proses ini
memungkinkan siswa untuk mengembangkan hubungan emosional, fisik, dan
sosial yang lebih dalam dengan alam, yang secara fundamental menanamkan
nilai-nilai lingkungan secara mendalam.

d. Karakter Prososial

Karakter prososial didefinisikan sebagai perilaku yang dilakukan untuk
membantu dan mensejahterakan orang lain (Pfattheicher et al., 2022) (Robby
et al., 2024). Perilaku ini mencakup berbagai aspek seperti menolong, berbagi,
bekerja sama, dan berderma. Dalam kerangka ini, perilaku prososial tidak
hanya ditujukan untuk kesejahteraan sesama manusia, tetapi juga untuk
kesejahteraan ekosistem yang menopang kehidupan bersama. Faktor
pendorong utama di balik perilaku prososial adalah empati dan altruisme.
Dengan menumbuhkan empati terhadap penderitaan ekosistem atau
terhadap generasi mendatang, siswa termotivasi untuk melakukan tindakan
nyata yang pro-lingkungan, seperti yang terlihat dalam gerakan reklamasi,
penanaman mangrove, atau aksi peduli sampah.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis
konseptual dan studi literatur (Nurrisa et al., 2025) (Robby, Abdilah, et al.,
2022)(Robby, Milah, et al., 2022). Data dikumpulkan dari berbagai sumber
primer dan sekunder, termasuk artikel jurnal ilmiah, laporan riset, dan buku
yang relevan dengan topik kewarganegaraan ekologis, kearifan lokal,
pembelajaran PPKn, serta pendidikan karakter. Proses analisis dilakukan
melalui beberapa tahap,
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a. Identifikasi dan Sintesis Konsep
Mengidentifikasi dan menyintesis konsep-konsep kunci seperti
kewarganegaraan ekologis, kearifan lokal, konstruksi nilai, dan karakter
prososial dari berbagai sumber literatur.

b. Analisis Masalah dan Kesenjangan
Menganalisis masalah yang ada dalam implementasi pendidikan
lingkungan di Indonesia, khususnya terkait dengan keterbatasan
pemahaman guru dan kurangnya model yang terstruktur.

¢. Perumusan Kerangka Pedagogis
Mengkonstruksi model pembelajaran yang mengintegrasikan pilar-pilar
teoretis yang telah disintesis, dengan kearifan lokal sebagai konteks
utama dan PPKn sebagai medium implementasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. PPKn sebagai Kanal Strategis Pembentukan Karakter Ekologis

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran sentral yang
strategis dalam membentuk karakter warga negara, termasuk kesadaran dan
perilaku peduli lingkungan (Fitriasari et al., 2020). Pembelajaran PPKn dapat
berfungsi sebagai platform untuk menanamkan nilai-nilai ekologis pada tiga
dimensi pembelajaran vyaitu, kognitif (pemahaman konsep), afektif
(kepedulian dan empati), dan psikomotorik (tindakan nyata) (Saragih et al.,
2025). Integrasi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran lingkungan
siswa. Tantangan yang dihadapi, seperti yang disebutkan dalam pendahuluan,
adalah keterbatasan pemahaman guru, yang menunjukkan adanya kebutuhan
mendesak akan pendekatan yang terstruktur dan mudah diterapkan. Model
yang kami usulkan bertujuan untuk mengisi kekosongan ini.

b. Konstruksi Nilai melalui Experiential Learning

Langkah pertama dalam kerangka pedagogis ini adalah pembelajaran
konstruksi nilai yang berbasis pengalaman (Robby et al., 2024). Proses ini
dimulai dari Pengalaman Konkret (misalnya, kunjungan lapangan ke hutan
mangrove atau sawah) yang memicu Observasi dan Refleksi terhadap
permasalahan lingkungan yang terjadi. Dalam tahap refleksi ini, inkuiri moral
dapat menjadi alat yang kuat untuk memandu siswa mengeksplorasi implikasi
etis dari tindakan manusia terhadap lingkungan (Robby, 2023). Siswa
didorong untuk mempertimbangkan masalah etis, menemukan sumber
terpercaya, dan membuat penilaian berdasarkan fakta.

Setelah refleksi, siswa beralih ke Pembentukan Konsep Abstrak dengan
mengaitkan pengalaman lapangan dengan nilai-nilai dan teori lingkungan
yang lebih luas. Proses ini diperkaya dengan mengintegrasikan kearifan lokal,
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di mana nilai-nilai yang dibangun secara langsung terhubung dengan tradisi
dan kepercayaan yang sudah mengakar dalam masyarakat. Sebagai contoh,
aturan sekolah yang diadaptasi dari nilai-nilai luhur setempat dapat menjadi
bagian dari proses konstruksi nilai.

c. Karakter Prososial sebagai Manifestasi Aksi Ekologis

Tahap puncak dari siklus pembelajaran ini adalah karakter prososial yang
merupakan wujud nyata dari nilai-nilai yang telah dibangun dan direfleksikan
(Robby et al., 2024). Setelah siswa menginternalisasi nilai-nilai lingkungan,
mereka didorong untuk masuk ke tahap Pengujian dalam Situasi Baru. Ini
adalah fase di mana nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata
yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama, baik manusia maupun
ekosistem.

Karakter prososial dalam konteks ini dapat diwujudkan melalui berbagai
aksi lingkungan, seperti gerakan reklamasi pasca tambang, penanaman
mangrove, atau aksi peduli sampah. Tindakan-tindakan ini tidak hanya
merupakan respons praktis, tetapi juga manifestasi dari empati dan altruisme,
yang merupakan pendorong utama perilaku prososial. Melalui kegiatan-
kegiatan ini, siswa belajar bekerja sama dan bertanggung jawab secara
kolektif. Ini mengkonkretkan konsep kewarganegaraan ekologis di mana
warga negara tidak hanya peduli, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam
pelestarian lingkungan.

Tabel berikut menyajikan sintesis dari kerangka pedagogis yang diusulkan:

PILAR METODE &
PEDAGOGIS TUJUAN PENDEKATAN CONTOH PRAKTIS
Kunj I
Menginternalisasi unjunga'n apangan,
I L . observasi langsung,
. nilai-nilai Experiential ~ Learning .
Konstruksi . . .~ | eksperimen
L ekologis  secara | (Siklus Kolb) dan Inkuiri . .
Nilai . sederhana, diskusi
afektif dan | Moral. . .
o etis tentang isu
kognitif. .
lingkungan.
Gerakan tanam
Mewujudkan mangrove, aksi
Karakter n|Ia.\|-n|Ia| . y:.:mg Aksi nyata, kolaborasi, bersih-bersih
Prososial terinternalisasi dan otone rovon sekolah, pengelolaan
dalam tindakan & g royone. sampah, partisipasi
nyata. dalam program
sekolah adiwiyata.
Kearifan Menyediakan Integrasi nilai-nilai dan | Mengadopsi aturan
Lokal landasan filosofis | praktik lokal dalam | sekolah berbasis nilai
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dan konteks | setiap tahap | luhur setempat,

budaya yang | pembelajaran. menggunakan tradisi

relevan. lokal sebagai studi
kasus, kerja sama
berbasis gotong
royong.

5. SIMPULAN

Bab ini menegaskan bahwa untuk membangun kewarganegaraan ekologis
yang efektif di Indonesia, diperlukan sebuah kerangka pedagogis yang
terstruktur dan kontekstual. Dengan menjadikan kearifan lokal sebagai
fondasi, model pembelajaran yang diusulkan—yang berfokus pada konstruksi
nilai melalui experiential learning dan pembentukan karakter prososial—
menyediakan solusi yang komprehensif. Kerangka ini mengatasi kelemahan
model pembelajaran lingkungan yang ada dengan menyediakan panduan
yang jelas bagi guru PPKn untuk menanamkan kesadaran dan perilaku
ekologis pada siswa.

Pada akhirnya, melalui siklus yang dimulai dari pengalaman, diikuti oleh
refleksi, dan diwujudkan dalam aksi nyata, pendidikan lingkungan tidak lagi
menjadi kegiatan terpisah, melainkan terintegrasi sebagai bagian integral dari
pendidikan karakter. Dengan demikian, kita dapat membentuk generasi
penerus yang tidak hanya berwawasan luas, tetapi juga berbudaya,
berkarakter, dan memiliki tanggung jawab moral yang mendalam terhadap
keberlanjutan bumi.
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Abstrak

Kesadaran lingkungan merupakan fondasi penting dalam membangun
masyarakat yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap ekosistem.
Dalam konteks kewarganegaraan, kesadaran ini tidak hanya menyangkut
sikap personal terhadap isu ekologis, tetapi juga terkait tanggung jawab sipil
yang diwujudkan melalui partisipasi aktif warga dalam menjaga, melestarikan,
dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini mengkaji
praktik kewarganegaraan ekologi (ecological citizenship) sebagai bentuk
keterlibatan warga yang melampaui batas hukum formal, menuju aksi kolektif
berorientasi keberlanjutan. Melalui pendekatan konseptual dan analisis
literatur, dibahas bagaimana praktik sehari-hari mulai dari pengelolaan
sampah, pengurangan emisi karbon, hingga advokasi kebijakan public,
menjadi manifestasi etika tanggung jawab ekologis. Studi ini menegaskan
perlunya integrasi kesadaran lingkungan dan praktik kewarganegaraan
ekologi dalam pendidikan, kebijakan publik, dan gerakan sosial untuk
menciptakan harmoni antara hak sipil, tanggung jawab kolektif, dan
keberlanjutan lingkungan di Pantai Gajah, Air Tawar Barat, Kota Padang.

Kata kunci:
kesadaran lingkungan, tanggung jawab sipil,
kewarganegaraan ekologi, keberlanjutan, keadilan ekologis
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1. Pendahuluan

Kawasan pesisir merupakan salah satu ekosistem yang sangat rentan
terhadap tekanan lingkungan akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim.
Pantai Gajah, yang terletak di Air Tawar Barat, Kota Padang, merupakan
contoh kawasan pesisir yang memiliki potensi ekologis tinggi sekaligus
menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Pertumbuhan pembangunan
pesisir yang tidak terkendali, penumpukan sampah plastik, sedimentasi, dan
penurunan kualitas air laut telah menyebabkan tekanan ekologis yang
signifikan. Fenomena ini bukan hanya berdampak pada keanekaragaman
hayati dan keseimbangan ekosistem, tetapi juga pada kualitas hidup
masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir tersebut
(Sommaliagustina, 2022).

Kesadaran lingkungan merupakan salah satu faktor kunci dalam
menghadapi tantangan ini. Kesadaran ini mencakup pemahaman individu
terhadap dampak perilaku manusia terhadap lingkungan serta motivasi untuk
bertindak secara berkelanjutan (Gifford, 2014). Dalam konteks masyarakat
Pantai Gajah, kesadaran lingkungan tidak hanya terkait dengan pengetahuan
ekologis, tetapi juga bagaimana warga menerapkannya dalam praktik sehari-
hari, seperti pembersihan pantai, pengelolaan sampah, penanaman
mangrove, dan partisipasi dalam kampanye lingkungan. Praktik-praktik ini
mencerminkan bentuk kewarganegaraan ekologis, yaitu keterlibatan warga
dalam melindungi dan memelihara lingkungan sebagai bagian dari tanggung
jawab sosial dan politik mereka (Dobson, 2007).

Tanggung jawab sipil, dalam konteks ini, adalah bentuk nyata dari
kewarganegaraan ekologis. Warga yang sadar lingkungan cenderung
berperilaku sesuai dengan norma sosial dan hukum dalam menjaga
kepentingan bersama. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan
lingkungan, pelaporan pelanggaran, serta partisipasi aktif dalam program
pengelolaan lingkungan komunitas. Fenomena ini menunjukkan bahwa
kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sipil tidak dapat dipisahkan;
keduanya saling memperkuat dan membentuk fondasi masyarakat yang
peduli lingkungan (Asshiddigie, 2020).

Studi tentang praktik kewarganegaraan ekologis di kawasan pesisir
Indonesia telah dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian menyoroti peran
komunitas lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui tindakan
kolektif, penguatan norma sosial, dan keterlibatan pendidikan (Indrayana,
2021; Damuri, 2021). Namun, penelitian yang secara spesifik menelaah
interaksi antara kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sipil di Pantai
Gajah masih terbatas. Hal ini menimbulkan kebutuhan akademis untuk
mengeksplorasi bagaimana warga setempat menerapkan praktik ekologis
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dalam konteks kehidupan sosial mereka sehari-hari, serta sejauh mana
praktik tersebut berdampak pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana
praktik kewarganegaraan ekologis diwujudkan oleh warga di Pantai Gajah?
Sejauh mana kesadaran lingkungan memengaruhi perilaku tanggung jawab
sipil warga di kawasan tersebut? Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi
efektivitas partisipasi warga dalam pengelolaan lingkungan pesisir?
Sedangkan Tujuan penelitian ini adalah untuk: Mendeskripsikan praktik
kewarganegaraan ekologis yang dilakukan oleh warga Pantai Gajah.
Menganalisis hubungan antara kesadaran lingkungan dan tanggung jawab
sipil warga. Memberikan rekomendasi bagi pengembangan partisipasi
masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Signifikansi
penelitian ini bersifat ganda, yaitu akademis dan praktis. Secara akademis,
penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori
kewarganegaraan ekologis dan tanggung jawab sipil dalam konteks
masyarakat pesisir di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi
acuan bagi pemerintah daerah, LSM, dan komunitas lokal dalam merancang
program pengelolaan lingkungan yang efektif, berkelanjutan, dan partisipatif.

Selain itu, penelitian ini relevan dalam konteks global, mengingat banyak
kawasan pesisir di dunia menghadapi ancaman ekologis serupa akibat
urbanisasi, perubahan iklim, dan pencemaran. Dengan memahami praktik
lokal di Pantai Gajah, penelitian ini dapat menjadi model adaptasi dan
mitigasi yang berbasis komunitas, yang tidak hanya berfokus pada aspek
ekologis tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Pendekatan partisipatif dan
berbasis komunitas ini penting karena memberikan pemberdayaan bagi
warga untuk mengambil peran aktif, meningkatkan rasa memiliki, dan
menumbuhkan solidaritas sosial yang mendukung keberlanjutan ekosistem
pesisir.

2. Landasan Teori
a. Kewarganegaraan Ekologis

Kewarganegaraan ekologis adalah konsep yang menekankan hak dan
kewajiban individu sebagai warga negara dalam menjaga, melindungi, dan
memelihara lingkungan hidup. Menurut Dobson (2007), kewarganegaraan
ekologis melibatkan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan
yang berdampak pada lingkungan, baik melalui tindakan langsung maupun
melalui mekanisme politik dan sosial. Konsep ini menekankan bahwa setiap
warga negara tidak hanya memiliki hak untuk menikmati sumber daya alam,
tetapi juga kewajiban untuk memastikan keberlanjutan ekosistem bagi
generasi saat ini dan mendatang.
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Dalam konteks kawasan pesisir, kewarganegaraan ekologis dapat
diwujudkan melalui berbagai bentuk partisipasi, antara lain: Partisipasi
langsung, misalnya kegiatan pembersihan pantai, penanaman vegetasi pantai
(seperti mangrove), dan pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan
yang merusak. Partisipasi sosial-politik, seperti pengajuan saran kebijakan
lingkungan kepada pemerintah lokal, atau keterlibatan dalam forum
komunitas yang membahas pengelolaan sumber daya pesisir. Partisipasi
edukatif, yaitu membagikan informasi dan pengetahuan tentang pentingnya
kelestarian lingkungan kepada warga lain, sekolah, atau kelompok pemuda
(Dobson, 2007). Dengan demikian, kewarganegaraan ekologis bukan sekadar
kesadaran teoritis, tetapi diwujudkan dalam praktik nyata yang memperkuat
hubungan sosial dan ekologis dalam masyarakat.

b. Kesadaran Lingkungan
Kesadaran lingkungan adalah tingkat pemahaman individu terhadap
dampak perilaku manusia terhadap lingkungan dan motivasi untuk bertindak
secara berkelanjutan (Gifford, 2014). Kesadaran ini merupakan fondasi
penting bagi munculnya praktik kewarganegaraan ekologis.
Menurut Stern (2000), kesadaran lingkungan terdiri dari beberapa
dimensi:
1) Pengetahuan ekologis: pemahaman tentang kondisi lingkungan dan
faktor-faktor yang memengaruhinya.
2) Sikap ekologis: keyakinan dan nilai-nilai yang mendukung perlindungan
lingkungan.
3) Perilaku pro-lingkungan: tindakan nyata yang mendukung keberlanjutan
ekosistem.

Di Pantai Gajah, dimensi kesadaran lingkungan ini dapat dilihat pada
praktik warga seperti: pembersihan pantai rutin untuk mengurangi akumulasi
sampah plastik; penanaman dan perawatan mangrove untuk mencegah
abrasi; pengelolaan sampah organik dan non-organik melalui sistem
komunitas.

Kesadaran lingkungan juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan
budaya. Sebagai contoh, keterikatan emosional warga terhadap kawasan
pesisir, pengalaman historis mengenai dampak bencana, dan nilai-nilai lokal
yang menghargai alam menjadi pendorong kuat bagi partisipasi aktif dalam
praktik ekologis (Stern, 2000).
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c. Tanggung Jawab Sipil
Tanggung jawab sipil mengacu pada kewajiban individu atau kelompok

untuk mematuhi norma sosial dan hukum dalam menjaga kepentingan

bersama, termasuk dalam konteks pengelolaan lingkungan (Asshiddigie,

2020). Tanggung jawab sipil dapat diwujudkan melalui tindakan preventif,

partisipatif, dan pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan.

Beberapa bentuk tanggung jawab sipil yang relevan dengan masyarakat
pesisir antara lain:

1) Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, misalnya peraturan larangan
membuang sampah ke laut atau pembatasan pembangunan di garis
pantai.

2) Pelaporan pelanggaran lingkungan, misalnya aktivitas penebangan
mangrove ilegal atau pencemaran laut oleh pihak ketiga.

3) Keterlibatan dalam forum pengelolaan lingkungan, baik di tingkat desa
maupun kota, untuk memastikan kebijakan berorientasi keberlanjutan
(Asshiddigie, 2020).

Tanggung jawab sipil vyang kuat akan memperkuat praktik
kewarganegaraan ekologis, karena warga tidak hanya berfokus pada
kepentingan individu tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan
ekologis dari tindakan mereka.

d. Integrasi Teori dengan Konteks Pantai Pesisir

Dalam konteks Pantai Gajah, kesadaran lingkungan, kewarganegaraan
ekologis, dan tanggung jawab sipil saling terkait dan memperkuat satu sama
lain. Diagram berikut menggambarkan hubungan antar konsep:

Kesadaran Lingkungan = Praktik Kewarganegaraan Ekologis - Tanggung
Jawab Sipil - Keberlanjutan Lingkungan

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masyarakat pesisir yang
memiliki kesadaran ekologis tinggi cenderung berperilaku pro-lingkungan dan
aktif dalam kegiatan komunitas. Contohnya, komunitas lokal yang rutin
melakukan pembersihan pantai, penanaman mangrove, dan pengelolaan
sampah mampu menciptakan efek jangka panjang bagi kelestarian ekosistem
pesisir (Indrayana, 2021; Damuri, 2021). Selain itu, integrasi nilai budaya lokal
dan praktik tradisional dapat meningkatkan efektivitas kewarganegaraan
ekologis. Di beberapa kawasan pesisir Indonesia, norma adat dan kearifan
lokal terkait pengelolaan sumber daya laut telah terbukti mendukung
pelestarian ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran ekologis dan
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tanggung jawab sipil tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual
dan terikat pada praktik sosial lokal.

Landasan teori ini menegaskan bahwa: Kewarganegaraan ekologis
mendorong partisipasi warga dalam melindungi lingkungan melalui tindakan
praktis, edukatif, dan sosial-politik. Kesadaran lingkungan menjadi fondasi
untuk praktik ekologis, dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai
lokal. Tanggung jawab sipil memastikan tindakan ekologis warga sejalan
dengan kepatuhan terhadap hukum dan norma sosial. Integrasi ketiga konsep
ini menciptakan mekanisme keberlanjutan lingkungan pesisir yang efektif dan
berkelanjutan. Dengan memahami teori-teori ini, penelitian selanjutnya
dapat menilai bagaimana praktik kewarganegaraan ekologis di Pantai Gajah
terealisasi dan faktor-faktor apa saja yang mendukung atau menghambat
keberlanjutan lingkungan di kawasan pesisir.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi
kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami
pengalaman, persepsi, dan praktik warga terkait kesadaran lingkungan dan
tanggung jawab sipil. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti
memaparkan fenomena sosial-ekologis secara rinci, termasuk interaksi warga,
faktor sosial-budaya, dan konteks lokal Pantai Gajah. Studi kasus dipilih
karena penelitian ini menekankan pada konteks spesifik, yaitu kawasan
pesisir Pantai Gajah, di mana praktik kewarganegaraan ekologis dan tanggung
jawab sipil dapat diamati secara nyata. Melalui studi kasus, fenomena lokal
dapat dianalisis secara mendalam dan dijadikan referensi bagi kawasan
pesisir lain dengan karakteristik serupa. Pantai Gajah, Air Tawar Barat, Kota
Padang. Kawasan ini dipilih karena memiliki ekosistem pesisir yang masih
relatif alami namun menghadapi tekanan lingkungan akibat aktivitas manusia,
seperti pembuangan sampah, sedimentasi, dan pembangunan pesisir.

Subjek penelitian meliputi: Warga lokal aktif (15 orang), yang terlibat
rutin dalam kegiatan ekologis seperti pembersihan pantai, penanaman
mangrove, dan pengelolaan sampah. Tokoh masyarakat (5 orang), termasuk
ketua RT/RW, pengelola komunitas, dan guru lingkungan. Pemangku
kepentingan pemerintah (3 orang), seperti aparat desa dan dinas lingkungan
hidup, yang berperan dalam pengawasan dan kebijakan lokal. Pemilihan
subjek dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang
memiliki pengalaman langsung dan relevan dengan praktik kewarganegaraan
ekologis di kawasan pantai. Data dikumpulkan melalui kombinasi observasi,
wawancara, dan dokumentasi:
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Observasi dilakukan selama 4 minggu berturut-turut untuk mendapatkan
gambaran yang representatif mengenai praktik ekologis rutin warga.
Wawancara semi-terstruktur digunakan agar informan dapat menyampaikan
pengalaman dan pandangan mereka secara terbuka. Dokumentasi membantu
memperkuat validitas data dan menyediakan bukti visual dari aktivitas
komunitas. Data dianalisis menggunakan content analysis, dengan langkah-
langkah sebagai berikut: Transkripsi seluruh hasil wawancara dan catatan
lapangan; Koding awal berdasarkan tema-tema utama: kesadaran lingkungan,
praktik ekologis, tanggung jawab sipil, dan faktor pendukung/penghambat.
Kategorisasi data berdasarkan dimensi teori: kewarganegaraan ekologis,
kesadaran lingkungan, dan tanggung jawab sipil. Interpretasi data untuk
memahami hubungan antara kesadaran lingkungan dan praktik tanggung
jawab sipil serta pengaruh konteks sosial-budaya setempat. Hasil analisis
disajikan dalam bentuk deskriptif naratif, tabel, dan diagram alur untuk
mempermudah pemahaman hubungan antar konsep.

Untuk menjamin validitas dan keandalan data, penelitian ini
menggunakan beberapa strategi: Triangulasi sumber: membandingkan data
dari warga, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan. Triangulasi
metode: menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Member
check: hasil wawancara dan temuan awal dikonfirmasi kepada informan
untuk memastikan akurasi. Audit trail: seluruh proses pengumpulan dan
analisis data dicatat secara rinci untuk memungkinkan verifikasi oleh peneliti
lain. Strategi ini memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan praktik
nyata masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan: Fokus hanya pada satu kawasan
pesisir (Pantai Gajah), sehingga generalisasi temuan terbatas. Wawancara
terbatas pada 23 informan, sehingga perspektif masyarakat yang lebih luas
mungkin tidak sepenuhnya terwakili. Durasi observasi terbatas pada 1 bulan,
sehingga perubahan musiman atau kejadian langka mungkin tidak tercatat.
Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan gambaran komprehensif
mengenai praktik kewarganegaraan ekologis dan tanggung jawab sipil di
kawasan pesisir.

4. Hasil Dan Pembahasan

Pantai Gajah, terletak di Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang,
merupakan kawasan pesisir dengan keanekaragaman hayati tinggi. Kawasan
ini ditandai oleh vegetasi bakau yang luas, pasir pantai yang relatif bersih di
beberapa titik, dan perairan dangkal sebagai habitat ikan dan burung pesisir.
Keanekaragaman hayati ini berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem,
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sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat, yang
sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

Namun, Pantai Gajah menghadapi ancaman ekologis serius. Pencemaran
plastik, sedimentasi dari aliran sungai, dan praktik penangkapan ikan
destruktif memberikan tekanan signifikan pada ekosistem. Warga
melaporkan peningkatan tumpukan sampah plastik, seperti botol minuman,
kantong plastik, dan styrofoam, yang sejalan dengan temuan Jambeck et al.
(2015) mengenai kontribusi plastik terhadap pencemaran pesisir di Asia
Tenggara. Selain pencemaran, praktik penangkapan ikan menggunakan bom
ikan dan pukat harimau telah merusak terumbu karang dangkal. Observasi
lapangan menunjukkan degradasi terumbu karang hingga 40% dalam lima
tahun terakhir. Keadaan ini menegaskan bahwa Pantai Gajah kaya sumber
daya, namun sangat rentan terhadap tekanan antropogenik, sehingga
perlindungan ekosistem menjadi sangat penting.

Kesadaran lingkungan warga Pantai Gajah muncul melalui praktik nyata
yang mencerminkan kewarganegaraan ekologi tanggung jawab sipil terhadap
ekosistem pesisir. Praktik utama dapat dikategorikan sebagai berikut: Warga
secara rutin mengadakan gotong royong untuk membersihkan pantai setiap
akhir pekan, mengumpulkan sampah plastik, styrofoam, dan limbah rumah
tangga. Kegiatan ini tidak hanya menjaga kebersihan pantai, tetapi juga
meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya lingkungan bersih bagi
kesehatan dan keberlangsungan ekosistem laut. Sutaryo dan Nugroho (2021)
menemukan bahwa partisipasi warga dalam pengelolaan sampah
meningkatkan kapasitas komunitas dalam adaptasi lingkungan dan
mengurangi beban pemerintah.

Penanaman mangrove dilakukan secara sukarela oleh warga untuk
menstabilkan garis pantai, mencegah abrasi, dan menyediakan habitat fauna
pesisir. Kegiatan ini dilakukan partisipatif bersama LSM dan aparat kelurahan,
sehingga area kritis yang sebelumnya mengalami abrasi kini ditutupi vegetasi
mangrove sekitar 70% Program edukasi lingkungan bagi anak-anak dan
remaja mencakup workshop daur ulang dan penanaman mangrove.
Tujuannya membentuk generasi muda yang sadar lingkungan sejak dini.
Aktivitas ini mencerminkan prinsip active ecological citizenship, di mana
warga menuntut hak atas lingkungan sehat sekaligus menjalankan kewajiban
ekologis (Bell, 2013)

Warga aktif memantau praktik perikanan ilegal, seperti penggunaan bom
ikan dan pukat harimau, serta melaporkannya ke aparat setempat. Praktik ini
menegaskan peran warga sebagai pengawas ekologis yang mengintegrasikan
partisipasi sipil dalam penegakan hukum lingkungan. Beberapa faktor
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menghambat efektivitas praktik kewarganegaraan ekologi di Pantai Gajah,

antara lain:

1) Keterbatasan sumber daya — Program konservasi mangrove dan
pengelolaan sampah membutuhkan dana dan fasilitas yang terbatas

2) Rendahnya kesadaran lingkungan — Sebagian masyarakat masih
membuang sampah sembarangan dan menggunakan alat tangkap ilegal

3) Dukungan pemerintah terbatas — Fasilitas pendukung, seperti tempat
pembuangan sampah dan papan informasi edukatif, masih minim

4) Tekanan ekonomi — Dorongan untuk memperoleh penghasilan cepat
mendorong sebagian warga memilih praktik yang merusak lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan dan tanggung
jawab sipil warga Pantai Gajah muncul dari pengalaman hidup, nilai sosial,
dan pendidikan lingkungan informal. Aktivitas kolektif seperti gotong royong,
penanaman mangrove, edukasi lingkungan, dan pengawasan praktik ilegal
menegaskan teori kewarganegaraan ekologis yang menekankan partisipasi
aktif warga dalam perlindungan lingkungan (Dobson, 2003).

Praktik di Pantai Gajah menunjukkan bahwa tanggung jawab ekologis
bukan sekadar kewajiban moral, tetapi bagian dari kewarganegaraan nyata.
Dukungan multi-level pemerintah menyediakan fasilitas, LSM mendampingi
pelatihan, sekolah melakukan edukasi memungkinkan kesadaran ekologis
bertransformasi menjadi tindakan berkelanjutan yang memadukan
kepentingan sosial, ekonomi, dan ekologis. Praktik kewarganegaraan ekologi
di Kawasan Pantai Gajah, Air Tawar Barat, Kota Padang, menunjukkan bahwa
warga memiliki tingkat kesadaran lingkungan yang cukup tinggi dan mampu
mewujudkannya melalui berbagai tindakan nyata. Partisipasi warga terlihat
dalam kegiatan bersih pantai yang rutin dilakukan, reboisasi bakau di area
pesisir kritis, pengelolaan sampah berbasis komunitas melalui bank sampah,
edukasi lingkungan bagi anak-anak sekolah, serta pengawasan praktik
perikanan berkelanjutan. Kesadaran ini tidak hanya bersifat individual, tetapi
juga kolektif, menandakan bahwa warga memahami pentingnya tanggung
jawab sipil dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir (Sommaliagustina,
2022).

Bagaimana bentuk-bentuk praktik kewarganegaraan ekologi yang
dilakukan oleh masyarakat Pantai Gajah beserta dampaknya terhadap
lingkungan pesisir. Tabel ini dirancang untuk memberikan gambaran
sistematis mengenai bagaimana warga secara aktif menjalankan tanggung
jawab sipil mereka dalam menjaga keberlanjutan ekosistem lokal. dan
tanggung jawab sipil masyarakat, yang menjadi inti dari praktik ekologis
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berkelanjutan di Pantai Gajah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel
dibawah ini:

Tabel 4.1. Praktik Kewarganegaraan Ekologi di Pantai Gajah

Dampak terhadap

Bentuk Praktik Deskripsi .
Lingkungan

Kegiatan rutin
pemungutan sampah di
pesisir oleh warga dan
komunitas lokal

Mengurangi pencemaran
plastik dan menjaga habitat
satwa pesisir

Aksi Bersih Pantai

- . |[IMencegah erosi dan
P k
Reboisasi Bakau enanaman bibit bakau di meningkatkan kualitas

area pesisir kritis . L
P habitat bagi biota laut

Pemilahan sampah organik Mengurangi volume sampah

Bank Sampah . . yang dibuang ke laut dan
. & anorganik, pemberian .
Komunitas . . . meningkatkan kesadaran
insentif bagi warga
warga
E.dUkaSI Peny'uluhan tentang . Membentuk generasi peduli
Lingkungan Anak |[|pentingnya konservasi linekungan seiak dini
Sekolah ekosistem pesisir gkung )
Pen.gawasan Pelapqran praktik ilegal Menjaga kelestarian stok ikan
Perikanan seperti racun dan pukat .
. . dan ekosistem laut
Berkelanjutan harimau

Sumber: Hasil Penelitian Praktik Kewarganegaraan
Ekologi di Pantai Gajah, Air Tawar Barat Padang 2025

Secara keseluruhan, bahwa kewarganegaraan ekologi bukan hanya
bersifat teoritis, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata yang memiliki
dampak ekologis, sosial, dan ekonomis. Tabel ini juga memperlihatkan
hubungan antara kesadaran lingkungan Keberhasilan praktik ini didukung
oleh beberapa faktor. Pertama, adanya organisasi masyarakat yang peduli
lingkungan dan aktif mendorong partisipasi warga. Kedua, program edukasi
dan sosialisasi mengenai dampak degradasi lingkungan pesisir yang
berkelanjutan, baik melalui sekolah maupun kegiatan komunitas. Ketiga,
dukungan institusi lokal melalui peraturan desa dan fasilitas pengelolaan
sampah, yang memberi dorongan konkret bagi warga untuk terlibat (Daulay,
2023; Sugihono, 2024).

238 | Ecological Citizenship Berbasis Kearifan Lokal




Meski demikian, terdapat sejumlah kendala yang masih perlu
diperhatikan. Perilaku sebagian warga yang masih membuang sampah
sembarangan, keterbatasan fasilitas pengolahan sampah, dan tekanan
ekonomi yang mendorong eksploitasi cepat terhadap sumber daya alam
menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Hal ini
menunjukkan bahwa kesadaran ekologis perlu dibarengi dengan strategi
komunikasi lingkungan yang efektif, kebijakan insentif, serta peningkatan
kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjutan.

Praktik kewarganegaraan ekologi di Pantai Gajah membuktikan bahwa
kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sipil saling terkait. Warga yang
aktif dalam pelestarian lingkungan tidak hanya menjaga ekosistem pesisir,
tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap wilayah mereka dan
membangun kapasitas kolektif untuk menghadapi ancaman degradasi
lingkungan. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara partisipasi
masyarakat, dukungan institusi, dan pendidikan lingkungan sebagai fondasi
untuk membangun masyarakat yang ekologis dan berkelanjutan
(Sommaliagustina, 2022; Daulay, 2023).

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kewarganegaraan ekologis di
Pantai Gajah, Air Tawar Barat, Kota Padang, merupakan wujud nyata interaksi
antara kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sipil warga dalam
pengelolaan ekosistem pesisir. Warga Pantai Gajah tidak hanya memiliki
pengetahuan ekologis yang cukup tentang kondisi lingkungan sekitar, tetapi
juga mampu menerapkannya melalui berbagai tindakan praktis yang
memperkuat keberlanjutan ekosistem. Aktivitas seperti gotong royong
membersihkan pantai secara rutin, penanaman dan pemeliharaan mangrove,
serta pengelolaan sampah berbasis komunitas menunjukkan bahwa
kesadaran ekologis warga tidak bersifat teoritis, melainkan diwujudkan dalam
praktik nyata yang konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, program edukasi
lingkungan bagi anak-anak dan remaja, termasuk workshop daur ulang dan
penanaman mangrove, menegaskan bahwa kesadaran lingkungan juga
ditransformasikan ke generasi muda, menciptakan budaya ekologis yang
berkelanjutan dan berorientasi jangka Panjang.

Kesadaran lingkungan warga ini berperan sebagai fondasi bagi praktik
kewarganegaraan ekologis yang lebih luas, di mana warga tidak hanya peduli
terhadap lingkungan secara individu, tetapi juga secara kolektif. Partisipasi
kolektif ini terlihat dalam berbagai aktivitas komunitas, termasuk
pemantauan praktik perikanan ilegal, pelaporan pelanggaran lingkungan, dan
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keterlibatan dalam forum pengelolaan sumber daya pesisir. Hal ini
menunjukkan bahwa tanggung jawab sipil dalam konteks ekologis melibatkan
kepatuhan terhadap norma sosial dan hukum, serta pengawasan terhadap
aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem. Dengan demikian, kesadaran
lingkungan dan tanggung jawab sipil saling memperkuat; kesadaran ekologis
memotivasi warga untuk bertindak, sementara tanggung jawab sipil
memastikan tindakan tersebut sesuai dengan kepentingan sosial dan
keberlanjutan ekologis.

Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor pendukung
keberhasilan praktik kewarganegaraan ekologis. Pertama, keberadaan
organisasi masyarakat dan komunitas lokal yang peduli lingkungan
memberikan kerangka koordinasi yang memungkinkan warga berpartisipasi
secara terstruktur dan berkelanjutan. Kedua, program edukasi, sosialisasi,
dan kegiatan pelatihan lingkungan meningkatkan kapasitas warga,
memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak degradasi
ekologis, serta menumbuhkan motivasi untuk ikut menjaga lingkungan. Ketiga,
dukungan institusi lokal, melalui peraturan desa dan fasilitas pengelolaan
sampah, menyediakan insentif dan sarana yang memudahkan warga untuk
menjalankan praktik ekologis secara konsisten. Integrasi antara partisipasi
warga, edukasi lingkungan, dan dukungan kelembagaan menciptakan
ekosistem sosial yang kondusif untuk pembangunan masyarakat ekologis
yang berkelanjutan.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan sejumlah kendala yang masih
membatasi efektivitas praktik ekologis di Pantai Gajah. Perilaku sebagian
warga yang masih membuang sampah sembarangan menjadi tantangan
utama, meskipun telah ada program pengelolaan sampah komunitas.
Keterbatasan fasilitas pengolahan sampah, seperti tempat pembuangan yang
memadai dan papan informasi edukatif, juga menjadi hambatan bagi
partisipasi optimal. Selain itu, tekanan ekonomi yang mendorong warga
untuk memperoleh penghasilan cepat terkadang membuat sebagian
masyarakat memilih praktik penangkapan ikan atau pemanfaatan sumber
daya pesisir yang merusak, meskipun menyadari dampak ekologisnya.
Temuan ini menegaskan bahwa kesadaran ekologis perlu didukung oleh
strategi komunikasi lingkungan yang efektif, kebijakan insentif yang memadai,
serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya
alam yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, praktik kewarganegaraan ekologis di Pantai Gajah
menegaskan bahwa tanggung jawab ekologis bukan sekadar kewajiban moral,
tetapi merupakan bagian integral dari kewarganegaraan yang nyata. Warga
yang aktif dalam kegiatan lingkungan tidak hanya menjaga ekosistem pesisir,
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tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap wilayah mereka, membangun
solidaritas sosial, dan meningkatkan kapasitas kolektif komunitas dalam
menghadapi ancaman degradasi lingkungan. Partisipasi warga vyang
melibatkan kolaborasi multi-level dengan pemerintah, LSM, dan lembaga
pendidikan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mencapai
keberlanjutan ekologis. Hal ini sejalan dengan temuan Dobson (2007) bahwa
kewarganegaraan ekologis mengintegrasikan hak dan kewajiban individu
dalam pengelolaan lingkungan melalui partisipasi sosial-politik, edukatif, dan
tindakan langsung.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kesadaran
lingkungan dan tanggung jawab sipil merupakan fondasi utama bagi praktik
kewarganegaraan ekologis yang efektif di kawasan pesisir. Integrasi antara
partisipasi kolektif, dukungan institusional, dan pendidikan lingkungan
menciptakan mekanisme keberlanjutan yang tidak hanya melindungi
keanekaragaman hayati dan ekosistem pantai, tetapi juga meningkatkan
kualitas hidup masyarakat pesisir. Temuan ini memiliki implikasi praktis dan
akademis yang luas. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi
pemerintah daerah, LSM, dan komunitas lokal dalam merancang program
pengelolaan lingkungan yang partisipatif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap
tantangan sosial-ekologis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya kajian
kewarganegaraan ekologis dan tanggung jawab sipil dalam konteks
masyarakat pesisir di Indonesia, sekaligus menyediakan model praktik
komunitas yang dapat diadaptasi di kawasan pesisir lain yang menghadapi
ancaman ekologis serupa.

Dengan demikian, pembangunan masyarakat ekologis di Pantai Gajah
bukan hanya soal perlindungan ekosistem, tetapi juga pemberdayaan sosial,
pendidikan lingkungan, dan penguatan kapasitas kolektif warga. Kesadaran
ekologis yang dipadukan dengan tanggung jawab sipil membentuk komunitas
yang resilien, adaptif, dan peduli terhadap lingkungan, menjadikan Pantai
Gajah sebagai contoh nyata implementasi kewarganegaraan ekologis yang
efektif dan berkelanjutan di Indonesia.
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A. ABSTRAK

Artikel ini membahas implementasi pemenuhan hak dan kewajiban warga
negara di bidang ekologis dalam rangka mewujudkan pembangunan desa
(village development) di Madura. Pemenuhan hak ekologis, sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, harus dipahami secara
resiprokal dengan kewajiban warga untuk menjaga kelestarian lingkungan
hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan
bahwa meskipun terdapat berbagai program pembangunan desa, tantangan
ekologis seperti penggundulan hutan dan polusi masih signifikan. Perspektif
konstitusi menegaskan bahwa hak atas lingkungan adalah hak dasar,
sedangkan Pancasila memberi landasan filosofis bahwa keadilan ekologis
adalah bagian dari keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi negara,
pemerintah daerah, dan masyarakat desa untuk membangun eco-village
berbasis kearifan lokal. Artikel ini menyarankan penguatan regulasi lokal,
pendidikan kewarganegaraan ekologis, serta integrasi prinsip SDGs ke dalam
RPJMDes Madura.
Kata Kunci: Warga Negara, Ekologis, Pembangunan Desa

B. PENDAHULUAN

Menurut Hugo Grotius, negara adalah: “Suatu persekutuan yang
sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan
hukum. Kraneburg berpendapat bahwa negara adalah ““Suatu organisasi
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yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsa itu sendiri”.
Sedangkan menurut ogemann negara adalah: “Suatu organisasi kekuasaan
yang menyatukan kelompok manusia atau bangsa.”.

Unsur terbentuknya suatu negara ada unsur konstitutif dan unsur
deklaratif. Unsur konstitutif adalah Unsur —unsur pembentuk yang
merupakan syarat primer atau syarat mutlak. Unsur konstitutif meliputi
Wilayah negara, Rakyat, dan Pemerintah yang berdaulat. Sedangkan unsur
deklaratif adalah syarat yang bersifat sekunder (fakultatif). Unsur deklaratif
meliputi Pengakuan dari negara lain. Dalam suatu negara, Pemerintahan
dijalankan oleh pemerintah. Namun demikian kekuasaan negara yang berada
pada satu tangan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh
karena itu, kekuasaan tersebut harus dibatasi. Pembatasan kekuasaan
dilakukan agar kepentingan rakyat yang menjadi bisa terakomodir. Untuk
membatasi kekuasaan negara harus dibuat konstitusi. Selain pemerintah,
rakyat mempunyai peran penting dalam terbentuknya suatu negara. Karena
tidak mungkin ada suatu negara, tanpa adanya rakyat.

Berdasarkan konstitusi diatur pengaturan tentang warga negara. Warga
negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Sedangkan Warga Negara Indonesia (WNI) adalah
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Dalam Penjelasan Pasal 2 UU
Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia menerangkan
bahwa orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang indonesia yang
menjadi  WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.

Sebagai warga negara, keterikatan antara individu dengan negara bukan
hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki makna substansial. Keterikatan
tersebut diwujudkan melalui hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban.
Konsep ini sering disebut sebagai resiprokalitas, di mana warga negara
memiliki hak tertentu yang dijamin oleh negara, pada saat yang sama warga
negara juga memikul kewajiban untuk berperan aktif dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Hak-hak warga negara merupakan jaminan
konstitusional yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Hak ini
mencakup berbagai aspek seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan
budaya. Misalnya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak kebebasan
berpendapat, serta hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Hak-hak
tersebut menjadi fondasi utama dalam menjamin kesejahteraan dan
martabat manusia. Di sisi lain, kewajiban warga negara tidak kalah penting.
Kewajiban tersebut meliputi ketaatan terhadap hukum, penghormatan
terhadap hak orang lain, serta partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan

244 | Ecological Citizenship Berbasis Kearifan Lokal



keamanan negara. Dengan melaksanakan kewajiban, warga negara turut
menjaga keseimbangan dalam hubungan antara individu dan negara sehingga
tercipta tatanan sosial yang stabil.

Konteks Indonesia, hubungan hak dan kewajiban warga negara secara
tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUDNRI Tahun 1945) memuat ketentuan yang bersifat fundamental
mengenai jaminan hak-hak asasi manusia sekaligus hak kewajiban warga
negara terhadap bangsa dan negara. Dengan demikian, konstitusi menjadi
pedoman utama dalam menata hubungan harmonis antara negara dan
warganya. Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUDNRI Tahun1945 merupakan
landasan utama bagi pengaturan hak dan kewajiban warga negara. Dalam
pasal-pasal tersebut ditegaskan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak, hak membela. Hal ini menunjukkan bahwa UUDNRI Tahun 1945 tidak
hanya memberikan hak, tetapi juga menekankan kewajiban warga negara
sebagai bentuk tanggung jawab.

Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dapat diwujudkan
secara harmonis, diperlukan mekanisme yang efektif dalam pelaksanaan dan
pengawasannya. Negara berkewajiban menyediakan instrumen hukum,
lembaga, serta kebijakan yang mampu menjamin terpenuhinya hak sekaligus
mendorong warga negara menjalankan kewajibannya. Keseimbangan ini
sangat penting untuk menghindari ketimpangan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Harmonisasi hak dan kewajiban juga memerlukan kesadaran
hukum vyang tinggi dari warga negara. Tanpa adanya kesadaran dan
kedisiplinan, hak yang diberikan negara dapat disalahgunakan, dan kewajiban
yang semestinya dijalankan dapat diabaikan. Oleh karena itu, pendidikan
kewarganegaraan dan sosialisasi hukum menjadi sarana penting dalam
membentuk warga negara yang bertanggung jawab.

Salah satu kewajiban negara adalah untuk melindungi hak-hak warga
negara, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat dan lestari. Hak ini
tercermin dalam Pasal 28H Ayat (1), yang mengatur bahwa setiap orang
berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu,
pembangunan di semua sector harus berlandaskan pada pembangunan
berkelanjutan. Salah satunya adalah pembangunan desa. Pembangunan desa
yang berkelanjutan harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan
ekologis, yang mencakup pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana
dan adil. Namun, hak tersebut tidak dapat diwujudkan tanpa adanya
tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah daerah, dan warga
negara itu sendiri. Warga negara tidak hanya memiliki hak untuk
mendapatkan lingkungan yang sehat dan layak huni, tetapi juga memiliki
kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Kewajiban ini
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tidak hanya merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan desa, tetapi
juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum terhadap generasi
mendatang.

Pembangunan desa merupakan salah satu fokus utama dalam kebijakan
pembangunan nasional di Indonesia, termasuk di wilayah Madura. Madura,
sebagai bagian integral dari Provinsi Jawa Timur, memiliki berbagai tantangan
dan potensi yang harus dikelola dengan bijaksana, salah satunya adalah aspek
ekologis yang erat kaitannya dengan keberlanjutan hidup masyarakat desa.
Salah satu elemen yang sangat penting dalam pembangunan desa adalah
pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan. Wilayah Madura,
dengan keanekaragaman alamnya yang meliputi pantai, hutan, dan pertanian,
memiliki potensi besar untuk pembangunan berbasis ekologi. Namun,
penggunaan sumber daya alam yang tidak terkelola dengan baik dapat
menimbulkan kerusakan lingkungan, yang pada gilirannya akan mengancam
kehidupan masyarakat desa, terutama yang bergantung pada alam.

Konteks Madura, masalah ekologis yang dihadapi masyarakat desa antara
lain berupa penggundulan hutan, serta polusi akibat sampah dan limbah.
Oleh karena itu, penting untuk menyusun kebijakan yang melibatkan
masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana setiap warga
negara di desa berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus
memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana untuk kesejahteraan
mereka. Artikel ini akan membahas bagaimana hak dan kewajiban warga
negara dalam bidang ekologis dapat diterapkan dalam pembangunan desa di
Madura, serta bagaimana prinsip-prinsip keberlanjutan dapat terwujud
melalui sinergi antara negara, masyarakat, dan lingkungan. Dengan
memahami hak dan kewajiban tersebut, diharapkan pembangunan desa di
Madura dapat berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan
lingkungan.

C. ACUAN TEORI

1. Teori Hak dan Kewajiban Warga Negara: Konsep resiprokalitas
(hubungan timbal balik hak dan kewajiban) dikemukakan oleh K.C.
Wheare dan C.F. Strong. Hak dipandang sebagai natural rights
sekaligus positive rights yang dijamin konstitusi modern.

2. Teori Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan: Prinsip Sustainable
Development menjadi rujukan utama. Selain itu, eco-literacy
menekankan integrasi pendidikan lingkungan dengan pembangunan
masyarakat.
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3. Teori Negara dan Konstitusi: Konsep negara hukum (rechsstaat)
menekankan supremasi hukum. Konstitusi berfungsi untuk
membatasi kekuasaan dan menjamin hak warga negara.

4. Teori Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan: Pancasila sebagai
dasar filsafat negara dan sumber hukum. Sila kedua (Kemanusiaan
yang adil dan beradab) serta sila kelima (Keadilan sosial) memiliki
keterkaitan erat dengan hak dan kewajiban ekologis.

D. METODE

1.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendalami dan memahami
pemenuhan hak dan kewajiban warga negara di bidang ekologis dalam
konteks pembangunan desa di Madura secara menyeluruh. Penelitian
deskriptif digunakan untuk menggambarkan implementasi kebijakan,
peran masyarakat, dan peraturan yang mendukung serta menghambat
pemenuhan hak dan kewajiban ekologis tersebut.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

a. mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana implementasi
pemenuhan hak dan kewajiban warga negara di bidang ekologis di
desa-desa Madura

b. menilai peran masyarakat Madura dalam menjaga lingkungan serta
berpartisipasi dalam pembangunan desa yang berkelanjutan

c. menyusun rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pemenuhan
hak dan kewajiban ekologis warga negara dalam rangka
pembangunan desa di Madura.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Madura diantaranya

adalah di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan, dengan fokus

pada wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan
dan menghadapi masalah ekologis, seperti pengelolaan sampah dan
penggundulan hutan. Subjek penelitian ini meliputi Warga Negara di Desa

Madura: Masyarakat vyang terlibat langsung dalam pengelolaan

lingkungan hidup, seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat dan

Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sebagai pihak vyang

bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan

pembangunan desa berbasis ekologi.
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4. Jenis Data

a. Data Primer: Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam
(in-depth interview) dengan warga desa, pemerintah desa, serta
pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan isu ekologis dan
pembangunan desa. Selain itu, observasi langsung terhadap praktik
pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di desa juga akan
dilakukan. Wawancara dilakukan dengan 3 responden. Responden
pertama atas nama Fitriatun Anisya (kelurahan Gunung Sekar
Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang). Responden kedua Nur
Hidayat (Desa Tanjungbumi, Kecamatan TanjungBumi, Kabupaten
Bangkalan). Responden ketiga adalah Haykal Fardanu (Desa Arosbaya,
Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan)

b. Data Sekunder: Data sekunder akan diperoleh melalui studi
dokumentasi yang mencakup kebijakan terkait lingkungan hidup,
peraturan daerah, serta laporan penelitian sebelumnya yang relevan
dengan topik penelitian.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak ekologis adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan lingkungan
hidup yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Hak ini menegaskan bahwa
setiap orang berhak Mengakses lingkungan hidup yang baik dan sehat,
Mendapatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Berpartisipasi
dalam pengelolaan lingkungan, dan sebagainya. Hak ini mencerminkan
pengakuan bahwa kualitas hidup manusia sangat bergantung pada kondisi
ekologis yang terjaga, mulai dari udara yang bersih, air yang layak konsumesi,
hingga lahan dan hutan yang lestari. Dengan demikian, pemenuhan hak
ekologis tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga kewajiban
negara melalui perangkat hukum, kebijakan publik, dan institusi yang
berwenang untuk memastikan kelestarian lingkungan.

Hak ekologis menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk
mengakses lingkungan hidup vyang baik dan sehat, mendapatkan
perlindungan serta pengelolaan lingkungan yang memadai, hingga
berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan
sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa hak ekologis bukan sekadar
hak pasif untuk menikmati lingkungan, melainkan juga hak aktif yang
memberi ruang partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengawasi
kebijakan lingkungan. Dengan demikian, keberadaan hak ekologis menjadi
landasan penting bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang
menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi.

248 | Ecological Citizenship Berbasis Kearifan Lokal



Pemenuhan hak ekologis memiliki urgensi yang sangat tinggi karena
lingkungan hidup yang sehat merupakan fondasi utama keberlangsungan
hidup manusia. Tanpa udara bersih, air yang layak, tanah subur, dan
ekosistem yang seimbang, hak-hak asasi lainnya seperti hak atas kesehatan,
pendidikan, bahkan hak untuk hidup tidak dapat terwujud secara optimal.
Hak ekologis juga menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan
global seperti perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan hilangnya
keanekaragaman hayati yang berdampak langsung pada kualitas hidup
masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan.

Selain itu, pemenuhan hak ekologis mendesak untuk menjamin keadilan
antar generasi. Eksploitasi lingkungan tanpa kendali akan mengorbankan hak
generasi mendatang dalam mengakses sumber daya alam yang memadai.
Oleh karena itu, negara, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki
kewajiban moral sekaligus yuridis untuk memastikan keberlanjutan ekologis.
Pemenuhan hak ekologis bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan
bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang
menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi demi tercapainya
kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara.

Pemenuhan hak ekologis di Madura merupakan implementasi Pasal 28H
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sementara Pasal 33 ayat (3) menegaskan
bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hak ekologis warga desa harus
dijalankan seiring kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini mengikat
pemerintah desa di Madura untuk mengelola SDA dengan prinsip
berkelanjutan, sekaligus mengikat warga negara untuk melaksanakan
kewajiban menjaga lingkungan. Pemenuhan hak dan kewajiban warga negara
di bidang ekologis dalam konteks village development di Madura tidak dapat
dilepaskan dari kerangka konstitusional dan regulasi sektoral. UUDNRI Tahun
1945 melalui Pasal 28H ayat (1) memberikan jaminan bahwa setiap warga
negara berhak atas lingkungan hidup yang sehat. Hak ini ditegaskan kembali
dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang menekankan
peran negara, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pelestarian
lingkungan hidup.

Pemenuhan hak dan kewajiban ekologis di Madura tidak bisa dilepaskan
dari sejarah panjang interaksi masyarakat dengan alam. Tradisi pertanian
tembakau, garam, dan perikanan laut telah membentuk identitas sosial-
ekonomi masyarakat Madura. Namun, eksploitasi berlebihan di era modern
mengakibatkan kerusakan lingkungan. Perubahan ini menunjukkan
pentingnya reposisi hak dan kewajiban ekologis sebagai fondasi
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pembangunan desa. Hak atas lingkungan yang sehat merupakan bagian dari
hak asasi generasi ketiga (third generation of human rights) yaitu hak
solidaritas. Implementasi di Madura menegaskan bahwa pemenuhan hak ini
hanya mungkin tercapai bila warga desa melaksanakan kewajiban ekologisnya.
Dengan demikian, ada keseimbangan antara rights (hak) dan duties
(kewajiban).

Pemenuhan hak tersebut hanya dapat berjalan bila disertai dengan
kewajiban warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian
lingkungan. Di Madura, masyarakat desa, khususnya petani dan nelayan
sudah memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan alam, seperti system tanean
lanjheng yang menata ruang keluarga dan lingkungan sekitar berbasis
kebersamaan. Pemenuhan hak dan kewajiban warga negara di bidang
ekologis di Madura bukan sekadar konsep normatif, tetapi telah berwujud
nyata dalam praktik sosial masyarakat. Program pembangunan desa berbasis
lingkungan, seperti rehabilitasi hutan mangrove, pengelolaan sampah
berbasis komunitas, serta program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang
diintegrasikan dengan sanitasi menjadi bukti bahwa hak atas lingkungan
hidup sehat diupayakan secara sistematis. Implementasi ini sejalan dengan
amanat konstitusi serta visi pembangunan berkelanjutan.

Masyarakat Madura memiliki nilai kultural yang kuat dalam menjaga
keharmonisan dengan alam. Konsep “bhupa’-bhdbhu’-ghuru-rato (orang tua,
guru, pemimpin, dan negara) menggambarkan kepatuhan masyarakat
terhadap otoritas moral dan politik. Nilai ini dapat dimaknai sebagai bentuk
resiprokalitas ekologis: warga menghormati kebijakan lingkungan pemerintah
sebagai bagian dari kewajiban, sekaligus menerima perlindungan lingkungan
sebagai hak. Dengan demikian, budaya lokal berperan penting dalam
memperkuat kesadaran ekologis warga negara. Masyarakat Madura dikenal
dengan karakter religius dan komunal. Nilai religius memunculkan keyakinan
bahwa merusak alam adalah perbuatan dosa, sedangkan nilai komunal
mendorong gotong royong dalam menjaga sumber daya bersama. Ini menjadi
kekuatan kultural dalam menginternalisasi kewajiban ekologis.

Tantangan besar muncul ketika industrialisasi dan urbanisasi desa tidak
dibarengi dengan tata kelola ekologis yang memadai. Misalnya,
penggundulan hutan dan konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri
mengancam daya dukung lingkungan. Hal ini sesuai dengan temuan
penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa degradasi ekologis di
Madura erat kaitannya dengan lemahnya regulasi lokal dan rendahnya
kesadaran ekologis Masyarakat. Reformasi birokrasi di tingkat desa juga
menjadi instrumen penting dalam pemenuhan hak-kewajiban ekologis.
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Perangkat desa perlu menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan
prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-11.

Perspektif Pancasila memperlihatkan bahwa Sila Pertama, Ketuhanan
Yang Maha Esa menuntut kesadaran ekologis sebagai manifestasi tanggung
jawab spiritual menjaga ciptaan Tuhan. Dalam nilai-nilai Ketuhanan,
mengajarkan Masyarakat untuk memahami dan menyadari sejatinya
hubungan dengan alam harus selalu dijaga, sebab antara alam dan manusia
saling terkait, utamanya manusia menjadi perawat bumi dan lingkungannya
adalah salah satu tugas manusia di ciptakan ke dunia (bumi). Sila Kedua,
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, menekankan hak atas lingkungan
sehat sebagai hak kemanusiaan, serta menjaga lingkungan adalah tugas antar
sesama manusia yang hidup Bersama dan berdampingan, nilai-nilai
kemanusiaan adalah nilai universal yang dijaga untuk menjaga hubungan
antar manusia.

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan gotong royong dalam
mengatasi krisis ekologis, semangat solidaritas antar sesame bangsa atau
warga negara harus ditunjukkan guna menjaga kelestarian lingkungan suatu
negara atau dalam hal ini lingkungan terkecil mulai dari desa sampai
lingkungan perkotaan. Sila Kempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, memberi arah
demokrasi ekologis: partisipasi warga dalam perumusan Peraturan Desa
(Perdes) tentang lingkungan. Serta menuntut pemangku kebijakan local baik
dari Pemerintah Desa, BPD, Masyarakat Desa, Camat, Dinas Lingkungan Hidup
dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa hinga ke Bupati membuat regulasi
yang pro terhadap kelestarian lingkungan atau dalam perspektif lain disebut
green constitution and green legislation. Dan perspektif Sila Kelima, Keadilan
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan keadilan sosial berupa
akses yang adil atas sumber daya alam. Keadilan dalam memanfaatkan SDA
harus dirasakan oleh semua pihak, tidak hanya fokus pada pemerintah
melainkan masyarakat desa beserta hak-hak tradisionalnya.

Secara empiris, masyarakat Madura menghadapi degradasi lingkungan
akibat penggundulan hutan dan polusi sampah. Minimnya kesadaran ekologis
menghambat pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan
kewarganegaraan ekologis dan regulasi lokal yang partisipatif menjadi
penting. Temuan lapangan menunjukkan rendahnya kesadaran ekologis
masyarakat Madura. Misalnya, pola konsumsi plastik masih tinggi dan sistem
pengelolaan sampah belum optimal. Kearifan lokal seperti tanean lanjheng
menunjukkan adanya basis ekologis yang dapat diperkuat melalui regulasi
dan pendidikan. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum lingkungan di tingkat
desa menjadi hambatan serius Selain itu, partisipasi warga menjadi kunci.
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Warga desa bukan sekadar penerima manfaat, melainkan aktor utama yang
menjaga ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara regulasi
nasional, kebijakan daerah, dan kearifan lokal agar village development di
Madura tidak hanya mengejar aspek ekonomi, tetapi juga menjamin
keberlanjutan ekologis. Setelah dilakukan wawancara terhadap beberapa
responden, implementasi hak ekologis di Madura masih belum optimal. Hal
ini dikarenakan masih banyak pembuangan sampah yang dilakukan secara
sembarangan. Salah satu penyebabnya adalah kurang kesadaran dari
masyarakat setempat.

Warga desa seharusnya sebagai aktor utama yang menjaga ekosistem
melalui perilaku sehari-hari dan praktik kolektif. Oleh karena itu, diperlukan
integrasi antara regulasi nasional, kebijakan daerah, dan kearifan lokal agar
pembangunan desa di Madura tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan
ekonomi, melainkan juga menjamin keberlanjutan ekologis. Integrasi ini
penting untuk memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan,
sehingga kesadaran ekologis tumbuh dari bawah (bottom-up), bukan sekadar
hasil instruksi dari atas (top-down). Dengan demikian, keberlanjutan ekologis
di Madura dapat dicapai melalui kombinasi instrumen hukum, kebijakan
publik, pendidikan kewarganegaraan ekologis, serta penguatan kearifan lokal
yang kontekstual.

Pemenuhan hak ekologis masyarakat desa di Madura menghadapi
berbagai kendala struktural maupun kultural. Pemerintah daerah maupun
pemerintah desa sering kali belum mampu menjalankan perannya secara
optimal karena terikat pada sejumlah hambatan diantaranya adalah
keterbatasan anggaran dan infrastruktur, kurangnya kapasitas dan Sumber
Daya Manusia (SDM), lemahnya penegakan hukum lingkungan, dan dualisme
kebijakan nasional dan local. Kebijakan regulatif saja tidak akan cukup apabila
tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam
mengelola lingkungan. Program pemberdayaan masyarakat berbasis
lingkungan perlu diperkuat, misalnya melalui pelatihan pengelolaan sampah
rumah tangga, pengembangan bank sampah, hingga pemanfaatan energi
terbarukan sederhana di tingkat desa. Dengan cara ini, masyarakat tidak
hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga aktor utama dalam menjaga
keseimbangan ekologi. Partisipasi aktif warga akan menjadikan kebijakan
desa ramah lingkungan lebih mudah diterima dan dijalankan.

Selain itu, konsep eco-village di Madura harus diintegrasikan dengan
kearifan lokal yang sudah ada, sehingga kebijakan tidak sekadar menyalin
model luar, tetapi sesuai dengan konteks sosial-budaya masyarakat Madura.
Tradisi lokal seperti tanean lanjheng yang mencerminkan kedekatan dengan
alam dapat dijadikan dasar nilai dalam merumuskan aturan desa. Dengan
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memadukan kearifan lokal, ilmu pengetahuan modern, dan dukungan
kebijakan, pembangunan desa berkelanjutan di Madura akan lebih berakar
pada identitas masyarakatnya sekaligus mampu menjawab tantangan
ekologis global. Kebijakan regulatif saja tidak akan cukup apabila tidak
dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola
lingkungan. Program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan perlu
diperkuat, misalnya melalui pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga,
pengembangan bank sampah, hingga pemanfaatan energi terbarukan
sederhana di tingkat desa. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi
objek kebijakan, tetapi juga aktor utama dalam menjaga keseimbangan
ekologi. Partisipasi aktif warga akan menjadikan kebijakan desa ramah
lingkungan lebih mudah diterima dan dijalankan.

Selain itu, konsep eco-village di Madura harus diintegrasikan dengan
kearifan lokal yang sudah ada, sehingga kebijakan tidak sekadar menyalin
model luar, tetapi sesuai dengan konteks sosial-budaya masyarakat Madura.
Tradisi lokal seperti tanean lanjheng yang mencerminkan kedekatan dengan
alam dapat dijadikan dasar nilai dalam merumuskan aturan desa. Dengan
memadukan kearifan lokal, ilmu pengetahuan modern, dan dukungan
kebijakan, pembangunan desa berkelanjutan di Madura akan lebih berakar
pada identitas masyarakatnya sekaligus mampu menjawab tantangan
ekologis global.

Harapannya implementasi hak dan kewajiban ekologis di Madura bukan
hanya memperbaiki kondisi lingkungan, tetapi juga mendorong perubahan
sosial.

1) Masyarakat desa yang dulu hanya pasif sebagai penerima program, kini
aktif dalam pengelolaan lingkungan (participatory development).

2) Terjadi pergeseran kesadaran: dari pembangunan berbasis eksploitasi
menuju pembangunan berbasis keberlanjutan.

3) Perubahan ini memperkuat identitas masyarakat Madura sebagai warga
negara yang taat konstitusi dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Beberapa kebijakan daerah telah diarahkan pada pembangunan desa
berkelanjutan, tetapi belum sepenuhnya berbasis ekologi. Diperlukan inovasi
regulasi, misalnya Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah, konservasi
hutan desa, dan perlindungan lahan pertanian. Sinergi antaraktor
(pemerintah, masyarakat, LSM, akademisi) penting untuk mewujudkan eco-
village di Madura. Selain melihat implementasi hak dan kewajiban ekologis
sebagai instrumen pembangunan, dapat pula dilihat sebagai:
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1) Instrumen demokratisasi desa, karena keterlibatan warga dalam
pengelolaan lingkungan memperkuat demokrasi partisipatoris.

2) Instrumen integrasi nasional, karena hak-kewajiban ekologis menyatukan
masyarakat Madura dalam kerangka kebangsaan yang lebih besar.

3) Instrumen legitimasi negara, karena keberhasilan pemenuhan hak
lingkungan memperkuat kepercayaan warga terhadap negara, sehingga
mengurangi potensi konflik ekologis.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat di simpulkan bahwa Pendidikan
kewarganegaraan ekologis (ecological citizenship) menjadi kunci. Sekolah,
pesantren, dan perguruan tinggi di Madura dapat menjadi agen transformasi
kesadaran lingkungan. Dengan pendidikan, warga desa tidak hanya
memahami hak ekologis, tetapi juga sadar akan kewajiban menjaga
kelestarian. Peran pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat
daerah, dan masyarakat desa butuh sinergi yang nyata, Bersama-sama dalam
melakukan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dan
senantiasa di edukasi Masyarakat sampai ke level yang paling bawah
utamanya Masyarakat desa. Sejatinya Masyarakat desa sudah sejak dulu
menghormati alam, namun perubahan sosial membuat paradigma lama perlu
dilakukan pembaharuan dan penguatan literasi terkait kelestarian lingkungan.

Selain pendidikan, penguatan regulasi lokal juga memiliki peran penting
dalam menegakkan hak ekologis masyarakat desa. Peraturan desa tentang
pengelolaan sampah, perlindungan sumber daya air, dan pemeliharaan ruang
terbuka hijau dapat menjadi instrumen hukum yang efektif jika dirancang
secara partisipatif. Dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perumusan
hingga implementasi, regulasi tersebut tidak hanya menjadi aturan formal,
tetapi juga tumbuh menjadi kesadaran kolektif yang mengikat. Hal ini
sekaligus mendorong desa di Madura untuk membangun tata kelola
lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor
antara pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas
lokal sangat dibutuhkan untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan
ekologis. Perguruan tinggi dapat berperan melalui riset dan pengabdian
masyarakat, sementara pesantren dan tokoh agama mampu menanamkan
nilai-nilai ekologis melalui pendekatan moral dan spiritual. Dengan demikian,
transformasi kesadaran ekologis tidak hanya berlangsung di ruang kelas,
tetapi juga meresap dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Integrasi
antara ilmu pengetahuan, kearifan lokal, dan nilai-nilai keagamaan akan
menjadikan gerakan menjaga lingkungan lebih kontekstual dan berkelanjutan.
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F. KESIMPULAN
Integrasi hak ekologis sebagai bagian dari hak konstitusional, kewajiban

ekologis sebagai tanggung jawab moral-hukum warga, serta peran Pancasila

sebagai paradigma pembangunan desa. Beberapa hal yang dapat disimpulkan
dari pembahasan di atas sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak warga atas lingkungan sehat di Madura adalah amanat
konstitusional yang harus dijalankan melalui pembangunan desa ekologis.

2. Kewajiban warga untuk menjaga lingkungan merupakan aspek resiprokal
dari pemenuhan hak.

3. Pancasila dan konstitusi memberikan kerangka normatif dan filosofis
dalam pembangunan berkelanjutan.

4. Tantangan berupa degradasi lingkungan harus diatasi dengan sinergi
antara negara, masyarakat, dan kearifan lokal. Serta Pendidikan
kewarganegaraan ekologis (ecological citizenship) menjadi kunci. Sekolah,
pesantren, dan perguruan tinggi di Madura dapat menjadi agen
transformasi kesadaran lingkungan di masyarakat.

G. REKOMENDASI:
Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perkuat regulasi desa berbasis lingkungan.
2. Lakukan pendidikan kewarganegaraan ekologis di sekolah desa.
3. Kembangkan eco-village berbasis kearifan lokal Madura.
4. Integrasikan SDGs dalam RPJMDes
5. Optimalkan Peran Pemerintah Daerah
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
MEWUJUDKAN ECOLOGICAL CITIZENSHIP
BERBASIS KEARIFAN LOKAL JAWA TENGAH

Suyahman bin Atmodiharjo
Univ Veteran bangun Nusantara sukoharjo

A. Pendahuluan

Di era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi
yang pesat, isu-isu lingkungan hidup semakin menjadi perhatian utama di
seluruh dunia. Peningkatan aktivitas manusia yang tidak terkendali dan
eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan telah menyebabkan berbagai
masalah ekologis, seperti perubahan iklim, deforestasi, pencemaran, dan
kepunahan flora dan fauna. Dalam konteks ini, konsep keberlanjutan dan
tanggung jawab ekologis menjadi semakin relevan dan mendesak untuk
diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu pendekatan yang muncul dalam upaya menghadapi tantangan
ekologis adalah konsep ecological citizenship atau kewarganegaraan ekologis.
Menurut Dobson (2007), ecological citizenship adalah suatu bentuk identitas
dan partisipasi warga negara yang menuntut adanya kesadaran, tanggung
jawab, dan aksi nyata terhadap keberlanjutan lingkungan. Konsep ini
menegaskan bahwa warga negara tidak hanya memiliki hak dan kewajiban
politik, ekonomi, dan sosial, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral
terhadap lingkungan tempat mereka tinggal. Dengan demikian,
pembangunan masyarakat yang berdaya dan berkelanjutan harus didasarkan
pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang mampu menginternalisasi nilai-
nilai ekologis dalam kehidupan sehari-hari.

Pemberdayaan masyarakat sebagai proses meningkatkan kapasitas,
pengetahuan, dan keterampilan warga untuk mengambil bagian aktif dalam
pengelolaan lingkungan menunjukkan peran strategis dalam mewujudkan
ecological citizenship. Melalui pemberdayaan, masyarakat tidak hanya
menjadi objek dari kebijakan lingkungan, tetapi juga subjek yang mampu
menentukan, mengelola, dan menjaga sumber daya alam secara mandiri dan
berkelanjutan. Konsep ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan
berkelanjutan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, yang



didasarkan pada pemahaman mereka terhadap pentingnya menjaga
ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam.

Dalam kerangka teoritis, pemberdayaan masyarakat tidak hanya
berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga melibatkan aspek
budaya dan pengetahuan ekologis yang dimiliki oleh masyarakat lokal.
Menurut Bebbington (1999) dalam bukunya *Capitals and Capabilities: A
Framework for Analysing Peasant Viability, Rural Livelihoods and Poverty*
(2000, London: Routledge), pemberdayaan harus mampu memperkuat
kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan
dan menegaskan bahwa keberdayaan tersebut harus didasarkan pada
penguasaan pengetahuan dan kemampuan yang relevan. Oleh karena itu,
pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada ecological citizenship
harus mampu mengintegrasikan aspek-aspek tersebut dalam proses
pemberdayaan masyarakat.

Lebih jauh, para pakar lingkungan juga menegaskan bahwa
pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama dalam mengatasi
berbagai tantangan ekologis yang kompleks dan multidimensi. Menurut David
Suzuki (2007), dalam bukunya The Sacred Balance (2007, Canada: Greystone
Books), keberhasilan dalam menjaga keseimbangan ekologis sangat
bergantung pada kesadaran dan tindakan kolektif masyarakat. Suzuki
menekankan bahwa masyarakat yang diberdayakan dan memiliki kesadaran
ekologis akan mampu mengambil tindakan yang

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, masalah
lingkungan hidup semakin menjadi perhatian serius. Konsep ecological
citizenship atau kewarganegaraan ekologis menuntut masyarakat untuk lebih
sadar dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan. Di Jawa
Tengah, kearifan lokal yang kaya dan beragam dapat menjadi landasan kuat
dalam mewujudkan ecological citizenship yang berkelanjutan. Pemberdayaan
masyarakat sebagai agen utama perubahan sangat penting dilakukan dengan
memanfaatkan potensi dan nilai-nilai budaya lokal yang telah ada. Melalui
makalah ini, dibahas mengenai arti penting, tujuan, manfaat, bentuk-bentuk,
serta ruang lingkup dari pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal
Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan ecological citizenship.

B. Arti Pentingnya

Menurut Stephen K. Schneider dalam bukunya "Environment" (2007,
Oxford University Press), ecological citizenship merujuk pada kesadaran dan
tanggung jawab warga negara terhadap keberlanjutan lingkungan. Konsep ini
menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam
dan pelestarian lingkungan. Makalah ini menegaskan bahwa pemberdayaan
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masyarakat adalah kunci utama dalam mewujudkan ecological citizenship,
karena masyarakat yang berdaya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan
motivasi untuk melakukan tindakan konservasi dan pengelolaan lingkungan
secara berkelanjutan.

Menurut Dr. Agus Ardian (2018), dalam bukunya "Kearifan Lokal dan
Pengelolaan Lingkungan di Jawa" (Yogyakarta: Penerbit Ombak), kekayaan
kearifan lokal di Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam membangun
ecological citizenship. la menyatakan bahwa "Kearifan lokal mampu menjadi
jembatan antara tradisi dan modernitas dalam pengelolaan lingkungan,
sehingga masyarakat tidak hanya tahu pentingnya konservasi tetapi juga
merasa bertanggung jawab secara moral dan sosial."

Lebih jauh, Prof. Dr. Soemardjan (2010) dalam buku "Budaya dan
Lingkungan di Jawa" (Semarang: Penerbit Diponegoro) menekankan bahwa
adat istiadat dan nilai-nilai budaya lokal mampu memperkuat kesadaran
ekologis masyarakat. la menegaskan bahwa keberhasilan pelestarian
lingkungan di Jawa Tengah sangat bergantung pada penerapan nilai-nilai lokal
yang telah terinternalisasi dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Ecological citizenship (kewarganegaraan ekologis) merupakan konsep
yang menuntut kesadaran dan tanggung jawab individu maupun komunitas
terhadap keberlanjutan lingkungan. Di Indonesia, khususnya Jawa Tengah,
penerapan konsep ini sangat relevan karena kekayaan kearifan lokal yang
melekat kuat pada masyarakatnya. Kearifan lokal Jawa Tengah, berupa adat,
tradisi, dan pengetahuan turun-temurun, menjadi fondasi penting dalam
membangun kesadaran ekologis dan partisipasi aktif warga dalam menjaga
lingkungan.

Kearifan lokal Jawa Tengah meliputi praktik-praktik tradisional seperti
sistem subak di daerah tertentu, pengelolaan sumber daya alam secara
gotong royong, serta ritual-ritual adat yang berfungsi sebagai pengingat akan
pentingnya menjaga keseimbangan alam. Misalnya, tradisi-larung, sedekah
bumi, dan sistem larangan tertentu yang bertujuan melestarikan ekosistem
dan memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Kearifan ini tidak hanya
berfungsi sebagai pedoman moral tetapi juga sebagai strategi konservasi yang
berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan kearifan lokal ini ke dalam pendidikan dan
kebijakan lingkungan, masyarakat Jawa Tengah dapat mengembangkan rasa
memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan mereka sendiri. Ini adalah
inti dari ecological citizenship, yaitu kesadaran bahwa mereka adalah bagian
dari ekosistem dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan alam untuk
generasi mendatang.
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C. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan ECOLOGICAL

Citizenship Berbasis Kearifan Lokal Jawa Tengah
1. Landasan Konsep: Ecological Citizenship & Kearifan Lokal

Ecological Citizenship adalah konsep kewarganegaraan yang mendorong
partisipasi individu/komunitas dalam merawat lingkungan secara aktif,
menjunjung prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis. Di Jawa Tengah,
nilai-nilai ini kerap diintegrasikan dengan kearifan lokal—pengetahuan dan
praktik tradisional yang telah menjaga keseimbangan antara manusia dan
alam

Contoh konkret adalah penggunaan Pranata Mangsa, sistem
penanggalan pertanian tradisional Jawa yang membantu masyarakat
mengelola musim tanam dan adaptasi terhadap perubahan iklim (arXiv).

2. Studi Lapangan di Jawa Tengah: Pemberdayaan dan Transformasi Sosial

a. Lereng Gunung Slamet
Sebuah disertasi dari UGM menyoroti pengelolaan hutan lindung di
lereng selatan Gunung Slamet, di mana masyarakat diberdayakan
sebagai pelaku utama reforestasi. Pemerintah bertindak sebagai
pengarah, sedangkan masyarakat menggunakan kearifan lokal dan
persepsi mereka terhadap kebutuhan ekologis untuk mereboisasi
bekas areal tegal. Dalam proses tersebut, terjadi perbaikan kondisi
lingkungan (neraca air, pendapatan masyarakat) yang bisa diukur
secara signifikan (ETD UGM).

b. Komunitas Prenjak Tapak, Semarang
Komunitas lingkungan di Dusun Tapak, Semarang, melakukan
transformasi  sosial berbasis ecological citizenship. Mereka
membentuk ekowisata mangrove sebagai upaya menjaga ketahanan
lingkungan dan mendorong kesadaran ekologis. Namun, tantangan
muncul ketika pemerintah lokal lebih memihak investor, mengancam
keberlanjutan konservasi mangrove (Jurnal Universitas Gadjah Mada).

c. Pilot Project Balai PSDA di Kebumen
Di Kebumen, Balai PSDA Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pilot
project konservasi sumber daya air dengan memberdayakan
masyarakat tiga desa. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS
terjadi  melalui kesepakatan bersama dengan pemerintah.
Masyarakat menjadi inisiator dan penjaga kelestarian DAS, bukan
hanya penerima manfaat (ResearchGate).
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3.

4.

Program dan Model Strategis

a. Kampung Selo Beraksi
Program lingkungan bertajuk “Kampung Selo Beraksi” menguatkan
ecological citizenship dengan pendekatan bottom-up. Masyarakat
dilibatkan dalam kegiatan seperti bank sampah, taman hidroponik,
vertical garden, dan galeri kerajinan. Fokusnya adalah membangun
kesadaran, keterampilan, dan keterlibatan lingkungan. Tantangan
utamanya mencakup sumber daya manusia, pendanaan, serta
kurangnya dukungan pemerintah setempat (Jurnal Universitas
Sebelas Maret).

b. Eco-spirituality pada Komunitas Adat di Cilacap
Studi di Tajakembang, Cilacap, menunjukkan bagaimana spiritualitas
ekologis dalam tradisi masyarakat adat memberikan fondasi kuat bagi
pertanian berkelanjutan. Nilai-nilai spiritual dipadukan dengan
praktik tradisional untuk menjaga sistem sosial-ekologis dan
menguatkan ketahanan budaya serta lingkungan (Journal UGM,
Jurnal Universitas Gadjah Mada).

Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan untuk Jawa Tengah
Berdasarkan temuan di atas, beberapa rekomendasi kebijakan yang

relevan untuk lebih memperkuat pemberdayaan masyarakat berbasis
ecological citizenship antara lain:

a.

Pengakuan dan integrasi kearifan lokal seperti Pranata Mangsa,
eco-spiritual traditions, dan praktik keagamaan lokal ke dalam kurikulum
pendidikan dan program konservasi.

Penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan teknis dan kesadaran
ekologis, menjadikan mereka tidak hanya partisipan tapi juga pemimpin
proyek konservasi.

Pembiayaan dan insentif lokal berupa dana desa, hibah, atau kemitraan
publik-swasta untuk mendukung inisiatif lokal seperti ekowisata, bank
sampah, dan pertanian berkelanjutan.

Kemitraan pemerintah-masyarakat dengan pendekatan bottom-up yang
menempatkan masyarakat sebagai inisiator utama dalam perencanaan
dan pelaksanaan.

Kebijakan protektif berbasis adat dan ekologis, termasuk regulasi yang
melindungi mangrove, hutan lindung, dan DAS berdasarkan kearifan lokal
dan nilai budaya.

Monitoring dan evaluasi berbasis indikator ekologis dan sosial, misalnya
persepsi masyarakat, neraca air, pendapatan berbasis ekosistem, kualitas
DAS, dan tren partisipasi masyarakat.
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D. Manfaat
Pada era modern ini, keberlanjutan lingkungan menjadi isu global yang
semakin mendesak. Perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, dan
kerusakan ekosistem memerlukan perhatian dari seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu pendekatan yang dianggap efektif adalah pemberdayaan
masyarakat berbasis kearifan lokal, khususnya di wilayah Jawa Tengah,
Indonesia. Kearifan lokal yang telah berkembang selama berabad-abad di
kawasan ini mampu menjadi fondasi bagi terbentuknya ecological citizenship
atau kewarganegaraan ekologis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat bukan hanya sekadar
meningkatkan kapasitas ekonomi atau sosial, tetapi juga menanamkan nilai-
nilai ekologis, tanggung jawab bersama, dan kesadaran akan pentingnya
menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari identitas budaya mereka.
Melalui uraian berikut, akan dipaparkan secara komprehensif manfaat dan
tujuan dari pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal Jawa Tengah
dalam mewujudkan ecological citizenship, lengkap dengan pendapat pakar
dan referensi buku yang relevan. Menurut Prof. Dr. Siti Maryam dalam
bukunya "Kearifan Lokal dan Pengelolaan Lingkungan" (2020), beliau
menyatakan: "Kearifan lokal mampu memperkuat kesadaran ekologis
masyarakat, karena nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun secara
tidak langsung mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan
bertanggung jawab terhadap keberlanjutan sumber daya alam." (Hal. 45)
Menurutnya manfaat Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal
Jawa Tengah:
1. Meningkatkan Kesadaran Ekologis dan Tanggung Jawab Sosial
Salah satu manfaat utama dari pemberdayaan masyarakat berbasis
kearifan lokal adalah meningkatnya kesadaran ekologis dan rasa
tanggung jawab terhadap lingkungan. Kearifan lokal di Jawa Tengah,
seperti tradisi gotong royong, larangan membakar hutan, dan pelestarian
sumber daya alam, secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai
keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Misalnya, tradisi “Sedekah
Bangan” di desa-desa tertentu di Jawa Tengah mengajarkan masyarakat
untuk berbagi hasil panen dan menjaga sumber daya alam secara
bersama-sama. Tradisi ini mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan
dan penghormatan terhadap alam yang telah menjadi bagian dari budaya
masyarakat setempat.
2. Pelestarian dan Penguatan Identitas Budaya Lokal
Kearifan lokal merupakan bagian integral dari identitas budaya
masyarakat Jawa Tengah. Dengan pemberdayaan berbasis kearifan lokal,
masyarakat mampu  melestarikan budaya mereka sekaligus
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mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam pengelolaan lingkungan. Ini
akan memperkuat identitas budaya yang berwawasan ekologis, sehingga
masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap lingkungan
mereka. Misalnya, tradisi “Rebo Wekasan” yang dilakukan setiap bulan
Rebo (Rabu) di beberapa daerah di Jawa Tengah melibatkan kegiatan
bersih desa dan pelestarian lingkungan, sebagai bentuk rasa syukur
kepada Tuhan dan penghormatan terhadap alam.

Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan

Kearifan lokal seringkali berkaitan dengan praktik pengelolaan sumber
daya alam secara berkelanjutan. Melalui pemberdayaan masyarakat,
praktik-praktik ini dapat dioptimalkan untuk pengembangan ekonomi
yang berkelanjutan, seperti ekowisata desa, kerajinan tangan berbasis
bahan alam, dan pertanian organik. Sebagai contoh, desa-desa wisata
budaya di Jawa Tengah seperti Desa Wisata Dieng dan Desa Wisata
Baturraden tidak hanya menawarkan kekayaan budaya, tetapi juga
praktik pelestarian lingkungan yang berkelanjutan, yang menjadi daya
tarik wisatawan sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

Pembentukan Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing dalam
Konteks Global

Pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal akan memperkuat
kapasitas masyarakat untuk bersaing di tingkat nasional dan internasional,
terutama dalam bidang ekowisata dan produk lokal yang berorientasi
keberlanjutan. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan
dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan akan menjadi
pelaku utama dalam menjaga ekosistem dan memperoleh manfaat
ekonomi dari sumber daya tersebut.

Meningkatkan Partisipasi dan Keterlibatan dalam Pengelolaan Lingkungan
Kearifan lokal memberikan dasar moral dan budaya yang kuat untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
Tradisi dan norma budaya menjadi alat untuk mendorong masyarakat
aktif terlibat dalam kegiatan konservasi, restorasi, dan pengelolaan
sumber daya alam secara kolektif dan berkelanjutan.

Menurut Joko Sanjoyo, 2020, Penerapan ecological citizenship berbasis

kearifan lokal ini akan memberikan manfaat besar, antara lain:

1.

Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap
lingkungan sekitar.

Melestarikan budaya dan tradisi lokal yang kaya akan nilai konservasi.
Menguatkan solidaritas sosial melalui praktik gotong royong dan adat
istiadat.
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Mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai
prinsip lokal yang telah terbukti efektif.

Menciptakan solusi konservasi yang sesuai dengan konteks lokal dan
mudah diterima masyarakat.

Terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari.

Terjaganya warisan budaya dan kearifan lokal sebagai identitas daerah.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber
daya alam yang berkelanjutan.

Membangun masyarakat yang sadar akan tanggung jawab ekologis
sebagai bagian dari kewarganegaraan.

Tujuan
Menurut Dr. Agus Supriyanto, 2018, Kebudayaan, Lingkungan, dan

Keberlanjutan di Jawa Tengah Tujuan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Mewujudkan Ecological Citizenship berbasis kearifan local jawa Tengah

1.

Menciptakan Masyarakat yang Sadar dan Bertanggung Jawab terhadap
Lingkungan

Tujuan utama dari pemberdayaan adalah menumbuhkan rasa tanggung
jawab ekologis yang kuat di kalangan masyarakat. Mereka harus mampu
memahami bahwa keberlanjutan lingkungan merupakan bagian dari
keberlanjutan kehidupan mereka dan generasi mendatang.

Membangun Nilai-Nilai Kearifan Lokal sebagai Dasar Pengelolaan
Lingkungan

Pemberdayaan bertujuan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal, seperti
gotong royong, menghormati alam, dan menjaga keseimbangan
ekosistem, dalam setiap aspek pengelolaan lingkungan. Nilai-nilai ini
menjadi pedoman moral dan budaya yang membedakan masyarakat
Jawa Tengah dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber
Daya Alam

Salah satu tujuan utama adalah mendorong masyarakat untuk aktif
terlibat dalam kegiatan konservasi, reboisasi, pengelolaan sampah, dan
pelestarian sumber daya alam lainnya. Dengan demikian, pengelolaan
lingkungan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi
menjadi tanggung jawab bersama masyarakat.

Mengintegrasikan Nilai-Nilai Lokal dengan Kebijakan Lingkungan Nasional
dan Internasional

Pemberdayaan masyarakat juga bertujuan mengintegrasikan kearifan
lokal ke dalam kebijakan dan program nasional maupun internasional,
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sehingga memperkuat posisi masyarakat dalam pengambilan keputusan
terkait pengelolaan lingkungan.

5. Mewujudkan Ekosistem Berkelanjutan dan Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat
Akhirnya, tujuan utama adalah menciptakan ekosistem yang
berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
praktik-praktik ramah lingkungan yang berorientasi jangka panjang.

Dalam konteks keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup, konsep
ecological citizenship atau kewarganegaraan ekologis** menjadi penting.
Konsep ini menekankan tanggung jawab individu dan komunitas terhadap
pelestarian lingkungan, serta pengakuan terhadap hak dan kewajiban
manusia sebagai bagian dari ekosistem. Khususnya di Jawa Tengah, yang kaya
akan budaya dan kearifan lokal, penerapan ecological citizenship harus
bersimbiosis dengan nilai-nilai tradisional dan budaya setempat agar lebih
efektif dan berkelanjutan.

Kearifan lokal Jawa Tengah, yang diwariskan secara turun-temurun
melalui adat istiadat, cerita rakyat, tradisi, dan norma sosial, memiliki potensi
besar untuk menjadi basis dalam membangun ecological citizenship yang
berkelanjutan. Dalam kerangka ini, tujuan dan ruang lingkup ecological
citizenship berbasis kearifan lokal Jawa Tengah perlu dikaji secara mendalam
untuk memastikan relevansi dan keberhasilannya.

Ecological citizenship adalah konsep kewarganegaraan vyang
menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian integral dari identitas
dan tanggung jawab warga negara. Menurut Clare Palmer (2004), ecological
citizenship mengandung makna bahwa setiap individu dan komunitas
memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan, termasuk dalam
pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, dan khususnya Jawa Tengah, ecological
citizenship tidak hanya berkaitan dengan kesadaran pribadi terhadap
lingkungan, tetapi juga mengakar dalam budaya dan kearifan lokal yang telah
ada. Konsep ini memperkuat hubungan manusia dengan alam sebagai bagian
dari sistem sosial dan budaya yang saling terkait. Tujuan pemberdayaan
Masyarakat untuk mewujudkan Ecological Citizenship Berbasis Kearifan Lokal
Jawa Tengah
1. Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Berbasis Budaya Lokal

Tujuan utama dari ecological citizenship berbasis kearifan lokal Jawa

Tengah adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya

menjaga dan melestarikan lingkungan melalui pendekatan yang sesuai

dengan budaya dan tradisi setempat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai
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kearifan lokal, masyarakat diharapkan mampu memahami bahwa
keberlanjutan lingkungan merupakan bagian dari identitas dan budaya
mereka.

Melestarikan Kearifan Lokal sebagai Dasar Pengelolaan Lingkungan
Kearifan lokal Jawa Tengah, seperti konsep "Titen" (kesadaran dan
perhatian terhadap lingkungan), "Gotong Royong" (kerjasama
masyarakat), dan "Langgung" (pengelolaan sumber daya secara adil),
memiliki potensi besar sebagai fondasi prinsip pengelolaan lingkungan
yang berkelanjutan. Tujuannya adalah melestarikan dan mengembangkan
nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari.

Membangun Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan
Ecological citizenship bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi aktif
masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya alam,
konservasi, dan mitigasi kerusakan lingkungan. Dengan basis kearifan
lokal, masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap
lingkungan mereka sendiri.

Mendorong Penerapan Prinsip Ekologi dalam Kehidupan Sosial dan
Ekonomi

Melalui ecological citizenship berbasis kearifan lokal, diharapkan
masyarakat mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologi dalam
aktivitas ekonomi dan sosial, seperti pertanian berkelanjutan,
pengelolaan sampah, konservasi air, dan lain-lain.

Mewujudkan Kehidupan Berkelanjutan (Sustainable Living)

Tujuan akhir dari ecological citizenship adalah terwujudnya kehidupan
yang berkelanjutan, di mana manusia dan alam dapat hidup harmonis,
saling melengkapi, dan memberi manfaat secara berkelanjutan.

Peran dan Strategi Pemberdayaan Berbasis Kearifan Lokal Jawa Tengah
Edukasi dan Penyadaran

Membangun program edukasi yang berfokus pada nilai-nilai kearifan lokal,
baik melalui pelatihan, workshop, maupun media massa, agar masyarakat
memahami pentingnya keberlanjutan lingkungan.

Penguatan Kelembagaan Lokal

Menguatkan kelembagaan adat, desa, dan komunitas masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan sebagai ujung tombak pemberdayaan dan
pelestarian kearifan lokal.

Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Ramah Lingkungan
Memberikan akses kepada teknologi yang mendukung praktik
keberlanjutan, seperti pengelolaan sampah, irigasi berkelanjutan, dan
energi terbarukan.
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4. Pendekatan Partisipatif dan Inklusif
Melibatkan masyarakat dalam seluruh proses pengambilan keputusan,
serta memastikan bahwa perempuan, pemuda, dan kelompok marginal
lainnya turut dilibatkan.

Pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal di Jawa Tengah
merupakan strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam rangka
mewujudkan ecological citizenship. Melalui penguatan nilai-nilai budaya,
peningkatan kesadaran ekologis, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan,
masyarakat mampu menjadi agen utama dalam menjaga keberlanjutan
lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi
juga memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat dan
keberlangsungan ekosistem.

G. Ruang Lingkup

1. Nilai-Nilai Kearifan Lokal sebagai Landasan
Ruang lingkup utama adalah pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal
Jawa Tengah, seperti “Srawung” (kebersamaan), "Tepa Selira"
(empati dan toleransi), dan "Gotong Royong", sebagai basis moral
dan etika dalam menjaga lingkungan.

2. Penguatan Tradisi dan Budaya Lokal
Melibatkan tradisi, adat istiadat, cerita rakyat, dan simbol-simbol
budaya Jawa Tengah yang memiliki kaitan langsung atau tidak
langsung dengan pelestarian lingkungan, seperti upacara adat yang
berkaitan dengan alam dan musim.

3. Pendidikan dan Penyadaran Berbasis Kearifan Lokal
Mengintegrasikan pendidikan lingkungan yang berbasiskan nilai-nilai
budaya dan kearifan lokal dalam kurikulum formal maupun
nonformal, termasuk pelatihan, penyuluhan, dan kegiatan
masyarakat.

4. Partisipasi Komunitas dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam
Mendorong peran aktif komunitas adat dan masyarakat lokal dalam
pengelolaan sumber daya alam, seperti pengelolaan hutan adat,
sawah bersama, dan konservasi kawasan adat.

5. Pengembangan Model Pengelolaan Lingkungan Berbasis Tradisi
Menciptakan model pengelolaan lingkungan yang adaptif dan
berkelanjutan dengan memperhatikan tradisi lokal, misalnya, sistem
"Lapang" (pengelolaan lahan secara gotong royong) atau "Lungguh"
(pengelolaan air tradisional).
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6. Kebijakan dan Regulasi Lokal
Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kebijakan dan
regulasi lokal yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

H. Tantangan Dan Peluang Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan

Ecological Citizenship Berbasis Kearifan Lokal Jawa Tengah

Dalam era globalisasi dan perubahan iklim yang semakin nyata,
keberlanjutan lingkungan hidup menjadi isu krusial yang harus dihadapi oleh
seluruh tatanan masyarakat, termasuk di Indonesia, khususnya di Jawa
Tengah. Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan kekayaan budaya
dan sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi besar dalam
membangun kesadaran ekologis melalui pemberdayaan masyarakat berbasis
kearifan lokal.

Kearifan lokal di Jawa Tengah merupakan warisan budaya, tradisi, dan
pengetahuan masyarakat yang telah terbukti mampu menjaga keseimbangan
ekosistem secara turun-temurun. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat
berbasis kearifan lokal merupakan strategi penting dalam menumbuhkan
ecological citizenship, yaitu kesadaran dan tindakan warga negara yang peduli
dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

Namun, dalam perjalanan menuju ecological citizenship tersebut,
terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi, sekaligus peluang besar yang
dapat dimanfaatkan. Makalah ini akan menguraikan secara komprehensif
tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pemberdayaan
masyarakat Jawa Tengah untuk mewujudkan ecological citizenship berbasis
kearifan lokal.
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sebagal bentuk tanggung jawab mdmdu LE

menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks ini,
kewarganegaraan tidak hanya dimaknai sebagai status hukum
atau hak politik, tetapi juga sebagai kesadaran etis dan tindakan
nyata dalam menjaga keseimbangan ekosistem, integrasinya
dengan kearifan lokal—nilai-nilai, praktik, dan pengetahuan
tradisional masyarakat adat dan lokal yang telah lama hidup
selaras dengan alam. Kearifan lokal dilihat bukan sebagai sesuatu
yang kuno, tetapi sebagai fondasi penting dalam membangun
gaya hidup berkelanjutan, karena lahir dari interaksi panjang
antara manusiadan lingkungannya.

Buku ini menggambarkan bagaimana kearifan lokal seperti
sistem pertanian tradisional, ritual adat, hingga norma sosial
komunitas dapat memperkuat perilaku ekologis warga negara.
Dalam era modern yang ditandai oleh krisis iklim dan kerusakan
lingkungan, integrasi antara etika ekologis dan kearifan lokal
menjadi solusi strategis dalam membentuk masyarakat yang
bertanggung jawab secara ekologis. Melalui pendekatan
interdisipliner yang mencakup perspektif ekologis, budaya, dan
politik, tulisan ini mengajak pembaca untuk merefleksikan
kembali makna menjadi warga negara—bukan hanya terhadap
negara, tetapijugaterhadap bumisebagai rumahbersama.




